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1. Pembukaan;
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JT]MLAHANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demolnat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejatrtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

l Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: l0 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

:5 orang

:4 orang

:4 orang

:45 orang

: 9 orang

: 7 orang

:4 orang

: 7 orang

:5 orang

: 4 orang

: 2 orang

: 38 orang

: I orang

: I orang

:2 orang

: I orang

: - orang

: - orang

:2 orang

Jumlah : 7 orang



D(. JALA}TNYARAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu' alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

Yang saya hormati

Plt. Bupati Rembang

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang.

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Rembang.

Yang saya hormati

Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Selaetaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,

Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagran, Instansi dan

Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, paf,a wartawan dan

semua undangan lainnya yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu.

Sebagai lnsan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,

marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha pengasih lagi penyayang yang

telah memberi kita kenikmatan sehingga kita dapat bertemu dan

berkumpul mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan g (

delapan) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 daram

keadaan sehat wal afiat.



Mudah-mudahan Rapat Paripurna ini berjalan lancar dan di dalam

pembahasan Raperda senantiasa memperhatikan situasi, kondisi dan

kepentingan umum, khususnya kepentingan masyarakat Kabupaten

Rembang sehingga nantinya penyelenggaraan roda pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Rembang dapat berhasil dengan baik.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia"

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim

Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember

2014, Rapat Paripurna hari ini adalah Rapat Paripurna yang Pertama dari

III ( tiga ) Rapat Paripurna yang diagendakan dalam membahas 8

(delapan) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014,yatgterdiri dari :

- 7 ( tujuh ) Raperda yang diusulkan olehPemerintah Kabupaten

Rembang, meliputi I

l. Raperda tentang Perlindungan Anak;

2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996

tentang Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar

Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;

3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;

4. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

5. Raperda tentang Penataan Desa;

6. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

7. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Dan I (satu) Raperda yang merupakan Raperda Inisiatif DPRD,

yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Rembang

Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

pada Pasal 87 ayat (3) dijelaskan bahwa u Rancangan Peraluran

Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dan DPRD, Penjelasannya

disompaikan oleh Kepala Derah maupun oleh Pimpinan Komisi

dalam Rapat Paripurna ". Dengan demikian susunan acara dalam Rapat

Paripurna hari ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Peqjelasan Bupati atas 7 Raperda tentang :

- Perlindungan Anak;

- Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Perusahaan Daeratr Bank Perkreditan Rakyat, Bank pasar

Kabupaten Daeratr Tingkat tr Rembang;

- Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan

TPI di Kabupaten Rembang;

- Pengelolaan Cagar Budaya;

- Penataan Desa;

- Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

- PenyelenggaraanPemerintahanDesa.

3. Penjelasan Pimpinan Komisi atas

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Penutup.

Raperda tentang

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (l) huruf b peraturan DPRD

Kabupaten Rembang Nomor I tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang dijelaskanbahwa "Rapat paripurna untuk



menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila

dihadiri oleh paling sedi*it VJ ( dua pertiga ) dad junlah anggota

DPRD".

Dan menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang batrwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secuua fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 38 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah

memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap " Bismillahirrohmanirrohim', tepat

pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuk acara yang kedua, yaitu',penjelasan Bupafi

terhadap 7 ( tujuh ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang".

Untuk itu kepada Saudara plt. Bupati dipersilahkan untuk

memberikan penj elasan.

D ( Penjelasan Bupafi atas 7 Raperda Kabupaen Rembang

terlampir )



Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Plt. Bupati yang telah

menyampaikan Penjelasan terhadap 7 Raperda Kabupaten Rembang

Tahun 2014 sebagaimana yang telah diajukan ke DPRD Kabupaten

Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbatragiq

Selanjutnya kita masuk acara yang ketiga yaitu penjelasan

Pimpinan Komisi atas Raperda tentang penyelenggaraan perayanan

Publik. Sehubungan Raperda tentang penyelenggaran pubrik ini
diusulkanoleh Komisi A DPRD, untuk itu kepada pimpinan Komisi A
dipersilahkan menyampaikan penjelasannya.

:PENJELASAI\ PIMPINAN KOMISI A ATAS

RAPERDA TENTAI\G PENYELENGGARAAN

D ( Penjelasan Pimpinan Komisi A atas Raperda tentang

Penyelenggaraan Pelayanan publik terlampir )

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi A yang terah menyampaikan

penjelasan atas Raperda tentang Penyelenggaran pelayanan publik.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagi4

Demikian acara Rapat Paripurna Kabupaten Rembang hari ini telah

sampai pada penghujung acara, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan

Rapat Fraksi - Fraksi DPRDuntuk men)rusun pemandangan umum
Fraksi atas 7 Raperda yang baru saja disampaikan oleh Saudara plt.

Bupati, yang kemudian oleh Fraksi- Fraksi hasil penJrusu4an

pemandangan umum disampaikan dalam Rapat paripurna ke II ( dua )
tanggal 9 Desember 2014 esok hari. Adapun untuk saudara plt. Bupati



berkenan men)rusun Pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD

untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna ke tr ( dua ) besuk pagijuga.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas

segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Dengan mengucap *Alharndulillaahirobbil'alamiin * tepat pukul

11.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketukpala3 holi)

Wassalaama' alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,

UtamaMuda
198803 l0ll



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRI)
KABUPATEN REMBAI\G TENTANG RAPERDA
NON APBD TAHI'N ANGGARAN 2014

LAMPIRAN I : Daftar lladir Pimpinan dan Anggota DPRD,

Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan

Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN tr : Penjelasan Bupati atas 7 Raperda Non APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2014;

LAMPIRAN m : Penjelasan Pimpinan Komisi A atas Raperda

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
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SAMBUTAN BUPATI REMBANG

PADA RAPAT PARIPURNA
PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Senin, g Desember 20i4

A ssa I a m u a I a i ku m wa ra h m atu I I a h i wab a rokatu h.
Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan pelwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

. Rekan-rekan Forum Komunikasi pimpinan
Daerah;

Sekretaris Daerah, Staf Ahla Bupati, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat
Daerah Kabupaten Rembang;



- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas

dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang:

- Camatse-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji milik dan bagi Allah Subhanahu

wata'ala yang tiada henti melimpahkan taufiq, rahmat

- dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah

senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan jalan

terbaik kepada kita dalam mengemban amanah kita

selaku abdi masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,

serta hadirin yang saya hormati;

Tahun 2014 ini merupakan tahun yang sangat

strategis dan menentukan bagi kita. Berbagai agenda

nasional maupun daerah susul-menyusul untuk

Cituntaskan. Dan syukur alhamdulillah, kita telah

melewati suksesi kepemimpinan nasional dengan baik

dan siap menyongsong harapan baru untuk kejayaan

Bangsa lndonesia.



Pada tahun 2014 inijuga menjadi babak akh;r
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah gekaligus babak baru Undang_
undang Nomor 23 Tahr-rn 2014 tentang penrerintahan

Daerah. Pergantian undang-undang tersebut perlu kita
sikapi dengan cepat, tepat dan bijak, karena terdapat
beberapa per ubahan/pengurartgan kewenangan
daerah kabupaterr/kota cjari ketentuan sebeiumnya.
Jangan sampai perubahan inimenjaCi hambatan untuk
membangun masyarakat Rembang.

Selain mengenai pemerintahan daerah,
pengaturan mengenai desa yang sebelumnya menjadi
bagian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,
kini diatur tersendii-i daiam Undang_undang Nomor 6
Tahun 2C11 tentang Desa. Terdapat ketentuan-
keiarlllr3n yang berbeda dengen peraturan
sebeiumn1,3. Hal ini ieniu saja mengrJbah cara
pandang da;: pengelolaan atas desa.

Saat ini juga merupakan tahun terakhir
kepemimpinan kami selaku BupatiMakil Bupati



Rembang yang sek; iligus merupakan tahun terakhir
rencana pembangun rn jangka menengah 2O1O_2015.
Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan
dalam rarrgka men,:apai visi Kabupaten Rembang
201C-2015 yakni ,Trrwujudnya 

Rembang yang maju,
mandiri. Cinannis dar sejahtera,,. Drharapkan pacia saat
berakhirnya masa jabatan kami, visi Kabupaten
Rembang 2010-2015 dapat tercapai sesuai dengan
dimensi dan indikaior yang telah ditentukan.

Saudara pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;

Peraturan Caerah (oerda) sebagai
implennentasi kebijakan_kebijakan daerah sekaligus
dasar hukum penyeienggaraan oemerintahan daerah
hai-us senantiasa menyesuaikan pei.kembangan
peraturan peiundang-undbngan yang ieoih iinggi serta
kor-rdisi sosiai masyarar<at. Oieh karena itrr, be;-kaitan
dengan adanya perubahan peraturarr perunciang-
uitdangan oinamika masyarakat Rembang, perlu



dilakukan pembentukan perda baru dan/atau
perubahan atas perda-perda yang ada.

Dalam kesempatan Rapat paripurna kali ini,
l.:ami menyampaikan tujuh rancangan perda untuk
dilakukan pembahasan. Tujuh raperda tersebut adalah:
1. ;'aperda tentang Cagar Budaya;

2. ra5rerda tentang perlindungan Anak;
3. rapercia tentang perubahan Atas peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang perusahaan

Daerah Bank perkreditan Rakyat "Bank pasar.
Kabupaten Daerah Tingkat ll Rembang;

4. raperda tentang perubahan Atas peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan

TP! di Kabupaterr Rernbang;

5. rapercia tentang penyelenggaraan pernei.intahan

Desa;

5. raperda teniang penataan Desa;
7. raperda tentang pengelolaan Keuangan Dan

Kekayaan Desa.
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Perlu kami sampaiki n bahwa satu raperda
merupakan sisa program legis,asi daerah tahun 2013,
yaitu raperda tentang Cagar Budaya. Tiga raperda
merupakarr prolegda tahun l:014, dan tiga raperda
yang mengatur desa rnerutr,akan lrasil perubahan
pi'oleoda tahun 2AU s:bagai tindak lanjrfi
dibei'lakukannya Undang-undanE l.lomor 6 Tahun 20.i4
tentang Desa.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan
masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

l. Raperda tentang Cagar Budaya

Perlu kita ketahui bersama bahura Kabupaten
Rembang nnemiliki potensi peninggalan benda_

benda bersejai-ah berupa cagar budaya yang

liarus dijaga cian dipelihara secara berkeadiian
dan !'rcn(elanjutan. r

Ferkembangan ekonorni di Kabupaten
Rei-,rbang barpctensi negatii bagi keberadaan
peninggatan benda-benda bersejarah. Lokasi
benda cagar budaya yang kebetulan memiliki nilai



lt.

ekonomi jangka pendek terancam rusak dan
bahkan punah. Apalagi pemahaman masyarakat
Kabupaten Re:"nbang terkait cagar budaya rnasih
minim.

Oleh karena itu, pemeriniah Daerah
bersama-sarna masyarakat sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing_masing untuk
melestarikan cagar budaya tersebut, berkerrrajiban
untuk menyelenggarakan pelindungan,
pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Raperda tentang pertindungan Anak
Kekerasan, eksploitasi dan penelantaran

serta perlakuan salah kepada anak dapat terjadi di
ranah publik maupurt rurnah tangga dan dapat
tertadi paia siiuasi damai maupun konflik.

erlunya pen./eiengg3raan perlindungan anak
dr;andasi oemikiran bahwa masa anak adalah
masa penrbelajaran dan pembentukan menuju
kematangan atau pencapaian status dewasa, dan



bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang

terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.

Untuk melindungi kualitas proses tersebut,

ada empat prinsip pemandu sebagaimana

dinyatakan dalam Konverrsi Hak Anak yang harus

menjadi bagian dari setiap upaya

penyelerrggaraan perlirtciungan anak, yaiiu:

1. prirrsip kepentingan terbaik untuk anak;

2. prinsip pemenuhan hak hidup, tumbuh-

kembang, dan kelangsungan hidup anak;

3. prinsip nondiskriminatif; dan

4. prinsip rnenghargai pendapat anak.

Pemerintah Daerah rnemiliki tanggung.lawab

untuk mengambil kebijakan secara lrukum, politik,

ekonomi maupun sosial untuk mencegah,

menelian, mengurangi dan menghapuskan segaia

bentuk kekei'asan, eksploitai, penolantaran oar.,l

perlakuan salah kepada anak. Untuk rnewujuCkan

pencapaian penegakan dan pernenuhan hak-hak

manusia, pemerintah daerah wajib memberikan



perlindungan dan rasa aman kepada anak ,nelalui
kebijakan di tingkat daerah.

ll!. Raperda tentang perubahan Atas peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun f 996 tentang
Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat
"Sank pasad' Kabupaien Daerah Tingkat li
Rernbang

Latar belakang usulan pembahasan raperda
ini adalah penyesuaian nama perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat,Bank pasaf Kabupaten
Daerah Tingkat il Rembang.

Selain penyesuaian nama, seiring dengan
perkernbangan kinerja pD BpR Bank pasar yanE
menr.rnjukkan peningkatan baik dari aset, iaba dan
moiai rjisetor, sehingga kekui-angan atas modai
dasar semakln kecii yaitu sebesa!. enam ratus
tu;uh belas juta rupis5. Konciisi ini dikhawatii-kan
akan menghambai proses ekspansi perusahaan.
Oleh karena itu, perlu adanya perubahan/



penambahan modal dasar ciari sepuluh milyar
rupiah menjadi dua puluh lima milyar rupiah yang
harus ditetaokan dengan peraturan daerah.

lV. Raperda tentang perubahan Atas peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan TFI di Kabupaten Rembarrg

lVlateri perubahan psrsiuran Daerah *oro1. oTahun 2009 tentang pengelotaan Tpt di
Kabupaten Rembang adalah terkait tarif retribusi
serta benttrk pembinaan dan fasifitasi pemei.intatr
kabupaten kepada nelayarr. peralihan pergelolaan
TPi dari pemeiintah provinsi.lauva Tengah kepacla
Pemerintah Kabupaten Rembang yang secara fisik
clilakuks. pacla tahuir 2010 pacla kerryataannya
rnasih beium nremueskan beberapa pihak.

Beberapa i_.al mengenai ,take 
and give, antai-a

pemerintah kabupaten selaku pengelola dan
pernberi layanan Tpl Cengdn nelayan seraku
penerima layanan dan wajib retribusi masih belum

IO



tercapai titik kesetimbangan yang optimal. Oleh
karena itu proses-proses adaptasi para pemangku
kepentingan terus Cilakukan hingga ditemukan titik
yang ideal.

V. Rapercia terrtang Penyelenggaraan
Pemer!ntahan Desa

Raper-da ini merupakan salah satu dari paket
raperda liang mengatur desa. Adapun lingkup
pengaturan raperda tentang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa ini adalah mengatur
kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara
penyusunan peraturan di desa, pembangunan
Cesa dan pembangunan kawasan perdesaan,
badarr usaha milik desa, kerja sama desa,
lembaga kemas,varakatan desa dan lembaga adat
desa, serta pernoinaan cjan pengawasan desa
oieh carnat.

Berkaitan ciengan pengatui.an nrengenai
Femerintahan Desa, peraturan Daerah ini
mengatur secara lebih terperinci mengenai tata

I'I



cara pemrlihan kepala Desa secara langsung
atau melalui musyawarah Desa, kedudukan,
persyaratan, mekanisme pengangkatan

perangkat Desa, besaran penghasiian tetap,
tunjangan, dan penerimaan iain yang sah bagi
kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan

perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai

negei'i sipil, serta tata cara pemberhentian kepala
Desa dan perangkat Desa.

Vl. Raperda tentang penataan Desa

Rapercia tentang penataan Desa berisi
ketentuan terkait penataan desa yung meiiputi
pernbentukan, penghapusan, Denggabungan,
perubahan status darr penetapan desa di
Kat-rupaten Renii-ia ng

Peraturan Daerah ini dlsusun datam rarrglia

mew,ujudkan penyelenggaraan Desa yang

didasai'kan pacla ases penyelsnogai.aan

peinerintahan yang baik. Serta diharapkan dapat
menjadi pedoman penyelenggaraan desa_desa

12



yang telah ada maupun yang akan diadakan dan
ditiadakan sehingga dapat memenuhi asas_asas
pemerintahan yang baik yang diantaranya asas
kepastian hukum, iertib penyelenggaraan
pemerirttahan, tertib kepentingan umum,
keterbukaan. profesionaiitas, akuntabiliias,
efekiivitas dan efisiensi, keai1fan iokai,
keberagaman serta partisipasi

Vll. Raperda tentang pengetotaan Keuangan Dan
Kekayaan Desa

Salah satu asas pengaiuran desa adalah
kenrandirian, yaitu suatu p!.oses yang dilakukan
pemerintah desa dan msyarakat desa untuk
,'nelakukan suaiu kegiatan dalam rangka

,,memenrrhi kebutuhannya clengan keinampuan
sendiri. K.emandirian tidak mungxin clicapai tanpa
kemarnpuarr untuk mengelola sumber daya,
khususnya keuangan, dengair sebaik_baikn,va.

Undang_undang Nomcr 6 Tahun 2014 ientang
Desa memberikan dan menegaskan kewenangan

i3



kepada desa clisertai dengan anggaran yang
cukup besar. pemberian kewenangan dan
angga!'an tersebut hai.us dikelola dengan sebaik_

baiknya. Jangan sampai pengelolaan kewenangan
dan anggaran menimbulkan ekses negatif bagi
pernerintah desa, khususnya terjaCinya tindal<
pidana korr:psi oieh kacjes atau perangkat cjesa.

Raoerda ini dihar.apkan menjadi pedornan
bagi pemerintah desa dalam rangka mengelola
keuangan dan kekayaan desa secara tertib dan
akuntabel.

Saudara pirnpinan dan DpRD,. serta harjirin
yang saya hormati;

Demiklan beberapa hai yang perlu saya
sami.rail<an seoagai pengantar" pengajuan rape;.da
Cagei' Budayi, raperda ientang perlinCurrgan Anak,
raperda tentang perubahan Atas peraturan Daerah
Norncr 6 -t'airun 19g6 tentang perusar.iaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat ,,Bank pasar,, Kabupaten
Daerah Tingkat ll Rembang, raperda tentang

l+



Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun2009 tentang pengelolaan Tpl di KabupatenRembang, raperda tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, raperda tentang penataan 

Desa,serta raperda tentang pengelolaan 
Keuangan Dan

Kekayaan Desa pada Rapat paripurna ini. Selanjutnyamohon untuk dapat dibahas dan mendapat
persetujuan dari Dewan penrakilan 

Rakyat Daerah.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan

petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya
Robbat'Atamin.

Sekian, terima kasih.
Wa ssal a m ua la i ku m wa rah matu t toh i wab a rokatuh.

PIt BUPATI REMBANGi wAKtL BUPAT|

L.
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DEWAI\ PERWAKILAIT RAIffAT DAERAH
KABTIPATEN REMBAI\G

Jl. P. Diponegoro No. 8t Telp. (0295) 691194 Rembang 59212
REMBANG

PENJELASAI! KON'ISI A DPRD KABI'PATEN REMBANG
TENTANG

RAPERDA PEI{YELENGGARAAN PELAYANAN PT'BLIK

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati,

Yang saya honnati,

Yang saya hormati,

Yang saya hormati,
Yang saya hormati,
Yang saya hormati,

Yang saya hormati,

Sdr. Plt. Brryati Rembang

Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta segenap anggota
DPRDKab. Rembang
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang

Sdr. Selaetaris Daerah lkb, Rembang
S&. Seketaris DPRD Kab. Rembaog beserta staf
Sdr, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekd8, Kepala Bnd"n,
Kqala Dims, Kepala IkntoX Kepala Bagiaq dan Camat
di lingkungan Kab. Rembang
Sdr. Ketua Parpol, LSM, Wanawan dan hadirin yang
berbahagia-

Mengawali penjelasan aras Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan publik ini,
pe*emnkan saya mengajak hadirin untuk memanjerkan puji syuktr kepada Allah SWT
atas limpehen rabmat-Nya sphingga kita dapat hrssma-sarna hadir dalam rapat
paripurna siang ini.

Hadirin yang saya hormati,..,......,.
Pembukaan Undmg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menganraratkao bahwa hrj""n didirikao Negara Republik Indonesia antara lain edalah
untuk memajuke" kescjahte,taan umum d,n mencc,rdaskan kehidrpan bangsa- Amaoat
tersebut mengandung makna negara berkewajiban mermenuhi kebutuhan setiap warga
negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukrmg tercipta[ya
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dqlam rangka memenuhi kebutghan
dassr dan hak $prl setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dnn pelayanan
administratif.

Ssat ini Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang masih
dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di
berbagai bidang kehidupan. Selain prosesnya berbelit, bfuokrasi yang paqiang menjadi
keluhsn yang banyak dirasa&an oleh urasyarakar Sebagai contoh : Masih adanya
pemrohonan iiin pertambnngen yang tcrkatung:katung, proses pembuatan KTp, KK dan
akta kelahiran yang kurang jelas .t"" proses pembuatan Akta kepemilikan ."nah
(sertifikaQ di BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang masih sering dikelubkan oleh

terutama menyangkut besaran pajak jual beli -nnh yang han s dikeluarkan
d'n pros€s yang berliku. Hal ini bisa disebabkan oleh k*idaksiapan untuk menanggapi
terjadinya tansformasi nilai yang b€rdimensi luas serta aamiat terUagA rr;dh
pembaogunan yang kompleks. Sernentara itt1 tatanan baru masyarakat dihadapken pada



harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan,
infomrasi, komunikasi, tansportasi dan investasi.

Hadirin yang saya hormati............
Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapr

secara bijak oleh pemerintah daerah melalui langknh kegiatan yarg terus-menerus d;n
berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan unhrk membangun kepercayaan
pasyan\at gma mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan
koasep sistem Pelayanan Publik yang berisi aturaq nilai, persepsi, dan acuan perilaku
schingga masyarakat memperoleh pclayanan yang layak dan sesnai dengan harapan dan
cita-cita tujnnn nasional.

Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu penyelenggara utama pelayanan hrblik
di daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan ruuit yang lebih baik sesuai
dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. pelayanan
Publik oleh Penyelenggara Pelayanan Publik ioi merupakan kegiatan y-g -t r*"
dilakukan secara berkesinambungan, seiring dengan tuntutan eeni"gkafu 

-toait^
Pelayanan Publik.

oleh karena itu untuk meniagkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik
sesuai dengan asas-asas umum pemerintalun serta unhrk -emua perlindungan dan
iar'inan bagi Masyarakat galam penyerenggaraan pelayanan ruuut, peiru aaa
pengaturan hukum yang mendukrmgnya Berdasarkan hal-hal ini, juga periu diatur hak
dan kewajiban Penyelenggara Pelayanan publik, hak dan kewajibai frasyarakat sebagai
penerima Pelayanan Publik sefia pihak lain yang berkepentingatr yang dianr dL
ditetapkan dalan Perahmn Dacrah

lladirin yang saya hormati............
Berangkat dari hal-hal ini" kami DpRD lGbuparen Rembang berinisiatif

T"-n"rbitkf Rancangan Peraturan Daeratr @anperda) tentang penyelenggaraan
Pelayanan Publik untuk disahkan menjadi perda Dengan adanya piraa ini, didhkan
bisa menjadi salah satu dasar- yang t 

"t 
u"s masyarat rt ,iotut urrpurtirip*i a*

merupakan landasan hukum dalam rangka mewuj"rtknn Ufa kelola perrerintahan yang
baj/rr (Good Govermance),

Maksud dibuarnya Peraturan Daeratr tentaag penyelenggaraan pelayanan pubtik
ini sebagaimana dijelaskan dalem batang tubuh perda BAB 1t pa"a 2 ;dahtl .-tuk
membrikan kepastian hukum dalam hubungan aatara masyaraiat sebagai penerima
layanan dan Penyelenggara Pelayanan publik.

Hadirin yang saya hormati

Adapun Tujuannya adalah :

a. Mewujudkan kepastian tentang
keweaangan seluruh pih"k yang
publik;

Hadirin yang saya hormati.

halc, tanggung jawab, kewajiban, dan
tcrkait dengan penyelenggaraan pelay^n"',

b. Mewujudksn sistern penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas
urnum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

c, Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik;

d. Mewujudkan partisipasi dan ketaars, masyarakat dalam meningkarkan kualitas
pelayanan publik;

secara ringkas dapat kami jelaskao, peratu'ao Daerah tentang penyelenggaraan
Pelayanan Publik ini terdiri dari l0 (sepuluh) BAB da, 67 (Enaniduh *.irnlp*"L
Kesepuluh BAB tersebut terdiri dari :

a BAB I tentang ketentuan umum

b. BAB II tentang Maksu4 Tuju"n,4sa$ Ruang Lingkup dan Sifar



Dalam Bab ini dijelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya perda ini, Asas
yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publi! cakupan petayanai
publik yang terdiri dari : pelayanan barang, iasa dan artminisuatif serta sifat-sifat
pelayanan publik

". AB III tentang Pembin4 organisasi penyelenggara" Dan penataan pelayanan
Publik

Dalam Bab ini dijelaskan Grma menjamin kelancaran penyelenggaraan

ryl"v*T publik diperl"kgn pembina yaitu Bupati dan penangirunbaw6yaitu
sekertaris Daerah a:au pejabu yang dinmjuk oreh Bupati. Fe"ruina uot rg*
melak,kan pembinaao, pengawasa,, don evaluasi tertailap pelaksanaan tuias
penyelenggara Pelayanan Pubrik s€rta meraportan p"*e-ua"g- tineii"
pelayanan putlik kepada DpRD. Adapun penanggrmgiawaU bertugas :
meirgoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan pubtik sesuai dlngan
standar pelayanan pada setiap satuan kerja melakurran evaluasi penyelenggarian
pelayanen publik, dan melaporkan kepada pembina 

"ti. 
'p"f"i 

-_"penyelenggaraan pclayanan publik di seluruh-satuan Lerja unit petayanan ;.Uil.
d. BAB IV tenlang Halq Kewajiban dan Larangan

. - Bab ini menjelaskan hh.g lu} aa,n tewa.liUan penyelenggara, kewajiban
9aa 

larangan bagi pelaksana serta bak <tan kewajiban masvuotut J.u"6 p"o.ri-"
layanan.

g. BAB V temang prinsip.prinsip
f. BAB_VI tentang penyelenggaraan petayanan publik

Dalam Bab ini dijeraskan tentang : penrapan rancangan standar oelavanan
{pg tr* dilakukan penyelenggarq-p.oyui ri" rt "d*'e.,";;;y;;;,;ffidilakukan penyelenggara aengao mengituitl komponen ,t 

"a* 
p"fuv*_-p.Uf-,it,

pembahasan.rancang;an standar pelayanan r"6"fri dit"t"pi";la$kah langkah,yang harus dilarnrkan penyeteffi -aaam 
."o""au" J"Epelayamn publit sistem informasi pefayanai- puUfiL pengelor'aan iarailpn*araru dan/ atau fasilitas perayanan puutig petayanan kh.sus-bagi ;t"*k";

f,*i1:,ia te:Tns biay.a.dan tadf pelayanan publi( prilakriyfi h*;oxe{epant<an pelaksana.dalarn pelayenan, pengawasan p"oyileolguraan
pelayanan publik baik oleh pengawas i"t"-"f ,io|* *"t".irrt,- p"og?fofu*

_pengaduan 
masyarakat dan penilaian kinerja oleh penyelenggara-g. PAB VII tentang Pengitutsertaan Uasyaraiat

Dala, Bab iai dijelaskan tentang partisipasi nasyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik baik tata cara penyampaian maupun prinsip V*g .,iqi"aiE*rr 

-

J.

BAB VItr tentang Penyelesaian pengaduan

.Dalam 
Bab ini dijelaskan bahwa masyarakat trrhak mengajulren pengaduan

rylygleneSaraan 
pelayanan publik kepada penyelenggara, OmUar-e ai,Vut",

LrrKL, oan Dag_masyarakst yang melakukan pengaduan dijamin ffi_66Lr" o1.O
peraturan perundang-undangan.

, ..Pdy Bq! ini juga diatur tentang rar, c{ua pengaduan oleh masyarakat,
kewajibaa-kewajiban penyelenggara drtaro -"noimr- pengaduaq tata carapenyelesaian pengaduan dan lat cara pelaporan atau p"og"Ju- grs"r"" ;i;h
masyarakat- atss _pclanggaran hukum dalan penyelengffi- pclalain publik
yang dilakulcan oleh penyelenggara atau pelaksana

BAB D( tentang Saknsi Administratif
Pasal-pasal dalam Bab ini mengatur tcntang sanksi-sanksi yang diberikan kepada
penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan yang ieruiri aari santrsi :
Teguran tertulis, pembebasa" aan pemUertentian dari jatitan, penurunan gaji danpanlt{ pembekuan dan pencabutau [iin, denda dan pi-dana
BAB X t€otang Ket€ntuatr penutup



Deogan disahkannya pcrda tentang penyelenggarasn pelayanan publik iniotarpH dapat menjadi acrun hlg selunrh- penyeleiggro pit y*ro priurit *t*
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Seketaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691794 Kode Pos 59212
REMBANG

I.

II.

III.

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( II )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
8 RAPERDA NON APBDTAHUN 2OI4

Hari : SELASA
Tanggal : 09 Deseember 2014

Waktu : 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARARAPAT :

l. Pembukaan;

2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7

Raperda;

3. Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik;

4. Skors;

5. Penya'mpaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum

Fraksi atas 7 Raperda;

6. Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Raperda

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Pembentukan Pansus 8 Raperda;

8. Skors

9. Pembentukan Pimpinan Pansus 8 Raperda;

10. Penutup.



ry. PIMPINAN RAPAT

l. Nama : H. MAJD KANIIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

v. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : DTs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

JUMLAH ANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. FraksiDemokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

VII. ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

: l0 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

:45 orang

: l0 orang

: 6 orang

: 6 orang

: 6 orang

: 5 orang

:4 orang

:4 orang

:41 orang

: - orang

:2 orang

VIII.



3. Fraski Kebangkitan Bangsa : - orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem :2 orang

5. Fraksi Gerindra : - orang

6. Fraksi Karya Sejahtera : - orang

7. Fraksi Harapan : - orang

Jumlah : 4 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPTNAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu' alailium Wr. l{b.

Yang terhormat Plt. BupatiRembang

Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,

Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan

Camat se Kabupaten Rembang

yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan

semua undangan lainnya yang tidak dapat saya

sebutkan satu Persatu.

Mengawali rapat paripurna ini perkenankan saya mengajak semua

yang hadir disini untuk selalu bersyukur kehadirat Allah SWT,Tuhan

Yang Maha Pemurah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah



kepada kita semua, sehingga kita kembali dapat mengemban tugas

melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas Raperda

Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Dan senantiasa

memanjatkan do,a, agar setiap aktifitas dan langkah kita selalu dalam

lindungan dan ridlo Allah SWT. Amiin.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang

tanggal 5 Desember 2014, Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan

Rapat Paripurna kedua ( II ) daritiga ( III ) Paripurna untuk membahas 8

(delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014

meliputi :

1. Raperda tentang Perlindungan Anak;

2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten

Daerah Tingkat Il Rembang;

3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;

4. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

5. Raperda tentang Penataan Desa;

6. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

7. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;dan

8. Raperda tenting Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Ketentuan kuorum dalam rapat Paripurna kedua ( II ) ini sama

dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna pertama ( I ) yakni

berdasarkan Pasal 80 ayat (l) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang yang mana dijelaskan bahwa " Rapat Paripurna



DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh poling sedikit 2/3 dari

jumlah anggota DPRD. untuk menetapkan Peraturan Daerah".

Menurut Catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 4l orang, sehingga Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi

kuorum.

Dengan mengucap "Bismillaahirrohmaonirrohiim" tepat pukul

I l. 20 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka

untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Ada beberapa agenda pokok dalam Rapat Paripurna Kedua ( Il )

hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan

Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda

Kabupaten Rembang pada tanggal 5 Desember 2014, dan untuk lebih

jelasnya akan saya sampaikan acara yang akan berlangsung pada Rapat

Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

Pembukaan;

Pemandangan Umum Fraksi terhadapT (tujuh) Raperda tentang:

Perlindungan Anak;

Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar

Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;

Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

TPI di Kabupaten Rembang;

l.

2.



- Pengelolaan CagarBudaya;

- Penataan Desa;

- Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

- Penyelenggaraan PemerintahanDesa.

3. Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik;

4. Skors;

5. Jawaban Bupati terhadapPemandangan Umum Fraksi atas 7

Raperda;

6. Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publ ik;

7. Pembentukan Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda;

8. Skors;

9. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus membahas 8 (delapan)

Raperda;

10. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati'

Marilah kita masuki acaruyang kedua, yaitu Pemandangan Umum

Fraksi terhadap 7 (tujuh) Raperda.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan

pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan

jariterlebih dahulu :

1. Fraksi PartaiPersatuan Pembangunan : Zaimul Umam NS

2. FraksiDemokrat :H. Harno, SE

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Muhammad Imron

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Frida lriani

5. Fraksi Partai Gerindra : Puji Santoso, SP' MH



6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: Catur Winanto, SH

: Sukarmain

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan, secara berurutan saya

persilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umumnya.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

Y ( Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas 7 Roperda terlampir )

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah

mewakil i Fraksinya masin g-masing.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuk acara yang ketiga adalah Pendapat Bupati terhadap

Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kepada Plt. Bupati Rembang ( H. Abdul HoJidz) dipersilahkan

__-PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK :

D ( Pendapat Bupati tentang Raperda Penyelenggaraan Pelayanan

Publik terlampir )

Terimakasih Saudara Plt. Bupati atas penyampaian pendapatnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Acara selanjutnya adalah Jawaban Bupati terhadap

Pemandangan Umum Fraksi atas 7 ( tujuh ) Raperda dan Jawaban Fraksi



terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang penyelenggaraan

Pelayanan Publik. Namun sebelum acara dilanjutkan terlebih dahulu kita

berikan waktu kepada Plt Bupati dan Fraksi-Fraksi DpRD untuk

mempersiapkan jawabannya. Untuk itu rapat paripurna saya skors selama

kurang lebih 60 menit.

( Ketuk palu I kali )

=r=:=::= SKORS =:::

Sehubungan waktu yang diberikan kepada Plt. Bupati maupun Fraksi-

Fraksi DPRD dalam menyusun jawaban telah habis, maka skors saya

cabut dan tepat pukul 15.05 WIB rapat paripurna saya buka kembali.

( Ketuk palu 3 kali )

" Terima kasih Pimpinan sebelum rapat paripurna ini

dilanjutkan kembali saya ingin mendapat penjelasan terlebih

dahulu mengenai skors rapat paripurna kali ini yang molor.

Tadi kan diskors kurang lebih 60 menit tetapi sampai molor 2

jam lebih, ini membuat teman- teman resah. Sebelum

dilanjutkan mohon penjelasan Pimpinan, ini akan lebih baik

buat konsistensi kedepan....Matur suwun"

" Memang sebenarnya saya sudah mengkonfirmasi kepada

pihak eksekutif dan kita sendiri bahwa rapat paripurna ini kita

skors selama 60 menit itu sudah selesai tetapi pada kenyataanya

molor. Ini sebelumnya terima kasih buat masukan / kritikannya

Pak Asnawi. Kedepan dalam rapat paripurna baik pimpinan,

anggota dan eksekutif bisa mengkondisikan agar tepat waktu



dan juga kedepan agar BK ( Badan Kehormatan ) bisa

menindaklanjuti masalah ini. Bagaimana setuju dilanjut ya ?

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuki acarayang keempat, yaitu Jawaban Bupati

terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten

Rembang Tahun 2014.

Kepada Saudara Plt. Bupati saya persilahkan.

_::JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI ATAS 7 ( TUJUH) fu4PERDA=':

D ( Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-

Fraksi atas 7 Raperda terlumpir )

Terima kasih kepada Saudara Plt. Bupati yang telah menyampaikan

Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 7 (tujuh)

Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia.

Menginjak acara kelima yaitu Jawaban Fraksi terhadap Pendapat

Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Publik.

) Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil MZ )

" Namun demikian saya tawarkan kepada semua anggota apa

disetujui apabila yang menjawab Jawaban Fraksi terhadap

Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Publik

hanya diwakili oleh satu perwakilan saja. Apakah disetuji ? "



( Ketuk palu 1 kali )

) Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil MZ )

" Kemudian langsung saja yang mewakili untuk menjawab Sdr.

Ilyas saya persilahkan "

-=:: JAWABAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP PENDAPAT

BUPATI ATAS RAPERDA

Y ( Jawaban Fraksi- Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas

Raperda Penyelenggaraon Pelayonan Publik terlampir)

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ilyas yang telah mewakili

fraksi- fraksi dalam menyampaikan Jawaban Fraksi- fraksi terhadap

Pendapat Bupati atas Raperda Penyelenggaraan Publik.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara selanjutnya yaitu PembentukanKeanggotaan

Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda.

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim

Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember

2014, bahwa dalam membahas 8 (delapan) Raperda dibentuk 3 (tiga)

Panitia Khusus, dengan komposisi sebagai berikut :

NO FRAKSI
JUMLAH ANGGOTA

PANSUS I PANSUS II PANSUS III

Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan

3 J 3



2 Fraksi Dernokrat 3 2 2

3 FraksiPKB 2 2 I

4 Fraksi PDI Perjuangan Nasdem 2 2 3

5 Fraksi Partai Gerindra I 2 2

6 Fraksi Karya Sejahtera I 2 I

7 Fraksi Harapan 1 I 2

Jumlah l3 t4 14

Adapun untuk pembagian tugas adalah sebagai berikut :

a. Panitia Khusus I membahas:

l. Raperda tentang Penataan Desa;

2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;dan

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Panitia Khususll membahas :

l Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank

Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;

2. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;dan

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

c. Panitia Khusus III membahas :

1. Raperda tentang Perlindungan Anak;dan

2. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebagaimanatertuangdalam Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 65 ayat (6)

dijelaskan bahwa "Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi



terkait yong diusulkan oleh masing-masing Fraksi,, dengan komposisi

atas dasar pertimbangan dari Banmus DPRD. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi telah kami

susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya telah berada

ditangan saudara-saudara anggota DPRD semua. Namun sebelum

susunan keanggotaan disahkan dengan Surat Keputusan DPRD

Kabupaten Rembang, perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu

kepada para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna ini.Untuk itu saya

tawarkan kepada saudara- saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang

" Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, Calon Anggota Panitia

Kltusus II dan Colon Anggota Panitia Khusus III dalam membahas I
(delapan) RaperdaKobupatenRembangTahun 20l4sebagaimana

tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetuiui ? "

=::::::SETUJUUUU!!!
( Ketuk palu I kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus membahas 8

(delapan) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014, maka perlu

pembentukan pimpinan pada masing- masing Panitia Khusus baik pada

Pansus I, I[ maupun IIl. Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 65 ayat

(7) disebutkan bahwa " Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus dipitih

dari dan oleh Anggota Panitia Khusus ". Merujuk hal tersebut, agar

pelaksanaan pemilihan berjalan tertib dan lancar maka tempat yang

digunakan adalah sebagai berikut :



- Pansus I menempati ruang Komisi B, Pansus II ruang Komisi C; dan

Pansus III di ruang Komisi D.

Hasil dari pemilihan pimpinan masing-masing Pansus agar diserahkan

kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

Selanjutnya Rapat Paripurna saya skors selama l5 menit.

( Ketuk palu I kali )

-=:AC A Rr4 P E M I L I H A N P I M PI N AN PI4NSUS:
Sehubungan waktu yang diberikan untuk acara pemilihan pimpinan

Pansus telah habis maka skors saya cabut dan tepat pukul 15.45 WIB

Rapat Paripurna saya buka kembali.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara yaitu Pembentukan Pimpinan Panitia

Khusus. Berdasarkan berita acara dan laporan hasil pemilihan Pimpinan

Pansus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan

susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda

Kabupaten Rembang Tahun 2014 adalah sebagaiberikut:

Panitia Khusus I.

Ketua :llYas

Wakil Ketua : Puji Santoso, SP. MH

" Apakah dapat disetuiui ?"

( Dengan suaru bulat semua anggota DPRD menyetuiui )
( Ketuk palu I kali )



Panitia Khusus II.
Ketu a : Muhammad Asnawi, S.Pdi

Wakil Ketua : Ali Ircham, ST

" Apakah dapat disetujui ?"

==:=::::= SETUJUUUUU

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )
( Ketuk palu I kali )

Panitia Khusus III.

Ketua : Henry Purwoko, S.Pd

Wakil Ketua : Paramita Prapanca ANR, S.Pd

" Apakah dapot disetujui ?"

SETUJUUUUU

( Dengan suara bulat semua anggoto DPRD menyetuiui )
( Ketuk palu I kali )

Selanjutnya susunan Pimpinan Pansus membahas 8 ( delapan )

Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014 akan ditetapkan dengan Surat

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui dan

sesuai dengan yang kita rencanakan, terima kasih atas perhatiannya dan

mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat.

Untuk Rapat Paripurna Ketiga( III )membahas 8 (delapan) Raperda

dilaksanakan hari Selasatanggal 30 Desember 2014.



Akhirnya dengan mengucap uAlhamdulillaahirobbil,alamiin "
tepat pukul 15. 55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan

ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalaama' alaikum Wr. llb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

H. MAJID KAMIL. MZ

KETUA SEKRETARIS

UtamaMuda
1988031011



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 8
RAPERDA NON APBD TAHUN 2OI4

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap 7
Raperda ;

LAMPIRAN III : Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum
Fraksi atas 7 Raperda;

LAMPIRAN V : Jawaban Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten
Rembang terhadap Pendapat Bupati atas

Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Publik;

LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
l5 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Keanggotaan Panitia Khusus I, [I dan III Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam Membahas 8 ( Delapan ) Rancangan

Peraturan Daerah;

LAMPIRAN VII : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus I;

LAMPIRAN VIII : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus II;

LAMPIRAN IX : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus III;



PEMERINT,\I{ KI.BUPr'.TEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HAO]R
RAPAT F.ARIPURNA II DPRD KABTJPA'TEN REMBANG

TANCGAI,AN FR.{KSI TERTIADAP PEI{YAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NONAPBD
T/\HUNANGCARAN 2OT4

HARUTANGGAL : SELASA,9 DESEMBF.R 2014
PUKUL :09.30 !rVIB

NO llAtftA JABATAN TANDA TANGAN

H. AEDUL HAFIDZ

I'{AI/IZAH FATOI!|. Sl{ MKn

4

P;t. BupatiRembans lre
Kejaksaan Neseri I

C"'ro"nJ " I 2

Pensaditan Neseri l"Renrbang l-" """""""l-+
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PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD I(ABUPATEN REMBANG

TERHADAP

TUJUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DAN SATU RAPERDA INISIATIF

DPRD KABUPATEN REMBANG

DI SAMPAIKAN DALAM RAPATPARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari
Tanggal

: Selasa

: 09 Desember2OT4
Dibacakan oleh : Zaimul Umam NS



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

TUJUH RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

Selasa, 09 Desember 2Ol4

Dibacakan oleh: ZAIMUL UMAM NS.

Oua/arutar/ai1utfl Wa,rilnutullatfu unna,wtfu*u1..--

Sdar4ral /arl dart Sd/ar1, ufultaa. k f brfu oz'r/4d ....

g7 s?1c.:1 r'.4€*,7 WV7ilr{W WlrUL . . . .

Alhomdulillohi Robbil o'lomiin, osholotu wossalomu o'lo Soyyidino Womoulono

Muhommodin, wo'olo olihi wosohbihi oimo'iin..., Ammo bo'du ...

=> Sdr. Plt Bupati Rembang

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

=> Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang



=> sdr. Sekretaris Daerah, StafAhli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan

para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan wartawan,

dan semua hadirin yang berbahagia.

sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan umum ini, terlebih dahulu

marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH swT, atas segala

limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita,

sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna

DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiattidak kekurangan suatuapapun'

sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar kita,

MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Ptt Bupoti don segenop Sidang Dewon yong komi Hormoti...,

Mengawali penyampaian Pemandangan umun, terhadap tujuh Raperda tahun

2014, yang disampaikan oleh sdr. Plt Bupati pada rapat paripurna, Senin tanggal 8

Desember 26i4, kami da ri Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi

atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga

penyusunan tujuh Raperda 2014 ini, dapat selesai untuk segera dilakukan pembahasan.

Adapun tuJuh Raperda dimaksud antara lain :

1. Raperda tentang penataan Desa.

2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan desa.

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4. Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 tahun 1996, tentang Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Rembang.

5. Raperda tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan

TPI di Kabupaten Rembang.

Raperda tentang Perlindungan Anak.

Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

6.

7.

Sldong Dewan yong kaml hormoti..,..,



Selanjutnya kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan' dalam

Pemandangan Umum terhadap tujuh Raperda dimaksud' menyampaikan beberapa

usulan, untuk dijadikan bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam

pembahasan , antara lain :

1. Regulasi/pengaturan tentang keuangan desa, yang berasal dari perolehan aset

atau bengkok Pemerintah desa, harus berimbang antara Pemerintah Desa dan

lembaga desa Yang ada.

2. fepaia Desa diberi kewenangan untuk mengatur tentang keuangan' yang berasai

dari bengkok Kepala desa dan Perangkat Desa, selama tidak bertentangan

dengan Peraturan dan Perundang-unda nga n Pemerintah'

3.BerkenaandenganPSKS(ProgramSimpananKeluargaSejahtera),datadi
masing-masing Desa, agar diadakan evaluasi/koreksi, untuk validasi data sehingga

benar-benartepatsasaran,mintaagardinasterkaitsegramalakukanpenanganan'

4.PengaturanpungutanPologorodiDesa,hendaknyadiaturdandipertegasmelalui
Perda .

5. Pelaksanaan Pilkades dan Pemilu Kada, sebaiknya diberi tenggang waktu yang

cukup, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan hasilyang maksimal'

6'SesuaidenganPerdaNo.lPropinsiJawaTengah,tetnangPenyertaanModalPD
BPR dan Bank Pasar, diminta Pemkab Rembang lebih perhatian terhadap

penyertaan modal pada PD BPR dan Bang Pasar menjadi lebih edial, yakni 51 %

berbanding 49 %, sehingga dapat meningkatkan PAD'

7. Terkait dengan Retribusi TPI sebesar 3,50 /", dimana yang 1 % selama ini

dikembalikan kepada nelayan dalam bentuk hibah bansos, sebaiknya

pengelolaanya diserahkan pada koperasi nelayan atau KUD'

8. ferkait dengan tiaperda tentang Perlindungan Anak, diminta Pemkab Rembang

dan Polres, melakukan penanganan yang serius tentang kasus kekerasan dan

seksual terhadap anak dibawah umur.

9, Pemkab / Dinas terkait agar melakukan tindakan terhadap cafd-cave dan

seJenlsnya, yang selama ini mengexploitir anak di bawah umur'

l0.Perlindungan terhadap anak sangat penting, utnuk menjaga generasi yang lebih

berkwalitas, dan berakhlakul karimah.

11.Pemkab agar melakukan pendataan terhadap situs-situs peninggalan sejarah,

juga pada para tokoh budaya, untuk mengelola kebudayaan rembang, sehingga

dapat menarik wisatawan.



DemikianPemandanganUmumFraksiPartaiPersatuanPembangunan,Tentang
tujuh Raperda Tahun 2014, karena waktu pembahasan yanS sangat pendek, dan dengan

banyaknyakegiatanyanglain,marikitaselalumohonpadaALLAHsWT,semogakita
semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehuingga mandapatkan hasil dan

manfaat Yang maksimal

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahl Taufiq Wal HidaYah .....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh""'

Rembang, 09 Desember 2014

PIMPINAN FRAKSI PARTAT PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS

M^
KETUA

W
SUGIHARTO



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP

7 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
rAHUN 2OT4

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 9 Desember 2014

Dibacakan oleh : H. HARNO, SE



DEWAN PERWAKITAN MKYAT DAERAH II
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
fl, Diponegoro No. 88 Rembang;

telp. (0295) 69 1\9 4; 69329o; 693297

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT

TERHADAP 7 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014
SELASA,9 DESEMBER 2014

DIBACAKAN OLEH : H.HARNO, SE

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Selamat pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Plt.Bupati

2. Saudara Pimpinan dan segenap AngSota DPRD Kabupaten Rembang.

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

4. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf.

6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan

segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum Fraksi Demokrat, kami mengajak para

tamu undangan sidang dewan yang terhormat marilah kita senantiasa

memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat taufik dan

hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita semua dapat bersama-

sama hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam

penyampaian pemandangan umum Fraksi, semoga pada Paripurna kali ini dapat

membuahkan hasil yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat Rembang.



Plt.Bupoti dan Sidong Dewon yong terhormat.,,

Kami Fraksi Demokrat menyetujui Raperda ini untuk dibahas dengan beberapa

catatan yang kami usulkan :

1. Kami berharap dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

tentang Desa, diharapkan pemerintah Kabupaten Rembang dan

pemerintahan desa saling sering berkomunikasi. Jangan sampai

timbul benturan dalam hal kewenangan. Dan kami menghimbau agar

dalam proses pembahasan 3 Raperda yang terkait dengan desa

supaya cermat dan berhati-hati karena menyangkut anggaran dan

kepentinga n masyarakat.

2. Dengan adanya perubahan Perda tentang BPR Bank Pasar kami

mengharap bisa lebih berkembang dengan baik dan bangkit dari

keterpurukan.

Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di

Kabupaten Rembang kami berharap agar masyarakat nelayan,

pedagang ikan ( bakul ), pemerintah daerah, KUD dapat bersinergi

dengan baik demi kepentingan bersama dan masyarakat Rembang

pada umumnya, kami juga berharap setelah ditetapkan Perda ini

masing-masing bisa mematuhinYa.

Dengan adanya Perda Cagar Budaya ini kami mengharapkan kepada

Pemerintah untuk mendata dan menjaga dari tangan-tangan jahat

yang tidak bertanggungjawab dan kami juga berharap untuk

dikembangkan jadi tempat wisata yang bisa menambah penghasilan

daerah.

Dengan adanya Perda Perlindungan Anak, kami mengharapkan

supaya benar-benar ada perlindungan anak dari kekerasan,

eksploitasi, dan memperkerjakan anak. Dan mohon ada kebijakan

tentang pembuatan akta kelahiran anak yang diasuh di panti

asuhan/di keluarga yang tidak mengetahui identitas orang tuanya.

3.

5.



Sldang Dewan yang terlrormat,

Dcmikian pcmandangan umum Fraksi Demokrat kami sampaikan, semoga Allah

SWT meridhoi setiap langkah kita. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada

segenap hadirin, kurang lebihnya kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Rembang, 9 Desember 2014

FRAIGI DEMOKRAT
DEWAN PERWAI(IAN RAI(YAT DAERAH

TABUPAIEI{ REMBANG

SEKRETARIS,

EU TARTOI{O,SPd, MH PURNAMAWATI
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PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGK]TAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

TUJUH RAPERDA

disampaikan oleh M. Asnawi S.Pdi

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 9 Desember 2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas (Plt). BupatiRembang

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomida); Komandan

Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri

Rembang; dan Ketua Pengadilan2Agama Rembang

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah besrta Pejabat di lingkuangan Pemkab.

Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Suadara Sekretaris DPRD beserta jajarannya

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita,

LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.



Mengawali pemandangan umum ini perkenankanlah kami FPKB menghaturkan Puji

Syukur kehidirat nUan SVff Atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya sehingga

simpai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmatNYA. Sholawat dan

salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW'

Perkenankan kami FPKB mengajak kepada sidang Dewan untuk melakukan

langkah langkah preventif terhadap gejala/pertanda yang kurang baik agar kabupaten

RemUang senantiasa ramah dan tentram. Diperlukan upaya penguatan early warning

syslem (system pertanda dini) agar tidak terjadi hal hal yang 'terlanju/'

Pada musim penghujan yang mulai datang, sebaiknya segera ada pertanda dini

terjadinya banjir, abrasi ataupun bencana yang lain. Terhadap warga yang mengekpresikan

penolakan, sebaiknya ada pertanda dini agar tak terjadi tindakan represif kepada mereka.

Terhadap kenakalan remaja, sebaiknya ada pertanda dini sehingga guru' orang tua, serta

masyarakat dapat mengantisipasinya.

Pertanda dini kenakalan remaja misalnya pada jam jam sekolah tidak ada pelajar

atau PNS yang diwarung kopi. Atau tidak ada pelajar yang malam hari masih saja berada

di warung warung kopi atau warung remang remang. Tidak ada pelajar yang pada saat

sholat jum'at nongkrong di kompleks alun alun dan rumah dinas bupati.

Pimpinan Sidang, Saudara Ph Bupati, serta hadirin yang kami mulyakan.

Terhadap tujuh Raperda yang pengantarnya sudah disampaikan oleh saudara Plt.

Bupati kami FPKB memberikan beberapa catatan sbb :

1. FPKB sangat mengapresiasi Raperda tentang cagar budaya yang disampaikan

Pemkab Rembang adalah sebuah sikap kearifan dan kesantunan dari kita semua

terhadap peninggalan bersejarah. Kesadaran untuk melindungi cagar budaya

semestinya memiliki korelasi dengan perindungan cagar alam serta hal hal yang

melingkupinya. setidaknya kila telah mendapati beberapa situs yang rusak seperti

situs Terjan. Begitu juga tentang cagar alam dalam hal ini hutan lindung yang dapat

dikelola karena kepentingan kepentingan tertentu.

Termasuk dalam cagar budaya atau cagar alam adalah melindungi mata air yang

kita miliki sebagai sumber penghidupan. setidaknya masyarakat Rembang telah

kehilangan banyak mah air yang dibuktikan dengan semakin sedikitnya debit air

bersih mata air dan mengeringnya sungai sungai di Rembang.



3.

Seperti kata beliau GUS DUR bahwa 'Catoton seioroh hompir-hompir tidok

dibuat, dengon demikion kito lolu horus merobo'robo moso lompau kito

sendiri. lniloh yong sehorusnyo kito lokukon, bukon lolu sekodor melofolkon

tohun-tohun don nomo-nomo dolom 'peloioron' seioroh di sekoloh-sekoloh

kito. Kito bukontoh mengingot-ingot tohun keiodion, m|loinkan kito horus

memohomi sejoroh sebogoi sebuoh proses"

FPKB sangat mengapresiasi Pemkab dengan Raperda tentang perlindungan Anak.

dalam kerangka untuk mencegah, mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi'

penelantaran, dan prilaku diskriminatif terhadap anak. FPKB juga mempertanyakan

kepada Pemkab, kenapa dari sekian pasal yang telah disajikan pada raperda ini

belum ada ayat yang mengatur atau memuat klausultentang TRAFICKING terhadap

anak yang saat ini sedang berkembang di Rembang, maka kami berharap untuk

diatur dalam pasal raperda dan perbub. FPKB juga mempertanyakan dengan media

apakah raperda tentang perlindungan anak ini disosialisasikan, agar bisa berjalan

efektil dan bisa diketahui oleh segenap masyarakat secara utuh dan difahami secana

menyeluruh.

Raperda Perubahan Perda No.6 tahun 1996 tentang PD. PBR Bank Pasar Bahwa

memberikan penyertaan kepada Lembaga Keuangan yang meniadi bagian dari

BUMD atau yang sahamnya sebagian milik Pemkab Rembang sudah seharusnya

didasarkan pada perhitungan rasio rasio keuangan, Lazimnya didasarkan atas target

kepemilikan saham dan rasio kecukupan modal alau Capital assel Ratio.

Memberikan tambahan modal bagi BPR Bank Pasar tidak bisa kita lepaskan dari

sejarah yang ada pada Bank Pasar itu sendiri. lnspektorat Rembang pernah

memecahkan temuan yang ditemukan oleh lnspektorat kabupaten kota sebesar 16

miliar lebih, yaitu penyalahgunaan dana di Bank Pasar. lni yang menyebabkan

Bupati , Sekda Rembang dan direktur Bank Pasar pada saat itu bermasalah dengan

hukum. Kita pernah mengetahui Bank Pasar menjadi Blackmilk para pe.jabat.

Sebagaimana disampaikan dalam pengantar Saudara Plt Bupati bahwa perubahan

raperda ini diperuntukkan untuk melakukan perubahan/penambahan modal dari 10

miliar menjadi 25 miliar agar perusahaan dapat melakukan ekspansi dan kompetitif.



4.

Perlu kami sampaikan di luar Perda nomor 6i1996 Pemkab pernah melakukan

langkah stratEis memberikan tambahan modal pada tahun 2006-2007 agar CAR

(capital asset Ratio) Bank Pasar mencukupi standard minimal yang ditetapkan oleh

Bt.

Secara terpisah kami memberikan apresiasi kepada Direktur BPR Bank Pasar yang

telah mampu menyehatkan rasio rasio perbankan pada BPR Bank Pasar setelah

terpuruk.

Memberikan tambahan modal kepada Bank selalu didasarkan pada hal hal yang

jelas, meliputi rasio rasio perbankan. Jika tambahan modal ini untuk melakukan

ekspansi usaha agar kompetitif, perlu kiranya ditujukan untuk membangun dan

mendukung kluster ekonomi yang ada di Rembang. Hal ini kami sampaikan karena

kami khawatir BPR BPR yang modalnya semuanya atau sebagian dari Pemkab

Rembang segementasi terbesarnya bersumber dari "potong gaji' karena jika

diberikan pada yang lain takut resikonya menjadi NPL.

Atas dasar inilah FKB menyarankan agar komisi B DPRD melakukan hearing

dengan BPR BPR yang modalnya sebagian atau semuanya dari pemkab Rembang

untuk dianalisis segmentasi pasarnya.

Raperda untuk perubahan atas Perda no 4 tahun 2009 tantang pengelolaan TPl,

FPKB mempertanyakan tentang pasal 14 terkait retribusi sebesar 3,10%

sebagaimana dimaksud adalah dibebankan kepada nelayan 1,7070 dan kepada

pembeli ikan sebesar 1,40%. Bagai mana penjelasannya sehingga angka ini tidak

berbanding lurus. Bukankah antara penjual dan pembeli ada kepentingan yang

sanra?. bukankah beberapa waktu yang lalu setelah TPI Rembang menjadi

Pelabuhan Penangkap lkan menarik perhatian banyak pihak untuk mengelolanya.

Agar tidak menimbulkan conflict interest, Pemkab harus hati hati menatanya.

Pengelolaan TPI bukan sekedar refibusidan raman, tetapi ada banyak indicator dan

permasalahan nelayan yang harus semakin diberdayakan.

Catatan lain, kita juga harus mampu mengantisipasi kebijakan kementrian kelautan

dan perikanan yang telah berani melakukan moratorium perkapalan. Pasti akan

banyak implikasi positif atas kebijakan pemerintahan saat ini yang mengusung

kemaritiman sebagai salah satu basisnya,



/-

5. Tentang 3 raperda desa ini kami perlu menyampaikan beberapa masalah desa yang

belum terselesaikan hinggan saat ini antara lain.

a. Meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkatnya

b. Meningkatkan kapasitas lembaga lembaga desa

c. Meningkatkan peran serta stakeholders desa

lni bukan sekedar meningkatkan kapasitas untuk ketiga elemen di atas tetapi juga

membangun relasi (hubungan harmonis) antara ketiga elemen di atas. Tanpa ada

hubungan yang terbangun secara baik berapapun dana dan regulasi yang ada di

desa bisa tidak bermaknan apa apa

Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan, penataan, pengelolaan keuangan

dan kekayaan desa, FPKB sangat mengharap untuk pemkab segera dibahas dan

disetujui karena memngingat berbagai kepentingan dan isi raperda

tersebutrnenyengkut nafas pemerintahan desa yang harus ON pada januari 20'15.

Namun kami akan sangat mengharap agar adanya raperda ini bisa : Desa akan

letertata lebih baik, Tidak ada kekisruhan yang terjadi saat adanya wacana

penarikan bengkok menjadi kas desa dan menggantigaii non PNS yang besarnya

sesuai UMK Rembang kepada perangkat desa, Ketika ada keleluasaan untuk

mengelola dana desa yang sebesar 10% ditambah dengan pengelolaan bengkok

kas desa, mohon untuk pemkab memberikan perangkat hukum yang jelas, karena

akan menjaga stabilitas desa agar tidak terjadi hal-hal seperti tindak pidana korupsi

yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang lain.

Kami juga mengingatkan apa yang terjadi di kabupaten Wonosobo, dengan ADD

yang rata rata 140 juta perdesa (Rembang rata rata 45 juta) suda ada 11 kepala

desa di Wonosobo yang bermasalah dengan hukum. Penyebab utamanya karena

tak ada relasi antar ketiga elemen di atas.

Pimpinan Sidang, Saudara Plt Bupati, serta hadirin yang kami mulyakan.

Demikian catatan catatan dari FPKB mengenai tujuh raperda ini, semoga bisa

bermanfaat. Diakhir kata kami, FPKB mengucapkan
- Selamal hariA|DS semoga kita dijauhkan dariazab ini

- Selamat hari pemberantasan korupsi, semoga kita dijauhkan darisifat ini

- Dan selamat hari Hak Azazi Manusia. Semoga kita selalu saling menghargai,

inenghormali. Dawuh dari GUS MUS ' Aku rnenyayangimu karena kau nanusia
Tapi kalau kau menghanwrkan kemanusiaan Aku akan melawanmu, Karena aku

mdnusia'



Sekian kurang lebihnya mohon maaf yarB sebesar - besamya .

WaMlwl ilh;rratrq lba Aq wamifrofieq
W asalammt' allaktm Wr. Wb,

Rembang, 09 Desember 2014
Parhi Kebangkibn Bangsa

Kabupaten Rembang

nt*f,f,',gtt&a

Sekrebrb



FRAKS! PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No.88 REMBANG

PEMANDANGAN UMUM FRAKS!

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

7 MPERDA

Dibacakan Oleh : FRIDA lRlANl

Assalam u' alai ku m waroh m atu I I a hi waba rokatu h

Salam sejahtera bagl kita semua
trrERDEKA.....lil

Yang torhormat, Plt Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserla Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang lerhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang

Yang lerhormat, Keiua Pengadilan Negeri Rembang

Yang lerhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se'Kabupaten Rembang

illBmr



Para Tamu Undangan yang Berbahagia

PujisyukurkamipanjatkankehadiratALLAHsWTyangtelahmemberikankesempatan,
kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan

berbagaiberkahsehinggadipagiinikamimampumenghadirkanPemandanganUmumFraksi
PDIP NASDEM terhadaptujuh ( 7 ) RAPERDA non APBO 2014 '

setelah dilakukan diskusi-diskusi dan pembahasan terkait Penjelasan Saudara Bupati tentang

tujuh(7)RaperdanonAPBDKabupatenRembangTahun2014,makaperkenankanlahdi
forum'yangterhormatinikamimenyampaikanhal-halyangmenjadiperhatian,yangkami
rekomendalikan untuk menjadi perhatian saudara Plt Bupati Rembang .hal - hal tsb ialah

berikut ini :

1. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan nasdem menghimbau dengan segera kepada Plt Bupati

Rembang untuk menyinkronisasikan dengan Peraturan Pemerintah saat berlakunnya UU

desa dan Perda ini seharusnya tidak dilakukan secara surut'

Begitu juga dengan persyaralan calon kepala desa yang pernah tersangkut hukum untuk di

pelelas supay tidak tumpang tindih antara UU,PP dan Perda itu sendiri'

Masalah RaDtribusi Tempat pelelangan lkan seyogyanya demi kepentingan rakyat ' kami

dari FPDI perjuangan Nasdem mengusulkan konstribusi Tempat pelelangan ikan tidak

terlalu memberalkan nelayan dan bakul.

KamidariFraksiPDlPNasdemmenghimbauagarpembayaranTempalpelelanganikan
dari hasil tagkap ikan nelayan ( stroke penjualan ikan ) itu dibayar maksimal 2 hari setelah

dilelang. Dan system pelelangan dilakukan secara terbuka untuk umum ( semua bakul )

dan tidak dimonopoli bakul selempat.

Kami dari F PDI perjuangan nasdem menghimbau kepada Pli Bupati lewat Dinlutkan untuk

lebih bisa mengawasi dan melarang nelayan untuk menjual ikan diluar tempat pelelangan

ikan

Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ingin mendorong dilakukannya inventarisasi terhadap

situs-situscagarbudayayangadadiwilayahKabupatenRembangmelaluijajaran
Pemkab yang ada di Kecamatan masing - masing. sehingga benda / situs cagar budaya

tersebut dapat dilindungi dan dilakukan perwatan.

Kami juga berharap kepada Pemkab Kabupaten Rembang beserta jajarannya POLRI, TNI'

Satpoi ee untuk melakukan penertiban terhadap tempat - tempat hiburan, warung kopi' k

afe yang melakukan praktek prostitusi. Lebih - lebih yang memperkerjakan anak di bawah

umur. Kami berharap pekab lebih peduli lagi banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak

dibawah umur.

Dalam hal pelayanan public kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendorong Pemkab

Rembang agar mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana serta regulasi yang jelas guna

mendukung tenrujudnya pelayanan public yang prima di semua wilayah Kabupten

Rembang. Termasuk adanya kerjasama terhadap petayanan public bersama lembaga -

lembaga vertical dibawah Pemkab Rembang seperti BPN, POLRES, SAMSAT, Pelabuhan

dan lain- lainnya.

2.

3.

4.

7.



Hldldn Sld.ng Perlpume yang Krml l{ulyalan

Demlkhn Pcrmndarpan Umum Fraksi PDI Perjuangan l,lasdem ini dibuat, semoga ada gune

dan mrntamya, da ktrang lcHhnya mohon maaf.

Billahi Tadq rd Huayah

Wassalamu alalkum wr. Wb.

MERDEKA.III

M



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAIY INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBAI'G

TERIIADAP

7(TUJlrH) RAPERDA
KABUPATEN REMBAI\IG TAI{UN 2014

REMBANG, 9 DESEMBER 2OI4

PARTAI

GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA



FRAKSI GERAKAI\I INDONESIA RAYA ( GERINDRA )
DPRD KABUPATEN REMBAI\IG

JlP.Diponcgoro No.EE Rembrne ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERIIADAP

7(TUJUH) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI4

Disampaikan oleh : Ayu Ardhiyah Mayasari
Pada sidang paripuma DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 9 Desember 2014

Assalomu 'alaikum t)n n)b.

Solam Indonesia Raya

Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Ang,gota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TM-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkuangan Pemkab. Rembang Serta Para
Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,

Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Segala puji bagi ALLOH ROBBUL'ALAMIN, Sholawat dan salam semoga

tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan segenap umatnya.



Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Pada hakekatnya 7 Raperda yang telah di ajukan ke DPRD tersebut, Fraksi

gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) bisa menyetujui untuk dibahas. Namun, F

GERINDRA akan memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

l. Bahwa pembahasan sebuah Raperda agar lebih sempuma dan maksimal

seharusnya didahului dengan tahapan sosialisasi dan publik hearing dengan

steak holder terkait yang secara substansi ada keterkaitan dengan substansi

produk hukum yang akan dibahas. Sehingga akhimya produk hukum

tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan betul-betul menjadi

payung hukum terhadap pihak-pihak yang terkait. Dengan lahirnya produk

hukum tersebut diharapkan bisa tercipta kepastian hukum ditengah-tengah

masyarakat.

2. Bahwa distribusi draft Raperda yang akan dibahas mestinya diberikan

kepada setiap anggota DPRD jauh-jauh hari sebelum jadwal pembahasan

Raperda tersebut, sehingga dapat menjadi bekal yang cukup pada saat

membahas Raperda yang pada akhimya bisa menghasilkan produk hukum

yang berkualitas.

Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pendapingan secara

intensif terkait pelaksanaan lelang di TPI sehingga diharapakan persoalan-

persoalan yang terkait antara nelayan dan bakul bisa diminimalkan. Hal ini

akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),
karena retribusi akan lebih banyak masuk ke kas Daerah.

Terkait dengan banyaknya pelaku lelang di TPI yang masih mempunyai

hmggakan yang besar / pengemplang. Diharapkan didalam perda

dicantumkan sanksi pidana dan bukan hanya sanksi administrasi saja. Hal ini

3.

4.



dimaksudkan agar memberikan efek jera bagi pengemplang sehingga tidak

menambah daftar pengemplang-pengemplang baru.

5. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Salah

satu poin yang perlu diperhatikan adalah Pemberian Kewenangan

Pemerintah Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola

dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Pada Raperda tentang

pengelolaan Keuangan dan kekayaan Desa perlu diatur batasan-batasan

antara BUM Desa dengan CV atau Koperas.i yang selama ini telah berdiri

ditingkat masyarakat. Karena didalam Undang-undang Desa disebutkan

bahwa BUM Desa itu bisa bergerak dibidang ekonomi, perdagangan,

pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum

peraturan perundang-undangan. Selain itu Sumber pendanaan BUM Desa

juga dibantu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Pemerintah juga mendorong BUM Desa

dengan memberikan Hibah dan atau akses permodalan, melakukan

pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa

dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Apabila tidak diatur maka hal

tersebut diatas akan menimbulkan persoalan pada saat implementasinya.

F-GERINDRA berharap bahwa pembahasan Raperda ini harus dilakukan

secara serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek, agar

tidak ada yang dirugikan. Agar kita juga tidak disalahkan oleh masyarakat. F-

GERINDRA juga berharap bahwa raperda ini nanti akan dibahas bersama dengan

steak holder yang terkait baik itu dinas dan instansi terkait maupu masyarakat

umum.

Terakhir kal.nya kami hanya bisa berusaha dan berdoa Semoga Raperda ini

bisa dibahas dengan penuh tanggungjawab, cermat, hitmad, tepat dan penuh kehati



- hatian Ins:a Alloh karni tetap optimis dengan waktu yang Relatif singkat dial&ir

tahrm ini dan jadwal DPRD Rembang yang begitu padat ini, dengan di barengi niat

yang iklss serta kerja keras maka akan membuabkan hasil yang maksimsl dan

bcrmanfratbagi Umat

WmlffimUW.Wb.

DPRD REMBANG

ffi
HEM TURiIIAWAT{. SE.

Ketua

PUJI SANTOSO. SP.IH.
Sekretaris

Rembang, I Desombor 2014



DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA
S€kretariat Jl.Diponegoro No 88 Rembang - Telp (02951 693290

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap

1. Raperda ttg. Perubahan atas Perda No 6 Th1996

ttg. Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Dati ll Rembang

2. Raperda ttg. Perubahan Perda No 4 Th 2009

ttg. Pengetolaan TPI di Kabupaten Rembang.

3. Raperda ttg. Pertindungan Anak.

a. Raperda ttg. Pengetotaan Cagar Budaya.

5. Raperda ttg. Penataan Desa

6. Raperda ttg. Pengetotaan Keuangan dan Aset Desa

7. Raperda ttg. Pemerintahan Desa

Disampaikan datam Rapat Paripurna DPRD Kab. Rembang

Hari Setasa, 9 Desember 2014

Juru Bicara : CATUR WINANTO, SH

E@

m

-2



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati Sdr. Ptt. Bupati.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD

Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang.

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Staf Ahti, Asisten Sekretaris Daerah, Kepata

Badan, Kepata Dinas, Kepata Kantor, KepatA Bagian Setda dan

Camat di [ingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM,

rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami, Fraksi Karya Sejahtera

mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur ke

hadirat Attah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, berkah dan

kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam

suasana yang baik ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Mengawali pandangan umum ini kami ingin mengajak hadirin

bersama untuk merenung memperingati "Hari Anti Korupsi Sedunia" yang

jatuh pada tanggal 9 Desember hari ini. Titik pangkat terjadinya korupsi

adatah sikap tidak jujur dan tamak. Maka marilah kita tingkatkan sikap

kejujuran dan. kesyukuran, dengan kejujuran dan kesyukuran diharapkan

penyelewengan uang rakyat oteh pihak yang berpotensi metakukan

penyetewengan bisa diperkecil dan berangsur-angsur korupsi diberantas

dari negara Repubtik lndonesia.

a

a

a

a



Tentang 7 (tujuh) MPERDA yang telah disampaikan oteh Sdr. Ptt.

Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang pada Rapat Paripurna tanggal 8

Desember kemarin, Fraksi Karya Sejahtera akan menyampaikan

pandangan umum, sebagai berikut:

1) Raperdo tentong Perubahan atos Perda No 6 Th1996 ttg

Perusdo BPR Bank Pasar Kobupoten Doti ll Rembang.

PAD yang sehat dan baik adatah PAD yang tidak hanya
bertumpu pada retribusi dan pajak daerah, tetapi juga dari
deviden atas penyertaan modal pemerintah pada BUMD.
Dengan perubahan nama PD BPR BKK Kabupaten Dati ll
Rembang menjadi PD BPR BKK Kabupaten Rembang Fraksi
Karya Sejahtera berharap bisa meningkatkan kinerja dan
meningkat puta deviden yang masuk pada PAD.

2) Raperda tentang Perubahan Perdo No 4 Th 2009 tentang

Pengeloloon TPt di Kabupaten Rembang.

Netayan adatah "Pahtawan PAD", karena itu sudah
seharusnya Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan
jaminan atas hak-hak yang dimitiki netayan dan
meningkatkan kesejateraan netayan. Dengan perubahan
Perda Pengelotaan TPl, Fraksi Karya Sejahtera berharap
produksi perikanan di Kabupaten Rembang meningkat, PAD
meningkat seiring meningkatnya kesejahteraan netayan.

3) Roperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anok.

Hak-hak anak sebagaimana tercantum datam Konvensi
PBB tentang Hak-hak Anak adalah hak hidup, hak tumbuh
kembang dan hak untuk berpartisipasi. Untuk memenuhi
hak-hak' ini, dipertukan pertindungan terhadap anak.
Dengan Perda tentang Penyetenggaraan Pertindungan Anak
ini Fraksi Karya Sejahtera berharap hak-hak anak di
Kabupaten Rembang bisa terwujud secara baik.



q Roperda tentang Pengelolaan Cagor Budoya.

Cagar budaya adal,ah benda warisan yang tak ternitai
peninggatan nenek moyang kita, karena itu harus kita jaga

ketestariannya. lnitah pertunya dibuat Perda tentang
Pengetotaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang, agar
generasi mendatang tidak kehitangan harta yang sangat
berharga yakni karya budaya nenek moyangnya.

5) Roperda tentang Penotoan Deso, Raperdo tentong

Pengelolaan Keuongon don Aset Deso dan Roperdo tentang

Pemerintahon Deso.

Pemandangan umum terhadap 3 (tiga) raperda tentang
desa ini kami sampaikan betakangan, karena sampai saat
menyusun pemandangan umum ini, Fraksi Karya Sejahtera
betum menerima naskah 3 (tiga) raperda tsb.
Secara umum kami menyambut gembira atas diajukannya 3

rancangan Perda yang merupakan imptementasi Undang-
undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan ditetapkannya Perda-perda tentang Desa nanti
diharapkan:
a. Penyetenggaraan Pemerintahan Desa menjadi efektif
b. Kesejahteraan masyarakat Desa meningkat;
c. Kuatitas petayanan pubtik meningkat;
d. Tata ketota keuangan maupun aset Pemerintahan Desa

tebih baik;
e. Daya saing (posisi tawar) desa lebih kuat;

Namun yang menjadi pertanyaan adatah' apakah para
penyetenggara pemerintahan desa (Kepata Desa dan
Perangkat Desa) dan para pihak yang terkait dengan
penyetenggaraan pemerintahan desa [ainnya sudah siap?
Apatagi mutai tahun depan kucuran dand yang mengatir ke
desa luar biasa jumtahnya. Fraksi Karya Sejahtera
berharap, dikemudian hari tidak terjadi hat-hat yang tidak
diinginkan.



Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat,

Menutup pandangan Fraksi Karya Sejahtera ini, kami ingin

mengungkapkan sesanti: "surodira jayaningrot, lebur dening

pangastuti", artinya secanggih dan sekuat apapun nafsu angkara dan

kejahatan akan kalah dengan kejujuran, kebaikan dan ketulusan. Maka

maritah kita senantiasa mengendatikan diri menghindar dari perbuatan

tercela dan berfikir serta bertindak baik dan sejujur-jujurnya.

Akhirnya, bita ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian

Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf

yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan

berkah, rahmah dan bimbingan untuk kita semua. datam menjatankan

tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Matur

nuwun.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
YA SEJAHTEM

ARI, HADI, SH

'O
OF"u

r tlt ll

$--\,
., l-t'1n
/)

Sekretaris,



FRAKSI IIARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PEMANDANGANUMUM

TERHADAP

Tcn JUH) RAPERDA

Dibacakan Oleh : Sukarmain

YangTerhorrrat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Plt BupatiBupati Rembang.

Fonrm Koondinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekreurie Daerah lQbupaten Renrbang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/KantorBagian /Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang. Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan

hadirin yang berbahagia.

Assala amu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kira panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan

Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7 (rujuh) rancangan peraturan daerah.

Pimpinan dan hadirin yang berbahogra,

Memperhatikan penjelasan Bupati tentang raperda tentang cagar budaya,

perlindungan anak, PD BPR "Bank Pasar', Pengelolaan TPI &n Desa, maka

kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaiakan bebcrapa hal :



l. Raperda tentang Cagar Budaya.

Kami mengapresiasi usulan Raperda tentang Cagar Budaya ini. Komitmen

terhadap kebudayaan, baik dalam benruk nilai-nilai moral yang

berkembang di masyarat ataupun peninggalan sejarah adalah wujud sikap

nasionalisme yang harus senantiasa kita junjung. Pe rlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya juga menjadi "bcnang

merah" antara perisriwa dan pdaku sejarah dengan masyarakat Kabupaten

rembang dan sekitarnya.

2. Raperda tentang Perlindungan Anak.

Mengamati perkembangan rindak kekerasan di masyarakat kita,

cenderung meningkar. Anak-anak mempunyai keterganrungan yang sangat

besar kepada orang-orang sekitarnya. Kewajiban pemerintah daerah dan

semua komponen masyarakat untuk memberikan suasana sejuk dan

edukarif kepada anak-anak agar &pat mengenyam pen&dikan yang baik

dan melalui proses alamiahnya sebagai seorang anak.

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraruran Daerah Nomor 6 Tahun 1996

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 'Bank Pasar"

Kabupaten DaerahTingkat II Rembang.

PD BPR Bank Pasar, setelah sempat mengalami keterpurukan, beberapa

tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang posirif dan

menggembirakan. Kami mendorong upaya pemerinrah daerah unruk

memperkuat BUMD ini, terlebih 100 9o saham adalah milik pemerinrah

daerah. Penambahan Modal Dasar menjadi sebesar dua puluh lima milyar,

adalah langkah strategis unruk perkuatan PD BPR Bank Pasar. Berkaitan

dengan raperda ini, perlu dikaji keterkaitannya dengan Perda No 4 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 20lI tentang

Penyenaan Modal Dacrah pada Badan Usaha Milik Dacrah Kabupatcn

Rembang. Pada perda tersebur telah diarur besaran modal dan schedule

penganggarannya.



4. Raperda tentang Perubahan Atas Penataan Daerah Nomor 4 Tahun 2009

tentang PengelolaanTPl di Kabupaten Rembang.

Lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebuah langkah cepat

peralihan kewenangan pengdolaan TPI dari Propinsi kepada Kabupatcn.

Mdihat perkembangan kondisi masyarakat saat ini dan regulasi tentang

Hibah dan Bantuan Sosial, kami mensepakari perubahan Perda Nomor 4

Tahun 2009. Mengingat saat ini masyarakat nelayan dan bakul sudah

mumpuni untuk mengelola oqganisasi yang ada, baik melalui paguyuban

atau kelompok nelayan, bakul dan lembaga koperasi yang dimiliki. Tetapi

Pemerintah Daerah tetap perlu melakukan pendampingan dan

PenSawasan.

5. Raperda tentang Desa, melipuci Raperda Penyelenggaraan Pemerinrahan

Desa, Raperda tentang Penataan Desa dan Raperda tentang Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun.2Ol4 tentang Desa,

kami harapkan pemerintah daerah unruk memberikan pendampingan,

kepada perangkat-perangkat desa, secara intensif. Undang-undang ini

menyangkut hal mendasar rentang tata kelola pemerintahan desa dan

mencakup 294 desa&elurahan yang ada di Kabupaten Rembang. Berkaitan

delgan 3 (tiga) Raperda tenrang Desa ini, kami mengharapkan, Panitia

Khusus (Pansus) yang membahas raperda ini unruk mdibatkan paguyuban

kepala desa &n mencermati secara deril, kemungkinan.kemungkinan yang

akan muncul saat implementasi perauran-peraruran tersebut.



Pimpinan ei&ng dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlahpemandangan umum dari Fraksi Harapaa semoga pembahasan

Rapelda APBD T.A 2015 ini dapat berjalan dengen baik dan tidak lepas dari

pehrnjuk Allah SWT Aarnin.

BillahntarfiqvallidoralL

Waslazmu'alallatm Wanhmatulhhr Wabnl<amL

Rembang, 9 Des€rtber 2014

FRAIGIHARAPAN

DPRDI(AB.REMBANG

SAHNINGSIH, SE

Ketua Seketaris



PENDAPAT BUPATI REMBANG TERHADAP RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Selasa,9 Desember 2014

Assal a m u al aiku m warah matu I lahi wabarokatu h.

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Penrakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten

Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat

Daerah Kabupaten Rembang;

- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas

dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.



I

Segala puji hanya mitik dan bagi Ailah SWT,

Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan

kekuatan, petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk

senantiasa mengabdi kepada-Nya, khususnya dalam

mengelola dan membangun Kabupaten Rembang.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta

hadirin yang saya hormati;

Kami memberikan apresiasi yang tinggi dan

menyambut baik atas pengajuan rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Hal ini membuktikan bahwa kita, khususnya DPRD,

memiliki perhatian yang besar terhadap pelayanan

publik, khususnya yang diselenggarakan Pemerintah

Kabupaten Rembang. Namun demikian, kita harus

mengkaji dengan hati-hati Raperda tersebut dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta

hadirin yang saya hormati;



- *L '-'

Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima

merupakan amanah konstitusi. Hal sesuai dengan

semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa

negara berkewajiban melayani setiap warga negara

dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945.

Adanya perubahan pengaturan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

semakin mempertegas amanat penyelenggaran

pelayanan publik. Salah satu tujuan penggantian

undang-undang tersebut sebagaimana tercantum

dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun

2014 adalah ditujukan untuk mendorong lebih

terciptanya daya guna dan hasil guna



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam

menyejahterakan masyarakat, baik melalui

peningkatan pelayanan publik maupun melalui

peningkatan daya saing Daerah. Yang muaranya

adalah adanya jaminan pelayanan publik yang

disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Sebagaimana ditindaklanjuti dalam pasal 349

Undang-undang Nomor 23 ini yang menyatakan

bahwa Daerah dapat melakukan penyederhanaan

jenis dan prosedur pelayanan publik untuk

meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah

yang ditetapkan dengan Perda. yang dimal<sud

dengan "penyederhanaan jenis pelayanan publik,,

adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan

publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan

yang di dalamnya menampung atau memuat substansi

pelayanan yang digabungkan tersebut.

Semangat inilah yang diharapkan menjadi ruh

dari raperda tentang Penyelenggaraan pelayanan



Publik. Sehingga diharapkan akan memberikan

jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah

Daerah kepada masyarakat adalah pelayanan yang

prima.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta

hadirin yang saya hormati;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, marilah kita bersama-sama mengawal

terbentuknya Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan visi

Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang perlu kami

sampaikan atas pengajuan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan

perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada kita

semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita.



Amin, ya Robbal'alamio.

Sekian, terima kasih.

Wa ssalamualaikum wanh mafu llotri wabarckatuh.

Pn BUPATT RETBANG. 
WAKIL BUPATI



JAWABAN BUPATI REi/IBANG ATAS
PEMANDANGAN UMUIUI FRAKSI-FRAKSI DPRD

KABUPATEN REMBANG TERHADAP MNCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REiIBANG

Assalamualaikum wanhmatuttahi wabarckatuh.

Yang kamihormati:

- Pimpinan dan Anggota Dewan perwakitan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Komunikasi pimpinan

Daerah;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahla Bupati, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepata Bagian
Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

- Sekretaris DPRD, Kepata Badan, Kepala Dinas
cian Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;

9 Desember 2014



- Camat se-l(abupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat

Allah SVW, Tuhan seru sekalian alam, yang

memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa

mengabdi kepada-Nya. Semoga kita senantiasa

diberikan petunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas

kita.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,

serta hadirin yang saya hormaff;

Mengawali jauaban atas pemandangan

umum fraksi-fraksi, Saya menyampaikan terima
kasih dan apresiasi atas tanggapan terhadap
raperda yang direncanakan untuk dibahas.

Menanggapi atas pemandangan Umum

Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang dapat
Saya sampaikan sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan
masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

l. Raperda tentang Cagar Budaya



Menanggapi Fraksi ppp terkait pendataan
dan pengelotaan terhadap situs_situs
ieninggalan sejarah Dinbudparpora tetah
melaksanakan pendataan situs bekerjasama
dengan pihak yang memitiki tenaga ahti
arkeologi dalam hal ini BpCB Jateng dan Batai
Arkeologi yogyakarta. Adapun untuk
pengelolaannya dilakukan mulai dari tahap awal
dengan menyusun regulasi petestarian cagar
budaya di Kabupaten Rembang (perda Cagar
Budaya Kab. Rembang) sehingga diharapkan
pengelolaan dan petestarian cagar budaya yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan
masyarakat dapat berjalan dengan lebih tepat.

Menangapi Fraksi Demokrat, dengan
adanya perda Cagar Budaya ini memandang
pendataan dan pelestarian cagar budaya dapat
dikembangkan menjadi tempat wisata yang
menambah penerimaan daerah khususnya
PAD.



Di dalam raperda Cagar Budaya

Kabupaten Rembang, disusun tanggung jawab

pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam

upaya pelestarian dan pengelolaan cagar
budaya. Selain itu juga diatur sanksi-+anksi

pidana bagi yang berupaya merusak,

menghilangkan dan atau mencuricagar budaya

di Kabupaten Rembang sesuai dengan sanksi
yang ditetapkan di UU no.11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya.

Dalam hal pengembangan cagar budaya

agar bisa menjadi daya tarik wisata,kami telah

mengupayakan penyusunan masterptan

pengembangan obyek pariwisata, misal masfer
p/an Museum RA. Kartini dan master plan

Perahu Kuno Punjulharjo yang bekerjasama

dengan BPCB dan Balai Arkeok€i yogyakarta.

Disamping mengandalkan kegiatan yang

anggarannya bersumber dari APBD Kab_

Rembang, Pemerintah Kabupaten juga



[.

melakukan pendekatan kepada Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah melalui proposal

pengembangan obyek pariwisata di Kabupaten

Rembang, dimana dalam tahun 2014 telah

dialokasikan bantuan untuk pengembangan di

Museum RA. Kartini. Dan di tahun 2015 nanti

diharapkan bantuan pemerintah provinsi untuk

pengembangan situs Perahu kuno Punjulharjo

dapat dilaksanakan.

Raperda tentang Perlindungan Anak

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Karya

Sejahtera yang menyampaikan harapan bahwa

hak-hak anak di Kabupaten Rembang dapat

terwujud, perlu kami sampaikan bahwa

penyelenggaraan perlindungan anak ini

bertujuan untuk :

a. mencegah dan mengurangi segala bentuk

kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan

pedakuan salah terhadap anak;



b. melakukan penanganan terhadap anak

sebagai korban kekerasan, eksploitasi,

penelantaran dan perlakuan salah;

c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

upaya pencegahan, pengurangan risiko dan

penanganan terhadap segala bentuk

kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan

perlakuan salah terhadap anak.

Sehingga dengan penetapan raperda pA

ini diharapkan dapat mengakomodir

pemenuhan hak dan perlindungan anak di

Kabupaten Rembang.

Menanggapi Fraksi persatuan

Pembangunan dan Fraksi pDlp Nasdem terkait
penanganan kasus kekerasan terhadap anak

selama ini Pemkab melalui pelayanan Terpadu

Tindak Kekerasan terhadap perempuan Dan

Anak di Kabupaten Rembang tetah melakukan

pendampingan terhadap korban anak. Dengan

sumber daya yang terbatas, untuk tahun 2014



ini saja Tim telah mendampingi 14 kasus

kekerasan terhadap anak. Melalui Perda PA ini

akari dipastikan bahwa Lembaga Perlindungan

Anak di tingkat kabupaten yang sudah ada akan

dimaksimalkan lagi.

Menanggapi fraksi PKB terkait pengaturan

traficking dalam raperda, perlu kami sampaikan

bahwa ketentuan tersebut telah diakomodir

dalam konsep raperda perlindungan.

Selanjutnya secara teknis dibentuk gugus tugas

Perdagangan Orang. Adapun sosialisasi atas

raperda ini dilakukan melalui website, medta

sosial, surat, forum group discussion dengan

lembaga pemerhati hak anak serta pertemuan

dengan masyarakat.

Untuk fraksi Dmokrat terkait pemenuhan

akta kelahiran bagi anak di panti asuhan,

Pemerintah Kabupaten telah melakukan

fasilitasi pembuatan akta kelahiran tersebut.



lll. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat "Bank Pasa/' Kabupaten Daerah

Tingkat l! Rembang

Terkait Pemandangan Umum Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan perlu kami berikan

klarifikasi bahwa PD BPR Bank Pasar

merupakan badan usaha milik daerah yang

seluruh modalnya dimiliki oleh Pemkab.

Rembang, sehingga deviden yang disetor pun

menjadi milik Pemkab. Rembang. Dengan

adanya tambahan modal dasar dari sepuluh

milyar rupiah menjadi dua puluh lima milyar

rupiah diharapkan PD BPR Bank Pasar dapat

meningkatkan jangkauan pelayanan.

Untuk Fraksi Harapan terkait renc€tna

pengembangan PD BPR Bank Pasar perlu kami

jelaskan bahwa dengan modal dasar sepuluh

milyar, jumlah modal yang belum disetor



tv.

Permkab sebesar enam ratus tujuh belas juta

rupiah, sehingga dikhawatirkan jika modat dasar
tidak dinaikkan akan mempengaruhi jangkauan

operasionaiPD BpR Bank pasar. Melalui perda

ini Pemkab tidak memberikan tambahan modal/
penyertaan modal, namun hanya mengatur
batasan maksimal yang harus disetor oleh
Pemkab. Sehingga ke depan perlu adanya
perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011

tentang Penyertaan Modal pada BUMD.

Raperda tentang Perubahan Atas peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang

Menanggapi pandangan umum fraksi ppp

dan Fraksi Harapan terkait pengelolaan

anggaran untuk bansos perlu Kami sampaikan

informasi sebagai berikut:



o Setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten

Rembang mengalokasikan anggaran bansos

sebesar 1.250.000.000,00 (satu mityar dua

ratus lima puluh juta rupiah) atau setara

dengan 0,4 o/o (nol koma empat) dari nilai

raman satu tahun, nilai bansos tersebut

merupakan bagian dari nilai retribusi sebesar

3,5 % (tiga koma lima persen);

. Adapun pengelolaan dana tersebut telah

dilakuan oleh ketompok nelayan dan KUD di
wilayah TPI kasingrmasing.

Menanggapi pandangan umum dari fraksi pDlp

dan Nasdem yang mengharapkan retribusitidak

memberatkan nelayan dan bakul perlu Kami

sampaikan bahwa dalam perda nomor 4 tahun

2009 retribusi sebesar 3,S% (tiga koma lima
persen) dengan komposisi 2,1o/o (dua koma
satu persen) untuk nelayan dan 1,4 % (satu

kcma empat persen) untuk bakul. Adapun

rencana perubahan retribusi berubah menjadi

t0



V.

3,1o/o (tiga koma satu persen) dengan

komposisinya 2,1 o/o (dua koma satu persen)

untuk nelayan dan 1, 4o/o untuk bakul.

Menanggapi Fraksi Gerindra terkait
pengawasan dan pendampingan pelaksanaan

lelang di TPI ke depan terus ditingkatkan untuk

mencegah transaksi langsung antara nelayan

dengan bakulsehingga diharapkan semua hasil

tangkapan melalui mekanisme lelang sehingga

dapat meningkatkan perolehan pAD. Adapun
permasalahan bakul yang masih banyak
tunggakan, Dinas Kelautan dan perikanan

Kabupaten Rembang telah membentuk tim
penagihan dan sampai sekarang masih

berlangsung untuk mengurangi KpLl
(Kekurangan Pembayaran Lelang lkan)

Raperda tentang penyetenggaraan

Pemerintahan Desa, Raperda tentang
Penataan Desa Raperda tentang

II



Pengelolaan Keuangan'ban Kekayaan Desa

Menanggapi usulan Fraksi PPP bahwa

keuangan desa harus seimbang antara

Pemerintah Desa dan lembaga lain yang ada di

Desa, perlu Kami sampaikan bahwa melalui

Perda ini kami akan berikan pengaturan

pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah

Kabupaten melakukan pembinaan secara rutin

setiap tahunnya baik kepada Pemerintah Desa

maupun Lembaga yang ada di Desa dan akan

terus ditingkatkan.

Terkait usulan pemberian kewenangan

kepada Kepala Desa untuk mengatur

pemindahan status bengkok Kepala Desa dan

Perangkat Desa menjadi Aset Desa

sebagaimana diatur dalam Undang-undang

nomor 6 Tahun 2014 lenlang Desa dan

Raperda yang Kami usulkan telah jelas

memberikan jelas kewenangan Kepaia Desa

l2



sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa.

Untuk pengaturan pungutan pologoro di

desa, perda yang selanjutnya ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati hanya memberikan

pedoman kepada desa. Adapun

pelaksanaannya oleh pemerintah desa dan

akan dimonitor terus oleh Pemerintah

Kabupaten.

Terkait pelaksanaan Pilkades dan

Pemilukada pada tahun 2015, pemerintah

Kabupaten akan menghitung secara cermat

waktu pelaksanaannya sehingga dapat berjalan

aman dan lancar.

Menjawab pertanyaan Fraksi Karya

Sejahtera terkait kesiaapan penyelenggara

pemerintahan desa Pemerintah Kabupaten

telah menyiapkan prcgram pembinaan dan

diklat bagi aparat Pemerintah Desa.

I3



Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan

Nasdem bahwa Raperda ini disusun sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk hal-hal teknis terkait persyaratan

calon kepala desa dan sebagainya.

Terkait peringatan Fraksi Demokrat agar

tidak terjadi benturan kewenangan antara

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa,

melalui Perda iniakan ditetgaskan kewenangan

desa, sehingga pelaksanaannya menjadi jelas

dan tidak tumpang tindih.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin

yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya

sampaikan sebagai j6waban atas pemandangan

umum fraksi atas raperda Cagar Budaya, raperda

tentang Perlindungan Anak, raperda tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

1996 tentang Perusahaan Daerah Bank

l4



Perkreditan Rakyat 'Bank Pasa/ Kabupaten

Daerah Tingkat ll Rembang, raperda tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten

Rembang, raperda tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, raperda tentang Penataan

Desa, serta raperda tentang Pengelolaan Keuangan

Dan Kekayaan Desa pada Rapat Paripuma ini.

Selanjutnya secara detailakan dibahas dalam rapat

panitia khusus.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan

petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin,

ya Robbal'Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassala m u ala iku m wara h matulloh i wabarokatu h.

ATIREIIBANG

t5



JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PUBLIK

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang terhormat, Plt. Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Dan yang saya hormati hadirin tamu undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan

satu persatu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya untuk menyampaikan jawaban

Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi kepada saudara pLT

Bupati Rembang, atas pendapat positif tentang Raperda Penyelenggaraan Pelayanan

Publik 20'14.

Selanjutnya Menanggapi pendapat sdr PLT Bupati Rembang terhadap Raperda

lentang penyelenggaraan pelayanan publik pada rapat paripurna hari Selasa, 9

Desember 2014, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberi masukan agar

pembahasan Perda ini dilakukan semaksimal mungkin sehingga dapat memenuhi

kebutuhan masyarakal.

Dan setelah Perda ini nanti disahkan, segera disosialisasikan kepada

mas)rarakat agar dapat dimengerti dan difahami dengan harapan pelayanan prima ini

bisa tenrujud.

2. Fraksi Demokrat

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2Oj4 kami berharap dalam hal

pengurusan perijinan dapat mempersingkat waktunya sehingga masyarakat tidak
tedampau lama menunggu dan masyarakat bisa merasakan manfaalnya. Khususnya

dalam pembuatan sertifikat tanah, pemerintah Daerah supaya dapat membantu

mempermudah masyarakat untuk mengurus sertifikat tanahnya.

2. Kami mengharapkan pemerinlah memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat,

Kami sangat mendukung dibuatnya Perda ini sehingga ada Standar Operasional

Prosedur (SOP) -nya untuk menjamin kelancaran pelayanan masyarakat. Khususnya
pihak Rumalr Sakit supaya meningkatkan pelayanan terhadap pasien. memberikan
informasi sejelas-jelasnya.



3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi PKB mengapresiasi kepada saudara prt. Bupati atas Jawaban raperda
penyelenggaraaan pelayanan publik, kami yakini bahwa pemerintah selalu berkomitmen
untuk melaksanakan pelayanan public sebagaimana yang tertuang dalam uu No.23
Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong rebih terciptanya daya guna dan daya hasir
dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kab. Rembang. Dengan harapan semoga
Pernkab Rembang bisa benar benar meraksanakan perda tersebut dengan sepenuh hati
dan tanggung jawab.

Fraksi PKB juga mengapresiasi kepada kawan kawan D'RD Rembang yang terah
berinisiasi membuat Raperda ini hingga pembahasannya telah selesai.

Akan tetapi justru yang lebih penting adalah setelah raperda ini disahkan, kawan
kawan anggota DPRD tetap seraru meraksanakan pengawasan ditingkat imprementasinya

pada perda tersebut.

Fraksi PKB berharap raperda yang telah melalui proses panjang ini untuk segera
ditetapkan menjadi pERDA

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

Menanggapi Pendapat saudara prt. Bupati tentang Raperda penyerenggaraan perayanan
Publik yang prima kami mengapresiasi atas dukungannya dan kita akan berhati-hati dalam
penyusunan Perda Penyerenggaraan pelayanan pubrik ini biar tidak tumpang tindih dengan
Perundang-undangan yang berraku sehingga perda penyelenggaraan perayanan pubrik ini
bisa prima, terpadu dan cepat untuk diakses oreh masyarakat sesuai dengan pendapat
Saudara Plt. Bupati.

5. Fraksi Karya Sejahtera

Fraksi Karya Sejahiera menyampaikan terima
Saudara Plt. Bupati Rembang atas Raperda lnisiatif
Publik yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan berlakunya Undang_undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk rebih
meningkatkan pelayanan publik, menyederhanakan jenis pelayanan publik dan
mempercepat proses pelayanan publik. Kalau hal ini teMujud maka masyarakat akan
mendapatkan jaminan pelayanan publik yang prima. Fraksi Karya Sejahtera berharap,
dengan ditetapkannya perda lentang penyelenggaraan pelayanan publik akan
mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna pemerintah Kabupaten Rembang
dalam mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik.

kasih atas sambulan positif

Penyelenggaraan Pelayanan



6. Fraksi Harapan

Pendapat Bupati terhadap raperda ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah

sebagai pamong praja untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Efisien,

efektif, transparan dan accountable aaalan prinsipprinsip yang harus dijaga dalam

pengelolaan pemerintahan. Muara dari keija pemerintah adalah kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan pemerintah. Pemerintah yang kuat, beMibawa tidak mungkin dapat

diraih tanpa kepercayaan publik atau masyarakat yang cukup.

Demikian jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang ierhadap pendapat Bupati atas

Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan apabila ada hal-hal yang kurang

berkenan kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besamya.

Sekian .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FMKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi partai Kebangkitan BangsaKetua, Ketua,

ttd

SUGIHARTO

Fraksi Demokrat
Ketua,

ttd

EDI KARTONO. S.Pd. M.H.

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
Ketua,

ttd

JASMANI

ttd

MOHATIMAD II,IRON

Fraksi Karya Sejahtera
Ketua,

ttd

H. ISMARI. S.H

Fraksi Harapan
Ketua,

ttd

H,I'. NUR HASAN. S.H. M.H



DEWAN PERWATIILAN I AKYAT DADRAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (O295) 691194 Kodc Pos
59212 REMBANG

I(BPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 1, II, DAN III
DEWAN PERWAICLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM

MEIIBAHAS B (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI-i
KABUPATEN REMBANG,

: a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan
DPRD l(abupaten Rembang Nomor 01 Tahun 20i4
tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Ikbupaten
Rembang, pembahasan terhadap rancangan
peraturan daerah diiakukan oleh komisi, gabungan
l<omisi, atau panitia khusus ;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
iruruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap
B (delapan) rarlcangan peraturan daerah clipandang
perlu untul< nrembentuk panitia khusus yang
kc lg,otaann),a ditetapkan dengan keputusan
Dcrr ' Pcnvaliilan Rakyat Daerah.

: 1. Undal.rg-. ltng l'^"r',or 13 Tahun 1950 tentang
Pembentui:i.u, .,-., -.^ i;rerah l(abupaten dalam
Lingl<un gal Pr<.rpinsi Jawa Tengah;

2. Unda L uur1l Nomor 23 Tairun 20 1 4 tentang
Peme: ,r1l Lhan Daerah;

Mengingat

Perirlu, iril I':nrcrintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang i(cdr.rdukan Protokoler clan Iteuaugan
Pimpiniur dan Anggot:r Dewan Penvakilan Rakyat
Daclah yang telah diubah beberapa lcali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tcnIang l)erubahan I(etiga atas Peraturan
Pcrrrcrintah Nomor 24 Tahu;r 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
An3gota Dervarr Pcrwakilan i?alq,a1 Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nonror 16 'l'ahttre 2O1O
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dervart
Perrvakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dervam Perwakilan Rakyat Daerah ;

3.

4.



Memperhatikan:

Menetapkan

PERTAMA

I(EDUA

I(trTIGA

I(EIIMPAT

I(FJLIMA

KEBNAM

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
I(abupaten Rembang .

Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
Rembang tanggal 5 Desember 2014.

Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan
Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang
tanggal 4 Desember 2014.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten Rembang tanggal 9 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Rembang
dalam membahas 8 (delapan) Rancangan Peraturan
Daerah.

Susunan keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana
dimal<sud dalam Ciktum PERTAMA tertuang dalam
lanrpiran I kepntusan ini.

Susunan l<eanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam
lampiran II lceputusan ini.

Susunan keanggotaan Panitia Khusus III sebaqaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam
lan:piran III keputusan ini.

Panitia I(husus I bertugas membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang :

a. Raperda tentang Penataan Desa;
b. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Desa;
c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Parritia l(husus II bcrtugas membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang :

a. Raperda. tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6
Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat , Bank Pasar Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang;

b. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;

c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang :

a. Raperda tentang Perlindungan Anak.;
b. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

2.

3.

i(DTUJUH



KEDEI.,APA!{ :

KESEMBII.AN :

KESEPULUH :

Hasil kerja Panitia Ktrusus l,Ildan III disampaikan dalam

Rapat Paripuma DPRD Kabupa.ten Rembang.

Segala biaya yang timbul akibat adanya Kepuhrsan ini
di&banka; iaaa anegsran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkandi: Rembang
pada tanggal : 9 Desember 2014

DAERAHAIOIAN RAIffAT
ATEN REMBANG
Ketu a, )

+



Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal :9 Desember 2014
Nomor : 15 Tahun 2014

Lampiran I :

SUSI'ITAIiI KEAI{GGOTAAN PAI{ITIA.KHUSUS I
DPRD I(ABU?ATEIT REMBANG

iLYAS
PUJI SANIOSO,S.P.,M.H,
ZNMLIL JMAM NS
MOHAMI{AD ANSHORI
SUGIHARTO
IT.H.SIINARTO
ISLAHJDDIN
HJ.HIKMAH PURNAMAWATI
JASMANI
MUHAMMAD BA}IAUD DURROR,S.Pi.
H.SHOLI'H,B.A.
H.M.NUR HASAN,S.H,M.H.
GATO]' PAERAN,S.H.,M.Si.

KETUA
WAKIL KETUA

ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

AKILAN RAKYAT DAERAH
REMBANG



Keoutusan DPRD KabuPaten Rembang

i.I',ig.r, s Desember -2014NotiI. :15 Tahun 2014

l,ampiran 1I :

NAMA

MUHAMMAD ASNAWI,S.Pdi.

ALI IRCHAM'S'T.

H.M.MURSYID

MOKHAMAD ZAENURI'

SULISTYO WETI ARIANI

IMRO'ATUS SOLICHAI'I,S.E,M'H'

H.HARNO,S.E.

DONNY KURNIAV/AN,S.E.

HERI KURNIAWAN,S.E.

H.YUDIANTO,S.H.

MUHAMMAD IMRON

SAHNINGSIH'S.E.

H.ISMARI,S.H.

ii.ioro suPRIHADI,s'H'

SUSI'NAI{ KEANGGOTMN PAilItIA KITUSUS II
"----'- dpio I(ABuPATEN REMBANG

KETUA

WAKILKETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

er.lodote

AKILAN RAKYAT DAERAH
ATEN REMBANG

etua, C



Lampira4 III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
'Ihnggal : 9 Desember 2014
Nomor : 15 Tahun 2014

SUSUNNi KEAII}GOTAAN PAITITIA KIIUSUS III
DPRD XAPUPATENRIMBANG

NO.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

r0.

11.

12.

^3.
14.

HENRY PURWOKO,S,Pd.

PARAMITA PR,A PANCA ASWARI

NURUL RAHAJENG,S.Pd.

NUR HASYIM

H.SUPADI

MUGtYl6-R','O,S.T.

EDI KARTONO,Spd,M.H.

FRIDA IRIANI

SUMARSIH

tvlDoDo
AYU ARDHIAH MAYASARI

H.CHASANUDDIN

WASIMAN

SUKARM.{IN

CATUR, WINANTO,S.H.

DEWAN

KETUA

\,I/AKIL KETUA

ANGGOTA

AI.IGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

RAKYAT DAERAH
REMBANG
U8,

KETERANGAN

KAMIL.MZ



BERi A ACARA

RAPAT PEMIJ IHAII PIMPTNAN PANSUS ItI
DEWAN PER\A/AKIIAII R^ YAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : :170/ /20L4

Pada hari ini selasa tanggal senrbilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat
Belas bertempat di ruang Komisi D, denga,r merujuk pasal 65 ayat (7) peraturan DpRD
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 20.r.4 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Herrnbang telah dilaksanakan rapat pemiiihan pimpinan panitia Khusus lll Dewan
['erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Reinban.g dalam rangka membahas Raperda Non
APBD Kabupate,r Rembang Tahurr 2014.

Papat pemilihan Pimpinan par.itia Khusus lll dihadiri oleh Anggota panitia
Khusus lll dan pengambilan keputusan drlaksarrakarr secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, pin'rpinan panitia Khusus lll DpRD Kabupaten
Rembang adalah sebagai berikut:

iietua :..!:1.-:.lLPY..hrP.p.qfp..!,f4...

wa kil Ket,ra,.. P.{?*1.t.rn... g?t?tf. {*....4N rx ,(fd
Dernikian beriia acara ini untuk dipergunaken sebagaimana mestinya.

Remb,ang, 9 Desember 2014

Anggota Panitia Khusus ll

HENHY PURWOI(O,S.Pd.

NIJR HASYIM

H.SUPADI

MUGIYARTO,S.'I.

EDI KARTCNO,S.Pd,M.H.

FRIDA IRIANI

SUMARSITI

WIDODO

9. AYU ARDHIAH MAYASARI

]"0. H.CHASANUDDIN

11. WASIMAN

12. SUKARMAIN

13. PARAIVIITA PRAPANCA ASWARI

NURIJL RAHAJEIiG,S.Pd.

14. CA'IUR WINANTO,S.H.

1.

2.

t4



l,l BERITAACAM
MPAT- PEMILIHA;,I PIMPINAN PANSUS ll

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1.70l l?-oLA

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat
Belas bertempai di ruang Komisi C, dengan merujuk Pasal 55 ayat (7) Peraturan DPRD

i(abupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang telah dilaksanakan rapat pe'nilihan Pimpinan Panitia Khusus il Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non
APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014

Rapat pemilihan Pimpi.ran Panitia Khusus ll dihadiri oleh Anggota Panitir
Khusus ll dan pengambllan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat nremutuskan, Pimpinan Panitia Khusus ll DPRD Kabupaten
R,rmbang adalah sebagai berikut:

1. Kettra

2. Wakil Ketua

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang,9 De

Anggota Pan

1. H.M.MURSYID

2. MOKHAMAD ZAENURI

3. SULIST/O WETI ARIANI

4. IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H.

5. H.HARNO,S.E.

6. DONNY KURNIAWAN,S.E.

7. ALI IRCHAM,S.T.

8. HERIKURNIAWAN,S.E.

9. H.YUDI,\NTO,S.H.

10. M U I'lAM I\4AD ASNAWI,S. Pdi.

11.MUl.iAfv1MAD IMRON

12.SAHNINGSIH,S.E.

13. H.ISMARI,S.H.

14. H.JOKO SUPRIHADI,S.H.

4
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\l BERITA ACARA
RAPAT PEMITIHAN PIMPTNAN PANSUS I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1.70l /2OL4

Pada hari inr Selasa tanggal sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat
Belas bertempal: di ruang Komisi B, dengan rnerujuk pasal 65 ayat (7) peraturan DpRD
Kabupaten Rembang Nonror 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DpRD Kabupaten
Rembang telah riilaksanakan rapat pemilihan pimpinan panitia Khusus I Dewan
Perrvakilan Rakyal Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non
APBD Kabupaten Rembang Tahun 201"4.

Rapat pemil!han pimpinan panitia Khusus I dihadiri oleh Anggota panitia
Khusus I dan pengambilan l:eputusan dilaxsanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan panitia Khusus I DpRD Kabupaten
Rembang adalah sebagai berikut:

Ketua

WakilKetua

1.

2.

3.

7. JASMANI

3. MUHAMMAD BAHAUD DURROR,S Pi.

9. PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.

r0. tLYAS

11. H,SHOLEH,B.A.

12. H.M.NUR HASAN,S.H,M.H.

13. GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.

,...1..+.y.a.51.

2. ,.. P.YJ]..ia.aJ-i? 90

ZAIMUT UMPM NS

MOHAMMAD ANSHORI

SUGIHAR TO

IT.H.SUNARTO

H.ISLAHUDDIN

HJ.HIKMAH PURNAMAWATI

Demikian berita acara ini untuk dl;lergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 9 Desember 2014

Anggota Panitia Khusus I

2.

.1.

5.

c.

,c-)

13
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DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

,1. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 697194 Kode Pos 59212
IIEMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( III )
DPR}) KABUPATEN REMBANG

TEi\TANG
8 RAPERD.{, NON APBD TAHUN 2OI4

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

JENIS RAPAT

: SELASA
: 3'0 De;ember 2014

: 09.30 WiB.

: Gedurrg DPRD Kabupaten Rembang

I. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

TerbukaII. SIFAT RAPAT

III. ACARA RAPAT:

l. Pembukaan;

2. Laporan Panitia Khusus irtas Hasil Pembahasarr 8 Raperda;

3. Pendapat Fraksiterhadap HasilPembahasan 8 Raperda;

4. Persetujuan Penetapan Rapcrda;

5. Pendapat Akhir Bupati atas Hzuil Pembahasan 8 R.aperda;

6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

I. Nama : H. MAJID KAMIL. NTZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang



v. SEKRETARIS RAPAT

l. Nama : Drs. ACHM.A,D MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

vI. JUIT,ILAII ANGGOIA

l. Fraksi Persatuan Pembalrsunan

2. FraksiDemokrat

3. Fraski Kebangkitan Bang:a

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. FraksiHarapan

Jumlah

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIB

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Cerindra

: l0 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 45 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 6 orang

: 7 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 35 orang

:2 orang

: 3 orang

; - orang

: I orang

: 2 olang



6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

Ix. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MA.IID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

As a la mu' a I ai ku m *l/r. ll/ b.

: I orang

: I orang

: l0 orang

Yeng terhormat

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Plt. BupatiRembaug

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Ksb.Rembang

Pimpinan darrAnggota DPRD Kabupaten Rembang

Serretaris Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,

Kepala Badarr, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan

Camat se Kat upaten Rembang

Pimpinan Panai Politik, LSM, para wartawan dan

semua undan;;an lainnya.

Yang saya hormati

Sebagai insan yang beriman dau bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, marilah senantiasa kita uanjatkan puji syukur kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa zrtar; lin:pahan Rahmat dbn Hidayah-IJya,

sehingga pada pagi hari ini, kita masih dibsri kesempatan dan kekuatan

untuk nrengikuti Rapat Paripurna Ketiga ( III ) DPRD Kabupaten

Rembang dalam rangka pembahasan 8 ( delapan ) Rancangan peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 dalanr keadaan serrat walafiat

tidak kurang suatu apa.



Rapat Detvan dan hadirin yang heroahagia.

Eerdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim

Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembangpada tanggal

5 Desember 2014, Rapat Paripurna ini adalah Rapat Paripuma Ketiga (

III ) atau rapat paripurna terakhir dalam membahas 8 ( delapan )

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahurr 2014, meliputi

l. Raperda tentang Perlindungan Alak;

2. Raperda tentang Perubahan Atas f'erda Nomor 6 ]'ahun 1996 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten

Daerah Tingkat II Rembang;

Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahuir 2-009 tentang

Pengelolaan TPI di Kabupaten Rernbang;

Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

Raperda tentang Penataan Desa;

Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; C;rn

Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menurut Catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jrrmlah anggota DPRD sebanyak 45

orarlg, yang hadir secara fisik dan inenandatanganidaftar hadir sebanyak

35 orang.

Dan berdasarkan ketentuan Pasar 80 ayat (l) huruf b Peraturan Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa " Rapat Paripurno

DPRD memenuli kuorum apabila dihadirt oleh pating sedikit 2/3 dari

junlah anggota DPRD untuk ynene.apkcn Peraturan Daerah ". Dengan

demikian Rapat Paripurna hari ini ielah. memenuhi kuorum. Dengan



mengucap " Bismillaahirrohmoanirrohiim" tepat pullul I1.30 WIB

Rapat Paripurna DPRD saya nyatal an dibuka dan terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yan3 berbalrugia.

Dalam rapat paripurna ini terdapat beberapa agenda pokok yang

harus kita lalui, dan untuk lebih je lasrya akan saya sampaikan susunan

acara dalam Rapat Paripurna pada hari ini sebagaiberikut:

l. Pembukaan;

2. Laporan Panitia Khusus I, I I dan III atas tlasil Pembahasan 8

Raperda;

3. Pendapat Fraksiatas hasil pernbahasan 8 Raperda;

4. Persetujuan terhadap 8 Raperrla;

5. Pendapat Akhir Bupati atas 8 Raperda;

6. Penutup.

Rapat Devan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acarayang kedua, yaitu Laporan

Panitia Khusus I, Ildan III atas Hasil Pembahasa;r 8 Raperda. Kepada

Ketua Pansus I, Ildan III secara benrrutan dimulai dari 'Kerua Pansus I ,

saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya.

_:-_: PEMBACAAN LAPORAN PANSUS ATAS 8 TUPERDA

TAHUN 2014

Y ( Laporon Ponsus l, II dan III atas I Raperdu terlawpir )



Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ketua Pansus I, II dan III

yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan atas 8 Raperda.

Peserla Rapal dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara ketigayaitu Pendapat Fiaksi atas hasil pembahasan

8( rlelapan ) Raperda. Namun sebelumnya , kami persilahkan kepadajuru

bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu,

agar pelaksanaan penya:npaian Pendapat Fraksi oapat berjalan dengan

tertib.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangl:nan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsr,

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Partai Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

:Sdr. Muharnmad Zaenun

:Sdr. Edi l(artono, S.Pd.MH

:Sdr. Wasiman

:Sdri. Sumarsih

:Sdr. Puji Santoso, SP.MH

:Sdr. H.Joko Suprihadi,S.{

:Sdr. HM. Nurhasan,SH.MH

Selanjutnya kepada para juru bicirra Fraksi, dimulai dari juru bicara

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sarnpai dengan Fraksi Harapan

secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya.

--_-: P E N YA M PA IA N P E A, DA PAT F RA KS I

Pendapat Fraksi

No Nanra Raperda
S/TS/A

FPPJ' FD FPKB FPDIP.N I FPG

Raperda tentang Perl indungan

Anak

s S t ls
l

S IS2 Raperda tentang Perubahan S S -S

FKS FH

S S

S S



Atas Perda Nomor 6 Tahun

I 996 tcnung Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan

Rakyat, Bank Pasar Kabupaten

Daerah Tingkat ll Rembang

S/TS/A

Raperda tentang Perubahan

Perda Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pengelolaan TPI di

Kabupaten Rembang

Nama Raperda
iTPG

.-.)S

S

S

s

Raperda tentang Pengelolaan

Caglr Budaya

ILapcrda tentang Pengclolaan

Keuangan dan Aset Desa

7 | Raperda tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan

Raperda tentang

Penyelenggaraan Pelayantn

Publik

KETERANGAN :

S - SETUJU TS _ TIDAK SETUru A _ ABSTAIN

Terima kasih saya sampaikan kepada Dara Juru Bicari masing-masing

Fraksi yang telah menyampaikan PendaDat Fraksinya.

Rapat Dewan dan hadirin yartg, terhormat.

Marilah kita lanjutkan dengarr acara pokoli yang kcempat , yaitu

Persetujuan terhadap 8 Raperda yang telah dibahas oleh panitia Khusus I,

II dan III DPRD Kabupaten Rembang. Setcrlah mendengarkan pembacaan



pendapat dari masing- nrasing fraksi sebenarnya sudah dapat kita

simpulkan apakah 8 Raperda dapat disetujui menjadi Perda, ataukah

ditolak, atau mungkin disetujui derrgan beberapa catatatr. Namun sesuai

dengan aturan maka akan saya tawarkan kt:mbali kepada seluruh anggota

DPRD Kabupaten Rembang untuk nrengambil keputusan disetujui atau

tidaknya 8 ( delapan ) Raperda yan,; telah dibahas oleh Panitia Khusus L

II dan III. Untuk itu saya tawarke.n kepada saudara- saudara Anggota

DPRD Kabupaten Rembang yang '.elah mengikuti Rapat Paripurna hari

ini :

l. Apakah Raperda tentang Penataan Desa sebagaimana yang

dilaporkan oleh Pansus I dapal disetujui ?

:SETUJU/ TIDAK SETUJU i SETUJU DENGAN CATATAN:

( Dengan suarq bulat semua anggota DPRD menyetuiui )

( Ketuk polu I kali )

2. Apakah Raperda tentang Pengelolaan Keuatgan dan Aset Desa

sebagaimana yang dilaporkan ole,h Pansus I dapat disetujui ?

_SEIUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENC;AN CA'I'ATAN=

( Dengan suara bulat semils onggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu I l:ali )

3. Apakah Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

sebagaimana yang dilaporkan Pansus I dapat disetujui ?

:SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN:
( Dengan suaro bulot semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketal: palu I kyli )



4. Apakalr l{aperda tclltang l)crubrthan Atas Perda Nomor 6 Tal,un 1996

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar

Kabupaten Daerah Tingkat ll Rembang sebagaimana yang

dilaporkan Pansus II dapat disetujui ?

=SETUJU/ TIDAK SETUJU /:.|ETUJU DENGAN CATATAN-

( Dengan suara bulut semut onggota DPRD menyetujui )

( Ketuk polu I kali )

5. Apakah Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pengelolaan TPI di l(abupaten Rembang sebagaimana yang

dilaporkan Pansus II dapat disetujui?

=SETUJU/ TIDAK SETUJU / IiETUJU DENGAN CATATAN:

( Dengan suara bulat semus anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu I kali )

6. Apakah Raperda tentang Penyelenggaraan Peleyauan Publik

sebagaimana yang dilaporkan Pansus II dapat diserujui ?

_SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN_

( Dengan suora bulat semuo anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu I kali )
7. Apakah Raperda tentang Perlindurgan Anak sebagaimana yang

dilaporkan Pansus III dapat disetujui ?

:SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAi\ CATATAN:
( Dengan suara bulat semuo onggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu I kbli )



8. Apakah Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana

yang dilaporkan Pansus III dapat disetujui ?

:SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJI.J DENGAN CATATAN=.

( Dengan suara bulat semufi anggota DPRD menyelujui )

( Ketuk palu I kali )

Terima kasih kepadaparaAnggota DPRD Kabupater. Rembang yang telah

memberikan persetujuaan terhadap 3 ( delapan ) Rancangan Peraturan

Daerah yang telah dibahas oleh Panst s I, ll dan lll DPRD Kabupaten

R,lmbang. Dengan demikian 8 ( delapan ) flancanga:r Peraturan Daerah

yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten

Rembang telah mendapar persetujuan dalam Rapat Paripurna hari ini.

Rapal Dewan dan Hadirin 1cr,g terhormat.

Selanjutnya kita ikuti acarayal,g kelima, yaitu : " Pendapat Akhir

Bupati atrs 8 Raperda '''. Kt pada hadirin kami mohon untuk

memperhatikan dan mencermati pendapat akhir bupati yang akan

disampaikan oleh Saudara Plt. Bupati Rembang.

Kepada Saudara,Plt. Bupati dioersilahkan :

> Plt. Bupati Rembang ( H. Abdul llafidz )
Asalomu'alaikum Wr. Wb.

" Yang terhormat Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota
DPRD.

Yang kami hormati Forunr Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.
Rembang

Yang saya horrnati seluruh jajaran eksekutif, oara wartawan,
tamu undangan hadirin yang berbafragia.



Alhamdullilah pada siang ini kita masih banyak diberikan
nikmat dan karuniaNya, sehingga masih bisa mengikuti acara

rapat paripurna pada siang hari in:.

Bapak/ lbu yang saya h,)rmati, setelah karni mendengarkan

Laporan dari Pansus I, II dan III juga semua frakl;i- fraksi yang

menyampaikan pendapat rrkhirnya, Kami dari jajaran eksekutif
sebagai unsur pelaksana pertama men)'ampaikan terima kasih

atas penetapannya 8 raperda yang 7 dari eksekutif dan I dari
legislatif yang semuanya telah diproses melalui pembahasan

bersama- sama baik dari legislatif bahkan ada heaiing dengan

masyarakat, maka saya yakin semua input yar g bermunculan

dari manapun itu akan menjadi dasar untuk penetapan dari
anggota DPRD. Oleh karena itu saya dari unsur pelaksana
jajaran ekskutif akan melaksanakan sekaligus menyetujui 8

raperda yang telah ditetapktn oleh DPRD dan akan kami pake

sebagai dasar untuk melaks;anakan tugas- tuga:; sebagai unsur
pelaksana.

Para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia,

Yang terakhir sudah kemirrin saya sampaikan bahwa kita ini satu
rumah maka ketika ada persoalan harus kita selesaikan bersama-
sama tidak boleh kita salrng mencurigai karena kita dalam status
yang sama antara eksekutif dan legislatif. Ee.. inilah yang
menjadi dasar kenapa Pemerintah selalu berhicara dengan
legislatif karena hakekatnya kita berdua adalah sebagai
penyelenggara negara disamping ada penyelengga:a yang lain
dari unsur yudikatif dan lain- lainya. Jadi Bapak/ Ibu sekalian
lnsyaallah dari jajaran eksekutif akan rnelalsanakan semua

raperda beserta rekomendi,sinya rrntuk sebagai landasan dalanr
melangkah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekian terima kasih."

ll/sss a I o mu' aloi k u m *lt r. l,/ b.

Terima kasih kepada Saudara Plt Bupati yang telah menyampaikan

pendapat akhir bupati terhadap 8 ( dqlapan ) Rancanganperaturan

Daerah, semoga apa yang Saudara sarnpaikan dapat digunakan sebagai



acuan dalarn pelaksanaan Peratural, Daerah yang telah disetujui dalam

Rapat Paripurna hari ini.

Rapat Detvan dan Hadirin ysn* terhormat.

Acara demi acara yang sangat padat pada Rapat Paripurna Ketiga

( III) dalam rangka Pembahasan 8( delapan ) Raperda

KabupatenRembangTahun 2014 telah sainpai pada penghujung acara.

Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu beroanjang kata, untuk itu

acara Rapat Paripurna hari ini saya akhiri sampai disini, terima kasih atas

perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan

selama saya memimpin Rapat Pa:ipurna hari ini. Dengan mengucap

"Alhamdulillahirobbil'alamin " tepat pukul 13.30 WIB Rapat Paripurna

DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk paiu 3 kali )

lYas s alamu' a I aiku m llr. lY b.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA SEKRETARIS

Pembi Utama Muda
NrP. 19620i 19880:l I 011



LAMPIRAN : RISALAIiI RA,PAT PARIPURNA ( IU )
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANC 8 RAPERDA NON APBD
TAHUN 2OI{

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAI\,IPIRAN VII

: Daftar Hrdir Pimpinan dan Anggota DPRD,

Fbrum Kcordinasi Pirr,pinan Daerah , SKPD

dan Camat Se Kabupaten Rembang;

Laporan Panitia f(husus I, II dan III atas Hasil

Pembahasan 8 Raperda Non APIID Kabupaten

Rembang iahun 2014;

Pendapat .\khir Fraksi terhadap 8 Raperda Non

APBD Tahun 2014;

Keputusar, DPRD Nomor 16 Tahun 2014

Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang

Penataan )esa;

Keputusatt DPRD Nomor 17 Tahun 2014

Tentang Persetujuan Pertetapan Raperda tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Keputusan DPRD Nomor l8 Tahun 2014

Tentang Persetuj uan Penetapan Raperda tcntang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Keputusan DF'RD Nomor is Tahun 2014
Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang
Perlindungan Anak;

Keputusan DPRD Ncmor 20 Tahun 2014

Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang
Pengelolaan Cagar Budaya,

LAMPIRAN VIII



LAMPIRAN IX

LAMPIRAN X

LAMPIRAN xI

Keputusan DPRD Nomor 2l Tahun .2014
Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang

Perubahan Peida Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;

Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2014
Tentang Raperda Persetujuan Penetapan tentang
'Perubahan Atas Perda Nbmor 6 Tahun 1996

tentang Perusahaan Daerah Barik Perkredian
Rakyat, B.rnk Pasar Kahupaten Daerah Tingkat
II Rembang;

Keputusar: DPRD Nomor 23 Tahun 2014
Tentang P,:rsetujuan Penetapan Raperda tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



PEfuIERINT,qH KIEtJPAT EI.J REl\4BhNG
SEKI?ETARAT DPRD

DAFTAR HADIR
IT{P,\T PAIIIPI.IRNA III DPRD KABUPATEN REMB.{NG

DAI-AM RAI{GKA PEMBAHSAN 8 RAPERDA KABUPATEN REMBANG
TAHI'N 2OI{

IIARUTAI..GGAI- : SELASA, 30 DESEMBER 20t4
PUKUL :09.30 WIB

ilanaa

H. ABDUL HA-iD7.

T,qNDA TANGAN

e{>Pn hh taonV-at

t)lt. SuFati Rernbang

Kejaksaan Ndgeri
F.embrrng

Pengadilan Negeri
Rembang

Dan'Ji;;r 0720 Rembang

Kepo!i:ian Resort
Rembarrg

Penga,lilan Agama Kab.
Remt'ang

Ll_11'::::l:_l: "*11
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1.

2.

LAPOiIAN

PANITIA KHUSUS IIIDPRD K.ABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG

RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN CAGA.i BUDAYA DI IGBUPATEN REMBAI{G
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Dasar:
Panitia Khusus lll DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas beroasarkan
pada :

1. Surat Plt Bupati Rembang Nomor: 188.3/3091/2014 tanggat 27 November 2014 perihal
Perubahan Prolegda KabLrpaten Rembang ientang:
- Raperda tentang pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaton Renrbang.
- Raperda tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak.- Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupalen Daerah

Nomor 6 Tahun 1996 tentang perusahaan Daerah perkredjtan
Kabr.rpaten Daerah Tingkat ll Renrbang.

- Raperda tentang Perubahan perda Nomor 4 Tahun 2009

Iingkat ll Rembang
Rakyat "Bank Pasar"

tentang Pengelolaan TPI di
Kabupaten Rembang.

- Raperda tentang Penyelenggaraan pemerintahan Desa.- Raperda tentang Penataan Desa.
- Raperda tentang Pengelolaan Keuangan rlan Kelayakan Desa.

2 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentarrg Tata Tertib DpRD
Kabupaten Rembang ,

3 Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 'r5 Tahun 2014 tentang penetapan
Pimpinan dan Keanggotaan panitia Khrrsus r, ll dan ilr DPRD Kabupaten Rembang
membahers I (derapan) Rancangan peraturan Daerah, dengan susulan Keanggotaan
Panitia Khusus ll, Tugas dan Masa Tugas sebagai b,erikut:

B. Susunan keanggotaan panitia Khusus; lll DpRD Kabupalen Remb;rng:

l HENRY PURWOKO, S.pd : Ketua
2. PAR,\MITA PRAPANCA A.N,R, S.Pd : Wakil l(etua3 NUR HASYTM : Anggota

5. MUGIYARTO, ST : Anggota
6. EDI KARTONO, S.pd : Anggota
7. FRIDA IRtANt :Anggota. 8. SUMARSIH
9. wrDoDo 

:/\nggota

1o.AYU ARDTYAH MAYASART . fl3::l:
.1 1.H. CHASANUDDIN
12. wAsrMAN : n'nggota

r3.suKARMAr* . i::::""
1.l cAruR wrNANro, sH , 1il33ll3:



C. Tugas:

Panitia Khusus lll bertugas membahas 2 (dta) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rcmbang dan Raperda tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

D. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan
bahwa Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang
s/d 24 Desembet 2014.

Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang
:"nelaksanakan tugas sejak tanggal 12, .l 9

E. Pelaksanaan Pembahasan :

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus lll melaksanakan mekanisme pembahasan sebagai
berikut :

Panitia Khusus lll mengadakan rapat intern Srada tanggal 12 Desember 2014.

Panitia Khusus lll mengadakan rapat dengan SKPD/lnstansi terkait pada tanggal 19 sld24
Desember 2014.

F. Hasil Pembahasan :

l. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupate,r Rembang.

Setelah dilakukan pembahasan antara Panitia Khusus lll DPRD Kab. Rembang dengan
SKPD/lnstansi terkait terhadap draft Raperda tentang Pengelolaan Cagar Bu6aya di
Kabupaten Rembang maka dapat disampaikan hasil pembahasannya sebagai berikut :

1. Pada konsideran mengingat. pada po;n 4 yaitu undang-Unclang Non,or 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan-Daerah^(Lenibararr Negara ran"un 2ool'r.riirri tzs, rambinin
!91bara1. Negarg. Nomor_4437) sebagaima-na telah beberapa-iari oiuoan terakhir
ge_ry_qn ,undang-u.ncrang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ferubarran Kedua Atas
gl9:l_s-H!9:lg, ltomor 32 Tahun 2004 tentans pemeriitahar. Dae;ah iiJroiiin
S:93Lr",_T:gy_biik tndonesia Tahun 2008 Norn.oi s9, Tambahan r_emOirdn-Negara

If'#?tJlt",TiiX,:itfl"rf,l,.ili,o,l:lt:"1,.31 ?,_n"flX,?:l,,t!r:ifil"*J#*"*.|,i,*?jTahun 20"14 Nomor 244, Tambahan Lembarah Negaia n6irori* ri;donesia Nomor5587) cta-n ditambah {ua konsideran Oaru yaitu UnOan-g:un6ani ti;;;r30 Tahun 20.14tentang Administrasi Pemerintahan (Lemblran rlegiiinipirbrrl inaoi*sia ranun ior aNomor 292, Tam!.han Lembaran Negara n"prlftt 
-iid;;'J;-ii;mcr 

s60r)-danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-l ianuri2oii ientai.,]i'Femientukan produk
Hukum Daerah

2. Pada pasar 1 seterah angka 1, ditambah satu nengertian seLagai berikut :

Pernerintah Daerah. adarah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan.

3. Pada pasar 'r angka 20 dan 21 pada draft usuran yang menjadi angka 21 can 22
setelah pembahasan diubah yang sereng'(apnya berbunyi sebagai berikut:
21. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang r1ari pemerintah

dan/atau Pemerintah Dgerah.
22' lnsentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifatnon dana untuk mendorong pelestarian Cager Budaya dari pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah.

)

1.

2.



q

6.

7.

4. Pada Bab lll pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah yang selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

(2) trpaya pelindungan terhadap cagar Sudiya
apabila memenuhi kriteria:

sebagarmarla dimaksud ayat (1)

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

b. mewakili masa gaya paling singkai 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, iimu pengetahuan, pendidikan, agama

dan/atau kebudayaan:
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepriba<.lian bangsa.

(3) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana ditnaksud ayat (1)

pasal ini dilaksanakan oleh dinas yarrg ditunjuk.

Pada pasal 5 ayat (2) diubah menjadi beriiut:
(2) Pelaksanaan wewenang yang sebagaimarra dimaksud ayirr (1) dilaksanakan oleh

dinas yang di.unjuk.

Pada pasal 6 ayat (2) diubah menjadt beri<ut :

(2) Pelaksanaan wewenang yang sebaJaimana drmaksud ayat (1) dilaksanakan oleh

dinas yang ditunjuk.

Pada pasal I ayat (2) ditambah sehingga berburlTi sebagai berikut:

(2) Peran masyarakat seb'agaimana dirnaksr.rd dalam ayat (1) dilaksanakan calam
bentuk:
a. masyarakat dapat berperan serta melakukan pelir,dr"rngan, pengembangatr dan

pemanfaatan cagar oudaya;
b. masyarakat berhak melakukan punyelamatan cagar budaya yang dimiliki ata.l

yang dikuasainya;
c. masyarakat dapat memiliki dan/al.ru menguasai benda cagar budaya, ballgunan

cagar budaya, struktur cagar budrya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap
memperhatikan fungsi sosialrr'. a sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku;

d. kepemilikan cagar budaya dapei drperoleh melalui pewaiisan, hibah, tukar-
menukar, hadiah, pembelian, den/atau putusan atau penetapan pengerdilarr,

kecuali yang dikuasai oleh Negar::;
e. penyelamatan yang dapat dilakr,kan masyarakat yaitu nrencegah kerusakan

karena faktor manusia dan/atau itlam yang dapat meruoah nilai-nilai keaslian,
dan mencegah pemindahan serta beralihnya pemilikan dan penguasaan cagar
budaya kepada pihak asing.

Pada pasal 9 ayat (2) diubah menjadi berikut:
(2) Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:

a. APBN;
b. APBD Propinsi;
c. APBD Kabupaten;
d. Sumber lain yang sah dan sifatnya t'dak mengikat sesuai

undangan.
dengan perundang -

o.

9. Pada pasal I1 ayat (1), ayal(2) dan a'rc| (3) dihapus dan diganti rr)enjadi salu ayal
yang oerbunyi sebagai berikut:
Barang siapa yang tanpa izin mengalinkan kepemilikan, tidak n,elaporkan temuan,
tanpa izin melakukan pencarian, mencegah menghaleng -halangi dan/atau
menggagalkan upaya pelestarian, mertrsak, mencuri dan menadal- hasil pencurian,
mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dikenakan pidana dan/atau deada sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



ll. Raperda tentang Pcnyelenggaraan Perlindurrgan Anak'

pada draft Raperda tentang Penyelengg:raarr Perlindungan Anak setelah dilakukan

pembahasan Panitia Khsus lll DPRD Kab,. t?embang denga,r SKPD/lrrstansi terkait terjadi

perubahan yang cukup banyak dikarenai<an Raperda tersebut harus menyesuaikan

dengan peraturan yang baru, selanjutnya unruk peruhahannya sebagai berikut:

'L Pada ketentuan menimbang ditambah, yaitu dilrawah huruf b pada draft sehingga

huruf c pada draft menjadi huruf d, yang .ielengkapr,ya ketentuan nienimbang berbunyi

sebagai berikut:
a. ba,rwa anak adalah amanah dan kanrnia dari Tuhan yang r\;aha Esa dan tunae,

potensi penerus perjuangan ban:lsa harus mendapatkan pemenuhan hark

perlindungan dari Pemerintah Daeral', nasyarakat dan kelue,rga agar terhindar dan
ierbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di

Lingkungan rumah tangga, pendidikart Can masyarakat;

b. cahwa guna menjamin dan melindur,gi hak-hal.. anak agar mertdapat perlindungan

dari tindakan kekerasan, eksploitzrsi, penelantaran, per,akuan salah dan
pelanggaran hak anak lainnya, perlu rnelakukan upaya-upaya perli.rdungan anak;

c. bahwa agar upaya - upaya perlindringan terhadap anak dapat nremperoleh hasil
yang optimal, perlu adanya tinCak-:n nyata dari pernerintah laerah dan perlu

meningkatkan peran serta masyaral(at secara luas;

d. bahwa perlindungan anak merupakan Jrusan pemerintal-ran yang wajib
drlaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai amanai Undang - urrdang nomor 23
Tahun 20'14 tentang pemerintahan Daerah.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan serbagainana dimaksud dalam ,ruruf a, htrruf b, c
dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraaan
Perlindungan Anak;

2. Pada konsiderans mengingat ada beberapa perubahan sebagai oerikut:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahuil 2002 Tentang Per;indLjngan Anark lLembaran

Negara Republik. lndonesia Tahun 20C2 Nontor 109, Tambahan i.ernbaran N-egara
Republik lndonesia Nonor 4235) diutrah menjadi, Undang-Undang Ncmor 23 fahun
2002 Tentang Perlindurrgan Anal ([.embaran Negara Republik lndonesia Tahttn
2002 Nomorl0s, Tambahan Lemb6r.rn Negara Republik lndonesia Nomor.4235)
sebagaimana telah diubali dengan t,nd;rng - Undang Norlor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang - Undang llomor 23 T.ahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. (Lembaran Nege ra Republlk lndonesia Tahun 2014Nomo" 297
Tarnbahan Lembaran Negara Republ,x lndonesia Nomor 5606)

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2J04 tentang Penrerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repuhlik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemabran Negara
Republik lndonesia Nomor 4437 seiagaimana telah dir:bah -beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentar3 pdrubaf.an Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2J04 .entang Pemeiinlahan Daerah (Lenrbaran
Negara Repubik lndonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor +844)dihapus.

. Selanjutnya tambahan konsideran ba'u sebagai berikut:- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tehtang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20'12 I'lomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesi.r Nornor 5332);

- pndang - Undang'Nom,>r 6 Tahun 2a)14 tentang Desa lLernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20 '14 "lomor 7 Tambaharn Lembaran Negara . Repu6lik lndrinesia
Nomor 5495);

- Undang _- undang Nomor 23 Tahun :1014 ter,\ang Pe.nerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik.lndonesia Tahur 2C14 l,,lornor-244 Tambahan Lembarin Negara
Republik lndonesia Nomor 5587); 
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- Peraturan Menteri Negara Pemberclayaan Perempuan dan Perhndungan Anak
Republik lndonesia Nomor t 1 Tahrn 2011 tentang Kebrjakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak;

- Pe:aturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perindungan ana'( (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2013
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provirrsi Jawa Tengah Notnor 53);

- Peraturan Daerah Kabupaten Rembi:ng Nonror 12 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabrrpaten Rembang,(Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 90) s.r:bagaimana telah diubah derrgan Peraturan
Direrah Kabupaten Rembang nomor 1 Tahun 2012 lenlang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Remb:ng Nomor 12 Tarhurr 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang,(,-embaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nc.nor 1).

Pada ketentuan pasal 1 ditambah beber.lpa pengertian sebagai berikut:
- Pemerintah Desa adalah Kepala Cresa atau disebut dengan nama lain dibantu

perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.

- Hak anak adalah bagian dari hak asazr manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerinlan dan pemerintah
daerah.

- Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang direrima oleh anar<
dalam situasi dan kondisi tertentu urrtuk mendapatkan jaminan resa aman terhadap
ancaman yang membahayakan diri dan jiwa Calam tumbrth kembarrgnya.

- Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau
memeras anak untuk memperoleh keurrtungan pribadi, keluargt atar.t golongan.

- Eksploitasi secara ekonomi adalalt tinrlakan dengan atau tanpa persetujuan korban
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, ker;a atau i)elayanan paksa,
perbudakan atau praktik serupa. perbudakan penindasan, p?merasan, pentanfiratan
fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum m€'mindahkan atau
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau rnemanfaatran tenaga atau
kemampuan seseorang oleh pihak lairr untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
maupun immateril.

- Exsploitasi secara seksual adalah segala berrtu< pemar,iaatan organ tubuh seksual
atau organ tubuh lain dari anak untul( mendapatkan keuntungarr termasuk tetapi
tidak terbatas pada semua kegiatan pelacur'an dan pencabulan.

- Kabupaten Layak Anak yang selaniutnya disingkat KLA adalah liabupaten yang
mempunyai sistem pembangunan berbasis l ak anak melalui pengintegrasian
komitmen dan sumberdaya pemerintah, nasyarakat dan, d.rnia usaha yang
k,.rencana secara men),eluruh dan berkelanjutan dal.:,.n kebilakan, program dan
kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

- Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah Desa/Kelurahan yang mampu memenuhi dan
melayani kepentingan terbaik bagi i,,nak serta memberi iasa i,man bagi tumbuh
kembang anak secara fisik dan psikis

Pada ketentuan pasal 3, diubah sehingg.j seler,gkapnya ber-bunyi sebagai berikut:
Penyelenggaraan perlindungan anak berrujuan :

4.

a.
b.

melakukan upaya untuk pemenuhan rak anak;
menceg.ah dan mengrtrangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran
dan perlakuan salah terhadap anak;
melakukan penanganan terhadap :nak sQljagai korban dan pelaku kekerasan,
eksploitasi, penelantaran dan perlakuan sglah;
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d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan
risako dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi,
penelantaran dan perlat<uan salah terhaoap anak.

Pada ketentuan Bab lll Uoaya Pencegahan dan Pengurangan Resiko dan Bab lV
Penanganan Korban pad;: draft usulan dihapus dan diganti yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

5AB il
KEWAJIBAN DA:'I TANGGUNG JAWAB

f,asal 4

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat, Keruarga dan Orang Tua
bertanggur,g jawab terhadap Penyelengg,araan perlindungan Anak.

Bagian kesatu
Pemerintah Kabupaten

I)asai 5

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban dan Dertanggung jawab :

a. menghormati dan melakukan upaya perenuhan hak anak tanpa membedakan
suku, agama, ras, golongan, jenis keramir, etnik, budaya dan bahasa, status trukum
anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

b. Melakukan upaya untuk membangu,r kabup:ten Layak Anak melalui pendekatan
Desa Ramah Anak;

c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumberdaya
Manusia dalam penyelenggaraan per,indunga,r anak;

d. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara
hukum bertanggung jawab terhadap anak;

e. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;f. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapal
sesuai dengan usia dan tingkat kecerCasan anak;

g. memfasilitasi tenirrujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam
penyelenggaraan pedindungan anak;

h. menjamin pemenuhan identitas diri setiap anak.

Bagian kedua
Peme'rintah Desa

Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab :

a. Melakukan upaya untuk membangun Desa Ramah Anak;
b. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

perlindungan anak melalui Kelompok perlindungan Anak Desq (KpAD)i
c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan keteriediaan sumberdaya

Manusia dalam penyelenggaraan perlirrdungan anak.

Bagian ketiga
Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jaraab terhadap perrinc/ungan anak yang
dilaksanakan dengan ,meribatkan organisaii iemsyarakatan, akademisi-can pemerhati
anak.



Bagian keempat
Orang tlra dan keluarga

Pasal 8

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan n,elinCungi anak;
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. fulencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman .rilai budi pekerti pada anak.
e. Penguatan ketahanan keluarga melalui 8 fungsi keluarga.

BAB IV
KEWAJ]BAN ANAK

Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. Menghormati orang tua, wali dan grrru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. Mercintai tanah air, bangsa dan negara,
c. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama,rya; dan
e melaksanakan etika dan akhlak yang rrulia

6. Pada Bab V Peran Serta Masyarakat, pasa 6 pada drafi usulan diubah yang
selanjutnya menjadi pasal 10 setelah pembahasan yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

(1) P€,ran serta masyarakat dilakukar oleh masyarakat, organisasi masyarakat,
lembaga pendidikan, media masa da'r dunia usaha.

(2) Peran serta masyarakat dalam peny,:lenggaraan perlindungan anak sebagaimana
dimaks,td pada ayat ('l) , meliputi:
a. memberikan informasi melalui so:;ialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan

peraturan perundang-undangan tentang anak;
b. memberikan masukan dalam perum,.isan kebijakan yang terkait Perlindungan

Anak;
c. melaporkan kepada pihak berwenang,ika terjadi pelanggaran Hak Anak,
d. berperan aktif dalam proses rehal>ilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertar.lggungjawab terhadap

penyelenggaraan Perlindungan /,nak;
f. menyediakan sarana dan prasarana sert6 menciptakan suasana kondusif rrntuk

tumbuh kembang Anak:
g. memberikan ruang kepada Anak .rntuk dapat berpartisipas) dan menyampaikan

pendapai,

h. melakukan pemantauan terhadap kiner.ia apai.at penegak hukum dalarn
penanganan perkara anak.

(3)

(4)

P --.ran Organisasi lVlasyarakat dan ;en-baga pendidikan sebagarmana climakserci
pada ayat ('1) dilakukan sebagainana tugas pokok, fungsi dan kewenangan
masing - rlasing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan Anak.
Peran Media [4assa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diral<ukan melalui
penyebaran informasi oan rnateri c.dtrkasi yang bermanfaat dari aspek sosral,
buCaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan
keperrtingan terbaik bagi anak.
Peran Dunia Usaha sebagaimana <Jimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
konlribusi dalar-n upaya penrenuhan .rak dan irerlindungan anatl.
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7. Ketentuan Bab Vl sampai dengan Bab rX oiubah yang selengkapnya menjadi sebagai

berikut:
i]AB VI

PELAKSANMN PERLIN DU NGAN ANAI(

Bag ran kesatu
Upaya Pencegahan dan Pengurangan Risiko

F'asal I1

(1) Upaya pencegahan kekerasan, e<sploitasi penelantaran dan
lainnya kepada anak meliputi kegiatan'
a. Penyediaan data dan informasi tentang Perlindungan Anak;

pertakuan salah

b. sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak, kekerasan,
penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anal: serta
perundang - undangan tentang anak;

eksploitasi,
peraturan

c. deteksi dan intervensi dini terhadao potensi segala bentuk kelerasan, perlakuan
salah, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak;

d. Mendorong partisipasi anak Calam pr:rlindungan anak melalur Forunr anak
dan/atau kelompok anak.

(2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang oerlirdungan anak bersama
instansi vertikal, lembaga dan Perangl:at Daerah teri(ait me;aksanallart upaya
pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian l.edua
Penanganan anak sebagai Korban dan sebagai pelaku

Fasal 12

('l) Penanganan anak sebagai korbarr dan sebagai peiaku keker-;an, eksptoitasi
ekonomi maupun eksploitasi seksual, penelantaran dan perlakuan salah lairtnya
meliputi layanan:
a. memberikan pendampingan huk'Jm;
b. memberikan pelayanan kesehatan dan psik<.rlogis;
c. memberikan pelayanan medicclegal;
d. membantu rehabilitasi sosial;
e. Pemulangan dan Reintegrasi sosiiil;
f. menyiapkan anak sebagai Kcrban, keluarga korban dan masyarakat,

mengupayakan identitas dan hak asuh, penrberdayaan ekonomi dan
pengembalian ke sekolah dan/atar: lembaga oendidikan lainnya.

(2) Penanganan anak sebagaimana dirnaksud pada ayai (1) diatur lebih lanjut d{)ngan
Peraturan Bupati.

Bagian l etiga
Pemen.rhan Hak sipil \

I asal 13
(1)Pemerintah Kabupaten wajib n,enyediakan fasilitas dan menyelenggarakan rtpaya

pemenuhan akte kelahiran bagi setia c anak.
(2) Masyarakat, orang tua dan keluarge bertanggung jawab unt;k melaporkan setiap

kelahiran.

Bagi ln keempat
Pemenrrhan t lak Asuh

F'asal 14
(1) Dalam hal orang tua tidak ada, ata,r tidak iiketahui l:eberadaannya, atau karena

suatu sebab tidak dapat melal.sanakan kewajiban dan tanggung jawab
scbagaimana dimaksud dalam pasai I terse.but dapat beralih pada keluarga yang
dilaksanakan sesuai dengan keten uan peraturan perundang - undangan yang
berlaku.



(2) Dalam hal keluarga tidak dapat mel rksar:akan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam.lyat ('), seseorang aiau baca' hukum yang meme'nuhi persyaralan dapat

ditunjuk sebagai wali dari anak yang b()rsa,1gkutan.

Ragian kelima
Pemenuh:- r, Hak kesienatan

F'asal 1 5

(.1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan rnenyelenggarakan upaya

kesehatan yang kompeiehensif bagi dnf,k, agar setiap anak memperoleh crerajat

kesehatan yang optimal sejak dalarn kattCungan.
(2) Keluarga din orang tua benanggungjawab r.enjaga kesehatan oan merawal. arlak

sejak dalam kandungan.
(3) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga darr orang tua wajib men Tusahakan agar

anak yang lahir terhindar dari per,yakit ylng mengancam kelangsungan hidup

dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagtan keenam
Pemenuhan Hak Pendidikan

F'asai 10

(1) Pemerintah daerah menjamin terseiengg lranya program wajib belajar mrrtimal 9
(Sembilan) tahun untuk semua anak

(2) Anak yang menyandang disabilitris diberikan kesempatart yang sama dan
aksesbilitas untuk memperoleh F,endiclikan biasa (di sekolah inklusif) dan
pendidikan khusus.

(3) Anak yang berhadapan dengan huk.rm dilindungi hak - hakn;'a guna memperoleh
pendidikan.

Bag..an ketujuh
Perlinor 'ngan Khusus

F'asal 'r 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan kirusus
terhadap anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaima;ra dimaksud pada ayat I (satu)

diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan l-.ukunr;
c. Anak yang dieksploitasi secara el:onorni c.lan / atau seksual;
d. Anak yang menjadi korban Kekerasan;
e. Anak korban perlakuan salah dar, penelantaran.

' u,\B vil
FORUM ANAK. .'

F';isal 18

(1) P -.merintah kabupaten dan Pemer,nt..h Desa waji5 memfasilitasi terbentriknya
forum anak.

(2) Dalam setiap penyusunan keLrijal.an yang terkait ciengar, anak Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Desa trarus memperhatikan dan mengakomodasi
pendapat anak yang disampaikan rn()lal,Ji forum anetk.

(3) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan forum anak dapat berasal dari :

2,. APBN, APBD Kabupaten, APB)) Propinsi dan Pernerintah clesa;
b. Iuran anggota forum anak:
c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengi!<at.



E.\B VIII
KE.LEMBPGAAN

Fasal 1e
(l) Penyelenggaraan perlindungan anal( dilaxukan oleh perangkat da''rah yang lerkait

dengan perlindungan anak dan lembaga lair non pemerintah.
(2) Penyelenggaraan perlindungan anal: oleh lembaga non pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpeCornan pada ketenruan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Penyelenggaraan perlindungan a rak oleh pemerintan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayal (11 diatur lebih lanj"t dalam Peraturan Bupaii.

UAB IX
KOORDINASI dan KERJASAM^

Fasal 20

Dalam rangka penyelenggaraan per,indungan anak, perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di bidang perlindung rn arrak melakuka,r kcqrdinasi dan kerjasama
yang ,neliputi :

a. pemberian pelayanan terpadu antar Labupate,r/kota;
b. upaya pencegahan dan penanganan kagus kekerasan, eksploitasi, penelantaran

dan peiakua:r salah lainnya terhad: r anak dengan instansi vertikal, iembaga dan
Perangkat Daerah ierkait.

pEMANTAUAN, ev'.t15 DAN pELApoRAN
Pasal 21

( 1) Pemerintah Kabupaten melakukarr pemantauan , evaluasi dan pelaporan
Penyelenggaraan Perindungan Anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut pemantaua,r , e'raluasi dan pelaporarr sebagaimana dinraksud
pada ayal ('1 ) diatur dengan peraturan Bupatr

AAB XI
LARANGAN

Pasal 22

setiap penyelenggara usaha khususnya usaha hoter dan sejenisr:ya, diskctik, kerap
malam, usaha bar, usaha karaoke, paqti pijat dan 

'warung 
kopi dilarang

memperkerjakan anak dan wajib rnern;rtuhi ketentuan perunoang--undangan yalrg
beriaku.

IJAB XII
PEI(DANAAN

F,asal 23 ...

( 1) Pemerintah Kabupaten dan Deria bertanggung jawar.r menyediakan dana
Penyelenggaraan perlindungarn Anak

(2) Pendanaan penyelenggaraan pertindungan anak sebagrr;n,ana Jinraksud ayat (l)
bersumber dari :

.:. Anggaran pendapatan Belanja Negara;
b. Anggaran pendapatan Betanja Daerah;
c. Anggaran penrerintah Desa; dand Sumber Dana lain yang sah dan trdak mengikat can dikelola sesuai ketentuanperaturan perundfang-undangan yarrg berlaku.
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'tAB Xilt
SANKSI
Pasal 24

(1)Setiap perbuatan pidana berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana
sebagaimana diatur dalam peraturan lierundang-unda nga n yang oerlaku.

(2) Setiap orang dan/atau lembaga dalan. peryelenggaraan perlindunl.ran anak
baik lembaga pemerintah dan lemba3a non pemerintah yang ticiak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud aki rn memperoleh sanrsi adnrinistratif.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan calanr peraturan Daerah
yang berkaitan dengan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tid...k bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daeralr ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada taitggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerirtahkar perrgunclangan lreraturan Daerah ini
deng,:n penempatannya dalam Lembaran Daeralr Kabupatel Rembang

G. REKOMENDASI
Setelah Perda tentang
dimohon e,gar :

1. secepatnya untuk merakukan pendataan cagar Bucaya y.ng ada di Kabupaten
Rembang

2. Dinbudparpora untuk bisa mempei'natikan budaya asli yang ada di Kabupatenllembang ( Pathor Sarang, Batik Lasem carnivar dan rainya i"nju.rr.,.,orngan dengan
budaya yang ada di Rembang ) dan dihar'usllan untuk rnengloaian evenlevent setiap
tahunnya untuk lebih mengenalkan buoa;,a asli Rembang.

H. Penutup.
Demikian Laporan panitia Khrrsus ilr DpF:D Kabupaten Rembar,g daram membahas 2(dua) Rancangan peraturan Daerah Kab'paten Rembang tentang pengeloraan cagar
Budaya di Kabupaten Rembang dan Rar erda tentang penl,erenggaraan perrindungan
Anak, yang selanjutnya sebagai bahan perti:,rbangan persetuiuan DpRE di rapat paripurna
hari ini.

Pengelolaan Calrar Budaya di Kabupaten Rernbang disahkan

Rembang, 29 Deserrber 2014

PANITI KHUSUS III
DPitD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

hEI.IRY PURWOKO, S.Pd

il



DEW'AN PERWAKILAN RAKYAT I,AERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 69't't94 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN

KHUSUS IDP]TD KABUPATEN REMBANG
TEN'i'ANG

PEMBAHASATI TERHADAP 3 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG

PANITIA

HASIL

A. Dasar :

Panitia Khusus i DPRD Kabupaten Rernbang dibentuk dan
melaksanakan tugas berdasarkar, oada :

1. Surat Bupati Rembaug Noiaor : I88.3/309 1/2014 tanggal 27
November 2014 periiral Perubi:han prolegda Kabupaten Rembang
Rapat Badan Musyawarah DPRD K:tbupaten Rembang bersama -lim
Asistensi Pembaha san rlaperda Kabupaten llembang tanggal 5
Desember 2014 dalam rangka p,:njadwalan pembahasan Raperda Non
APBD Kabupaten Rernbang Tahun 2014.
Peraturan DPRD Kabupaten Rerlbang Nomor 01 Tahun 20i4 tentang
Tata Tertib DFRD Kabupten Ren.bang

4. Keputusan DPRD Kabupaten il..nbang Nomor 15 Tahun 20l4 tentang
Penetapan Pimpinan dan Kerin3gotaan panitia l(husus l, II dan ltl
DPRD Kabupaten Rembang j)embahasan 9 (sembilan) Rapercla,
dengan susunan Keanggotaan panitia Khusus I, Tugas dan Masa
Tugas sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan [aaltia Khusus
Rembang:

I DPRD Kabupate n

2.

2

1. ILYAS
2. PUJI SANTOSO, SP, MH
3. SUGIHARTO
4. MOI{AMMAD {NSHORI
5. ZAIMUL UMAM
6. Ir. H. SUNARTO
7. Hj. Hir.:MAH PURN{MAWA,I..
Ii. H. ISLAHUDDIN
9. H. SH'LEH, BA
1C. JASMANI
11. MUi{,. BAHAUD DUROR, IJ.PI
12. GATOT PAERAN, SH, M.Si
13. H.M. I'IUR HASAN, SH, I"{iI

KETUA
WAKIL KETUN
ANGGOTA
ANGG('TA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGCTA
ANGGOTA
ANGGOTI^
ANGGOTA



b. Tugas: .
Panitizr Khusus I bertugas nrembahas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang :

a. PENYELENGGARAAN PENIERINTAHAN IIESA
b. PENGELOLAAN KEUAN(;AI'I DAN ASET DESA
c. PENATAAN DESA

c. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan lt{usyarvarah
DPRD bahwa Panitia Khr:srrs I melaksanakan tugasnya pada
tanggal 19 s/d 2a Desember'2014.

B. Pelaksanaan Pembahasan.

Sesuai kesepa.katan Panitia Khrrsus I dan jadwal Badan Musyawarah
DPRD, bahua mekanisme oeml;ahasan Panitia Kh,rsus I mergadakan
rapat dengan Instansi terkait dan Ste.ge holder terkait

C. Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan-pembahal;an ters.ebut, Panitra Khusus I

menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-
pen:/empllrnaan Raperda seb"gai berikut :

I. RAPERDA TET{TANG PEI{YEI,ENGGARAAN PEI.iIERII{TAI{AN DE.SA
) Pada konsideran Menimbang diubah menjadi berbunyi :

a. bahwa berdasarka: I)ndai,g-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang ditindaklanjuti d(]ngan Peratr:ran
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Der;a memiliL.i hak asal
usul .lan hak tradisional Calam mengatur dan m,:ngurus
kepen tingan masyarakat;

b. bahwa agar dalam rn()ngatur dan me.ngurus kepentingan
masya(ra.kat sebagaimana dimak.;tid dalam huruf a dapat
berjalan profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta

. bertanggung jawab, perlu merr.berikan pedoman
penyeiengga: aan Pemerirrtahan Desa;

c. bahwa Peraturan Dae,rah Kabupaten Ren bang yang mengatllr
penyeienggaraan Pemerilrtahan Desa tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundarr g-ur, dan gan sehin gga perlu diganti.

i Pada konsideran llengingat Nomor 3 s/d 7 <ian 14 s/d 15
. Cihapus serta ditarnbah korrsideran pada angka 9 yang berbunyi :

Peraturan Daerah Kabupa,en Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerin;:ahal Yang Menjadi Kewenangan
Pemeri,rr:ahan Daerah Kabupaten Rembang (lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahur, 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
laerah Kabupaten Rembang Nomor 81).

i Pada setiap pasal ),ang terdapat kalimat "Badan
Dermusyawaratan Desa" drganti menjadi BPD.

- Huruf a



Yang dima!<sud dengan "kepasrian hukum" adalah asas dalam
negara hukum yang mengutatnakan lanCasan peraturan
perundang-undangan, <epatutan, dzrn keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggar;1an Pernerintahan Desa.

- Humf b
Yang dimaksud dengan'tertib penyelenggara pemerintahan'
adalah asas yalg menjadi landasan keteraturarr, keseresian,
dan keseimbangan dalam pengendalian pei:yelenggara
Pemerintahan Desa.

- Huruf c
Yang dimaksud Cengan 'tertib kepentingan umum' adalah

.asas yang mt:ndahuhrka.n kese.l'ahtera an umum dengan cara
yang aspiratif, akornoda.tf, dan selektif.

- Huruf I
Yang dimaksud dengan "k:terbukaan' adalah asas yang
menrb'-rka diri terhactap hak mas5'arakat uuttrk nremperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan Pemenntahan Desa dengan tetap
mem perhatikan kete ntuan peraturan peru nclang- trndangan.

- Huruf e
Yang dirnaksud dengan "proporsionalitas" adalah asas yang
mengutamaka:r keseimt,angan antara hak ,lan kervajiban
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Huruf f
Yang dimaksud dengan 'profesionalitas" adalah asas yang
mengutamakan keal,lian yang berlar:daskan kode etik dan
ketentuan peraturan lrerundang-undangan.

Tambah penjelasan pada Pasal 15 huruf k yang berbunyi : Yang
dimaksud dengan berbadan sehat adalal. sehat jasmani dan
rohani yang dibuktikan Jengan keterangan dokter sesuai
ketentuan peraturan perund:rng-trndangan
Penambahan Pasal 27 yang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata .cara pernilihar; Kepala Desa diatur dengan
Pcraturan Bupati.
Y.rng semula Pasal 27 rrenjadi Pasal 28 dan seterusnya sampai
dengan Pasal 40 menjadi Fasal 4l
Penambahan Pr rsal 42 yang berbunyi :

. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai i:erjabat Kepala
Desa paling sedikit tra.: uS rl€rrrdlrami bidang kepemimpinan
dan teknis pemerintaltan.

. Penjabat Kepala Desa. :;ebagaimana dimaksud pada ayat (l)
melaksanakar: tugas, wewenang, dan kewajiban serta
memperoleh hak yang slma rlengan Kepala )esa.

.'ang semula Pasal 41 merrjadi Pasal 43 dan seterusnya sampai
dengan Pasal 65 r.renjadi P;rsar 68
Pasal 66 - 68 pindah mer:jadi Pasal 73-75
Yang semtrla Pasd 73 nrer.jadi Pasal 76 dan seterusnya sampai
dengan Pasal 99 men jadi Pasal 103.



i Penambahan Pasal 104nyang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut
r.engenai tahapi.n penyusl'nan RPJM Desa, RKp Desa diatur
dalam Peraturan Br.rpati

.- Yang semula Pasal 100 diubah menjadi 2 pasal yaitu pasal 105
dan 106 yang berbunyr :

Pasal 105

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa
yang dilaksanakan ol:h perangkat Desa. dan/atau unsur
masyarakat Desa.
Pelaltsana . kegiatan pembangunan Desa sebagaimana
dimakr,ud pada ayat (1) ditetapkan dengan
mempertimbangkarr keadilan gender.
Pelakszrnaan pembarrgu ran sebagaimana dimakuud pada ayat
(1) mengutamakan pemanfiratan sumber daya manusia dan
sumber daya aram yanq ada di Desa serta mendayagunakan
swadaya dan gotong ro) ang nrasl'arakat.
I'elaksema pembangu,ra.n sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyampaikar' laporan pclaksanaan penrbangunan kepada
Kepala Desa d;.lam foru n Mtrsyawarah Desa.

F'asal 1.06

11) Pemerintah, Pemerin'.ah Daerah provinsi, dan pemerintah
Daerahmenyelenggarakrrn progr€.m sektoral dan program
daerah yatrg masuk ke t)esa.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan
kepada Pemer intah Dcsa urrtuk diintegrasikan ke dalam
pembangunan Desa.

(3) Program sebagaimani.r oirnakslrd pada ayat (l) ynng berskala
lokal Desa dikocrcrinasikan dan/atau drdelegasikan
pelaksanaannya keparla. Desa

(4) Program sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rlicatat dalam
lampiran ApB Desa.

,, Yang semula Pasal 101 merr.ladi pasal 107 dan seterusnya sampai
dengan Pasal 136 merjad: lrasal l4l

II. RAPERDI. TEI{TAI{G PEIiGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
i pada konsideran Menimb,.rrg di,.rbah yang berbuny.:

a. bahu,a dalam rangka ;nembentuk pemerintahan Desa yang
Srlrta
aset

profesional, efisien dan efektif, terbul<a,
bertanggungiawab, p,::lu pe:rgelolaan keuangan dan
Desa yang baik;

b. bahwa dengan berlakurry:r Undarrg-Undang Nonor 6 Tahun
2014 tentang Desa yang dir-indaklarrju ti dengan peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentanil peraturan

(t)

(2)

(3)

(41



Pelaksanaan Undang-L;ndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Peraturall Pemerint;rh Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan D:erah yang
mengatur pengelolaan l<euangirn dan aset Desa sudah tidak
sesuai sehingga perlu diganti;

c. bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
flada huruf a dan hlrruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan P.set Desa.

Prrda konsideran Mengin6;at point l, 2 dan 7 diubah yang
berbu nyi :

1 . Pasal 18 ayat (6) U:rrlang-Undang Dasar Negarir Republik
Indonesia Tahun 194Ij;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupa terr Dalam Lingkungan F ropirsi Jawa
Tengah (l,embaran Ne.lara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambaharr Lembaran Negara Reprrblik Indonesia
l{omor 2757)

7. Peraturan Daerah Kal:uf,aten Rembang Nomor 2 'iahun 2008
tentang Urusan Per.rerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (l,ernbaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daeral Kahupaten Rembang Nomor 311;

Pada Pasal 3 ayat (1) hunrf a kalimat ' Purrgutan Desa " di hapus
Tambah penjela.san pad€. Pasal :r ayat (1) hur uf a dan i1 yang
berbunyi :

- Ayat t huruf a:
Yang dimaksud der.gan "pendapatan asli Desa" adalah
pendapatan yang ber:rsal dari kewenangan Der;a berdasarkan
hak asal usul dan kevenangan skala lokal Dese..
Yang dimaksud denl-an 'hasil usaha" termasuk juga hasil
BUM Desa dan tanah bengkok.

- A],at I hurul g : yang dimaksud dengan 'rain-lain Pr:ndapatan
Desa yang sah" adalnh antara lain oerrdapatan sebagai hasil
kerja sama derrgan l)ihak keriga dan bantuan perusahaan
yang berlol<asi di Des;,.

Pada setiap pasal ,yarlg terdapat kdlimar "Badan
Permu syawaratan Desa'diga:rti renjadi BPD
Pasar 12 dan 13 dihapus
Yang semula Pasal 14 nr:njadi Pasal 12 dan seterusnya sampai
dengan Pasal 54 menjadi Prrsal 46
Pasal 55 sampai dengan 59 di Lapus
Yang semula Pasat 60 menjadi Pasal 47 dan seterusnya sampai
dengan l)asal 61 menjaCi Pasal zi.8



III. RIIPERDA TENTANG PENAI.AAN DESA> Pada konsidemn menlntbang huruf a, beruhah menjadi " a.bah,va dalam rar.gka nre,vujudkan efektivitas p".,y.t..rgg*.^.,
Pemerintahan Desa, mr:nrpercepat peningkatan [."":Ji".u".,
masyarakat Desa, 

-meml,ercepat peningka.tan kuaritas pelayananpublik, meningl<atkan k,:aiitas tata kelola pernerintahan Desarreningkatkan dal'a saing Desa sebagaimana diamaratkan daramUndang-Undang No.nor j Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menyelenggarakan penaiaan oesa yang mcliputi pembenttikan,
penghapusan, penggabunlJan, perubahan status dan penetapan
desa di l(abupaten Rumbang,,.

- Pada korrsideran menglngat poin 3,4,5,6,g, 10,13, l4 dihapus clanmemasukkan poin 7 yaitu "peraturan Daerah Katupaten
Rembang Nomor 2 Tahun 200g tentang urusan FemerintahanYang Menjadi Kewcnanllan pemerintahan Daeran Kabupaten
Rembang (r,embaran Da< rah Kabupaten Rer:rbang Tahurr 200gNomor 2, Tambahan lcmbaran Daerah Kabupaten Re,nbang
Nomor 81).

, 
l1d" BAB I teirtang Kerentrran Umum ditambah 2 poin yairu poin
20 dan 2l vang be..bunyi :

I . Pasal 20 : Ang;aran per.,dapat; rr dan Belanja Desa -r,angselanjutnya disebut ApB Desa adalah ...,""r, t 
"r^rrg"itahunan pemerintahan desa yang dibahas aa r, aisetti;ribersama oleh pemerintah Desa dan BpD, dan ditetapkan

dengan peie.ture n desa.

2. Pasal 2l : Guhem.rr ildalah Gubernur .l:rva Tengah.

z Pada BAti Il pasal 2 dihapus sehingga pasal 3 menj;rdi pasal 2dan sete.:.snya.
i Pada pasal 2 ayat I

2 hunf f,' airapus' uberdasar'

kalime.t " sebagaimana climaksud. d.alc..m pasal
dan kata , ber,l.osarkan" berubah menjadi

> i'ada pasal 8 a_vat S kata , /kota " dihapus rlan pada ayai. 7, kata"APB Desa indulC berubah rnenjadi "epb Desa )esa induk,)> Semua kaiimat .Badarr e"r-t,"yu*"o* O"""" ber,bah menjadi"BPD".
i Penambahan pasal. bar:r, yaitu pasal 12, .yang berbunyi'l(etentua, lebih lanjut mengenai pcmLrentukan Desa akan diaturlebih l--^njut dalam peratura e Bupati", sehingga pasal yang semulaadalalr pasal l2 men_iadi pasal l3 dan seterusnya.; Penambahan pasal baru yaitu pasal--21 yang berbunyi ;"rietentuan rebih lanjut mer rgenai peiubahan status Desa menjadikelurahan diatur lebih la:rjrtt dalam petaturan Bupati ", sehing3ayang semula pasal 21 menjadi pasal 22 dan seterusnya.i Penambahan pasal baru yaitu pasal 23 yang berbunyi :"Ketentuan lebih lanjrll mengenai perubahan statrrs



Kelurahanmenjadi Desi, diatur lebih la:njut daram peraturan
Bupati u, sehingga yang semula pasal 23 menjadi paral 24.
Penambahan pasal baru ya.itu pasal 25 yang berbunyi : ,Desa di
wilayah Daerah clitetrrpt<an sebagaimana :ercal,tum <lalam
lampiran yang m:rup:rkarr bagian .tidak te,pisalrkan dari
Peraturan Daerah ini', s:hingga ya,rg semula pa.;al 25 menjadi
pasal 26 dan seterr rsnya.
BAB VI tentang Ketentual Peralihan dihapus.

Rekomendasi

Untuk men unjang tu,gas pemerintah di Kabu;:.lten Rembang perlu
dit,entuk Bagian Pemerintah Desa tersendiri di Setda Kat,. Rembang
dan tidak melekat di Eagian Pt:merirrtehan Umum.
Perlu pengkajian kembali dan virlidasi data dari Badan pusat statistik
(Pi,S) agar data yang dimiliki up to date dan sesuai dengan konrlisi
riil masyarakat sehingga pelai<sanaan program-pr.ogram pemerintah
yar)g menggunakan:. data dari BpS bisa tepat sasaran.
I'erlu pembentukan Badan pemberdayaan I\,tasyarakatdan Desa(
Bapermades ) tersendiri rlan terf ,isah dari Radan pemberdayaan
Ma.syarakat, Perenrpuan dan Keluarga Berencana (BpMpKB) agar
pelaksanaan program-program pemberdayaan inasyarakat dan desa
lebih optimal dan meirging;at sudah terbentuknya Bapermasdes prov.
Jateng.

G. Penutup

Demikian Laporan panitia r..husus I DPRD Kabupaten Rembarrg
dalam membahas 3 Raperda l(abupaten Rembang yarg selanjutnya
sebagai bahan pertimbangan persetujrran DpRD pada Rapat paripunra
DPRD teurggal 30 Desember 2014.

F.

l.

2.

3.

Rembang, 2)

PANITIA KHUSUS I DPRt)

Ketua,

Desember 2014

IGBI'PATENREMBANG

lA'akil Ketua,

ILYAS PUJI SANTOSO,.SP, M;I



DEWAN PERtr'AKILAN RAKYAT DAER,\H
. KAEUPAT)'II REMAANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 69LL94 Kode pos
59212

REMBANG

LAPORAN

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBAIIG
TENIANG

HASIL PEMBAHASAIIi TERHADAP 3 RAPERDA
UPATEIT REMBANG

A. DASAR:
Panitia l(husus II D,RD Kabupaten Rembang dilrentuk dan

melaksanakan tugas berdasarkan pada :

l. Surat Prt. Bupati Rembang Nornor : lgg.3l3O9l/2Ola. tanggal 2T
November 2014 perihal perubaha'r proregda I(abup.rten Rembar-g
tentang :

a. Raperda tentang Cagar Bud:tya.
b. Raperda tentang perlindung;rn ,\:rak.
c. Perubahan Ketiga atas pe.aturetn Daerah Kabupaten Daeran Tingkat

II I{embang Nomor 6 Tahrrn 1996 tentang perusahaan Daerah Barrk
Perkriditan Rakyat "Bank parsar" Kabupaterr Daerah ringkat II
Renrbang.

d. fiaperda tentang pe.rbaha, perda r{omor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.

e. Raperda tentang Penyelenggaraait pemerintahaa Desa.
f. . Raperda tentang Penataan Desa.
g. Raperda telttang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

2. Rapat Badan Musyawarah DpRD bersamrr Tim y'.sistensi pembahasan
Raperda Kabupaten Rembang da.lam rangka penjadwalan pembahar;an
Raperda Non APBD Kabupaten l.lembang Tahun 2014 pada tanggal 5
Desember 20 14.

3. Peraturan DPRD l(abupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tenta'g
Taia Tertib DPRD Kabupten Renrb.tng.

4. Keputusan DPRD Kabupaten R.r rbang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Penetapan Pimpinar dan (eanggc:aan panitia Khusus I, II dan III DPRD
Kabupaten Rembang pembahasai.: g (dclapar) Raperda, dengan siusunan
Keanggotaan Panitia Khusus II, Trigas cran Masa Tugas sebagai berik,rt:



II Dprd Kabupaten

NO NAMA

1 MUHAMMAD ASNAWI,S.Pdi.

2 ALI IRCHAM,S.T.

l suLrs'fYo wrrfl 
111l _

IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E,

H.HARNO,S.E. 
- -

DONI{Y KURNIAWAN,S,E.

MOKHAMAD ZAENURI

HERI KURNIAWAN,S.E.

H.YUDIANTO,S.H,

H.M.MURSYID

MUHAMMAD IMRON

4

5

6

7

8

9

10

11

72

13

74

SAiININGSIH,S.E.

H.ISMARI,S.H.

H.JOKO SUPRIHADI,S. I.I.

2. Tugas :

Panitia Khusus II bertugas rnernbahas Rancanga, peratu ran Daerah
Kabupaten Rembang tentang :

a. Perubahan Ketiga atas Pe..aturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat TI Rembang Nomor 6 T;rhun 1996 tentang perusahiran

Daerah Bank Perkriditan Rekyat "Eank pasar" I(abupaten Daerah

. Tingkat II Remba.ng.

b. Raperda lentang Penrbalran perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengeloiaan TPI tti Kabupate:r Rembang.

c. Raperda tentang Peayelenggr,raan pelayanan publik.

1. Susunan Keanggotaan Panltla Khusus
Rembang: ..

. Ketua Pansus ll



3. Masa Tugas: 
.

Sesuaijadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DpRD
bahwa Panitia Khusus Il melaksanakan tugasnya p.rda tanggal 19
s/d 24 Desember 201 4 dart hasil kerjanya disampaikarr pada Rapat
Paripurna DPRD tanggal 3C Desember 2014.

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

sesuai jadwal yang citetapkarr oreh Badan Iv1usl'awarah DpRD dan
kesepakatan Panitia Kh.usr..s II sebagai berikut :

PaniLia (husus II
tanggal 19 s/d24

C. IIASIL PEMBAHASAN

Dari pembahasan-pembahasan
men_vepakati
per:yempurnaa)l

dan menyimpulkan
Raperda seba grri berikut :

R.aperda tentanq Perubahag atas peraturarr Daerah Kabupaten
Daerah Tlngkat Il Rergblrnq Ncmor 6 Tehun 1996 tantang

1 . Pada lionside ran mengingat nomor 3 yar rg berbunyi Undang_
Undang Nomor 1962 tentang perusahaan Daerah dihapus.

2. Pada konsideran mengir gat nomor g 1,a:rg berbunyi Undang_
Undang Nomor 32 Tirhun 2004 diganri dengan Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2014 te.rtang pemerintahan Daerah.

I.

mengad:rkan rapat dengan SKpD terkait pada
Desember 20 14.

teisebut, Panitia Khusus II
dengan penyempurnaan-

yaitu pada

Tahun 20C6

Daerah.

3. Pada l<onsiCeran mengir rgat ditambah I nomor
nomcr 16 yang berbunyi : permendagri Nomor 22
Tentang Pengelolaan Bant< perkriditan Rakyat milik

4. I(etentuan Pasal 1 diubah sehingga Lrerbunyi sebagai berikut

Pase:l I

Daiam Peraturan Daerah ini l ang climaksud cJengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rernbang.

2. pemerintah Daerah adalah [Jupati dan perangl<at claerah
sebagai unsur penyelengtara femerintaharr daerih.

Kabupaten Daerah TlnFkat II Rernbaryi.



4.

maksimum yang dapat
Pasar sestrai deng:rn

Modal disetor adalalr kewajiban pen)rertaan nrodal yang
telah dipenuhi oieh pemegang saham. 

-

Dervan Pengawas adalah Dewan pengawas FD. BpR Bank
Pas;ar.

9. Direl<si arlalalr Dir.el<s l,D. tfl,ti Bank pasar.

l0.Pegawai adalah pegau ai pD BpR Bank pasar.

5. Diantara Pasal 2 dan. pasal :3 <iisisipkan i (satu) pasal yakni pasal
24, sehingga berbunyi sebagrri berikut:

Pasa.2A

Nama PD.BPR Bank pasar Xabupaten Daerah Tingkar ll Rembang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diganti menjadi pD.Bpfr
Banl< Pasar I(abupaten Rerrr..rang.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (l) cliubah dan ditambahlcan I (satu) ayat
. sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

Dervan Pep,al.:ila.r Ral<vat Daer.al-r .l,nltg selanitrtn.ya
disingkat DPrID aclal.th lyervan perwakilrrn iial<yat daerah
liabupatcrr Rembarrg.

Bupati adalnh Bupati Rembang.

Perusahaan Daerah iank perkreditan Rakyat Bank pasar
se:irnjutnya disebut PD RI,R Banl< pasar aclalah perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank pasar Kabupaten
Rernbang.

.t.

5.

6.

8.

7.

Modal dasar adalah nilai saham
dikeluarkan olch pD BFR Bank
Peraturan f)aerah.

Pasar diteE.pLan sebesar
lima milyar rupial.).

(2) Dalam hal riodal iisctcr belum mencapai nrodal dasar,Pemerintah Daerah b:rkewajiban menganggarkan dalamAPBD yang disesuaikan dengan temimpiurl keuangan
daerah.

(3) Modat PD. BpR Bank pasar merupakan kekayaan daerahyang dipisahkan.

7 . I(etentuan Pasal 35 diu oalr dan ditambahkan 2 (dua) ayatsehingga berbunyi sebagai beri(ut :

(l) Modal Dasar PD BpR Bank
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh



II.

' Pasal 35

il) Laba bersih s'etelah dik:rrangi pajak dan telah disahkan olel.r
Bupati, pembagiann.ya ditetapkan sebagi beril<ut :

a. cieviden sebesar 50,0(r % ;

b. cadangan umum sebesa: 75,O0 o/<,;,

c. cadangan tujuan sebesar 75,00 o/o;

. d. dana kesejahteraan sr,besar 10,00 7o;
e. jasa produksi sebesar 10,00 %.

(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1y huruf a,
disetorkan ke Kas Daerah paling lambat I bulan setelah laba
bersih disahkan oleh Bupati.

13) Dana kesejahteraan se bagaimana dimaksud pada ayat ( l )

.huruf d dikelola urtuk kesejahteraan pegawai, yang
pelaksanaannya ditetepkan oleh Direksi dengan persetuj..ran
Dewan Pengawas.

(4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada a1 at (l) huruf e,
diberikan kepada pe gurus dan karyarvan PD. BPR Bank
Fasar.

(5) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaima ra dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditempat.kan di PD BPR Bank
Pasar.

(6) Pembagian laba sebagaimana dimakst.d pada ayat (1) dapat
dilaksanakan jika PD BPR Bank Pasar mempunlai saldo laba
positif.

8. Ketentuan Pasa-l 42 diubair sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasai 42

Ual - hil yang belum cliatur dalam Peraturan Daerah iri
sepanjang mengenai pelaksanaanya a-kan diatur dengan Peraturan
Bupati.

Raperda tentanq Peruhahan Perda Non,,r 4 Tahun 2Qep
tentang Penqelolaan TPI dl Kabupaten Rembanq.

I . Pada konsideran mengingat ditambah l norrror yaitu pada nomor
8 yang berbun.vi tJndang-Undang Norror 23 Tahun 20l4 tentang
Femerintahan Daerah.

2. Ketentuan Pasal I diantara angJ<a
(dua) angka yal.ni angka 5a dan
berbunyi sebaga- t'erikut:

angxa 6 disisipkan
5b, sehingga Pasal

2
1

5 dan
angka

Pasal I

Dalam Peraturan Daera'r ini yang dimaksr_rd dengan:
1 . ' Daerah adalah Kabu paten Rembang.

2. Pemerintah D;rerah adalah 'Bupati dan perangka: daerah
sebagai urrsur peny€ ; enggara pemerintahan daerah.



3. Bupati ad-alah Bupati Rembang.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjuti-rya disingkat
Dinlutkan adal:th Dinas Kelz.utan dan perikanan
Kabupaten Rembang.'

5. Kepala Dinas Keiautan dan perikanan yang selanjutnya
disebut Kcpala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Keiautan
dan Perikanan Kabupaten Rembar-g.

5a. UPT - ['PUP adalah Unit Pelaksana 'leknis pengelolaan
clair Pengembarrgan Usaha perikanan l(abupaten
Rerrbang.

' 5b. Administrator TPI aclalah Pegawai Negeri .3ipil Dinlutke.n
yang dirugaskan untuk memimpin penv 3lenggaraan
pelelangan ikan dr TPI.

6. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kab'rpaten Rerrrbang.

7. Penyidik adalah ;rejabat polisi negara Republik Indonesia
atau pejabat pegawai ne3eri sipil rertentu yang d.iberi
wewenang l:husus olr:h undang-undzrng untuk melakukan
nenyidikan.

8. Badan adalah set<rrmpulan orang dan/atau modal yztng
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
rnaupun yarrg tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan kcmanditer, perseroan
lainnya. baiao usaha rrilik negara (BUMN), atau badan
usaha rrilik oaerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, fi;ma, kongsi, koperasi, ciana per_-.siun,
persekutuan, perl<umprrlarr, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, ata'r organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontral< inr.estasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Nelayan adalah set:ap orang yang penghidupannya, baik
sebagian maupun seluruhnya, didasarkan atas hal;il
penangkapan ikan Ci laut

10. Bakul adalah p€.s(.rta lelang yang menjadi pemenang
lclang di tempat pelelangan ikan.

11. Koperasi Nelayarr a<lalah Koperasi yang bergerak dibidang
perikanan tangkap.

i 2. Il<an adalah segala jenis organis,ae yang seluruh atau
sebagian siklu s hitlupnya t,erada di dalam lingkunga.n
perairan.

13. Tempat Pelelangan lkan y,ang selanjutnya disingkat Tpl'adalah tempat yang diseCiakarr oleh daerah untuk
penyelenggaraan pelelirngan ikan.

14. Pek,langan ikan adalah pe.r.lr"lro ikan di Tpl dengan cara
penawaran tertinggi sebagai pemenang.



15. Sumber.f aya ikan adalah potensi semua je.ris ikan.

16. Pengelolaan perl<i lnan adalah semua upaya, termasui<
. proses yang ter.integrasi alam pengumprrlan informasi,
analisis, perenca na.an, konsultasi, pJ-br"t^, f.eputusan,alokasi sumberdayar ikan dan- impleme:rtasi 

""rtupenegakkan hu1ium dari peraturan perundang_undangan
di bidang.perikane.n, yang dilakukan oleL ;";;;;;;atau otoritas lain yang ,liarahkan urtuk mencapai
kelangsungan procluktivitas sumberdaya f,"v"ti pe..i.!r.,
dan tujuan yang teiah disepakati.

17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.

18. Retribusi Tpl yang selanjqfny. disebut retribusi adalahpungutan dalam perrbayaran atas pelayanarr penyediaan
fasilitas TpI yang dib,:rikan oleh pemerintah Daerai.

1 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau l:adan yangrnenurut peraturan perundan g- undangar:, retrilu,i
diwajibkan un tuk rtelakukan pembayaran retribusi.

20. Masa Retribu,si adalah-suatu jangka rvaktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi unt-uf,
memanfaatkan fasilitas Tpl.

2 I . Surat l(etetapan Retribusi Daerah yang r;elanjutnya
clisingkat SKRD adalat-surat ketetapan ."t.lbr"i y..,g

. menentukan besarn,.a pokck retribusi.

22.. Surat Tagih4n Retribusi Daerah yang selanjutrrya
disingkat STRD adalah surat untuk melafukan dClh;;retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa ;:;;
dan/atau bunga.

23. Kedaluwarsa adalalr suatu alasan untuk dil_rcbaskan dari. kevrajiban untuk melakukan pembayaran retribusi
dengan iewatnla q,aktu tertentu aan denjan t..p";;;i"y;syarat-syarat yar g ditentukan dalam -peraturi.n
peru ndangundanga.:r.

24. Pemeriksaan rrdalat serangkaian kegiatan untul< rnencari.men gu mpulkan dar, men g6lah oata"aan 7 aia; [;;;;; ;larnnya .untuk mengujr- kepatuhan pe*ehur,in- [;;;iig;;retribusi dan tujuain- tairi aatim ilrsil-;;i"ililrffi;ketentuan peratu-ran p.,.unO."[_'u.r.]..,g"n retribusi.
25. Penyidikan Tinda,<- pidana dr bidang Retribusi adala.hserangkaian tindakan yang dilakullan of"f.., 

--p*1,'ia-;ii
Pegawai Negeri Sipil yaig 

"'er""Ju;t"'ii"""riut i,;r"ilttuntuk mencari serta m-enfrrmpult;; brLti ii"e dkitT,;membuat terang t ir rdak p"iaaria Ji uia".,g i"ta"u,.,.i-t";,1te{adi serta meiernukan t"rii"gka.ya.
3. Ketentuan pasal 5 avat (2-) diubah ser.ta ayat (3) dihapus, sehinggaPasal 5 berbunyi seti.rgai 6"i.i.;;', 

*'!q qJ(!( I



. Pasirl 5

.D .f1m rangta pendat ran-sumber daya il<an di laut, malcanasrl penangkapan ik,in dilaut wajib didaratkan dan diiual
secara lelang serta drc,tatkan pada petugas Ointutt<an di tpi.

!:l,l+, \e,iit penangka can ikan sebagaimana d imaksud pada
a)'at (Il d-lkecuallkan yang digunakan sebagai lauk patrk'baEi
nelayan dan keluarganva serta sebagai bahEn penelitian.

4. Diantara Pasal 5 dan pasal 6 disisipkan I (satu) pasal yakni pasal
5a sehingga berburryi sebagai berikirt:

Pasal 5a

Penanggungiawab pengelolaan Tpl adalah llepala Dinlutkan.

5. I(etentuan Pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagaiberikut :

Pasi-l 6

(l) Penangg-ungjayeq teknis pelaksanaan pelelangan ilcan di Tpladalah Kepala UpT- ppupbinlutkan.

Pelaksanaan oelelansan seQagaimana- dimaksud pada ayat (l)
d i zi tu r I e bi h I zin-; u t d e-n grt n eiia tu iaii-e ri;;; : 

" - "

fr,oses pelelangan ikan clilaksanakan oleh admirristrator Tplo, oantu oteh Koperasi :rr:layan
l:T:ll,rg lelang ikan ditentukan oleh peaawaran yangtertrnggl.

Pembayaran t"trrrg 1,."n dilaksanakan di Tpl secara tunai.

Pgel pemenang lelan;; .vang tidak dapat melaksanakansebagarmanS dimaksud pada ayat (S) maka ai kerurkJ sanfsiadministrarif berupa denda seb6sa; ii i;i 
"itaifJfaft- 

---"-'

u 
ffl"fllyl, Pasal t4 diubah, sehingga pasal 14 berbrrr..yi sebagai

Pa sal 14

:".1'"1?,:rg,suiilT,,:3#ii:fi ii?"J!lr.'f,:#TJl.":il,:Hinilai-rrilai lelang s'ebagaimana diniakstid itaLm Fasaf f z.

Retribusi sebasaimana dimal<sud pada ayat (l) dibebankankepadanelayan'selakup.n;r"r--it""'"ii?"iii,+1596(Satukoma
empat puluh lima pe,senj aan jaiuf- sefi[u p"i"feli i-[ansel.,esar l,4O o/o (satu'k,rrna 'e-pa, priuti p;;;;)

(1)

(2)

(2t

(3)

(4)

(.s)

(6)

(1)

(2)

, 
ff:,!,",ir,rr"" 

Pasal 15 diuban, sehingga pasal i5 berbun.vi sebagai

Pa:;al 15

(1) Retribrrsi terutang dip:rrrgut di timpat ob_vek retribu;i berada.



(2) Administrator.TP[ [,inlutkan dapat dituniuk sebagai wajib
pungut retribusi sebegain.ana dimaksuri pada a),at (1) yang
ditctapkan olch Bupari.

(3) Dinas Pendapatan Pengeloiaan Keuangan dan A;et Daerah
Kabupaten Rembang adalah l:oordinatcr pungutan retribusi
sebagaimana ciimaksr.rl pada ayat (1).

8. l{etentuan Pasal 30 diubalr, sehrngg.L pasal 3O berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 30

(1) Setia-p -orang 
yang melanggar sebagaimana dirnal<sud pada

pasal 5- dari 6 a;,,at (5) diancam dengan pidana kuruirgan
pqh-ng- -lqry.a 3 bulan atau denda paling banyak Rp.
50.0(0.000,- (l,ma pulut, jutr rupiah).

(2) Wai;l; retribus.i yqng tida.k melaksanakan lcervajibanya
sehingga merugikan keuangan Daerah diar:canr dengan pidana
kururrgan paling lama 3 bulan.

(3) Pengenaan sanksi adm; aistratif sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 ayat (6) tidak mt mbehaskan dlri dari sanksi pidani.

9. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) ';erbunyi sebagar berikut :

Yang dimaksud di banttr oleh koperaei nelayan adalah :

Bahu a koperasi nelaJ'an dala.m proses pelelangan ikan di Tpl
mempunyai tanggung jawao an'.ara lain :

a. Mendorong nelayan c.an bak:rl untuk proses lelang di Tpl.
b. Ikut merrjaga kqtertil-,en, keamanan dan kebersihan di Tpl.
c. Membantu peitangauarr kekurangan pembayaran lelang

ikan ( KPLI )di TPl.
d. Membantu pembinaan dan pengawasan pada nelayan dan

bakul dalam pelaksanarrn lelang di TPL

10. Penjelasan Pasal 6 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksudkan 
1 r -.mbayaran secara tun ai adalah

pembayaran yang dilaksanakan paling lambat I x 24 jam sejak
proses pelelangan selesai.
Pclaksanaan pembayaran lelang ikan di Tpt secara tunai
d,laksanakan selambat-la mbatnya satu tahun ::e.;ak perda ini
d iu ndangkan.

In. Raperla Tentan{ PenvelenEgaraan pelavanan publll:

1 Pada konsideran mengingat nomor 5, Undang-Undarrg Nomor 32
Tahun 2004 dihapus.

2. Pada konsideran merrgingat d, tambah tiga nomer baru yaitu no 1l
y.titu:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apa-atur Sipil
Negara.



Pada konsideran mdngingat e': tambah tiga
yaitu:
Undang-Urrdang Nomor 23 Tahun 2014
Daerah.

Pada konsrderan mengingat di tambah
yaitu:
Undang-Undang Nomor 30 Tahu.r
Pemeriirtahan.

tiga.. nomer baru yaitu no 13

2014 Tentang Administra.si

5. Ketentran Pasal 9 ayat (3) dilrbah, sehingga berbunyi seba.gai
bcrikut :

(3) PeJayanan cepat merupakarr bentuk pelayanan terhadap
kebutuhan publik yang harus diselesaikan dalam waktu
selambat-lanrbatnya lima Lrelas hari kerja

6. l(ctentuan Pzrsal l4 ayat (3), '4), (5),(6),(7) dan (8) cliubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(3JEvaluasi terhadap kinerj;r pelaksana sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan .lengan metode survei yang jelas dan
terukur, dengan mempellratikan perbaikan prosedur dan/atau
penyempumaan organisar;i sesuai dengan asas-asas pelayanan
publik berdasarkan ketent uan pe:'aturan perunda:1g-undangan.

(4) Penyelenggara wajib melakukan kajian metode survei kepuasan
masyarakat terhadap layauan publik yang telah diberikan.

(5)Kajian terhadap metc,le survei kepuasan masyarakat
sebagaimana dimaksu,:' pada ayat (4) dilakukan untuk
nrengetahrri tingkat Lepuasan masvarakat terhadap p:layanan
publik.

(6) Kajian terhadap metode survei kepuasar. masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) clilakukan sekurang-
kurangnya I (satr.r) l<ali dalam rvaktu 1 (satu) tahun;

(7) l(ajian terhadap metode srrrvei kepuar;an masl'arakat
sebagaimana dimaksuri pada ayat {5) dilakukun oleh
penyelenggara dan/atau dapat bekedasama Jengan perguruan
tinggi atau pihak lain yang berkompeten;

(8)Hasil kajian terhadap :netode su,-vei kepuase.n masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada pimpinan
DPRD dan/atau komisi DPRD yang membidarrgi urusan
pelayanan publik;

7. I(etentuan Pasal 27 a:'at (2,r3).(4) dan (5) diub;rh, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(2) Komponen standar peli,ya;.ran sebagaimana dimaks rd ayat ( l )

dibagi rnenjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. I(ornponen Starrdar Pelal,a:ran yang terl<ait dengan proses
penyampaian pelal,anan (service delivery) meliputi:

nomer baru yaitu no 12

Tentang Pemerintahan

4.



Llq|i5 {rnlr*43{{r'ipr itlir&...-..r *i.'i -

I ) Persyamtall
2l Sistem, mekanisrr e, dan prosedur
3) Jangka waktu pel;ryanan

. 4l Biaya/tarif
5) Produk pelayana.n
6) Penanganan peng;rduan, saran dan masur<an

b. Komponen Standai p,:layanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayarreur di intemal organisasi (m rnufacturing)
meliputi;
1) Dasar hukum

, 2l Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
3) l(ompetensipelaksana
4l Pengawasan internal
5) i umlah pelaksana
6) Jaminan pelayanan
7l Jaminan keamanan dan keselamatan pel 1v,1nan
8) Evaluasi kinerja pelaksana

(3) Peiibatan masyarakat dan pihak terkair dilakukan dalam
menyusun standar pela],anan yang terkait dengan per.yampaian
pelayanan.

Kompor:en standar oelayarran yang terkait deng:rn oengelolaan
internal pelayanan proses pengenrbangan dan pen-t,usunannya
diserahkan pada masing -masing penyelenggara pelayanan.

Ketentuan lebih lanjLlt rirengenai penjabaran komponen standar
pelayanan yang terkr.it dengan penS ampaian pelayanan
terlampir dalam lampir.an ll yang tidak ter.nisah dari perattrran
Daerah ini.

8. . Pasal 28 ayat (101 diubah sehingga berbunyi :

(101 Dalam melakuk,rn penetapan maklumat pelayanan
sebagaimana dimaksud pada aya: (1) hLrrrrf f penyelenggara
memperhatikan hal-hal sr:bag3i Lerikut:
a. menyusun pernyaraan kesanggupan dan kewajiban

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanansesuai
dengan s.tandar pela5,anan;

b. menyusun item)'ati,all memberikan llelayanan sesuai
dengan keu'ajiban d;:n akarr melakukan perbaikan secara
ter,ts menerus

c. menyusun pernyata€in kesedi ean untuk menerima sanksi,
dan atau memberika:r kompensasi apabila pelayanan yar.g
diberikan tidak sesur,i starrdar

d. maklumat pelayan-rn wajib dipublikasikan kepada
masyarakat secara;elas dan luas paling lambat 7 (tujulr)
hari kerja setelah sta ndir:.- pelayanan ditetapkan;

(4t

(s)



9. Penjelasan Pasal 9'ayat (3r berbunyi sebagai berikut :

Yang dimal<sud penyelesaiar r pelayanan cepat selaml-rat_lambatnya
li;na belas hari kerja adalah terhitung sejak dokunren masuk
dinyatakan lengkap.

D. KESIIUPULAN

Dari hasil pembahasa' 3 Raperda paritia Khusus II DPRD Kabupaten
Rembang dapat menerima cian m::nyetujui 3 Rancangan peraturan Daerah
ter'sebut diatas ditetapkan menjadi peraturan Daerah dengarr perub.rhan
dan penyempurnaan sesuai trasil ;lapat panitia Khusus ll.

E. RIKOMENDASI

1. Harus ada fakta integritas anta,:a pengelola TI,l dan Nelay.rrr.

2. Agar ada Perbub yang mengatur ientang mekanisme lerang dan retribusi
terhadap kapal cantrang.

3. Pembagian 2,15 o/o yang berasal Cari iuran rrelayan i,5.5 o/o dan iuran
bakul 0,607o dan pembag:,anya supaya dinotariskao.

4. Pen:bentukan team pengawas KpLI.
5. Pelaksanaan pembayaran lerang ikan d'Tpr secara tunai dilaksanakan.

selambat-lambatnya satu Tahun sejak perda ini diundangkan.

F. PENUTUP

Dernikian Laporan panitia Kl-usus II DPRD Kabuparen Rembang
dalam membahas 3 Raperda Kalrupaten Rembang yang selanjutnya sebagai
bahan pertimbangan persetujuan DpRD pada Rapat paripuma DpRD
tanggal 30 Desember 2014.

Rembang, 24
PANITIA KHUSUS II DPRD

Ketua,

Desember 2014
K\BUPATEN R E M B A N G

lutl-,_-r
ASNAWI,S.Pdi



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASII, PEMBAHASAN DEI,APAN RAPERDA NON APBT)

KABUPAI'EN REMBANG

TAHUN ZAL4

DI SAMPAIMN DAI.,AM MPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Selasa Tanggal : 30 DESEMBER 2014
DibAEAKAN OIEh : IViOKHAMMAD ZAENURI



Aooa/arutar/airlunAazofitnafu//atkiua/a,ratbtttl4....

Sdanal paVL daa Salat uiailteu.64rr kfa &&aa ....

?7 sw1.44€7c1 W*?rrfrW wlcrut. . . . .

Alhomdulillahi Robbil a'lamiin, asi;olatu wassalamu a'la Asyrofil Ambiyai

walmursalin, Scwidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi

ajna'iin..., Amma ba'Cu ...

PENDAPAT AKHIR

I.RAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DI'RD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN DELAPAN RAPERDA

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

Selasa, 30 desember 2OL4

Dibacakan oleh: MOKAMMAD ZAENURI



Yang kami hormati ,i '

> l. Sdr. Plt Bupati Rembang

> 2. Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten

Rembang

3. Sdn Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

4. sdr. Seketaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Seketaris Daerah,

kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian

Setd4 dan para Camat dilingkungan l(abupater Rembang

5. Sdr. Sekretaris Dewar beserta staf

6. Edr. Pimpinan Orgalrisasi Kemasyarakatan, LSIvI Rekan-rekan

Wartawa4 dan semua lndirin yang berbahagra.

sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terrebih dahulu

marilah kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat

ILAHI ROBBI, atas segala limpatran R.ohmaq Nilo'nag Taufik dan Hidayah-NyA

yang dikaruniakan pada kit4 sehingga sampai kini, kita masih diberikan

kesempatan menghadiri Rapat Paripurna DpRD ini, dalam keadaan sehat wal

afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi

besar kit4 MUHAI{IvIAD sAW yang telah menunjukkan kita dan sebagai suri

tauladan bagi kita scmua-

Berkenaan dengan ragedi pesawat AIR ASLA, dengan nomor



penerbangan QZ-8501, yans membawa pemrmpang 154 orang, yang hilang

dalam rute penerbangan antara Surabaya - Singapura dan musibah tanah longsor

di Kabupaten Banjarnegar4 kami ikut prihatin 
.dan 

menyampaikan bela

sungkawa yang sedalam-dalamnva. Knmi berdo'a semoga pencarian pesawat Air

Asia oleh tim gaburgan penyelarr:at nasional segera berhasil menemukan

pesawat tersebut. Amin Ya Robbal Alamin.

Sdr. Ph Bupati dan segenop Sidang Dewan yang kami Hormoti..,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai

Parsatuan Pembangr.lnan, mengueapkan selamat menyongsong tahun Baru 201.5;

semoga di tahun yang akan datang, kita selalu diberikan kemudahan atas segala

urusan dan diberikan kesuksesan oleh ALLAH SWI dalam menjalankan tugas

untuk mewuj,rdkan pembangunan Kabupaten Rembang tercinta ini menjadi lebih

baik.

Karni juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten

Rembarrg, kususnya kepada SKPD - SKPD terkait , yang telah bekerja keras

secara maralon, schingga delapan Raperda tersebut, tahapan demi tahapan

pembahasan dan pcnyusunannya danat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang

direncanakan, baik di Pansus I, II maupun III.

Kanri juga nrenyanpaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya

kepada para pakar akademisi, para tokoh masyarakat, para Camat dan Kades se-

Kabupaten Rembang, yang tclah banyak membantu dan membcrikan masukan



sebagai bahan pertimbangan <ialam pembahasan atas tersusunya delapan Raperda

ini.

Sidong Dewun yang kami hormoti.....,

Selanjutnya dari Fraksi Pa,1ai Persatuan pembangrnan, menyampaikan

pendapat akhir , dengan mengucap Brsmillahinohmaninohiim Menyetujui, Atas

Delapan Rapeha Tahun 2014 ini, unr..rk ditetapkan menjadi perda Tahun 2014,

dengan segala perubahan., baik ,renambahan dan pengurangan didalam

pembahasannya.

Ada beberapa catatan yang pcrlu kami sampaikan, untuk diperhatikan dan

ditindak lanjuti, anlara lain:

l. Berkenaan dengan Tiga Raperda tentang Des4 pemkab harus

melaksanakiir bimbingan/pembinaan kepada pemerintahan riesa dan

lembagalcmbaga yang ada didesa.

2. Untuk menrudahkan pelaksmaan perda ini, pemkab disaranl<an

mlmbr:nfuk Bapermades.

3. Berkenaarr dengan pembagi.lr retribusi 2,85%o yang dibebankan kepada

nelalan 1,45% dan bakul 1,40% agar pelaksanaannya dilakukan

penga\7asan bersama dengan pihak terkait.



4. Iuaran nelayan dan bqkul kepada KUD sebesar 2,15%, dengan rincian

nelayan 1,55o/o dan bak,I 0,60 % , harus benar-benar dimanfaatkan untuk

kesejahteraan nelayan dan 5akul.

Diupayakan ada ke{asama pit:ak terkait, dalam pengelolaan ikan, pada

saat over produksi, sehinnga tidak merugikan nelayan.

Pemkab,harus menjaga dam melestarikan cagar budav4 yang mempunyai

nilai sejarah tinggi, seperti Pathol Sarang dan Bangunan-bangunan kuno.

Mengamankan sit'rs te{an, dari kegiatan penambangan yang tidak

terke.rdali.

8. Pemkab harus melak-ukan upa)'a perlindungan terhadap anak, yang

menjadi kcrban kel:erasan, diur melakukan rehabilitasi mental, baik

kepada korban maupun pelaku yang berstatus anak.

9. Memberi ruarg kepada LSM da:r Ormas yang peduli anak, dengan

melakukar. pendarnpingan pada p,.oses hukum yang terjadi pada anak.

I0.F-PPP setuju terhadap pengusua perhotelan, Cafd, Klab malarn, warkop

dan sejenisny4 unnrli tidak mempekeq'akan anak dibawah umur.

Demikian Perdapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentang

hasit Pembahasern Delapan Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014, dengan

harapan setelah ditetapkan, segera dilakukan sosialisasi sehingga dapat menjadi

pedoman daleun pelaksanaan pel ayanan nrasyarakat.

5.

6.

7.



Trimahsih atas pefiatiartdm mohon maaf atas segalakekurmgmnya.....

Wassalamu a'lailerm Waohmaullahi Wabrokaatuh..:..

Rembmg 30 Desember 2014

PIMPINAI\I F'RAIGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAI\I RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KEruA

@,ry
SU,GIEABXA



PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT

TERHADAP HASIL PEMBAHASAN

8 EAPERDA NON .qPBD KA.BUPATEN REMBANG

TAHUN 2OT4

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABU P'.TEN REM BAI\IG

Remhang, 30 )esember 2Ot4

Dibacakan oleh : Hi.HlKlVlAH PURNAMAWATI



DEWAN PEIIWAKILAN RAKYAT DAERAH II
.. KTBUPATEN REMBANG

FR,{KSI DEMOKRAT
ll. Diponegoro No. 88 Rentbang;

telp. (0 195) 697t94;69329O1 693291

PEi,I DAPAT iRAKS i DE i!'!OKRAT
TERHADAP HAS]L PEMBT HASAN 8 RAPERDA NON APBD

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014
SELASA, 30 DESEMBER 2014

DIBACAKAN OLEH : Hj .llKMAH PURNAMAWATT

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera Bagi Krta Semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Plt.Supati;

2. Saudara Pimpinan dan segenap p.lggota DPRD Kabupaten Rembang;

3. Forum Koordinasi Pimpiran Daerah Kabupaten Rembang;
a. Staf Ahli Bupati, Asisten Serreti.ris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas,

Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Carnat dilingkungan Pemerintah
l/rhr rnatan Clarr.h: n-.

5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaterr Rembang bersama staf;

6. Saudara Pimpinan Organisasr Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan

segenap hadirin yang berbahagia.

Segala puji bargi Allah SV/-, Tuhan Yang Maha Esa yang memberi Rahmat

atas segala nikmat yang kita rasakan bersama yaitu kehadiran kita bersama untuk
rnenetapkan masa depan Kai:upaten Rembang yang kita cintai ini berupa
penetapan 8 Raperda menjadi Perda Kalrupaten Rembang Tahun 2014. Semoga

Rembang leh,ih maju, oinamis, aman, tet)teram, dan makmur serta iman dan

taqwa sela lu terjaga.. amin.

Saudoro Plt.Bupoti don Sidang Dewon Yong Terhormot...

Terkait dengan pembahasan 8 Raperda Tahun 2014 yang telah melalui
pembahasan yang panjang antara Pan:tia Khusus (Pansus) dengan pihak Eksekutif
serta pihak-f ihak lain, tahapan demi tahapan dilalui dengan baik dan lancar
sehirrgga 8 Raperda Tahun 2014 ini bisa diselesaikan sesuaijadwal.



Dengan mengucap Bismillahir,hmanirohim kami dari Fraksi Demokrat

menyetujui 8 Raper'la Non APBD :

1. Raperda Penataan Desa.

2. Raperda Pengelolaan Keuanjan dan Aset Desa.

3. Raperda Penyelenggaraan P.merintahan Desa.

4. Raperda Felayanan PuLlik.

5. Raperda Perusahaar Dareral,Bank Pe;kreditan Rakyat " Bank Pasar "

Kabupaten Daerah Tingkat li Rembang.

6. Raperda Pengelolaan TPI di Kabupaten R,lmbang.

7. Raperda Perlindungan Anak

8. Raperda Cagar Budaya

untuk ditetap,<an menjadi Perda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014

Soudaro Plt.Bupati dn.t Sidong Dewon Yong Terhormot...

Selanjutnya Fraksi Demokrat m?nyampaikan beberapa catatan terkait

dengan 8 Raperda Tahur, 2014 ini sebagai berikut :

1. Dengan disahkannya Raperda irri menjadi Perda, diharapkan Pemerin'ah

bisa rrelaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku (tegas )supaya
masyaraI at bisa menikmatinya. Dan mengenai Raperda tentang

-l- l -.--ie i-ry_:e ioaa,l i1 n eUailgan oail ^\5ea uesd supdyd ucl Ildl'l-lldtr udldrll

penggunannya dan masyarakat rlilibatkan disetiap penggunaannya.

2 Dengar disahkannya Perda Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang ini

diharapkrn pembirgian yang berasal dari iuran bakul dan iuran nelayan bisa

dilaksan: kan ciengan baik dan harus ada perjanjian antara nelayan dan

koperasi nelaya n.

3. Supala dibuat aturan yang nrengatur tentang tata kelola lelang dan

distrib'rsi terhadap kapal sedang (Cantrang).

4. Diha''apkan dengan diberlakukannya Perda Cagar Budaya bisa menambah

sernangat dalam pengelolaan v,isata Rembang, khususnya mendorong

wisata sejarah yang sangat lua, biasa besarnya.

5. Diharapkan dengan diberlakukan rya Perda Perlindungan Anak, Pemerintah

dan Dinas terkait serta masy.rrakat dapat menga plikasika n nya demi

kepentingarr anak-anak sebagai generasi penerus. Dan dimohon kepada
6^-^-;-+^! ^-L-. l,^- .^-^.: 1.L..-,.- ^-^l' ---1. +^-11-+--i'emeiiniai. 5Upaj'y<i tiieliiFi€iiicit iioai reLoio ,\rr\,rwr, orrol\-orro^ !<rrorrtor

yang ti,lak tahu asal usulnya dalarn hal pembuatan akta kelahirannya.



Demikian pendapat Frdksi Demokrat berkaitan dengan hasil pembahasan
8 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Semoga Allah SWT
meridloi niat luhur kita semua.

Akhir kata, bila ada tutur katJ yang tidak berkenan, kami mohon matrf
yang sebesar-besarnya.

8i llohi to ufi q wa I hidayo h...

Wassalamu'alarkum Wr. Wb.

Rembang 30 Desember 2014

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH

KABUPATSN REMBANG

KETUA, &
r*(g



PARTAI XEBAHOX ]fAII BAXOTA
?lcxtuNqtuc"

PENDAPAT AKHIR

FMKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAT.YA'T DA.ERAH KAB|,JPATEN REMBANG

TERHAI)AP

HASIL PEMBAHASAN FAPERDA TAHUN 2014

disampaikan oleh WASIMAN

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 30 Desember 2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas (Plt). Bupati Rembang

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segelap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinarr Daerah (Forkomido); Komandan

Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepaia Kejaksa3n, Ketua Pengadilan Negeri

Rembang; dan Ketua Pengadilan Agama Remb;rng

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daera r besrta Pejabat di lingkuangar Pemkab.

Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rernbang;

Yang Kami hormati Suadara Sekretaris DPRD b,:serta ja.iarannya

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita,

LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagiii.



Mengawali pendapat akhir ini perkenar'kanlah kami FPKB menghaturkan Puji

Syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpaharr rahmat Taufiq dan Hidayahrya sehingga

sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmatNYA Sholawat dan

salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAV/.

Hadirin sidang dewan yang kami hormati

Setelah melalui proses yang panjang dalam pembahasan raperda tahun 20t4, kami

FPKB:

1. memberikan apresiasi setinggi-tingg,nya kepada segenap tim Pansus tentang

raperda yang telah mencurahkan segalanya dalam pembahasan rape;da ini.

2. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus l, ll dan lll untttk segera

ditindak lanjuti oleh pemkab

FPKB memberikan beberapa catatan a,ratara lain:

a. Perlu pengkajian kembali dan val:dasi data dPS agar oata yang dimiliki riil di

kondisi masyarakat sehingga pelaksanaan program-pro{lram pemenntah yang

menggunakan data BPS tepat sasaran

b. Untuk menunjang tugas pemkab perlu di bentuk bagian pemenntahan desa

tersendiri di setda rembang dan tidak melekat di bagian umum

c. Perlu di bentuknya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades)

tersendiri dan terpisah dari BPIIPKB agar pelaksanaan program pcmberdayaan

masyarakat desa lebih optimal sekrlligus mengingatkan bahwa bapermades
provinsi jateng sudah terbentuk

d. Pemkab Rembang agar selalu mengadakan festival budaya guna melestarikan

kebudayaan local dan sekaligus me,npromosikan kepada wisatawan domestic
maupun internasional.



Hadirin sidang dewan yang terhormat

FPKB mengucapkan banyak terima kasilr kepada semua oihak khususnya kepada
para Pemerhati budaya, LSM dan media yang srlahr membantu menggerakkar. masyarakat
khususnya masyarakal desa untuk menjadi te-bedayakan, masyarakat yang t,erbudaya,
masyarakat yang selalu mencintai adat istiadat rrarlsan ..

Maka dengan mengucapkan BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM, Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Rembang MENYETUJUI DELAPAII RAPERDA
menjadiPERDA.

Sebelunr kami akhiri, mohon doa alfatihah kepada KH. ABDURRA|IMAII WAHID
yang pada bulan ini bertepatan dengan HAUL ke 5

Sekaligus mendoakan agar bangsa lndonesia di jauhkan dari musibah dan bencana,
serta mendoakan pesawat airasia yang hilang segera ditemukan.

Alfatihah....

Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar- besarnya .

Wallahul Muwaffiq llaa Aq wamittorieq
Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 Desenrber 2014
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Sekretaris



FR{KSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PEXWAKU.AI\ RAKYAT DAERAH

I(ABI'PATEN REMBAIIG

PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI ]NDONESIA PERJUANGAN I.]A4DFM
DE\AAN PERWAKIL.AN BAKYI\T DAEMH KABUPATEN REMBANG

TEEHADAP
rt,TE NIVU STNI PEN DAPAT AKH I R TENTAN G PEM BAFIASAN fl NNECNON

Dilracakan Oleh :

Assal a m u' al a i ku m wa roh m atul I ahi vaba rokatu h

Salam sejahtera bagi kita semua
MERDEKl......m

Yang terhonnar, Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat, F'impinan Besorta Segenap Anggota DPRD Rembang
Yang terhormat, S,ekretaris Daerah lGbupaten Rembang
Yang terhomrat, lrluspida Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Ketua Pengadil;an Negeri iRembang
Yang terhormal, Ketua Pengadilan Agama Rembang
Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang
Yang terhorffiat, Kepala Dinas, Badaf,, Kantor den camat se-Kabupeten Rernbang

Para Tamu Undangan yarrg Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadirat illal i Robbi yang telah rnemberikan kesempatan,
kemudahan darr kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan
berbagai berkah sehingga dipagi ini kami marnpu menghadirkan Pendapat Akhir Fraksi PDIP N/roE$,
terkait Pembahasan t Raperda.

Setelah dilakukan diskusi{iskusi dan penrbahasan terkait Pembahasan 7 Raperda dan
rekomendasi dari Pansus - Pansus , maxa perkenankanlah di forum yang tefiormat ini kami
menyampaikal hal-hal sebagai berikut :

l. sesuai dengan rekomenddsi deri pansus I kami ddri frdksi PDI Perjudngdn NAsdem jugd
mendorong pemerintah membentuk bagian yang khusus membidangi Pemerintahan Desa
agar lebih fokus dan tidak rnelekat pada Bagian Pemerintahan

2. Perlu juga pemerintah melakukan pengkajian kembali data dari BPS yang sesuai dengan
kondisi masyarakat agar Program KlP, KIS dan lainnya dapat tepat sasaran dan tidak
terjadi masalah di masyarakat bawah.

3. seperti hatnya pansus I kami juga mendorong adanya pembenfukan BAPERMADES guna
memperlancar semua program - progranr Pemberdayaan masyarakat Desa.

4. kami Fraksi PDI Perjuangan nasdem mendukung adanya pakta integritas antara
pengelola TPI dan Nelayan

5. Kami meminta agar diterbitkannya Pebup yang mengatur tentang mekanis lelang
retribusi terhadap kapal cantrang.

6. Pembagian 2,15 o/o yang berasal Cari iuran nelayan 1,55o/o dan dari iuran Bakul 0,607o
pembagian2,15% tercebut di atur / di nol:lriskan.



7. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga mendorong dibentuk team pengawas KPLI

8. Sesuai Rekomendasi Pansus ll tami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ingin pembayaran

lelang di TPI secara tunai dilaksanakan selambat - lambatnya satu tahun sejak Perda ini

CiUndanglldn.

9. Kam: Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menghimbau Pemkab melalui SKPD terkait
melakukarr pendataan benda cagar btrdaya yang ada di wilayah kabupaten Rembang ini

agar dapat zilakukan perawatan dan penjagaan .

lO.seEin benda crgar buday6 yAng Adit tepi pemerintah ju6g melakukan pehdataen buddla

- budaya asli Caerah Rembang ini misal Patol sarang, Kethoprak dan lain - lain.

11.Yang terakl.ir dan tidak kalah penting yaitu kami dari fraksi PDI perjuangan nasdem' 
menekankan kepada Pemerintah untuk bener - bener konsisten menjalankan dan

menegakkarr Raperda ini jika sudah di sahkan nantinnya agar tidak menjadi sesuatu yang

mubadzir tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak'

Hadlrin Sldang Parlpuma yang Kami Mulyakan
Demikian Pendlapat akhir Fraksi PDI Perjutrngan Nesdem ini dibuat, semoga ada guna dan

manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal l'{idayah
Wassalamu alaikum wr. Wb.
MERDEKA.III

PDIPER.J
DPRI)

ALIIRCHAM ST

KETUA,
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PENDAP./\T AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAI(AN II\IDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERI]:ADAP

8(DELAPAT{) RAPERDA
KABUPATEN PJMBANG TAHT'N 2OI4

RE}/BANG, 30 DESEMBER 2014

FARTAI

GERTBIDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA



FRAKSI GERAKAJY INDONESIA RAYA ( GERINDRA )
DPRD KAI}UPATEN REMBAI\IG

Jl.P.Diponegoro No.88 Rcmbeng (0295)691194 Kode pos 59251

PENDAP,IT AKIIIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

8(DELAPAN) RAPERT)A
KABUPATEN REMBANG TAIIUN 2OI4

Disampaikan olch : Puji Santoso
Pada sidang paripuma DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 30 Desember 2014

Assalantu 'alolkum wr. t b.

Salam Indonesia Rayo

Yang terhormai Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dar Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua pengadilan Negeri Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesaruan TNI-POLRI

Yang karni honnati sdr. Para Pejabat dilingkungan pemkab. Rembang serra para camat Se-
Kabupaien R.emt'ang;

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, wartawan, para pimpinan ormas, organisasi
Wanit4 LSM Scrta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat nkhir Fraksi partai Gerakan Indonesia Raya

terhadap 8 Raperda" kami tiada lupa mengajuk kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah
SWT atas segda limpahan Rahmad, Nil.mat dan karunialrlya sehingga sampai saat ini
kebersamaan semua jajaran Eksckutif, Legeslatif dan yudikatif dalam mclaksanakan tugas

pcngabdian kepada seluruh masyarakat Rembang bisa berjalan dengan baik.



Sidang Paripurna Yang Kami Hormrti

Dalam proses pembahasan raperda, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi

kepada semua Pa,rsus dan Pihak terkait yang telah membahas raperda secara serius dan dapat

menyelesaikan seluruL rangkaian kegiatan. Karn i berharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang

segera mungkin dapat menindaklanjuti seluruh :ekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus I, II
dan iII.

Terkait dengan Perda tentang Desq Serclah Peraturan Pemerintah dan undang-undang

dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesra, kini Peraturan daerah yang dinrnggu-tunggu

oleh masyarakat Kabupaten Remhang bisa disy ahkan dalam rapat paripuma hari ini, dengan

maksud agar Perda dapat dilaksanakan pa.la tahun 2015. Berbagai hal diatur dalam Peraturan

Pernerintah no 43 tahun 2014 tentang Peratuan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun

2014 tentang Desa ini. Kami berharap dengan dicerlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah

dapat mensosialisasikan dengan jelas agar seju.nlah dana yr.ng masuk ke desa dapat digunakan

semaksimal mungkiu untuk kemakmuran warga nasyarakat desa.

Sidang Paripurna Yang Kami Hornrati

Dengan mengucap Bismillahirrohmanir'.ohim, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia

Raya menyetujui 8 Raperda yang telah dibahas dalam Pansus urtuk ditetapkan menjadi Perda.

Demikian pendapat akhk kami, Atas ssgala kekurangannya disampaikan permohonan

maat'dan terima kasih. semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi

kita semua. Amiiin...

Wassalamu'alalkum Wr, Wb.

Rembang, 3tl Desember 2014

DPRD REMBANG

-t4-=-
PUJI SA.N{TOSO. SP. MH.

Sekretaris

ffis



DEWAN PERWAK]LAN MKYAT DAEMH
XABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

sekretarht il.Diponesoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290

E@

ffi
PENDAPAT FMKSI KARYA SEJAHTERA
. 

DPRD KABUPATEN REMBANG

atas Hasil Pembahasan

1. Raperda ttg. Penataan Desa

2. Raperda ttg. Pengetotaan Keuangan dan Aset Desa

3. Raperda ttg.Penyetenggaraan Pemerintahan Desa

4. Raperda ttg. Perubahan atas Perda No 6 Th1996

ttg. PD BPR Bank Pasar Kabupaten Dati ll Rembang

5. Raperda ttg. Perubahan Perda No 4 Th 2009

ttg. Pengetotaan TPI di Kabupaten Rembang.

6. Raperda ttg. Pertindungan Anak.

z. Raperda ttg. Pengetotaan Cagar Budaya.

8. Raperda ttg. Penyetenggaraan Petayanan Pubtik

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab.Rembang

Hari Setasa, 30 Desember 2014

Juru Bicara : H. JOKO SUPRIHADI, SH



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

!

a

!

a

Yang terhormat Sdr. Ptt. Bupati Rembang

Yairg terlormat Sdr. Plmpinan dan Segenap anggota DPRD

K:hr rnatpn Flamhano;;s--t----.'

Yang terhormat Fontm Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang

Yang terhorrrat Sdr. SEK.D.,\, ,Assisten SEI'.DA f.abupaten P.embang

Yang terhormat KABAG, Kepata Dinas Kantor/lnstansi Kabupaten

Rembang

Yang terhormat Sdr'. Sekretaris DPP.D K.abupaten F.embang

Yang terhormat Sdr. Camat, para Wartawan dan Undangan yang

berbahagia

Fada l<esempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan

puja dan puji syukur ke hadirat Attah SWT yang senantiasa memberikan

rahmat, berkah dan kenikmatan y6pg tetah diberikan kepada kita sennua

sehingga kita masih bisa hadir datam suasana yang baik ini'

Rapat Dewan dan hadirin ytng terhormat

Setelah Panitia Khusus DPR.D ber"sama SKPD terkait membahas 7

(tujuh) RAPERDA yang disar,rpaikan oteh eksekutif dan 1 (satu) RAPERDA

inisiatif dari tegistaiif . Tibatah saatnya Fraksi Karya Sejahtera

men),ampaikan pendapat fraksi atas pembahasan raperda ini sebagai

berikuU

1. Raperda perubahoan atos Perda Kobupoten Rembang Nomor 4 Th.

2009 tentong Pengeiolaan Tempot Pelelangan lkan'

Dalam raperda ini prosentase pungutan retribusi dari nelayan dan

bakul mengatami penurunan jika di bandingkan dg perda induknya
yaitu perda no 4 th 2009, yang semtJta totat retribusi sebesar 3,5
nrospn moniadi 7 85 rrnsen dari tota[ !"amtn
Fr: !-'-:'-: ! !::'-.rtj'r'r: -'-:-' i.



Ateskipun secara proseniasrJ menurut Raperda ini mengatami
penurunan tapi FKS mempunyai keyakinan PAD dari retribusi ini
tidak otomatis mengalami penurunan juga. Kami masih melihat
kurang optimatnya SKPD terkait di dalam penegakan Perda No 4 Th
2009 yg berujung pada kebocoran perotehan PAD kita. Diantara
kurang optimatnya penegakan Perda No 4 Th 2009 di antaranya

o Masih terjadinya transaksi penjuatan ikan di luarTPl.
o Pada nel.ayan cantrang yang mendaratkan ikan tangkapannya di

TPI Tasikagung 2 di dalam transaki masih betum menggunakan
sistem [etang. Paciahal ,retayan ini dari sisi raman tebih tinggi di
bandingkan dengan netayan yg metetangkan ikannya di TPI
Tasikagung l,tetapi dari sisi retribusi justru tebih tinggi TPI
Tasikagung 1.

Untuk itu FKS merekomendas.ikan ;

a. Agar segera di buat perbub yang mengatur lebih lanjut tentang
mekanisme transaksi ikan khususnya pada netayan cantrang di TPI
Tasikagung 2.

b.Agar setiap produk hukum berupa perda ini nanti bisa berjalan
efektif maka instansi terkait wajib untuk menegakkan.

2. Raperda perubohoan ketiga 'ztas Perdo Kabupaten Dati ll Rembang
nomor 5 tohun 1996 tentang PD BPR Bank Pasar Kabupoten Dati ll
Rembang.

BPR Bank Pasar merupalan bank perkreditan yang saham
tunggalnya di mitiki oleh Pernkab Rembang. Karena itu FKS sepakat
jika modat dasarnya ditambah nrenjadi Rp.25 000 000 000,- (dua
putuh [ima mityar rupiah). Meskipun demikian kami merekomendasi
agar di datam pengetotaannya mengutamakan faktor kehati-hatian.
Jangan sampai terjadi ada penyimpangan keuangan seperti masa
tatu yang mtibatkan kepata daerah dan pihak menegemerr. lJntuk
itu pengawasan ternadap penelotaan bank pasar nantinya tebih di
tingkatkan tagi.

3. Raperda tentdng Penatoan Desa, Raperdo tentong Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa dan Raperda tentong Pemerintohcn
Desa.

Mengenai Tata Pengetolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) maupun Pengetotaan Aset Desa setelah ditetapkan datam
Perda nanti, hendaknya diatur secara rinci datam Peraturan
Bupati. Demikian pula mengenai tanah bengkok kepata desa dan



perangkat desa, .juga harrus diatur secara jelas datam Peraturan
Bupati tanpa mengurangi nitai-nitai sosiaI untuk kemakmuran
masyarakat desa.
Kami juga merekomencasikan untuk menghindari hat-hal yz,ng
tidak diinginkan, kami menganjurkan agar ada tenaga teknis
profesional yang menguasai administrasi keuangan yang
rnanrl: rnni nai narnaln+al. .lo.oI Prrrrrri rrt\a.rr i.ir=jr:i.

4. Raperdo tentang Penyelenggoraan Perlindungan Anak.
Dengan ditetapkannya P,)raturan Daerah tentang penyelenggaraan
Darrinr.t,,n^^^ A -=t-r ini t:-^1.-: tl^^,^ cai:hrar.i! !.^-L.-^^ L^t, L^t,rsrtrrruurtgorL{rrqA ir, ! iqAJi ndiyd ]rejdiiLei(i Oeiiidi-ap fiah-iidii
anak di Kabupaten Rembang bisa terwujud secara baik.

5. Raperda tentong Pengeloluon Cagar Budayo.
Cagar budaya adatah benda warisan yang tak ternitai harganya,
karena itu harus kita jaga kelestariannya. lnitah pertunya
ditetapkan Perda tentang Pengetolaan Cagar Budaya di Kabupaten
Rembang, agar generasi mendatang tidak kehitangan harta yang
sangat berharga yakni karya budaya nenek moyangnya.

6. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pubtik

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut
..^r,'1, l^Lik * ^::i n.: L,.! t L,: .1 Fat-.,-^^- ^,.Lt:t, _^^.,^_l^-t -^^t,^^ur rLu^ rrrrr r ll rEr iii as^dLnai i pcidyciiiaiii pijoiiK, iii€filece iiialio n<ii i
jenis pelayanan pubtik dan mempercepat proses pelayanan pubtik.
l(atau hat ini terwujud maka masyarakat akan mendapatkan
jaminan pelayanan pubtik yang prima. Fraksi Karya Sejahtera
berharap, denqan ditetapkannya Perda tentanq Penyetenqqaraan
Peiayanan Pubtik akan rnendorong terciptanya daya guna dan hasil
guna Pemerintah (abupaten Rembang datam mensejahterakan
masyarakat melatui pelayanan pubtik.

Dengan berbagai masukan diatas, Fraksi Karya Sejahtera setuju

ditetapkannya 8 (detapan) Rancangan Peraturan Daerah tadi untuk

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia,

Menutuo DendaDat inr- xamr 'lnsin menrramnaikan niwelino. "Yitna..._.,_ __T T_'.__T_ _ Prrr._:::r5.

yuwana, lena kena" artinya barangsiapa berhati-hati akan selamat

sebaliknva siapa yang terlena datam akan mendapat musibah, maka



maritah kita berhati-hati datam berpikir, berucap dan bertindak agar

terhindar dari mara bahaya.

Akhirnya, biia ada kata yarrg kurang berkenan pada penyampaian

Pendapat Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang

sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah,

rahmah dan biinbingan untuk kita semua datam menjatankan tugas dan

pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang sami pinanggih - Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPA'I'EN REMBANG
SEJAHTERA

HADI, SH



I
FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPATAKHIR

TERHADAP

7 (TUJUH) RAPERDA

Dibacakan Oleh : M. NUR HASAN

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabuparen Rembang
Plt. Bupati Bupari Rembang.

Forum Koordinasi Plmpinan Daerah Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Reml:ang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian /lnstansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabuparen Rembang

Kerua KPUD Kab. Renrbang, Ke:ua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang
dan hadirin yang berbahaga.

Assalaam u'alai k u m Wr. W b.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga Panitia l(husus bersama

SKPD terkait dapat bekerja dengan baik.

Pimpinan dan hadirin yang herbahagia,

Memperharikan pembahasan di tirgkat paniria khusus, maka kami dari

fraksi I{arapan pcrlu l<iranya mcny.unpaikan bchcrapa hal :

l. Raperda tentang Cagar Budaya.

Menjadi keprihatinan kita bers rma, kerika banyak sirus-sirus yang

rusak, tidak [erawat, bahkan ada beberapa berubah menjadi



bangunan modern dair telah dialihkan fungsinya. Rancangan

peraturan daerah ini adalah benruk komirnen kita bersama unruk

unruk senantiasa menjaga, melindungi, merawar situs-sirus tersebut

agar dapat mcnjadi wahana pcnrbelajaran bagi masyarakar, sckaligus

juga Capat mcnjadi dcsrinasi ra'isara di Kabupatcn Rcmbang. Kami

mengharapkan lahirnya Perda rcntang Cagar Budaya, diikuti dengan

kebijakan pengarrggaran yang cukup, sehingga aplikasinya dapat

berjalan oitimal.

2. Raperda tentang Perlindurrgan Anak.

Tingkat kekerasan pada anak disinyalir semakin meningkar dan

cenderung tidak terekspose di masyarakar. Rapercla ini kita susun

unrLlk melindungi hak-hak anal< sebagai korban pelaku kekerasan

upaya pencegahan pada semux tindakan yang berpengarun pada

rumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Regulasi ini juga

diharapkan menciptakan iklim kcndusif, nyaman dan edukarif bagi

anak, mengingat anak-anak adalah aset utama pembangunan di masa

yang akan datang.

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

"Banl< Pasar" Kabupaten DaerahTingkat II Rembang.

Kami mendorong upaya pemerintah daerah untuk menata dan

mendorong BUIID-BUMD agar dapat senantiasa beke{a dengan baik

dan n:emberikan manfaat baik dalam benruk deviden atau benefic

kepada masyarakat. Kami mendukung penambahan modal dasar pada

PD BPR Bank Pasar agar dapat melakukan ekspansi retapi rerap



dengan menjaga prinsip keharian-hatian dalam bekerja. Berkaitan

dengan raperda ini harap segera diikuri dengan kebijakan

penganggaran yang sesrrai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.Raperda renta.ng Perubahan Atas Penataan Daerah Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.

Sektor kelauran menjadi salah salah saru porensi unggulan di
Kabupaten Rembang Perkembangan produksi hasil laut cukup

menggembirakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakar.

Kami mengharapkan kerjasarna pemerintah daerah dengan

masyarakar nelryan dan bakul senanriasa di bangun dengan baik,

termasuk unrul< menangani kredit macet yang belum terbayar di

beberapa TPI.

5. Rapelda tentang Desa, meliputi Raperda penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Raperda rentang penataan Desa dan Raperda

tentang Pengelolaan Keuanga.n dan Kekayaan Desa.

Llndang-undang no 6 Tahun 2014 rentang Desa adalah benruk

komitmeu pemerintah unruk scnantiasa meningkatkan partisipasi

masyarakat, khususnya pemerinrah desa, dalam pembangunan. Kita

semua rnenyadari bahwa faktor Sumber Daya Manusia menjadi fakror

yang cukup dominan dalam pembangunan. Unruk iru kami harapkan

pemerintah daerah unruk mr:mbcrikan pendampingan, pclatihan

l<cpncla pcrangl<rrt 1'rcrirrrgl<at clcsa, sccarrr intcrrsiI agar clal.ritt ltl<crja

dengan bail< dan menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan

benrribawa.



7---

Pimpinan sidang dan hadiin yang kami muliakan,

Demikiarrlah penrlapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati

raperda tentang Cagar Budaya, Perlindungan Anak, PD BPR "Bank

Pasar", Pengelolaan TPI dan Desa, beserta raperda :entang

Penyelerygaraan Pelayanan Publik unruk dapar direrapkan menjadi

peraturan daerah. Kami menghar;rpkan pemerinrah daerah unruk segera

dapat mcnsosialisasikan peraruran-pcraEuran kepada masyarakat.

Semoga peraturan daerah ini dapat bermanfaat sebesar-besamya bagi

masyarakat di Kabupaten Rembang. Aamin.

Billahi t au t'iq w al hiday ah.

Wassala tm u'ala ikum Wara-hma :ulla-hi Wa barakatuh.

Rembang, 30 Desember 2014

FRAKSI TiLARAPAN

DPRD KAB" REMBANG

Kerua Sekretaris

SA}.ININGSIII. SFHASAN



DET/AN PE.RiITAKILAI{ RAI(YAT DAERAH
}: r. ", - ":E,iI REMAAI.,IG

Jl. Dipor. :s,-rro --r ( ?95) 69 1194 Kode pos
. )28?,

RDiIBANG

]..DPUTUS},N DDWAI.i PLIif.'I\IiILAIJ ti/\I{YAT DADRAH
I(ABU I'>iVlil;,I I{ DNIRA I\C

tJol/.ii /a/ 'i,\l Ir.JN 201.1

. T;N I'iNG

PEI?SDTUJU,{N PDTJ.il'APAN RT\ NC,ANCAN
PDRATUITAN DADRAI I 1'i''I.]'IANG I''IiNAI'AAN DESA

DL)WAN Ptrti\Vr\lilt,.\N lU\.t(\,n'f DAIIiAt I

I(AEUPA'r'li^{ REN4Bn NG

Menimbang: a. bahl'^ rlenga. clirrnrlangl<anr.r'a Unda,g-Undang Nomor 6'l'.rhr-r, 2014 tcnrar.rg ')esa da. r)cl'atura, pemerintah Nomor
43 'l'al.lrrr 2014 tcrllans I)craturan pclal<sanaan Undang_
Ur-rclarrg Nomor 6 'l'a-rrrn 2014 tel.rtang Desa, maka perlu
acianl'a l)engatrlrar.l r.rrclrgeuai penataan clesa yang meiiputi
pelnllentulian, l;rltgl al)usalt, pet-rggabungan, perubahan
statns clatr penetal)alt <lcsa cii l(abupaten Rcmbang;

b.balrua berdasar.l.an pcrtiritbangan scbagaimana tersebut
clzrlarn hr-'ruf a rnzti::t p,:t.lrr nrenetaltltan per.aturan Daerah ;

c. be.hrva lrcrdasaiiian pcr.tirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam hr,rruf a, ,,lan I r.tmf b rnal<a pcrlu persetujuan Dewan
Perrvaliilarr Ral.:r.at Daer.ah l(abllpatelt Rernbang yang
d,tetapkan cleni{an'ieputr-rsatl Dcr.r,an Fenvakilan Rakyat
Dacrait I(abupa ten R' ritbarrg.

Mengingat : 1. Undarrg-l,.,ndarrg N.rrnor 13 T:thun 1950 tentang
Pcnt lrt:'r tu li arr Dlr:r.;rl l(abrrl)al(:n (laliltn Lirgl<ungan propinsi
Jas'a Tengah ;

L

a Unrli urg-Urrdatrii llornor B 'lzrlrrrrr 198l tcntang Hukum Acara
Pi<la:ia;

Undang-Undaus Nonr:rr 17 'i'ahtrrr 2003 tentang Keuangan
\t^^^...,.

Untlirng-Ur:clerrg Iiornor I
Perbcndaharaa ir lJccnra ;

'l'ah u rr 2004 tentang

5. Unr'" rrg-Urrdar:il Nonror l5 'l'ahr.rrr 2OO4 pemeriksaan
Pen5, clol aarr cl...rr'la n ggu ri g .J arr,ah lleu atr garr Negara ;

.1-



r:.IJnclarrg.UlrdaqgNorrroi3S.lahltrr2oo4tentangPerimbangan
I(euangrrtr n,i'I^ " Pr'rrrerintah Pus;at dan Pen:erintahan

Dacra lr:

7. Unclang-Unclar,; Lur ' 12 'lahun 201i tentang
Pembentttl<an Perat't ri t- ' Jr[ln(lang-Urldangan ;

3. U ncllrng-U nclang llornr:r' 5 'l'ahttrr 201'1 tclrtang Aparatur Sipil

|legrra;

9. Urrclang-U'r<1a,r;1 No'rt<'t' (;'l'ahttrr 2014 terrtang Desa;

l0. L nclarrg-U nclar r'; l'lotrtot' 2'?' 'l'alrutr 2Ol4 tentang

'Pcmerintahan Dacr;rh ;

1 1. Peratura:l Penrcrinti.h Nomor 9 Talrutr 2003 tentang

Weu':nang Perrgangl<; tarl, Pemindahan dan Pemberhentian

Fegas'ai Negcri Sii:il ;

12. I,cra[ttrirlt Pctttct ittlitlt N(llrl(rl. .13 ,|'irlttltt 2o|4 tentang

Pclal<sa,traatrUnclalrg.UrldalrgNtrtrror6.l.alrun20l4tentang
Dcsa ;

13. PeratLlran Presirlcrr Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang

Pengesahan, Pengutrt'augau <lan Pclr-yellarluasan Peraturan

Perttndar,g-Und a tr.latl ;

14. P:raturan llerrtcri I ralan-r llcgeri Nonror 1 Tahun 2014

tentang Pcmberrtr'tl<ar Protluk [-lul<um Daerah ;

15. Pcra.tu ran Dacrah I( 
"bttllatcrr 

llcmbarlg Nomor 12 Jahun
200sterrtangOrganis:tr;iclar-r'latal(erjaPerangkatDaerah
IiabuPaten Rernbatrg :

16. PeraLltran Des'an Pr:nvallilalr Iial<5'21 Daerah Kabupaten
'R':mbangNonror0l'lalrun2014tentangTataTertibDewan

Pcrs al<ilirr Ralif at Dact'ah Iial;upirtcr-r Rcmbang'

Memperhatikan:1'Laporrtrl)a.tritialilrustts.IDerr'anPer.wakilanRakyat
Oieraft l\al)Llp"terl Rerrrbang ' tauggal 30 Dese'nber
2014.

2. Pcnr'lap.tr: flnlisi-fral<si Dcrvan Pcnvakilan Rakyat

oae,'ai-, liabu' atcn Ren tbaug' tarrggal 30 Desember

2014'
1,. Pcnrbicat'iurtt-1lettrllicaretaIt clalar:r rapat Paripurna

Dervan Pcrs'aii;an Ral<-r'a[ Dacrah liabupaten Rembang

tarlggal 30 Dcser'':bcr 2014'

j\4 ti N I t-, 1'U S I( A i'l

Menetapkan:
i-SniAilp . Mell)'etujtli Penetai-r;ttt li;rncatrgan. Pcraturan Daerah Kabupaten

Ilen"rba:.rg tentang llenataan Desa di l(erbupaten Rel!118 dengan

scgala pcrubalraint a :;cl>agaitnarta tcrlampir menjadi Peraturan

Dac t'ah.



KEDUA

KETIGA

Menyererhkan
sebagai man a
Perattr rr .,

Rembar':g.

I(eputu san ini

proscs pc'te taparr Rancangan peraturar,.
<lil:r, '.- DDRTAI\,IA I(eputusan ini

Daerah
menjadi
Bupati

mulai l;cr I;Ll.r.r sejali, tanggal ditccapkan

Ditctapl<arr di Rembang
a tanggal 30 Desember 2014

WAI(ILAN RAI(YAT DAERAH
A1'EN RDMBANG

rn

+.



DEtrIAN P&RIIIAI(ILAN RAKYAT DAERAII
I{ABUPA'.TEN REMBANG

JI. Diponegoro No. 88 'Ielp (0295) 69LL94 Kode Pos
s9282

REMBANG
Peraturan Femerintah Nomor 43 Tahur, 2014 tentang Peraturan Pela-ksanaan

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

K]TPU'IUSAN DEWAN PERU'AKILAN RAKYAT DAERAH
KAT}UPATEN REMBANG

NOMOR ,l7 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJI'AN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGAR,^.AN PEMERINTAHAN DESA

DEWAN PER\VAICLAN RAKYAT DAERAH
KABUPI.TEN REMBANG

Me nimbang: a. bahwa dengan diunciangkanya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentaug Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu
adanya pengatulan rrengenai penyelenggaraan Pemerintan
Desa di Kabupaten Ren bang ;

b. Bahwa berdasarkan tersebut pada huruf a maka perlu
menetapkan Peraturar r Daerah ;

c. bahwa berdasarl,an pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. dan huruf b maka perlu persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan Keputusan l)e$.an Perwakilan Ralyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undar'.g Nomor 13 Tahun 1950 tencang
Pelnbentukan Daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;

2. Undang-UnCarrg Nomor
Pidana;

3. Und:.^rg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negala;

4. Undang-Undang Nonror 1

Perbendaharaan Negara ;

Tahun 2OO4 tentang

5. Undang-Undang Norr^or 15 Tahun 2004 Pemeriksaan
Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara ;

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



6. Undang-Undarig Nomor:33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuarrgan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

7. Undang-Undang Norror 12 Tahun 2O1l tentang
Pember.tukan Peraturen Perundang-Undangan ;

8. Undaag-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

9. Urrdang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Penrerin tahan Daerah ;

1 1. Peraturan Peme rintaL Nomor 9 Tahurr 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ;

1.2. Peraturan Pemerinta.h Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang
Desa ;

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengurdangan dan Penyebarluasan Peraturan
P:rundang-Undangan ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 rahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

15. Peraturan Daerah l(abupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata l(erja Perangkat Daerah
I(abupaten Rembang ;

i6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang i{omcr 01 Tahun 20i4 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Dat:rah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan l)anitia Khusus I Dervan Perwakilan Ralcyat
Daerah Kabupaten ltembang, tanggal 30 Desember 2014.

2. Pendapat fraksi-fralisi Dervan Perwakilan RalVat Daerah
Kabupaten Fembang, tanggal 30 Desember 2014.

3. Pembicaraan-pe:nbicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Ra.Lyat Daera.h i(abupaten Rembang, tanggal
30 Desember 2014.

MEMUI'USKAN' 
Menetapkan:
PIIRTAMA : Menyetujui Penetapan Nancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Pemeri'rtahan Desa di Kal-rupaten Rembang
dengan segala pentbah.nnya sebagaimana terlampir menjadi
Peraturan Daerah.

KEDUA : Men5.erahkan proses pertetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana cliktum PERTAMA Keputusan ini menjadi



KE'i]GA

Peraturan Daerdh
Rcmbang.

lieputusan ini mr:la;

Kabupaten Rcmbang, kepada Bupati

h^rlax,l sejak tanggal clitetapl(an .

Ditetapkan cli Rembang
tanggal 30 Desember 2C 14
IVAI{ILAN RAI(YAT DAERAH

ATEN iRDIVIBANG



DEITAil PIRWAI(ILAII RAI(YAT DAERATI
RaguPetEN RTMBAI{G

Jl. Dlponegoro ItIo. 88 Telp (O29S) 691194 Kode pos
59282

REMBAIT G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR // renunzor+

. TEVTANG

PERSETT'JUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TEN,TANG PENGELoLAAI\,KEUANGAN DAN ASET DESA

DEWAN PERWAKJLAN MKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan
ayat (2) Undang-rJndang Nomor 6 Tahun 2014 ientang Desa,
salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari fuokasi
Anggaran pendapatal dan Belanja Negara ;

b.bahwa alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara
kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel dengan 

_ 
memperhatikan kemampuan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara ;

c. bahwa dalam rarrgka memberikan kepastian hukum,
pengalokasian 

- 
D*1 Desa yang bersumbCr dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur aLgan
Peraturan pemerinteh 

;

d. bahwa berdasarkan pertimbangaa sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa dan Aset Desa;

e. bahwa berdasarkar, pertimbangan sebagaimana dimal<sud
dalam huruf a, perl,^ persetujuan Dewan perwakilan Rakyat
D aerah Kabupater, Rembang yang ditetapkan dengan
Keputusan Dewan perwalolan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

lVlengingat : 1. undang-Undang Nomor 13 Tahun 19so tentang
I)embentukan _ Daerah Kabupaten dalanm Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-tJ"rdang Nonror 8 Tahun 19g1 tentang Hukum Acara
Pidana;



3. Undang-Un('ang No:nor 17 Ta,hun 2003 tentang
Negara;

4. Undang-Undang Nomor
Pcrbendaharaan Ne6;ara ;

1 Tahun 2OO4

Keuangan

tentaIrg

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pemeriksaan
Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan r\ntara Pemerintah Pu sat dan pemerintahan
Daerah;

7. Undang-Undang Itlomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Plraturan Perundang-Undangan. ;

8. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Undang-Undar:.9 itlomor 23
Pemerintahan Daer: h ;

Tahun 2Ol4 tentang

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemSerhentian
Pegawai Negeri Sipil ;

1 2. Peraturan i)emerin i:.h Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Pelaksanaan Undarrg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ;

14. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2OO7 tentang
Pengesalan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undanp,an ;

15. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20i4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Keda Perangkat Dacrah
Kabupaten Rembang;

17. Peraturar^ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertit' Dewan
Perwakilaa Ralgat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2414.



Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Rabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.
Pembicaraan-penrbicaraan dalam rapat paripurna
Dewan- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 30 Deserrber 2014.

MEMU'IUSKAN

Menyetu-iui Penetapai Rancangan per.aturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pengelolaan Keuaagan dan Aset Oesa ai
Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana
terlampir menjadi Peraturan Daerah.

Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebagaimana diktuni PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Buiati
Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

2.

3.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2014

Menetapkan:
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

J', B T'

t
I

l

RAKYAT DAERAH
ATEN REMBANG



DEU/AIT PERWAKILAN RAI(YAT DAERAII
XABUP.ITEN REMBANG

.rl. Diponegoro No. 88 Telp (02!,51 691194 Kode Pos
5928.2

REMBAI{G

IiEPUTUSAN DEWAI{ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 rRsUtr zot+

TENTANG

PERSETUJ UAI.I PENETAPAN PAN CANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANC PEI.TYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DBWAN PERWAKII..AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a. bahv,a anak adalah ;unanah dan karunia dari Allah SWT yang
merupakan tunas, potensi penerus peduangan bangsa ;7ang
harus mende-patkan perlindungan Pemerintah Daerah,
masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari
tindakan keketasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan
salah dilingkungan rumah tangga, pendidikan dan
masyarakat ;

lr. bahwa urtuk menjamin dan melindungi hak-haknya anak
agar mendapat dari tindakan kekerasan, eksploitasi,
penelantaran perlalruan salah dan pelanggaran hak anak
lainya, perlu melaku.kan upaya-upaya perlindungan anak ;

c. bah'va perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan
yang wajib dilaksanekan oleh Pemerintah Daerah sesuai
amanat Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemenntahan Daertfi Provinsi dan Pemerintah Daerah
KabuPaten / Kota ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah KabuPaten R,;mbang.

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daetah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa 'I'engah ;

2. Undang-Unda.ng Nomor
Kesej e.h teraan Anak;

4 Tahun 1979 tentang

3. Undang-Undang Nontor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;



23 Tahun 2002 tentang4. Undang-Undang N,)mor
Perlindungan Anak;

7. Undang-Undang Ncmor
Kesejahteraan Sosial ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

6 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan Tidak Pidana perdagangan Anak ;

11 Tahun 2OO9 tentang

8. .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ;

9. Undang-Undang Noraor 23
Pemerintahan Daerah ;

Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pemerintalt Nomor 6 Tahun l ggg tentang
Koordinasi Kegiatan In stansi Vertikal ;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan da:r Kery'asama pemulihan Korbatt
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Peraturan Pemerintal' Nomor 38 Tahun 2OOZ :entang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah,
Pemerintahan Daelah Provinsi dan pemerintah Daerah
Kabupaten / kota ;

Pcraturan lvlenteri Negara pemberdayaan perempuan
Republik Indonesia Nornor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak ;

Peraturan Menteri Dr-,lam Negeri Nomor I Tahun 2014
tentang Pembenttrkan ftoduk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Prcvinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap
Korban Kekerasan Ber5asis Gender dan Anak ;

Peraturan Daerah Kabrrpaten Rernbang Nomor 2 Tahun 2O0g
tentang Urusan Pemt rintahan Yang Meniadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah iabupaten Rembang ;

Pera.turan Daerah KaDupaten Rembang Nomor 12 Tahun
20C8 tentang Organis.tsi dan Tata Kerja perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

Peraturan Dewan Pe rwakilan Ralcyat Daera,h Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

10.

11.

12.

i3.

14,

15.

16.

17.

18.



Memperhatikan : l.

2.

Menetapkan:
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di Rembang
tanggal 30 Desember 2014
AKILAN MKYATDAERAH

KAMILMZ

la.poran Panitia Khusus. III Dewan penvakilan Rakyat
P"q"r, Kagupaten Remban! 30 n;ff;;6i;.Pendapat fraksi-fraksi 

.oeivan p;;iiff"i}o",
,Tili Kabupaten Rembang, taiecjJi,;"i,"i*,
Pembicaraal-pembicaraan dalam rapat paripurna
P"-3" Petwakilan Raky-at Daerah KabupatenRembang taurggal 30 Desember 2}li.-" 

r^qvqr

MEMTITUSIn{N

M.enyetujui penetaoan pancangan peraturan Daerah Kabupaten
["f,?i:JiHf"i:::f:*:=: ;+6i'a Anak dengan
Daerai. _ )oagarmana terlampir menjadi peratuil

Yllf:$Y" proses pen_erap_an Rancangan peraturan Daerahseoagzum€rna diktum ?ERTAMA_ K;;-";; ini menjadi
fffia"H Daerah Kabupaten n"*d.ii*i."p.a. Bupati

Keputusan ini mul.d beriaku sejak tanggal ditetapkan .

3.

:

i;

ATEN REMBANG
,Ketua,



DEWAN PERV/AKILAN RAI(YAT DAERAII
I(ABI'PATEN RTMBAI{G

Jl. Dlponegoro No. 88 Telp (O29Sl 691194 Kode pos
s9282

REMBAI{G
KEPUTUSAN DEWAN PER',VAKILAN MKYAT D,\ERA]{

KABUPATE\ REI\{BANG

NOMOR 29 tnUUNZotc

TENIANC

PERSETUUUAN FENETAPAN RA,VCANGAN PEMTURAN DAERAHTENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPAT'T,I NEMB;NC

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa Kabupaten 
. 
Rembang memiliki potensi peninggalan

benda_benrtc bersejarah berupa cagar 
-buday. 

y".rg f-r*"
dijaga dan diperihara secara beikeadi'ian dan ulitir"nlut"r, ;

b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, pemerintah Daerah
bet,-,rggungia'vab beserta masyarakai untuk bersam.1"-.
sesua i tugas dan fungsi rnasing_masing dalam rangka
perlin cl ungan, pen gemba^n gan dan pemanfa"=tan c^ga, Uuaaya
;

c. bahvra berdasarkan pertimbangaa sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b perlu me.ritapkan peraturan
Daerah tentang Cagar Budaya;

d. bahwa berda.sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
Calam huruf a, huruf b,dan huruf c perlu lersetujuan Dewan
Perva kilan Rakyat Daerah Kabupaten Rem-bang yang
ditetapkal- dengan Keputusan Dewan perwakilaa -Rakyai
Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13
Pembentukan Daerah Kabupaten
Jarva Tengal ;

2. Undang-Undang Nonror
Pendidikan Nasional ;

Tahun 1950 tentang
dalam Lingkungan Propinsi

20 Tahun 2003 tentang Sistem

J.

4

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangt'nan Nasiona-l ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOZ penataan Ruang ;

Urrdang-Undang Norror
Kepariwi sataan ;

10 Tahun 2OO9 tentang



6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

7. Undang-rJndang Nomcr 1l Tahun 2010 tentang Cagar.Budaya;

8. U^rdang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pernbentukan Peraturan perundang_Undangan 

;

9. Undang-Undang Nornor 23
Pernerintahan Daerah ;

Tahun 2014 tentang

10. peraturan 
_[)aerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 200g. tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenanganperaerintahan Daerah Kabupaten Re-t"rrg :

11. peraturan Daerah Kabrrpaten Rembang Nomor 12 Tahun2009 tentang organisasi dan Tata Keg'i perangkai Daerah
Kabupaten Rembang ;

12. peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun21ll tentang Rencana ,tata Ruang "Wif"y"f, 
Kabupaten

Rembang;

13. peratrrran Dewan perwalilan Ralryat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang fata fertiU ie*anperwakilan Ralgat Daerah Kabupaten neirbang.

Memperhatikan : l.raporan pani.tia Khusus III Dewan perwakilan RarryatDaeyh Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

2.pendapat fraksi_ traksi Dewan perwakilan Ralcyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember iOtq.

3. pembicaraan_pelnbicaraan aa"m rapat paripurna Dewanperwakilan Rah/at Daerah Kabupa[en Remiang tanggal
30 Desember 2014.

MEMI.ITUSKAN

Menyetujui Penetapan f iancangan peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentarg pcngelolaan Cagar Budaya di Xabupaten
Rembang- dengan segatr. perubahannya sebaiaiman. d.l;;;menjadi I)eraturen Daerah.

Menyerahkan proses pcnetapan Rancangan peraturan Daerahsebagaimana diktum .PERTAMA Kepirtusan ini menjadiPeraturan Dael.ah Krrbupaten Rembang, kepada Bu;;ti
Renrbang.

Menetapkan:
PERTAMA :

KEDUA :



KEflGA : Kepuhrsan inimulai b€daku sejak tanggal ditetapkan .

tanggd 3O Desember 2014
AKII"AN RAI(YAT DAERAH
ATEN REMBANG

KAMIL MZ

IL
,n

i

Ditetapkan di Rembang



DEWAI{ PERWAKILAIT RAKYAT DAERATI
I(ABI'PATEN REMBANG

Il. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59282

REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAtsUPATF)N REMBANG

NOMOR 2I TAHUN 2014

TEI,ITANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.IENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAI}UPATEN REMBANG
NOMOR 4I'AHUN 2OO9 TENTANG PENGELOLAAN

TEMPAT PEI.,ELANGAN IKAN

Menimbang : a.

DEWAN PERWAKII.,AN RAKYAT DAERAH
KABUPATI}N REMBANG

bahrva dengan diberklukannya Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 ten'.ang Pemcagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerinta',:an Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan tempat
pelelangan menjadi kewenangan pemerintah daerah
kabupaten ;

bah..va untuk menjamrn kesinambungan pelelangan ikan di
Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta
peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur
pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan lkan ;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pelelangan Ikan perlu
disempurnakan sesuai perkembangan dan dinamika
masyarakat nelayan :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,
huntf b dan huruf c maka perlu menetapkan peraturan
Daerah ;

e. bah'*,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c , dan huruf d perlu
persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat:i. Undang-Undang Nomor' 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingklungan Propinsi Jawa Tengah ;

b.

c.



2. Undang-Undang Nomor g Tahurr lggl tentang Hukum Acara

9.

10.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan 
;

7. Lindang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintihan n.".ail

8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah danRestribrrsi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;

Undang-Undang Nomcr 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Saera-h ;

Pidana;

3. Undang-Ur:dang Nomor 6
Indonesia ;

4. Undang-Undang Nomor 17
Negara;

Tahun 1996 tentang perairan

Tahun 2003 tentang Keuangan

1983 tentang
1981 tentang

tentang Usaha

tentang Dana

l1 Peraturan Pemerintatr llomor 27 Tahun
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor g Tahun
Hukum Acara Piclana;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
Perikanan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Pinjaman;

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor Sg Tahun 2OOS tentarg
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2002 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pJmerinutan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 200gtentang Urusan Pemerintahaa yang Menjadi Kewenangan
Femerintahan Daerah Kabupaten Rembang ; -

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 200gtentang Organisasi dan Tata Keg'a peralgkat Daerai Kabupaten
Rembang;

Pera.turan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan .

18.

19.



20. Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib )ewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : l. laporat Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang 30 Desember2014.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

3. Pembicaraaa- pembicaraan dalam rapat paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

' tanggal 30 Desember 2014.

/

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA ,-

KETIGA :

MEMUTUSKAN

: Menyetujui Fenetapan Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang Perubahal Atas peraturan
f)aerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Terr^pat Pelelangan Ikan dengan segala
perubahannya sebagaimana terlamph menjadi peraturan
Daerah.

Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggat ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
tansgal 30 Desember 2014
AKILAN RAKYAT DAERAH
ATEN REMBANG



DEItrAII PERWAISLAII RAI{YAT DAERAII
I{ABI'PATEN RTMBAITG

Jl. Dtpoaegoro Nc. 88 Telp (O29S) 691-194 Kode pos
s9242

:REMBAIT(}

I(EPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUT'ATEN REMBANG

NOMOR iI2.TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUhN PENETAPAI.I RAN C,INGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN

DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT'BANK PASAR'
KABUPATEN DAERA.H TINGKAT II REMBANG

DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH
KABT?PATEN REMBANG

Menimbarrg: a. bahwa Perat-uran Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perusahaan baerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank pasar Kabupaten Daerah
Tingkat- II Rembang sebagaian sudah tidak Jesuai dengan
perkembangarr keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa berdasarkari pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,. perlu menetapkan peratuian Daerah tentang
Perubahan Ketiga Atas peraturan Daerah Kabupaten Tingkat
il Rembang Nornor G Tahun 1996 tentang perusahaan Daerah
Bank pe,rkreditan Rahvat o Barrk pasar n Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b maka perlu persetujuan Dewan
Penrakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan deng.an Keputusan Dewan perwakilan-Ralcyal
Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Ur,dang Nomor 13 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propins'i
Jawa Tengah ;

2. Urrdang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaal
Daerah;

Undarrg-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentsng perbankan
sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1O
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengal

3.

,1.



Undang-l.Jnda;rg t\lomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan'Pemeri:rtah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tah un 1999 tentang Bank Indonesia ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

6. Urrdang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
Modal;

'8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentu kan Peraturan Pcrundang-Undangan ;

9. Undang-Undang N tmor 2l Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan ;

1C. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahu n
2006 ter;.tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
1.1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan piutang
Negara/Daera};

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Pr:raturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20C5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Renrbar-g
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Ralryat Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Rembang ;

I 4. Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 1 Tahun 20 t 4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Keg'a Perangkat Daerah
Kabupaten Rembar,g ;

17. Peraiurarl Daerah Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 20I0
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Remba:tg Tahun 2005-2025.



Menetapka
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

18' peraturan 'Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nornor 0l rahun 201a tentang r.t" r".tiu-i'.r"""perwakilan Ra.kyat Daerah Kabupaten neirbang

Memperhatikan : 1. Laporan panitia Khusus II Dewan perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Rembang, tanggat 30 Desember
2014.

2. pendapat tiaksi_fraksi Dewan perwakilan RalcyatDaerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

3. pembicaraan_pembicaraan dalam rapat paripurna
Dewan perwakilen Ralryat Daerah Kabupaten n"riU""g. tansgal 30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten
L"*.b*q lentang perubahan Ketiga Atas peraturan Daerah
]ing$t II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perusahaan
Daerah Bank Perkr.editan Ralrryat o Bank pasar -" KabupaienDqerah Tingkat II Rembang dengan segala perubatrannya
sebagaimana terlampir menjadl peraturan Dierah.

Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerahsebagaimana diktum .PERTAMA Kep-utusan ini menjadiPeraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada il;;,r-Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2014

AKILAN RAKYAT DAERAH
UPATEN REMBANG



DEWAII PERI,\',AKILAN MIryAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Kode pos 59282
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 27 TAHUN2014

TENTANG

PERSETUJ UAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAEMH
T€NTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Menimbang : a.

lvlengingat '. 1.

5.

b.

DEWAN PERWAKIiAN MKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

bahwa untuk menciptakan tenvujudnya pelayanan publik di daerah
yang berkualitas harus mendasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan
publik ;

bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat terhadap
pelayanan publik yang diterima, diperlukan adanya suatu
perlindungan dan kepastian secara jelas dan tegas ;

bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun, menetapkan
dan menerapkan standar pelayananan publik di daerah
sebagaimana Cimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam
huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan peraturan
Daerah ;

bahwa berdasar'<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu persetujuan Dewan
Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Undang-Undang Norncr 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Norncr 8 lahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaiarr sebagairnana telah diubah dengan undang-Undang
Nomor43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
Kosumen ;

Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO5 tentang pengesahan
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ;

e.

2.

3.

4.



7. Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 200g tentang Ombudsman
Republik lndonesia ;

8. Undang-Undang Nonror 25 Tahun 2OOg tentang pelayanan publik 
;

9. Undang-Undang Nomoi 12 Tahun 201i tentang pembentukan
Peraturan perundang-Urrdangan 

;

'r0.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah ;

rl.Peraturan pemerintah Nomor 6g rahun '1999 tentang Tata cara
Pelaksanaan peran Serta Masyarakat Dalam pelayanan-eubtik 

;

'r2:Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan p6merintahan
Daerah ;

13. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2007 tentang pembagian
Urusan penrerintahan antara pemerintah, pemerintihan Daerah
Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

'r4.Peraturan pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi
Perangkat Daerah ;

I 5. Peraturan Pemeri;rtah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil ;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang peraksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

lT.Peraturan.Menteri Dalam Negeri Nomor .l Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ,

lS.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2OOg
tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;

l9.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten
Rembang ;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahu;r 2010
tentang Rencsna pembangunan Jangka panjang Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

21. Peraturan Dewan Penirrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan peruvakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan:1. Laporan Panitia Khusus ll Dewan peruvakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang,tanggal 30 Desember 2014.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.

3. Pernbicaraan-pembicaraan dalam rapat paripuma Dewan
Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30
Desember 2014.



Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA

MEMUTUSKAN

Menyetujui Pencriapan Rancangan Poraturan- Daerah Kabupaten

nem'uan'g tentang Feny{renggBraan Pelayanan Publik derlgan segala
perubahinnya sabagaimana terlampir mon adi Peraturan Daerah.

Menyerahkan prosos pen€tapen Rancangan Peraturan Daerah

sebragaimana orifttrm penfeUe Kentnusa! ini meniadi Peraturan

Oaerin lGbupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

Keputusan ini mulai bor{aku soiak tenggal ditetapkan .

Ditstapkan di Rembang
tenggal 30 D,esember 2014

---.t



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PER.ATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2OI4

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rargka mewujudkan efektivitas

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

penvelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat
peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan
kualitas tata kelola Pemerintahan .Desa meningkatkan
daya saing Desa sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, perlu.
men-velenggarakan penataan desa yang meiiputi
pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan
status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang;

bahu'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana clirnaksucl
pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang penataan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor l3 Tahun lgSO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tanrbahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2257);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Iembarai
legara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 52,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a);

(



4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor
7, Tambahan lembaran Negara Nomor 5495 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik
lndonesia Tahurl 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peratu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 I .1 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5539);

Peraruran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang llenjadi
Kenenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(kmbaran Daerah Kabupaten Rembang Tahur 2OOg
Nomor 2, Tambahan l.embaran Daerah [(abupaten
Rembang Nomor 8l).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.

2.

J.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Daerah Daerah dan DJwan perwakilan Rakyat oaerarrmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otoriomi
seluas-luasnya dalam sistem_ dan prinsip Negara -Kesituan' 

RepLuutIndonesia sebagaimanan dimaksud dalam 
-unda;g-Undang 

Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah. Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rak-vat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah kaUupaten nembang.

(

4.



5. Bupati adalah Bupati Rembang.

6' Kecamatan adalah wilayah Kerja camat sebagai perangkat Daerah yang
ada di Kabupaten Rembang.

7. camat adalah Unsur perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan diKabupaten Rembang.

8' Desa adalah desa dan desa adat a au yang disebut dengan narrra lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakai hukum yangmemiliki batas wila,yah yang berwenang untuk merrgatu, a.n *.rg.,..r"urusan pemerintahan, kepentingan misyarakat dJternp"t 
- 
u"rJ^"urtu'prakarsa masyarakat, hak asal us=ul, dan/itau hak tradisionlrl."g ai"r.uidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara xesaiua'n 

'n'epurrrir<

Indonesiadan berada di Kabupaten Rembang.

I . Pemerintahan Desa a.dslafi penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan mas-varakar. seiemiat ff.n 
- 
F.-..irrtah Desa dan BadanPermusyawaratn Desa dalam mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan all-usul dan ada"t i"ila"i'".i1-p",yang diakui dan dihormati dalam sistem Femerintahan *"*r; [J".aur,Republik Indonesia.

l0' Pemerintah Desa adarah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat yang
Pemerintahan Desa.

memimpin penyelenggaraan

12' Bad-an Permu s-r'arvaratan Desa yang seranjutnya disingkat BpI) a<rarahlembaga yang melaksanakan i."i"i--p.lr"rintahan yang anggoranyamerupakan rvakir dari penduduk aeL bLraasarkan keter*akiran?irayahdan ditetapkan secara dimokratis.

13' Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BpD, pemerintah Desa danunsu r mas)'arakat -van g diserenggarakan oreh BpD ; n;-k-;""i.rioiu,i r.,uryang bersifat strategis.

i4' Perangkat Desa atalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri clarisekretariat desa, petaksana kewiiayah;; a; pelaksana reknis.
15' i'embaga 

-Kemasl'arakatan Desa adalah rembaga yang dibentuk atasprakarsa Pemerintah Desa dan -a"yar;at'"esuai dengan kebutuhan cranmeru pakan m i t ra pemeri n tah desa ditam memberdayalian ;;").u;il,
16' Peraturan Desa adalalr. peraturan perundang-undangan yang ditetapkanoleh r(epala Desa setelah dibahas a"ir-ai""p.tati bersina BpD: 

-'--'
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kuglitas hidup dan.. kehidupan untu k sebesar-besam;;k"Jj"h;.aan masyarakat Desa.
18. Kar.r,asan perdesaan adalah, karyasan yang mempunyai kegiatan utamapertanian, termasuk pengelolaan 

"r,,,uu"- a"y" ;"ri, a."!""** 
".r"r.r..,fungsi kawasan sebagii tE*p"i ;.;;;;"" perdesaan, pelayanan jasapemerintahan, pela_rzanan 

"o"i"f, 
a"" t.gi"; ekonomi.



19.

20.

2t.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran , .

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, prograrn,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut ApB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BpD, dan ditetapkan
dengan Peratu ran desa.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

(1)

(2t

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Begian Kesatu
Pembentukan Desa oleh pemerintah Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasar atas
hasil evaluasi tingkat perkembangan pemirintahan Desa di w ayahnya.

Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus
mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat,
kondisi sosial buda-r,a masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi
Desa.

Pasal 3

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:a. pemekaran dari I (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; ataub. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu)
Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi I (satu-l DesJbaru.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a
rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa
Desa yang bersangkutan.

Desa melalui pemekaran
wajib menyosialisasikan
induk dan masyarakat

pasal 5

(i1 n"1""1,3 pemekaran Desa sebagaimana dimaksud daram pasal 4 dibahasoleh BPD Desa induk dalam Musyawarah Desa untuk menaafatkan
kesepakatan.

(2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (t)menjadi bahan pertimbangan dan masuka-n bagi Bupati daram merai<ukanpemekaran Desa.

t



(1)

{2t

(3) Hasil kesepakatan Musl'arvarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 6

Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) membentuk Tim
Pembentukan Desa Persiapan .

Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
paling sedikit terdiri atas:
a. unsur perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Desa,

pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan
peraturan peru ndang- undangan;

b. Camat; dan
c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan

wilayah, pemban gunan, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 6 ayat (5) dapat
waktu paling lama 3 (tiga)

(41

(s)

(3) Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verilikasi
persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-u ndangan.

Hasil rim Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendisi yang menyatakan rayak-
tidaknya dibentuk Desa Persiapan .

Dalam hal rekomendal"i Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati
menetapkan Peraturan Bupati tehtang pembentukan Desa persiapan 

.

Pasal 7

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam
ditingkatkan statusn.va menjadi Desa dalam jangka
tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan 

.

Pasal 8

. (1) Bupati menyampaikan peraturan Bupati sebagaimana dimaksucl dalam
Pasal 6 ayat (5) kepada Cubernur.

(2) Berdasarkan Peraruran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (t),
Gubernur menerbitkan surat -vang memuat kode register oe"a i"r"ilp"" .

(3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada aydt (2;

-. 
merupakan bagian dari kode Desa induknya.

(4) Surat cubcrn ur scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagaidasar bagi Bupati untuk mengangkat penjibat Keiala'Desu n r"i"p"n
(5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)berasal dari unsur pegawai negeri sipil- pemerintah daerah untuk masajabatan paling lama I (satu) tahun dan dipat diperpanjang paling banyak2 (dua) kali dalam masa jabatan yu.rg 

""-..

t



(6)

(7t

Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai
tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber

dari APB DesaDesa induk;
c. pembentukan srruktur organisasi;
d. pengangkatan perangkat Desa;
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
f. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi

pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan; dan

g. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 9

(1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan
Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) kepada:
a. Kepala Desa induk; dan
b. Bupati melalui Camat.

Laporan sebagaimana dimaksud
setiap 6 (enam) bulan sekali.

pada ayat (1) disampaikan secara berkala

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
perlimbangan dan masukan bagi Bupati.

menjadi bahan

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati
kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dinyatakan Desa Persiapan tersebut Iayak menjadi Desa, Bupati
menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukarr Desa
Persiapan menjadi Desa.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dibahas bersama dengan DPRD.

Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati rner-r,vampaikan
rancang€rn Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dibvaluasi.

Pasal l0

(1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diunoangkan setelah
mendapat nomor registrasi dari Gubemur dan kode Desa dari Menteri.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) clisertai lampiran
peta batas wilavah Desa.

(8)

(2)

(4)

(s)

(6)

(71

I



(1)

(2)

Pasal 11

Apabila hasil kaj ian dan verilikasi sebagaimana dimaksuo da.lam pasal 9
ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidali layak nrenjadi Desa,
Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desi induk.

Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Dcsa induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan der:.gan peraturan Bupati.

Pasa] 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pe mbentukan
dalam Peraturan Bupati.

Desa akan diatur lebih lanjut

Bagian Kedua
Penggabungan Desa

Pasal 13

I(etentuan mengenai pembentukan D,.:sa merarui pemekaran sebagairnanadimaksud dalam pasar 4 sampai dengan pasar r I berlaku secara mutatis
T"3.r9]. terhadap pembentukan Desr: meialui penggabu:rga" U"gi.., O.".dari 2 (drra) Desa a:au lebih yang bersar:ding mer4adi I-1".tr1"U."" U'".,.

Pasa 14

(1) Pembentukan Desa meralui.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu)Desa baru sebagaimana dimatsuri dalam pasal 3 huruf b d akuk:rnberdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan

(2) Kesepakatan Desa sebagaimana dim.rksud oada ayat (r) dihasilkan merarr:imekanisme:

3 PPD yang bersangkutan menyelengga rakar musyawarah Desa;b' hasil Musyawarah Desa dari setis Desa menladi uatra., tesepakatanpenggabungan Desa;
c' hasil kesepal<atan Musyawarah Desa ditetapxan dalam keputusanbersama BpD;
d' l<eputusan bersama BpD ditandatangani oleh oara Kepara Desa yarrgbersangkutan; dan
e. para Kepala Desa secara bersana-sama rnengusulkan pcnggabunganDesa kepada Bupati dalam I (satu) uiulan t"itr tiT- a"rgui.,melampirkan kesepakatan bersarna.

(3) P.enggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l j ditetapkardengan Peraturan daerah.

pasal 15

Ketentuan lebih laniut;;;#;d;il'";;'1;: mengenai pengggabungan Desa diztur lebih lanjut



BAB IIi

PENGHAPUSAN DESA

Pa sal 16

Penghapusan Desa dilakukan datam hal terdapat kepentingan program
nasional yang strategis atau karena bencana alam.

Penghapusan Desa sebagaimana dimaksuC pada ayat (1) menjadi
wewenang Pemerintah.

BA]] IV

PERUBAHAN STATUS DESA

Bagianl.lesatu
Umrtm

Pasa: 17

Perubahan status Desa meliputi:
a. Desa menjadi kelurahan; dan
b. kelurahan menjadi Desa.

perubahan .*f,xT:":"fl:iradi (eru rahan

Pasal 18

Perubahan status Desa menjadi kelurahan l:arrrs memenuhr syarat:a. luas wilayah tidak berubah;
b' jumlah penduduk paling sedikit Eoo0 (deiapan ribu) iiwa atau 1.6()o(seribu enam ratus) kepala keluarga; danc' sarana dan prasarana pemerintahaa bagi terserenggaranya pemerintaha,

kelurahan;
c' potensi ekonomi berupa jenis, junrrah usata jasa dan produksi, serta
_ keanekaragaman matapencahariin;
d. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman statuspenduduk dan perubahan dari mas..arakat agraris ke masyirakai industridan jasa; dan
e. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

pasar l9

(1) Perubahan status 
, 
Desa menjadi kerurahan dilakukar, berdasarkanprakarsa Pemerintah Desa beriamrr BpD dengan *.-p"rrrJtii'"*u,dan pendapat masyarakat Desa sr:tempat.

(2) Prakarsa sebagaimena dimaksud l.,ada ayat (l) dibahas rla:r disepakatidalam musyawarah Desa.

(1)

(2)

(3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksuddituangkan ke dalam bentuk kep.utus.an.- 
-'* pada ayat (2)

(



(4)

(s)

Keputusan hasil mus'rawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan olel: Kepala Desa kep edi Bupati sel:agai r"ri"r, p".rt.t"r,
status Desa menjadi kelurirhan.

Bupati membentuk tim untuk mt'rakul.an kajian dan ',erifikasi usulan
Kepala Desa sebagaimana dimaksu(i pada 

^yat 
(+1.

(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagair.rana dimaksud pada ayat (s) menjadimasukan bagi Bupati untuk 
- 
men.zetujrri atau tidak menyetu;ui usulanperubahan status Desa menjadi keli,rahan.

(7) Dalam hat Bupati menyetujui usrrran perubahan status Desa menj;tdikelurahan,Bupati menyampaikSl- r.*"urrg"., peraturan Daerah menge.,aiperubahan status Desa menjadi kelurahin kepada opno uniuk-dibuh""dan disetujui bersama.

(8) Pembahasan dan penetapan ranr)angan peraturan Daerah mengenaiperubahan status Desa menjadi kellrahan dilakukan ses,rai denganketentuan peraturan perundang_un<langan.

Pasal 20

(l) Kepala Desa, perangkat Desa, dar anggota BpD dari Desa yarrgdiubah shtusnya menjadi kerurahan diberhei-rikan ae.,ga;--to-r;lt aa.ijabatannya.

(2) Kepala Desa,_ perangkat De-sa, dan anggota BpD sebagairrra;ra dimaksudpada ayat (1) diberi penghSrgaan afrlatau pesangon sesuai dengankemampuan keuangan pemerintah dae"ah.

(3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksudpada ayat (l) berasar dari pegawal negeri srpit 
"""rui1".,go., rlJt.-r,tr".,Peraturan perundang-undangai.

pasa'21

l:bilr laljyt mengenai penrbahan status Desa men,adi kelurahanlanjut dalam peraturan Bupaci.

BagianKetiga
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Ketentuan
diatur lebih

Pasal 22

(1)

(2)

Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat cilakukan bagikelurahan yang kehidupa., *asyarikatnya masih bersifat perdesaan.

Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimanir dimaksud padaayat (1) dapat seluruhnya menjadi o.". .i", ""i'G;';;";;.il;::.r;r,s".bagian menjadi kelurahan.

pasial 23
Ketentuan rebih ranitr t mengenai perub.ahan status Kc.:rahanmenjadi Dese.diatur tebih tanjut dilam p.rit"o.,'i"ilf.*" ''

.,

{



BAB V

PENETAPAN DESA

Pasal 24

(1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di
wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.

(2) Hasil inventarisasi Desa sebagair.'rana oimaksud pada ayat (1) dijadikan
d.rsar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa.

(3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d;tetapkan dengan Peraturan
<laerah.

Pasal 25

Desa di wilayah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidrrk terpisahkan dari peraturan Daeral ini.

BAEI VI

KE1'ENTUAI.I PEI.IUTUP

Pasai 26

Peraturan Daerah ,rrulai berlaku pada t. rnggal diundangkan.

1g* setiap orang mengetahuinya, menrerintahkan pen gurrdangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam rembaran Daerih Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

PIT.BUPATIREMBANG
WAKIL BUPATI,

H. AtsDUL HAFIDZ
i

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REI\|BANG TAHUN 2014 NoMoR



PENJELASAI{

PERATU RAN DAERA*ffBU PATEN REMBANG
NOMOR ,.. TAHUN

TEN'IANG
PENATAAN DESA

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini Jitetapk.an atas berlakunya Undang_
undang Nomor 6 Tahun 20 r 4 teir'-ang Desa dan peraturan pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang pera ruran pelaksanaan Undang - undang
Nomo^' 6 Tahurr 2014 tentang Des.rserta dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembanginan Desa.

Dengari dem kian, lingkup pengat,rran peraturan Daerah ini ialah terkait
penataan desa yang meliputi pembe..rtukan, penghapusan, penggabunga,n,
perubahan status dan penetapan des;a dj Kabupaten-Rernbang --

Peraturan Daerah ini disusun daram rangka mewujudkanpenyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas- penyelentgara.a.n
pemerintahan yang baik serta sejalan clengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor 6-Tahun 2014tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertit, penyelenggaraan
pemerintahan, tertib. kepentingan umum, keterhukaan,' prlf""io'.r"titr,",
akuntabilitas, efektirritas dan efisiensi, kearifan lokal, keiu;;;;;n sertapartisipasi. Dalam melaksanakan p,,mbangunan Desa, diutalmakan nilaikebersamaan, kekeluargaan,,dan -!<egotoigroyongan 

g,na mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daera-tr ini menjadi pedomarr bagi pemerintah KabupatenRembang, masyarakat, dan pemangku kepe-ntingan lair,.rya 
- 

dalam
melak sanakan penataan desa seba gainana diaman-atkan ole( undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan,; Desa, agar terwujud Desa yang maju,mandiri, dan sejahtera.

.II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

(



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal l0

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasa] 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

I'aserl 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH K./.BUPATtrN REMBANC NOMOR

4



Menimbang : a.

c.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAh KABUPATEN REh4BANG

NOMOR TAHIJN 2014

TEI.ITANG

PENGELOLAAN KEUAI,IGAN DAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa dLlam rangka membentuk pemerintahan Desa yang
profesional, efisier'. dan efektif, ter buka, serta
bertanggungjawab, 1:erlu pengelolaan keuangan dan aset
Desa yang baik;

bahwa dengan berlakunya Undang-Unciang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa lang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 'Iahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Beianja Negara, Peraturan Daerah, ya.ng
mengatur pengelolaan lceuangan dan aset Desa sudah
tidak sesuai sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huirrf b, perlu inenetdpkirn Pefatureil
Daerah tentang Pengslolaan Keuangan dan Aset Desa;

Pasal 18 ayat (6) Ur:dang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; i

Undang-Undalg Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-caeralr Kabupaten Dala.n Lingkungan
Propinsi, Iawa Tengalr (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Ilomor 2757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oil tentang
Pembentukan Peratrlran perundang-Undangan (Lembaran
legara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1.;

2.

I

3.



Undang-Undang Noaror 6 Tahun 2Ol4 teutang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan lembaran Negara Nomor 5a95 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerat (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomo- 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UndanyUndang Ngmor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan i,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5539);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(L,embaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor
8r);

Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DF.ERAH KAE}UPATEN REII{BANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TEI\ITANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASETDESA.

4.

5.

6.

I.

2.

3.

4.

5.

6.

EAB I

KETENTUAN UMJM

Pasal 1

Dalan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan I
Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat l)aerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

sebagai perangkat Daerah yairg

Bupati adalah Bupati Rembang.

Kecamatan adalah Wilayatr Kerja (Jamat
ada di Kabupaten Rembang.

Camat adalah Camat di Kabupatt.n Rembang.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesituai masyarakal hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwena.ug Llntuk mengatur aar, -er,guiusurusan pemerintahan, kepenting:tn masyarakat seiempat berdastkrnprakarsa masyarakat, hak asal ,rsul, dan/atau hak tadisio"J t;;ig



8.

7.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan nipuUlik ltdonesra dan berada di Kabupaten Remba!8'

pemerintahan Desa adalah penyelenggraan urusan pemorintahan dan
kepentingan masyarakat seiempa.t oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyiwaratan Desa dalam nrengatu r dan rnengunrs kepentJngart
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adac istiadat Setempat
yani aiami dan dihormati ddam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangka t Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.

10. Bad an Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pe merintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkatr keterwalo.Ian wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musya\varah antara BPD, Pemerintah ftesa
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh EPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala l)esa yang terdiri dari
Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelak sana Teknis .

Pemerintah Pusat, stlanjutuya disebut Pemerin'"ah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegrrng kekuasaan pernerir.tahan negara
Republik Indonesia sebagaimana o imal<sud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahurr 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Nlenengah Desa, selanj utnya disingkdt
RPJM Desa, adalah Rencana Kega.tan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Keg'a Pemerintah Desa, selartiutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untul;jangka waktu 1 (satu) tahun.

Badan Usaha Milik Desa, yang selar,jtrtriya disebut BUMDesd, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekaya an
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelay4nan, dan usaha
lainnya u ntuk sebesar-besarnya k --sejahteraan masyarakat Desa

Dana Desa adalah dana yang dilreruntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan
digunakan untuk membiayar penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarrrkatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanj r..tnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima kabupatcn/kota dalam Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah setelah dikura.rgi Dana Alokasi Xfruius.

t4.

12.

13.

15.

16.

17.

?l.

I

14.



19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Des:r yang selaniu tnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangar. tahunan pemerintahan Desa ya4g
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD' dan
ditetapkan dengan peraturan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah yang selanjrrtnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendaprrtan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang.

Rekening Kas Umum Daerah yarrg selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan ua:rg daerah yang ditentulcan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan mernbayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yaug ditetapkan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggarrrn yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan grengeluar an anggaran
selama satu periode anggaran.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.

Hari adalah hari ke5'a.

20.

23.

21 .

22.

24.

BAB II

PENGELOLAAN KEI.IANGAN DESA

Pasral 2

(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dar, -barang 

yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibari Desa.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud padrr ayat (1) menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 3

(l) Pendapatan Desa seb"gaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (21
bersumber dari:
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
_ partisipasi, gotong royong, dan lain-la:.n pendapatan aSli Desa;b. alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;d. alokasi Dana Desa yang mer.upakan bagian da.ri dana perimbangan

yang diterima Kabupaten;
e. lantyan - 

keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
" I9I""., dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;f. hibah dan sumbangan yang tidat mengikat diri pihak ketiga; dang. lain-lain pendapatan Desa yalg sah.

(2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah sebagaimana
{im.ats.u$ pada avat (1) huruf c pr.ring sedikit ro"z-Gepuiurr-feiiratus)
dari pajak dan retribusi Daerah.

(



(3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling

sedikit t 0olo (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus'

Pasal 4

APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa'

Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan
bersama BPD.

Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud '>ada ayat l2l,
Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap uhun dengan Pera.turan i)esa.

Pasal 5

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhar: pembangunan
yang disepakati dalam Musyawaralr Desa c'.an sesuai delrgan prioritas
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemeiintah.

Kebutuhan pembangunan sebaggimana dimaksud pada ayat (l) meliputi,
tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelalanan dasar, lingkungan
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

Kepala Desa ada-lah pemegang kekuasa:rn pengelola an keuangan Desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dirriaksud pada ayat (t),
liepala Desa menguasakan sebagian l:eku asaannya kepada Peran5;kat
Desa.

Pasal 7

(l) Penyelenggaraan kewenangan Derra berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa dicjanai olch APB Desa.

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal bersxala Desa se ba3aimana dimaksud
.pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Uegara dan APBD.

Penyelenggaraa n kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. i

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskari oleh Pemeiiiitah
Daerah didanai oleh APBD.

(3)

(1)

(2t

(l)

(2)

(1)

(2t

(3)

{41

Pasal 8

seluruh pendapatan Desa diterima darr dis'rlurkan melalui rekening kas Desa
dan penggunaannya ditetapkan dalarn r\PB Desa.

(



Pa sal 9

Pencairan dana dalam rekening kas [)esa ditandata,rgani oleh Kepala Desa
dan bendahara Desa.

Pas.al 10

(l) Pengelolaan keuangan Desa melipur.i:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

(2) Kepala Desa adalah pemegang k:kuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimala
dimaksud pada ayat (21, Kepala Desa menguasal-an sebagian
kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasa.l I I

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai de.ngan 3l Desember.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai PengelolaankeuanganDesadiz.tur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

BAB III

DANA DESA

Pasal 13

Dana Desa dikelola secara terlib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, darr bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mJngutamakan
kepentingan masyarakat setempat.

Pas.al 1 4 i
Pengalokasian Dana Desa dihitung berda sarkan jumlah Desa dan rlialokasikan
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal l5

(1) Dana Desa diatokasikarr oleh pemerintrrh untuk Desa .

(2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ay:rt (r) dihitung
berdasarkan jumiah Desa dan dialokasikan dengan *.rrrp.ih"tiku.r, jurnJah
penduduk, angka kerniskinan, I,.ras wilayah dan tingkat ke-sulitan
geogr"afis.



(2t

Pas, rl 16

(1) Besaran Dana Desa setiap Desa d:hitung berdasarkan ju:nlalr penduduk
Desa, luas wilayah Desa, angka kr:miskinan Desa, dan tingkat kesulitan
geografis.

Jumlah penduduk Desa,luas wilal ah Desa, dan angka kemiskinan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung dengan bobot:
a. 3Oo/o (tiga puluh per seratus) urrtuk jumlah penduduk Desa ;

b.2Oo/o (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
c. 5Oo/o (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa .

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud grada ayat (1)
dihitung dengan cara:

(3)

(4)

a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten x [(30% x
persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkuan terhadap total
penduduk Desa di kabupaten) + (2Oorc x persenta.se lurrs wilayah Desa
yang bersangkutan terhadap rotal luas wilayah Desa di lcabupaten) +
(50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu perlirrdungan Sosial
terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten)l; dan

b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pa<,ia huruf a disesuaikan
dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa .

i5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditentukan oleh faktor yang meliputi:
a. ketersediaan pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur;
c. transportasi; dan
d. komunikasiDesa ke ibukota Daerah.

(6) t)at^ jumlah penduduk Desa, luas wilaya h Desa, angka kemiskinan Desa,
dan tingkat kesulitan geografis sebagaimaua dimaksud pada ayat (2)
bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 17

Dalam hal terdapat pernbentukarr atsu per:etapErn Desa baru yang
mengakibatkan bertambahnya jumlair Desa, pengaiokasian Dana Desa

. dilakukan dengan cara sebagai' berikut. i
a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan
_ . sebelum tanggeJ 30 Juni tahun anggaran berralan; atarrb. pada tahun kedua setelah pen-,iapan liesa apabila Desa tersebrrt

ditetapkan setelah tanggal 30.Juni trhun anggaran Lerjalan.

Pas:J 18

Dana Desa ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke ApB Desa.

(



Pasal 19

(l) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran
bedalan dengan ketentuan:
a. tahap I pada bulan April sebesar 10% (empat puluh perseratus);
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puhth perseratus);

dan
c. tahap III pada bulan November sobeszr 20% (dua puluh per seratus).

(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagrrimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 20

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilal:ukan setelah
APB Desa ditetapkan.

Pas'd 2l

(l) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan,pemberdayaan masyrrrakat, dan kemasyarakatan.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksuC pada ayat (l) diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemt,erdayaan masyarakat.

Pasal 22

Penggunaan Dana Desa mengacu padt^ RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 23

(l) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang. undangan di bidang pengelolaan
keuangan daerah.

(2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan Desa.

Pasal 24

Bupati dapat membuat pedoman umrm kegiatan yang didanai dari Dana Desa
dengan mengacu pada prioritas pengfunaan Dana Desa sesuai pedoman
umum yang ditetapkan Menteri.

Pasztl 25

(1) Kepala Desa menyampaikan lapo*rn rearisasi pe.gg,naan Dana Desa
keparla Bupati setiap semestel.

. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilal<ukan dengan ketentuan:
a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran

berl'alan; dan
ll' semester II paling rambat minggu keempat bulan Jenuari tahun

anggaran berikutnya.



(1)

(2t

(3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggunaan Dana Desa kepada Menteri, menteri tekr.is/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementeriim terkait, dan guhemur paling lambat
minggu keempat bulan Maret tahur anggaran berikutnya.

(4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan setiap tahun

Pas,tl 26

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyarmpaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam l,asal 25 ayat (2), Bupati dapat menunda
penyaluran Dana Desa sampai dr ngan disampaikannya laporan realisasi
penggunaan Dana Desa .

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Bupati dapat menunda
penyaluran Dana Desa sampai dengan drsampaikan nya laporan
konsolidasi realisasi penyaluran tlan penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.

Pasa-l 27

Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati
memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa
pengurarlgan Dana Desa sebesar SiLpa.

SiLPA Dana Desa secara tidak wajar. sebagainrana dimaksud pada ayat (l).
teq'adi karena:
a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana

Desa , pedoman umum, atau pedoman teknis kegia tan; atau
b. penyimpanan uang dalarn bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

13) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi adminisua.tif se bagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Elupa.ti.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Dana Desa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAI] IV i

BAGI HASIL PA.JAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 29

Pemerintah Daerah mengalokasikar: bagian d,ri hasil pajak dan retribusi
daerah kepada Desa paling sedikit i0%lsepuruh perseialus; a*i ,L"ril"ipenerimaan hasil pajak dan retribus i daerah.

Pengalokasian bagian dari trasil pa-,ak dan retribusi daerah sebagaimaoa
dimaksud pada ayat (l) dilakukan blrdasarkan ketentuan:a' loo/o (enam puluh perseratus) Jibagi secara merata kepada selurrrh

Desa; dan

(1)

(2t

(1)

4
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(2t



(3)

(4)

(s)

(1)

(2t

b. 4Oo/o (empat puluh perseratus) dibag: secara proporsional realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Dcsa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat t r) ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

Penyaluran bagian dari hasil pajal. daerah dan retribusi daerah ke Dcsa
dilakukan secara bertahap.

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan
retribusi Daerah kepada Desa diat.rr dengan Peraturan Bupati

BAB V

ALOKASI L)ANA DESA
Pasrrl 30

Pemerintah Daerah mengalokasika n ADD setiap tahun anggaran dalam
APBD.

Pengalokasian ADD sebaga.mana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan:
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,

dan tingkat kesulitan geografis l)esa.

Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaart ADD diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAts VI

BANTUAN KEUA..IGAN DARI APBD

Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber
dari APBD kepada Desa.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat
umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dim'aksud pada ayat
(2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepacla Desa
penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
Pemerintah Daerah di Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat l<husus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkin oleh pemerintair oaeiah
dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat.

Ketentuan mengenai tata car a pemberian bantuan kerrangan yagrg
bersumber dari APBD kepada Desa diatur dengan peraturan eup.-ati. 

-

..

(3)

(4)

(1)

(2t

(3)

(4)

(

(s)



BAII VII

BELAN.JA DESA

Pasd 32

Belanja Desa yang ditetapkan dalam AI'B Desa digunakan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anglraran belarrja

Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, uembinaan kemasl arakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; drtn

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangarl Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(l)

(2)

(2)

(3)

(1)

(2t

(3)

BAII VIII

APB DESA

Pasar 33

Rancangan Peraturan Desa tentang ApB Desa disepakati rersama oleh
Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa tentang ApB Desa sebagainrana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh l(epala Desa kepada Bupati melalu:. Camat
atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak dist.pakati untuk
dievaluasi.

Bglati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa ten&urg
APB Desa kepada Camat .

Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapke.n paling lanrbat tanggal 3 1
Desember tahun anggaran bery'alan.

Pasal 34

J<epala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksalaan ApB Desa
kepadaBupati setiap semJ.ster tahun berl'alan. 

.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) unt.uk semes.-er pertama
drsampaikan paling lambat pada akhir Uuian Juii tahun beg.alan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk semcster kedua
disampaikan paling lambat pada akhir bulan I:inuari tahun berikutnya.

Pasal 35

selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan ApB Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasa ..34,. i(epala Desa juga menyampaikan -laporan
pertanggungiawaban realisasi pelak,;anaan .a.pe oesa tepada eupati ietiapakhir tahun anggaran.

i)
A

I

(l)



(2) Laporan sebagaimana dimaksud oada ayat (1) merupakan bagian yang
' ' tid;k terpisahkan dari laporar. penyelenggaraan Pemerintahan Desa

kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran

Pasrl36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan APB Desa diatur dalam
Peraturan Bupati.

BLrl X

PENGELOLAAN KEXAYAAN MILIK DESA

Bagan Kesatu
Unrum

Pasal 37

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pas.ar
hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan
hasil pertanian, hutan milik Desa, roata air milik Desa, pemandian umu:n,
dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain:
a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APB Desa;
b. kekayaan Desa yang diperoleh da"i hibah dan sumbangan atau yang

sejenis;
c. kekayaan Desa yang dipe roleh sebagai pelaksanaan dari

pedanjian/kontrak dan lain-lair r sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. hasil kerja sama Desa; dan
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pr:merintah Daerah bersl<ala lokal Desa
yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkar, atas nama
Pemerintah Desa.

(5) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan
dan ditatausahakan secara tertib.

(1)

(2)

Pasa] 38

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berclasarkan asas
kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbt kelan, efisiensi,
efektivitas, akuntabilitas, dan keoaslian nilai ekonomi.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untl.k meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup rrrasyarakat Desa se-ta meninlkatk4r1
pendapatan Desa.

Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (2)
dibahas oleh Kepala Desa bersanra BpD berdasarkan tata 

""ru 
p"rrgJloh"r,

kekayaan milik Desa yang diatur dalam perituran Bupati.

(3)



PastJ 39

pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan pe;undang-undangan'

(1)

(2)

Pasal 4C

Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.

Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran tagihan atas Perrrerintuh Desa .

(3) Kekayaan milik Desa dilarang Cige:daikan atau dijadika.n jaminan untuk
mendapatkan pinjaman.

Pasal r.1

Pengelolaan kekayaan milik Desa mertpakan rangkaian ke giatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggu::laan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindalrtanganan, penatausahaan, pelaporan,
penilaian, pembinaan, pengawasan, da:r pengendalian kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengelolaarr Kekayaan Mihk De*r

Pasal 42

( I ) Kepala Desa sebagai .pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik
Desa.

(2) Datam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud prrda ayat (l),
Kepala Desa dapat menguasaka.n sebagian kekuasaarrnya kepada
Perangkat Desa.

ienambahan drm
sesrai dengan

(1)

(2t

(1)

Pasal 43

Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejaht:raan
masyarakat Desa dan meningkatkan pcndapatan Desa.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dlatur dengan peraturan Desa deng,an
berpedoman pada Peraturan Daerah lan peraturar pelaksanaarrnya.

Pasal 44

Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan d:n gan
pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa
kesepakatan Musyawarah Desa.

(2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah Daerah berskala lokal Desadapat dihibahkan sesuai derrgan keterltuan peraturan perundang-
unc.angan.

Pasal 45

(1) I(ekayaan milik Desa yang telah. diambil alih oleh pemerin lah Daerahciikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan uniut ras itas
umum.

(



(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupaican fasilitas
u ntuk kepentingan masyarakat urnum.

Pa.sal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai per r gelolaan kekayaan milik Desa diatur
dengan Peraturan Bupati

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mu tai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun ?007 tentang Sumber Pendapatan Desa
(kmbaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 67) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah mulai berlaku pada ranggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ititetapkan di Rembang
pada tanggal

FII.BUPT.TI REMBANG
WAKIL BUPATI,

H. ABDUL HAF!.DZ

LEMBAMN DAERAH KABUPATEN REIUBANG TAHUN NOMOR

D
4
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PENJELASAN
A'I 4.S

PERATURAN DAERAH iABUPATEN REMBANG
NOMOI,TAHUN

TEN'ANG
PENGELOLAAN KEUA]'IGAN DAN ASET DESA

i. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa dan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Dega Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sert.r dalam rangka mengoptiriralkan
penyelenggaraan Pemerintahan Der;a, pel.rJ<sanaan pembaagunal Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dirn pemberdayaan masyarakat Desa.

Ruang lingkup pengaturan Pt.ratural Daerah ini adalah terkait
keuangan dan aset Desa. Keuangan Desa rnerupakan sumber pendapatan
Desa yang dapat berupa pendapatan asli Desa, bagi hzrsil pajak dan
retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan, bantuarr keuangan, hibah
dan sumbangan yang tidak mengikar d"ri pihak ketiga.

Sumber pendapatan tersebut srecara keseluruhan digurrakan untuk
menc.anai seluruh kewenangan yang r,renjadi tanggung javzab Desa. Dana
tersebut digunakan untuk mendani:i penyelenggaraarl kewenangan Desa ,yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan k emasyarakatan. Sumber pendapatan
yang digunakan untuk melaksanal<ar kewenangan di:.naksud termasuk
yang bersumber dari ApBN.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka nrewujudkan
penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan oleh Unda,g-undang Nomoi 6 1'ahun 2014
tentang Desa, antara lain kepar,tian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, 

- 
profesioi-alitas,

akuntabilitas, efektivitas dan elis;.ensi, kearifan lc'kar, kebeiagaman sertapartisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai
kebersamaan, kekeluargaan, dan k egoton-groyongan guna mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi lredoman bagi pemerintah Kabupaten
Rembang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mewujudkan tujuan penyerenggaraan Desir sebagaimJna di, rman"atkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya
Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa hlrus ketritanga', jati i.iri. -

II. PASAL DEMI PASAL.

Pa sal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal 3

Ayat I hurufa:
Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Desa'addah pcndapatart
yang berasal dari kewenangan De.sa berdasarkdt hak asal usul dan
kewenangan skal,a lokal Desa.
Yang dimaksud dengan ohasil usalla' termasuk luga hasil BUM Desa
dan tanah b€ngkok.
Ayat I huruf g : yang dimaksud dengan 'lain-lain Pendapa.tan Deea
yang sah' adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja e"rna
dengan Pihak ketiga dan banhran perusahaan yang berlokaai di Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Paeal 5

Cukup jelas.

. Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal lO

Cukup jelas

Pasal ll
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jetas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

a'

D

A
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Pasaf 15

Cukup jelas.

Paeal 16

Cukupjelae.

PaEat t7

Cukup jelae

Pasal 18

Cukup jelas.

Pa"Eal 19

Cukup jelas.

Pasat 20

Cukup jel,as.

PaEal 2f

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelae.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukupjelas.

Pasal 28

Cukupjelas.

,t
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Pasal 29

Cukup jelas.

Pasaf 30

Cukup jel,as.

Paeal 3f

Cukup jelas.

Fassl 32

Cukup jelas.

Pasnl 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukupjelas.

. Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukupjelas.

Paeal 39

Cukup jelas.

Pasal 4O

Cukup jelas.

Pasal 4l

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

I



Paeal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Fasal 45

Cukup jelas.

'Pasal 46

Cui<up jeLas.

Pasal 47

Cukupjelas.

Fasal 48

Cukup jelas.

Paoal 49

Cukup jclae.

Pasaf 50

Cukupjelae.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

. Cukupjelas.

Fasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukupjelas.
Pasal 55

Cukup jelas.

Pasaf 56

D
t
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Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 6 1

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NoIvioR .

(



BUPATI REMBANG
PROVINSI JNWA IENGAH

PERATUMN DAERAH TaBUPA'I'EN REMBANG

NOMOR AHIIN 2OI4

TENTANG

PENYELENCGARAAN T,EMERIN'IAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUI]AN YANG MAHA ESA

BUPA'l] RI'MBANL'!,

Menimbang : a' bahwa berdasarkan JndangUndang Nomor 6 Tahun 20r4tentang Desa yan11 ditindaklanju-ti dengan 
- p"."tr..r,pemerintah Nomor 43 Tahun 2014-, Desa *ioiiUf.i t "t "".tusul dan hak tradisional dalam mengatui a_i-""g.,^"

kepentin gan masyar:tJ<at;

b. bahwa agar dalam .nengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat sebagairoana dimaksud aafim fiurtri-a aapatbeq'alan profesional, efisien dan "f"ktjf;-,"iuii", ."r,"bertanggung jawab, perlu .".rru.riL."'-o?oon,rn
penyelenggaraan f,emerintahan Desa;

c. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Rembang yangmengatur penyerenggaraan pemerintahan oesa' tiaat. sesuai , lagi, d.9nga.n peraturan p..rrrd".,g_r-id".rg"r,
sehingga perlu diganti.

Mengingat : l. pasal lg A1t lOt Unrlang_Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahrrn 1945;

Undang-Urdang Nomor - 13 Tahun ,9SO tentangPembentukan Daerah_daerah -iA;up;;r;, 
D,alamLingkungan propinsi 

,lawa - ]!1sarr-liiilt.rrn rvegaraRepublik Indoneiia Tahun 1965 Nomor.52, TambahanLembaran Negara Repubtik r"aone"iu iiro,iroi"ii szl;
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2OiL tentangPembentukan perzrturiur nerunaang_i;;i""r,* lLembaranNegara Republik Irrrlo-nesia Tahin ioi'i* No*o, Sz,Tambahan lembaran Negara n"p"Uilt-i"jonesia Nomer523a1;

I*;:f lEy,:'H,"xffi ^i";*TJSlti"*H".",:Tfr'H2014 Nomor 6, Tambahan;;b*;;;g;;il;o, s+g+t,

2.

3.

4
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5. UndanpUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Dae:ah (kmbaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 'lambaha.n Lembaran
Negara Nomor 5495j;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, pemindahan, Oai
Pemberhentian pegawai Negeri Sipil itcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tarnba]ranlembaran Negara Republik Indonesia Nornor 426a1
sebagaimana telan diubah d engan peratu-an pemerintah
Nomor 63 Tahun 20C,9 tentang Ferubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentnng Wewenang
P-engangkatan, pemindahan, Dan ?er"nberhentian pegau,a'i

I:q:l Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tifrun
2009 Nomor 164);

8. Peraturan pemerirrtah Nomor 43 ,fahun 2Ol4 tentarrgPeraturan Pelaksanaan Unclang_.Unc.ing wo_u, 6 Tahun20.14 Tentang Desa (Lenrbaran -Negara 
Fepublil< IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tamblhan 
'd_U"r"r, 

llegaraRepublik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nornor 2 Tahun2.008 tentang Urusan pernerintahai yang MenjhdiKewenangan pemerintahan oaeratr- ilUuF aten Rembang(Lcmbaren Daerah Kabupaten R",;b"-il Tahun 2OOgNomor 2, Tambai.an lembaran Oa"iaf. K;brp.t;;Rembang Nomor gl);

Dengan persetujuan Bersema

DEWAN PERWAKILAN RI.KYAT D {ER,lfi KABUPATEI\T
da,t

BUPATI PJMBANG

MEMUTL SI(AN :

REMBANG

Menetapkan:pERATUMN DAERAH
PEMERINTAHAN DESA.

TENTANG PENXELENGGARAAN

BAB I

KETENTUA.N UMUM

pasal I
Dalam peraturan Daerah ini yang dimrrksud dengan:Daerah adalah Kabupaten nemOan!.--- -""*.le./

Pemerintahan Daerah adalah penye.enggar€(an urusan pemerirrtahan olehPemerintah Daerah dan,Dewan pil"rfi."T"kyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan ;;;;;;;p otonomi se.luas{uasnya

1.

2.

(



dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesra
sebagaimanan dimaksud dalam undang-undang Dasai Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tah..rn 194S.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Bupati Rembang adalah Bupati Rernbang.

5. Kecamatan adarah wilayah Keq'a r )amat sebagai perangkat Daerah yang
ada di Kabupar.en Rembang.

6. Camat adalah Camat di Kabupaten Remoang.

7' Desa adalah desa dan desa adat_ arau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesi.tuan masyarakat- hukum yangmemiliki batas wilayah yang berw*nang untuk *"rrg"tri a"r, 
-ri"rrgrrr"

urusan pemerintahan, kepe,tinga.n nrasyarakat .i.*p"iG.Jasartanprakarsa masvarakat, hak isar us-ut, aaaTatau nar, t aorsionatlaig oiakuidan dihormati dalam..siste- pemerintahan Negara Kesatuaii RepublikIndonesia dan berada di Kabupaten n._U""g.
S Pemerintahan Desa adarah penyerenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat -""i"-pu, oTJ pe-eri.,tah Desa dan BadanPermusyawaratan D.ey gd* '-"rrg.iu dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan asZ.i-usul dan adai istiadai'setempatyang diakui dan dihormati dalam sistem pemeri"t h; *!"-; i""",.,"r,Reprrblik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangr<at Desa sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Ikbupaten Rembang.
1l' Badan Perm usyawaratan Desa yang selanj utnya disingkat BpD adarahlembaga yans ml|afs."+.1 "f*;"i-;-erintahan 

vang anggotanyamerupakan wak, dari penduduk o"L uira""rrkan keterwi<iran1^,,ayairdan ditetapkan secara dimokratis. 
qrr 

^ELtr wailr€Ln I

12 Mu syawarah Desa adarah. musyawarah antara BpD , pemer ntah Desa danunsur masyarakat yang diselenggaral:an oteh Bpt ;;il-;..;pli^ri n"ryang bersifat strategis.

13' Perangkat Desa adarah unsur pembantu Kepara Desa yang. terdiri darisekretariat desa, petaksan" k"*iL;;;;'Jaa petaksana telir-is.
14' Lembaga KemasyaraJ<atan Desa .dalah rembaga yang dibentuk atasprakarsa pemerintah De.sa {an *."y*Jo,'.esuai dengan }:et,utuhan da.rmerupakan mitra pemerintah desa a'aUmIemu"ra"v#"r rr.ii"L,Lr.
15. Badan Usaha Milik^-o,.::.rT, selanJutnya disebut BUM Desn adalahbadan usaha yang seruruh atau set'a giari besar modalnya linr,irci oreht.resa melalui penyellT:""T1 f""1",i"-gl""g berasal dari kekayaan Desayans dipisahkan guna mengelora r$i, :E 

j"*pi.r;t;;, ;; t#iLr,rr.untuk sebesar_besarnya t 
""i.;Jt"r"^,i fi"lylr"x.t o."..

16. Peraturan Desa adalah. peraturan perundang_undangan yang ditetapka:roteh Kepala Desa setelah?iililJ;ffi:;;r*r bersama BpD .

(



17' Pembangunan Desa adalah upava perringkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesijahteraan masyarakat Desa.

18. Kawasan Perdesaan adalah kawa san yang mempunyai kegiatan utamapertanian, termasuk pengelolaan sumber- daya alam denian susunanfungsi kawasan sebagai tempat p.rrmukiman perdesaan, pe-tayana, iasapemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ei<onomi.

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya meugembaagkankemandirian dan kesejahteraan masyarakat'dengan -.ni"i"!Iu*""
pengetahuan,- sikap, keterampilan. perilaku, kemai.rpuan, 

-t""Za"r"r,,
serta memanfaatkan sumber daya nrelalui penetapan kebil akan, p.og,*,
kegiatan,_ d-an pendampinga, ya'g 

"""r.i dengan .""rr"i ,n..il.t, a."prioritas kebutuhan masyarakai De-sa.

BAB II

KEWENANG.{r,I DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang pcny:lenggaraanPe:nerintahan Desa, pilak"arraar, 
--pL-U.rrgurr"., 

Desa, lrembinaankemasyarakatan Desa, a'.r, p"-u""a.yiir,'?.uy"r.t .t Desa berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, a#.a.t i"U"a"t p""".

paseJ 3

Kewenangan Desa meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;b. lcewenangan lokal berskala Oe"a;- ---''c. 5::::Tt:" yang .ditugaskan' olr:h pemerintah, pemerintah Daerah. r,rovl:]sl, atau pemerintah Daerah; dand rewenangan lain yang ditugast"r .Lu pemerintah, Femerintah DaerahProvinsi, atau pemerintah baerah 

";;";i;""g; t"il;;;;r.,r..r,perundang-undangan.

pasal 4

(1) Pelaksanaan kewenangan berdasarl.an hal:lokal berskala Desa 
""U.g"i*.r,"-.1,;;;dhuruf b diatur dan diurus oleh Desa.

asal usul dan kewenangan
dalam Pasal 3 huruf a dan

i

(2) Kewenangan Desa berdasarkan he.r< asal usul sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 huruf a paling seaikii-r"rJf.t"",a. sistem rrganisasi rri..y"i"r..t.J";;-"' *
o. pembtnaan kelembagaan masyara kat:
! pembinaan lembaga dan h"d;;;;;:d. pengelolaan tanah-kas D";;;-;;- --e. pengembangan peran masyarakai Desa.

(3) Kewenangan toU, O:::**1 De"1 sebagairnana dimaksud calam pasat 3huruf b paling sedikit terdiri atas keu,enirrcan:a. pengelolaan tambatan perahu;b. pengelolaan pasar Desa.;

I



pengelolaan tempat pemandian umum;
pengelolaan jaringan irigasi;
pengelolaan lingkungan permukjman masyarakat Desa;
pembinaan kesehatan masyarirkat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu;
pengembangan dan pembinaat sanggar seni dan belajar;
pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
pengelolaan embung Desa;
pengelolaan air minum berskala Desa; dan
pembuatanjalan Desa antar perrrrukimar ke wilayah pertanian.

Pasrtl 5

(1) Pelaksanaan kewenangan yang ditrrgaskan dan pelaksanaan kewenangan. tugas lain dari Pemerintah, pemerin,ah Daerah provinsi, atau pemerintah
Daerahsehagaimana dimaksud dara:n pasar 3 huruf c d; h;ii J diurtrs
oleh Desa.

(2) Penugasan dari pemerintah Daerah kepada Desa meliputi:penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pemb.rrgurr; O"o,pembinaan kemasyarakatan Desa,. d en pem Ueroayaa; ;;;r;h;;"...
(3) Penugasan sebagaimana dimalisud ;.rada ayat (2) disertai biaya.

pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan iden tifrkasi dan inventarisasi kewenanganberdasarkan hak asal usul dan tewenangan tot<at berskala Desasebagaimana dimaksud daram pasal s aan pasat + aenga' meriua*anDesa.

(2) Be.dasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimanrr dimaksudpada ayat (l), Bupati menetapkar peraiu.an Aupiti t"rrt"rrg 
-- 

a"ft",kewenangan berdasarkan hak asal uurri a"r, kewenangan roilJ-'uersxaraDesa sesuai dengan ketentuan peratrrran ferurrAang_urr"aurrg"rr- 
--

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dirr aksud pada ayat (2) ctitindakranjutioleh Pemerintah Desa dengan -"".Gpt"" perituran O"s" Grrtarrgkewenangan berdasarkan hJ asar ."uii"" kewenangan :oka.l berskaraDesa sesuai dengan situasi, kondisi,r"" L"u"t"rr.n lokar.

Pasa-l 7

5:i:iiff ,l:3lr,1"nrr, 
mengenai penete.rpan kewenangan De"a diatu, dengan

BAII IiI

PEMERINTAHAN DESA

pasal g

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa.



pasal 9

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa br,rdasarkan asas:a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.
d.

tertib kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;
efektivitas dan efi siensi;
kearifan lokal;
keberagaman; dan
partisipatif.

e.
f.
c.
h.
i.
j.
k.

pasal l0
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal g
yang dibantu oleh perangkat Desa. -' .'

adalah Kepala Desa

BAII IV

KEPAI,A DESA

rugas, wewenang, ,*,?1?,T,#:jxtJ" *,.,*". Kepara Desa

Pasal l1
(l) Kepala Desa O"I:*j."_^_*:"yelenggarakan pemerintahan Desa,melaksanakan pemlangqnan Desa, p?_Ui.r"* keraasyarak etan Desa,dan pemberdayaan masyarakat Desa. '

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud .tada ayat (l), KepalaDesa berwenang:
a. raemimpin penyelenggaraan pemerinrlahan Desa;b. mengangkat dan memberhentikan Fe..rrlUt O."r,c' memegang kekuasaan pengelolaa, xeurigan dan Aset Desa;d. menetapkan peraturan'O"Ja'; 'rvsq.i
e menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;t. membina kehidun
B ;;;ffi ;.i.i;i:l*":n *il,ffH nrasyarakat Desa,h. membina dan

mengintegras*""*-ffjl*:illHor?HI:X.#,11:ur^,:=r,.0..,?n
u ntu k sebesar_ besamya kemakrr.,. u ran niasyarakat Desa;I 11"*..q?rrckal "uo,t., p""a.p"t ].'o.L,J. mengusulkan dan menerima p'.,i*p.fr*i 

.sebagian kekayaan negara,- A-1. meringkatkan. kesejahteraan rnr."y"."t 
"t 

Oi"";x. mengembangkan kehidupan sosiaf Uuiffi masyarakat Desa;l. memanfaatkan teknologi't.oJ.",r"] 
*"-, *

m. men goordinasikan f emUan gu nir O.". 
"""*r. partisipatif;n. mewakiti Desa di 

11..=.,,_q:" 
dii;*;"i"s;dihrr atau menunjuk kuasahukum unruk mewakilinya 

", "r"i G.,g^r., ketentuan peraturanperundang_undangan; dano' meraksanakan wewenang lain ya:rg sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. -,
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa berhak:

mengusulkan struktur organisasi dan mta kerja Pemerintah Desa;
mengajukan rancErngan dan menetapkan Peraturan Desa;
menerima penghasilan tetap setiap brrlan, tunjangan, dan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum auas kebijakan yang dilaksanakan;
dan

e. memberikan mandar pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada
perangkat Desa.

(a) Dalam melaksanakan tugas sebaga mana cimaksud pada ayat (l), Kepara
Desa berkewajiban:

a.
b.
(. penenmilan

a. memegang teguh dan mengamallcan pancasila, melal<sanakan Undarrg_
Undang Dasar Negara Repul:lik Indonesia Tahun 1g45, 

""rLmempertahankan dan memeiihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinnel:a Tunggal Ika;
menin gkatk an kesejahteraan ma syarakii Oesa;
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
menaati dan menegakkan peiatu ran perundang_un<iangan;

T:lll:1".}.n kehidu.pan demokrasi dan berke-adilan glnalr;melaksanakan prinsip tata Feme,.intahan Desa lang 'akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisieu, bersih, ie.ti UeUas a,rrikolusi, korupsi, dan nepotisme;
menjalin keq'a sama dan koordiuasi dengan seluruh pemanglcu
kepentingan di Desa;
menyelenggarakan administrasi l)emerir.tahan f)esa yang baik;mengelola Keuangan dan Aset Desa;

::l1l:i::I1l ,*"11 pemerintahan ya-rg menjadi kewenangan Desa;menyetesalkan perselisihan mas5,arakat di Desi;
mengembangkan perekonomian rnasyarakat Desa;
membina dan melestarikan nilai sosij b"daya masyar.akat Desa;memberdayakan masyarakat dar..lembaga temasyarat atau di Disa;mengembangkan potensi sumber diya alam dan ,nelestarikan
li rgkungan hidup; dan
memberikan informasi kepada m asyarakat Desa.

b.
c.
d.
e,
f.

c.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.

Pasa 12

(1) Kepala-Desa yang tidak meraksanakan kewajiban sebagaimana dimaksuddalam pasar rl avat (4) dikenai s"r,t.si "J-ii,i"tr"tiir"?,pll"iri# ri".,dan/atau teguran- tertulis. i
(2) Dalam ha, sanksi administraLif sebagaiinana dimaksud pada eyat (r) tioakdilaksanakan, dilakukan tindakan "p"-u"ii"n,i"" 

""-"rt ." oan-' oapatdilanjutkan dengan pemberhentian

(3) Ketentuan lebih ranjut mengenai s:rnksi administratif bagi Kepala Desasebagaimana dimaksud padiayat 1f 1 
-an 

aiat tZ) cliatur dalam peraturanBupati.

Pasal 13

Kepala Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;

4



b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, arlggota keluarga,
pihak lain, dan/atau golongan terten (u;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajitrannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga danTatau golongan
masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, \9.yp:i, dan nepotisme, menenma uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi kepu,irsan atautindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus crganisasi terlalang;i. merangkap jabatan sebagaiketua da'/-atau anggota Bp6 , anggota Dewan

!erwa-l-<1lan Ralcyat Republik Indcnesia, newan perwakiiin DaerahRepublik Indonesia, Dewan perwaxilan Ratryat Daerah pror.insi atauDewan Peru'akilan Rarcyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan .;auatan 
-tar. 

yar,g
, giL"^"!ul.ndalam peratu.ran perundangan_undangan;
J' lKur serta dan/atau terlibat daram kampanye pemilihan umum dan/atau
- pemilihan kepala daerah;k. melarrggar sumpah/janji jabatan; rlanr. meninggalkan tugas .:l1Tu 30 (tiga puluh) hari keq.a berturut_turut trnpaalasan yang jelas dan tidal< dapatiii"rt 

"lgu"e,awabkan.
Pasal 14

(1) Kepala Desa yang meranggar larangan sebagaimana tiimaksud dalam pa sal
,:r"$::"^, sanksi administratif birupa-t"'grrrn risa" aar,/atau-,"gr,..r,

(2) Datam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidakdilaksanakan, dilakukarr tindakan i"-G.t ""ti.r, ""."nt",."' a"l,-' o.p"tdilanjutkan dengan pemberhentian.

(3) Ketentuan lebih laniut mengenai s.rnksi administratif bagi Kepala Desasebagaimana dimaksud p.J;;t;i ar ft;; Ivu, tzt diatur dalam peraturan
Bupalii.

Bagian (edua
Syarat Calon ,(epala Desa

pasal 15

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan;
3 y*S? negara Republik Indonesia;b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha;Isa;c memegang teguh dan mengarnarkan parrcasira, melaksanakar Undanl3-Undang Dasar Negara Republil< tiatnesia Tahrrn 194S, sertamemperrahankan dan memelihara *"rtrrr_ ,o"g"o ri""rtrL -iepuutit
. Indonesia dan Bhinnek. furrggJik. ----"'t 

3:f.ilii:ikan 
paling rendafr- tamat sekorah menengah pertama atau

e.
f.
c.

h.

berusia paling rendah 25.(d.ua-puluh lima) tahun pada saat mendaftar;bersedia dicatonkan menjadi Kipata D;; ""'-'

l"i,ilt"ii::ilT;"x'J"t:*l*l*i,#tinssardiDesasetempatparins
tidak sedang menjalani r,uku*il pijlili"":*",

,(



k.
L

tidak pemah dijatuhi pidana pen jara berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetaf karena *"r.tr["r,'il0"r.pidana yang diancam dengan.pidan,. p.,ri"r"Juring slr,gkai s-[ii.f irir"atau lebih, kecuali s {lima) tahun s.telah 
".i"G _".":of"""i piaii"}fr"r.dan mengumumkan secara jujur a.rn terbula kepada publik bahwa ylngbersangkutan pernah dipidlna ".,t. u"[." :;;;;';;r"*#;r"tberulang-ulang;

Lidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuata" trrrtu* ..etap;
berbadan sehat; dan
tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagian Ketiea
Tata Cara pemilihan (epala Desa

pasa [ 16

(') 
|T;ltr" 

Kepala Desa dilaksanakar secara serentak di seruruh wilayah

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dinraksud pada ayat(l) dapat dilaksanakan p.r;;;;;;'r"i,"u banyak 3 (tiga) kati daramjangka waktu 6 (enam) tahu;
(3) Dalam hal teq'adi kekosongan jabate n Kepapemlih an idil o."" 

"..". tak, e,,p"A ;"113j""? S*ffi,ff I:;I:Bffi "
(4) Penjabat Kepala Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasar daripegawai negeri sipil di lingkringan il;;;; Daerah.

pasal 17

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanal:an melalui tahapan:a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; darrd. penetapan

o' 
]*T;"H:iapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri
a. pemberitahuan s,

;1:li*m';Tfl i,:"*$;f,'"'.*fj"x1:,,,ilfl X,"."i:,i"*'T5.:f L,;
b' pembentukan Danitia pemirihan kepala Desa oten bpn ditetapkanfllil jtrt# *"*t' r d i."priln; i"X,l"..,",* pemberitahrlan akhir
c. laporan a-khir masa l1b}." Kepala. Desa kepada Bupati tlisampaikan*lilji:#, waktu 3o rtre. p"itr f# 

""r.,"r, 
pem-beritahua-ri al<hir

d' perencanaan biava pem,ihan diajukan 
.oreh panitia kepacia Bupati

- FiJlJ,'",ffiTJ,1ffi .iiiff,H, YH;i,*'r. (uei purur,r- 
-i.li* 

"-",.r.-t,e. persetujuan biava;;iliffi'.#ni,ffX}Xfi"flT-,iffi:ti daram jangka waktu 30 (tisa

(



(3) Tahapan pencalonarr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas kegiatan:
a pengumuman dan pendaftararr bakal calon dalam jangka waktu 9

(sembilan) hari;
b penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta

penetapan dan pengumumatr nama calon dalam jangka u,aktu 20 (dua
puluh) hari;

c penetapan calon_ Kepala Desa scbagaimana Cimaksud pr4d4 huruf b
. paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak S (lima) orang calon;d penetapan daftar pemilih tetap- untrik peiaksanaan 'pemitiirarr-tepata

Desa;
e pelaksanaan kampanye calon I(epala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga)

hari; dan
f masa tenang dalam jangka waktrr 3 (tigrr) Hari.

(4) Tahapan pemungutan suara sebagairruna dimaksud pada ayat (l) huruf cierdiri atas kegiatan:
a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;b. penetapan calon yang memper oiet,-suara ierbanyak; dan /atauc' dalam hal calon y-ang memperoleh suara-terbanyak lebiir J.ri r lotryorang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan *ii"y.f, p""oi"t,.. 

"r"r,yang lebih luas.

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dinraksud
atas I:egiatan:
a. laporan panitia pemilihan mengenai calon lerpilih kepada BpD
. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah l"*,.r,grt"r, .r..";b 

l.p.ol..n-_ePD mengenai caton terpilih k";;;. Bupati paling lambat 7(tujuh) Hari setelah menerima lapoian p"rii";c. Bupati menerbitkan 
^ keputusan '-e..Ui""i pengesahan danpengangkatan Kepala_Desa pa-ring lambat "So ftig"';"-l-;i'i", "iru- diterima laporan dari BpD ; danrt Buf31i atau pejabat ll^".{.", ditunjuk melantik calor- Kepala Desaterpilih paling lamba,-?O (iry plt-rh) IaI ""i"t ait..rritt." i"prt""""pengesahan dan pengangka-tan Kepala DesJ denga' tata cara sesuaidengan peraturan peruna-ang_u"Aroigar.- - -_

pada ayat (l) huruf d terdiri

pada ayat (5) huruf d
(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagairr,ana dimaksud

adalah Wakil Bupati atau Camatl

(7) Dalarn hal terjaJi perse.lisihan hasil ;remiliha' Kepala Desa, Bupa6 wajihmenyelesaikan perselisihan daram jarigka;.kt" A6 &. irT,lnl ,iii.
pasal lg

(l) Kepala Desa yang. akan mencalor,kan diri kembari diberi cuti sejakclitetapkan sebagai...:dor *poi1"ig* selesainya pelaksanaanpenetapan calon terpilih

(2) Dalam hal Kepala 
,Desa.cuti sebrrgaimana 

..dimaksud pada ayat (l),Sekretaris Desa melal<san.k"" 1";;:';X t?*aiiuan Kepala Desa.

pasal 19

(l) Pegawai negeri sipil yang mencalonk,an diri daram pemilihan Kepala Desaharu s mendapatka n izin -tertu 
tis aal n": J., p;*Urrl ;;;**;TJ.

(



(2) Dalam hal pegawai negeri 
- 
sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpilih dan,diangkat menjadi Kepara DJsa, yang bersangkutan aiueuasta.,
sementara dari jabatannyl s9l1ma menjadi 

-Kepala 
Desi tanpa kehilangan

hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasa.l 20

(1) Perangkat Desa yang mencalonka, diri dalam pemilihan Kepala Desadiberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai il.t"r .ao.,Kep+.1 Desa sampai de:rgan sele:;aiiya pelaksanaan p"i"t"J"" ."f."terpilih.

(2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana cimaksud pada ayat (l) dirangkap orehperangkat Desa tainnya yang ditetapkan dengan k"p"6;; K;;;;;u...
Pasal 2l

(l) BPD memberitahukan kepada Kepara Desa mengenai akan berakhirnvamasa jabatan Kepala Desa secara :re*uris o (enam) bulan 
""u"ru-^ -.irljabatannya berakhir.

(2) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

,., 
;:1,,,;:, ;:T:1tTlJ,",lf _Hl?,"i:bagaimar.a 

dimaksud paca ayat (2)

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaiinana dimaksud pada ayat (3) terdiri
1?Sr"HuYo?eran*kat D""'; 

- 
l;;;;'*kemasvarakatan, - 

dan' tokoh

pasat 22

(t) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(r) 
!:f,l,Ii" Kepara Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

(3) Pemilihan Kepara .Desa dilaksanakan meralui tahap pencalonan,pemungutan suara, dan penetapan.

(4) Dalam melaksanakan.pemilihan Kepara Desa sebagaimana.dinraksud padaay at (2],, d iben tu k panitia pemilihan' t(ep;; 
-D""".

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud .pa!a ayat (.t) bertugasmengadakan nenjaril{. q; ;";;;;ian tar<ar caton 
.berdasarkan

persyaratan yang 
,.ditentukan, rri"f .f.&rr"f.uo 

. 
pem-ungutan suara,ffi;n:m;*8.5j:"a o"sa t"piril,*a.' meraporkar, pelaksanaan

(6) Biaya pemilihan Kenala t-reco .tiL.^L^-,--_
Belanja Daerah. ' ala Desa dibebankan pada Angga ran Pendapatan dan

4

t



(1)

(2t

(3)

Pasal 23

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang pada
hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah bertlmur 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Paserl 24

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh
panitia pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa cli tempat r:mum sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyar akat Desa.

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 25

Calon Kepala D-esa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh
suara terbanyak.

Panitia pemilihan Kepala Desa merretapkan calon Kepala Desa terpilih.

eani!13 pemilihan_Kepala Desa menyampailcan nama calon I(epala Desa.
terpilih *epaaa Qfo paling rama 7 (tujuh) hari setelah peneLapan calon
Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayar (2).'

BPD paling.lama 7 (tujuh) hari setclah menerima lap,ra'panitra pemitihan
menyampaikan n€una calon Kepa-la Desa terpilih kepada Bupati.

Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimane dimaksudpada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling larira 30 (rigi puluhl fi.ri il:"ttanggal^diteril"3ny1 penyampaian hasil pemilih- i"it ianitii p"r"ifiil",
Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati

Dalam. hal.terjadi perselisihan trasil pemrlihan Kepala Desa, Bupati rva.jib
menyelesaikan perselisihan dalam ;angka waktu sebagaimana'oirnatsuo
pada ayat (5).

Pasal 26

Calon Kepala Desa terpilih dilantik <rleh
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1) Bupati atarr pejarbit yang ditunjuk
pencrbitan Keputusan Bupati.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjan;i.

1S1 -lmqafr./janji sebagaimara dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:"Demi. Allah/T\rhan, saya bersrrmparr/6erjanjl uair*u 
""y? 

at""-riemenurri
|<e.wajiban sayir seraku ..Kepala'o 'ia dengan seuait"-uaitcnyu, 

--"".;.,iu.-

JuJumya, dan seadil-adilnyq; balrwa saya r.tan setAu Lat dalammengamalkan dan mempertahankar.. pa:rcaiit" siuagai d;sa, il!"r.; a*bahwa saya akan menegikkan kehiciupan demokrasi dan undang- unda:rgDasar Negara Repubrklndonesia taliri t 9+s serta metat<san.iln- segataperaturan perundang-ulda.g11 dengal selu-us_lurus"va lane te.fa}:ubagi Desa, daerah, dan ftegari Xesar uin nepublik Indonesia".

(



Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemitihan Kepa la Desa diatur
dengan Peraturan Bupati.

pe,.,lin.,, ?1$ffi L"""SXI* war<tu

Pasal 28

Musyarrarah Desa yang diselenggarakrrn khusus untuk pelaksanaan
pemilihan.Kepala Desa antarwaktu-dilaksanakan paling lama oiram Sangkawaktu.6 (enam) bulan. terhitung sejak Kepala nisa d-ibeihintit; d"d."mekanisme sebagai berikut:
a. sebelum penyerenggaraan Musyawarah Desa, d ar<ukan t:egiatan yangnreliputi:

l. pembentukan panitia pemilihal' Kepala Desa antarwaktu oleh BpDpaling lama dalam jangka wak:tu 15 (lima belas) i^rt t rrut""g sejakKepala Desa diberher rti[an
2. pengajuan 

- 
biaya- pemilihan--dengan beban ApB Desa oleh panitiapemilihan kepada pr:njabat Kepal-a Desa paling famUaiaaiam jangta

" :gl1:9_(ttg1nulufrr Hari.terhri.rng sejak i,""itL t.ir""t.rh 
*"

J' pemoenan persetujuan 
- 
biaya pemirihan -.leh 

penjabat Klpah Desapaling lama dalam jangka rvakirr 30 (tiga puluti; u.ri te.rrii""g sejak
_ diajukan oleh panitia pJrnilihan;4 pengumume.n dan pendaftaran irakal caion Kepar^ Desa oleh panitia_ pemilihan dalam jangka waktu J J (lima belas) Hiri';5. penelitian kelengkapan perslar; rtan administrasi bakal calon oleh
- panitia pernilihan. dalarn- jangke waktuT (tujuh) iari aan---'6' penetapan calon Kepala o"s""a"a^uati" 

"r"r, 
pi"iti"'pemutan pari,rgsedikit 2 (dua) orang, calon_dan p;i";;rr.,y"k 3 (tige_) orang calon yangdiminrakan penc:+11 uu"yai"ar".i beda untirti ditetap-tai seuagai_ _-j"lon yang berhak dipilih dalain rau"J,u*"..t i;;. -'*'-"*'

v. Drt) menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:I. penyelenggaraan Musyariar.h D;-efiinrpin oieh'x"t-". si;o yalrgteknis pelaksanaan. pem,ihannva a,atiian' oret p""il.i?rr-iiii.";2' pengesahan calon (epata lr"y 6;;rhak dipilih oleh MusyawarahDesa melat u i m u sya*irah -u ra[ J"iau pJ;l ;;; r;il #," "r.;,3. petaksanaan pemilihan 
""ro" x"p.ri- De". ;[h--;uiii?.pJ_un"r,mela-lui mekanisme musyawarah mrrfakat atarr meia.lui periungutan

. suara yang telah disepakati oleh )vlusyaw^rJ O.U;---=B- 
vv.,s.

4' pelaporan has, pemilihan caron [;;;i; *s" orei, panitia pemilihan_ kepada Mu syawarah Desa;
s. pengesahan calon terpilih oleh Mrrsyawarah Desa;6 petaporan trasil-pemitih"; ilil;;esa metatui Musyawarah Desakepada BpD darim jangka *.It, zli,rJrh) Hari seterlh lr,rusyawarah

" P::lTyesahkan cirorirepara ,j..,"'iJrplit ''-' ' vv!!'q'lr ,',uorc
/. pelapor€rn calon Kepala Desa t,:rpilih hasil Musyawarah Desa olehKetua BpD n?i1t, euqa.ti pr,r-i'rU'i"rnU"t 7 (tujuh) Hari setelah
^ menerima laporan aari pariitia p", rrii-iB".,,
"$J:h:,,.."il:#H,#*ff "[,ffi'.F36."ftiff ?.,jif,xi,Hil::j:l
v. pelanrikan *.rr",_?:y oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Harisejak d iterbitkan. keputu san p.ri g.L["r. pengan gkat an-1if ori.i"paf 

"-D^esa 
terp,ih dengan urutan aiara- pelaitikan sesuai dengan ketentu anperaturan perundang-undangan.

(



Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara per^rilihan Kepala Desa antarwaktudiatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Masa Jabatarr Kepala Desa

pasa,30

"' [?#i 3"?},[:T*ang 
jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak

(2) Kepala Desa sebagaimana.dimaksud pada ayat (l) dapat merrjabat paling
illr.xl,:,llia) kali masa jabatan 

"r"!i, u"rtu,Jiltr.Ii.or' lii".r 
".""ru

(r) 
[*::i?;:::oiy"r masa jabatan sebagaimana..dimaksud pada ayat (2)
D;;;:,-^ 

...oso. .labatan Kepala o,,". yJr,j aipiil;;;il "rfii.y.*"r"r,

(4) Dalam hal Keoala Desa.. mengu::durkan diri sebelurn habis masa
is;'flf ;:#.: ?: i',H:* u'",' ftlotl' f ."a a i", ggJi' i"i 

"r" ff1.,5.u^, r

Bagian Keenam
laporan Kepala Desa

pasal Jl
Dalam melaksanakan
aim"rs u J a;i",o' r"l; lliii;rliX?l#-i,t, 1,"u, 

o* kewaj i bar. sebagaimana
a. menyampaikan lao

_ :,1,_;;#;'ffi;;ffi: Bffi;"**"an Pemerintahan Dera setiap akhir

^ riqffi?1H"iTfiili"'Jil"i""gg"^"' Pemerintahan Desa pada erkhirc. memberikan,.r..T^^*!:4gp 
penyelenggaraan_ pemerintahan secara. tertulis kepada bpD, setiap *fri, *rt ri 

"rlgcur.rr; arld. memberikan dan/atau' ;:;r;;k*"pemerintahan secaranssaran. a terturis reJlJi,;;;?f.H:: 
""fi?',iHffffiff

pasal 32

""mi..#:3iTff iffi H*ff ffi $&.?";;d;iH?f;ro j:ffi 5:x!
(r) 

}31.A.. penyelenggaraan pemerintahau 
r_pada-ayatll) parinfieaik t memuat: )esa sebaga:imana dimaksuda' pertanggungiawaban penyelenlgaraan pemerintahan 

Desa;o. pertansgungiawabaa-per"t*"ili 
ilr"ilgu".",q pelaksanaan eem:1n1an kemasyerakaktn; dan.. pelaksanaan pemberdayr"" ;;,";;;;;;.,

]
?
t



(3) laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagairr^ana dima]sud
pada ayat (l) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bup;rti untuk dasar
pembinaan dan pengawasan.

Pasal 33

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penrerintahan
Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaklud dalanr pasal 3l
huruf b kepada Bupati melalui Cama:.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan r)esa sel:agaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (liira) bulan sebelurn
berakhirnya masa jabatan

l.aporan penyelenggaraan pemerintr.rhan Desa sebagaimane. dimaksudpada ayat (1) paling sedikit memue.t:

(1)

(2)

(3)

a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelurnnya;b' rencana penyelenggaraan pemerin tatran 
-Desa 

dalam jar'.gka waktu
untuk 5 (lima) bulan sisa masa jerbatan;

c. hasil yang dicapai dan yang belum drcapai; dand. hat yang dianggap perlu peOait<an.

(4) Pelaksanaan atas rencana pe nyelenggar aan pernerintahan Desasebagaimana dimaksud pada ayai (s)-h,rurb ditaporkan oi.i-[fr.r" o"okepada Bupati dalam'memori slrah terima jabatan.

Pasal 34

(1) Kepala Desa menyampaikan la;toran ketera,gan penyelenggaraa,Pemerintahan Desa sebagaimana dirraksud dalam plsa sr tur.rir""ti"pakhir tahun anggaran kJpa,ta BpD secara tertulis paring lambat 3 (tiga)bulan setelah berakhimya tahun anlgarari.

(2) Laporan keterangan penyelenggara rn pemerintahan Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (t) 
-parr6 

seciikit memuat pelaksanaan peraturan
Desa.

(3) I"apo3n 
-keterangan penyelenggaraan

dimaksud pada ayat (l) digunaf-an oleh
pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pernerintahan Desa sebagaimana
BPD cialam melaksanakan fungsi

Pasal 35

Kepala Desa 
-menginformasikan secara tertulis dan dengan gredia informasiyang mudah diakses. oleh masyarakat _"rrg"ni i"rry"i"rrgg"r".n.Pemerintahan Desa kepada -".y"r"t.i O"".. 

-

pasal 36

(l) Kepala Desa-yang tidak melaksanak.rn kewajiban sebagaimar.a dimaksuddalam pasal 3l dike.nai sa"r.si ad-iii"trut f b".r;; ;;;o-r,. fi"".,dan/atau teguran tertulis.

(2) Daram hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdilaksanakan, dilakukan ti."dJ;;;;;ri".,ti.r, semerrtara dan dapatdilanj utkan dengan pemberhentian

(.

\



(1)

(2t

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengeuai lz, poran penyelenggaraan pemerintahan
Desa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagran Ketuiuh
Pemberhentia:r Kepala Desa

Pasal 38

Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagai mana oimaksud pada ayat (r) huruf ckarena:

f.

c.

berakhir masa jabatannya;
tidak dapat melaksanakan htgas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap secara berturrrt-tirrut setama 6 (enam) birlan;tidak lagr memenuhi syarat sebagai t.p.f" O""a;
melanggar larangan sebagai kep:rla Desa;
adanya perubahan statui De; meniadi kelurahan, penggabungan i(dua) Desa atau lebih menjadi . lsatij D;;;;.", atarr penghapusanDesa;
tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; ataudinyatakan sebagai terpidana. t,eraisart-in p*u""r, pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hrrkum tetap.

(3) Apabila Kepa.la Desa berhenti-seba3aimana dimaksud pada ayat (I), BpDmelaporkan kepada Bupati melalui C^_.i.'
(4) Pemberhentian Kepala Desa sebaggimana dimaksud parJa ayat (l)ditetapkan dengan keputusanBup"til'- -

pasal 39

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari I(satu) tahun karena aiuerirentitin-;";.4;;" dirnaks,d dalam pa.sal 37ayat l(satu) huruf a d.:_l:.af b *n. 
"yit l-iaua) huruf b, hurrf c, hurrrf d,huruf f' dan huruf e, Bupati mengangkai pegaivai negeri sipil dari pe'nerintahDaerah sebagai penjabai xepata -oei-l;;; 

terpililhnya.K";;; 
-;; 

y"rgoEIrU. ' .

Pasat 40

Dalam hal sisa masa ia.batan Kepa-la Desa yang berhenti rebih dari l (satu)tahun ka-ena diberheitikan "";;!;;;;?irilr;",ra d;r"-;;i]i ayat 1r1huruf a dan huruf b serta ayat 121 [urui Ul fruruf c, huruf ., huruf f, dan hurufg' Bupati mengangkat 
-pjg_;l"i 

'""e".i 
"iiiili 

'p",r,..ir,-i.ii-il"r"i*""u.g"i

il'Jii5!["f,33"?:* sampai terpili-hnva i"rr. De"a v".,g-o"'Ir*i.]i"r.,i r,""1

a.
b.

c.
d.
e.

(



Pasal 41

Dalam_ial -te{'adi kebijakan pen,rndaan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa,. Kepala Desa yang habis masa;abatannya tetap diberhentikan dan
selanjutnya Bupati mengangkat 1>enjabat Kcpall Desa.

gupl!. mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimzrksud pada
ayat (l) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah Daerah.

Pen,ndaan peraksanaan pemilihz.n Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman pada peraturan per.rndang_uidangan.

Pasal 42

P"q3y"j negeri sipil yang.diangkat sebagai penjabat Kepala Desa palingsedikit harus memahari bidantkepemimiinil <ia" tetnii peme;;;;r.
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dim.r.ksud pada ayat (l) meraksanakan

ii,"tii;[Xilang' 
dan kewajiban serta nremperllen nat vlij-;;;;;"

Pasal 43

(1) Kepala Desa yang berstatus pegawar n sgeri sipir apabila berhenti sebagaiKepata Desa dikembalikan keiaia in 
"tai!ij"a,.rLnv".

(2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri. sip, apabila terah mencapaibatas usia pensiun--sebagai 
.r"._1_i 

-""?ri 
"ipl ilt"rt*ril-.rr..a"rrg*r,hormat sebagai pegawai negeri'siffl cleng#n emperoreh hak 

"""r"i d"rgn.ketentuan pera tu ran p"*rr-dun g_.l"0."i"".

pasal 44

Kepala Desa diberhentikan sementara oreh Bupati seterah dinyatakan sebagaiterdakwa yang diancam,9."*T ;iil;;;;il: pafing singkat S (rima) tahunberdasarkan register perkarJdi pi" gaal f in. 
-, -.'

pasal 45

Kepala Desa diberhentikan sementara olehBupatisetelahditetapkan sebagai tersangka a"r.---ti"ali pidana korupsi, terorisme,makar,dan / atau tind ak pidaia t".rr"l.p ;#;"" negara.

pasal 45 .
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
l"H]} #"tl.tffil# ll *:l "" 

o u; 
"r "rle1, 

p;ri se terah d i nyatakan sebagai
tr"il"- t.t"p' 

sqoqr t\ct, putusan pengad ilan yang telah *";p;;;i ;"i.uatan

pasel 4Z

(1) Kepala Desa yans diberhentikan sernentara sebagaimana dimaksud daramI:H i:.S: n'?:?0,*1 :,::;i.r ; #il;' fi i"i" o;*o l a,, tem.vaia- I",u, r..i
tef..r.t.rrIirj.;-;#":"u"n pu.tusan pengadilan .v""g t"i"r,' *I_"pu.rv.iap, pa-ting lama 30 (tiga puluir) t 

".f ".:"t'p""5r"p"r,
''t

\

{1)

12)

(3)

(1)

(2)



putusan pengadilan diterima oleh Kepala Dem, Bupati merehabilitasi tlan
mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala
Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberheetikan sernentara sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus
merehabilitasi nama baik Kepala De,sa yang bersangkutan.

Pasal 48

Dalam hal Kepala Desa diberhentika n sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 dan Pasal 44, sekrr taris Desa melaksanakan tugas dan
kewajibanKepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yairg telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasa I 49

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud daram pasar +5 ticat< lebih iari 1 (satui tahun,Bupati m-engargkat pegawai. negeri sipil dari pemerintah Daerah'seba1;ai
penjabat Kepala Desa sampai dengar terpilihnya Kepala O"* -

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakrn tugas, wewenang, hak, kewajiba,,dan .laranganKepala .Desa sebagaimanu iimaksuc da6m pasaL r t aanPasal 13.

Pasal 50

(1) Dalam hal sisa masa 
- 
jabatan Kepala Desa yang diberhentikansebagaimana dimaksud dalam pasal .I5 lebih aart r isaiit t"nr",'e"p"timeng'angkat pegawai negeri sipil dari pemerintah Da;rah- sebagaipenjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana cimaksud pada ayat lr) melaksanakantugas, wewenang, hak, kewajiban, Can IaranganKepaia O"L 
""U"g"i-.r,"dimaksud dalam pasal r ldan iasar rs #npai'a."g"" iilffiLrrrry"Kepala Desa.

(3) Kepala Desa-sebagaimana dimarrsud pada ayat (21 dipilih melaluiMusyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaima,a dimaksuddalam Pasa I 15.

(4) Mu syawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiaksanakanpaling lama 6 (enam) bulin sejak Kepara oesa oiuertrentikan.

(S) Tepla Desa. yang dipilih melalui Musyawara.h D.;
:..,:i:!!.ryd1 .{?t (3) metaksanakan tugas Kepala Desaslsa masa Jabatan Kepala Desa yang cliberhJntikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desadimaksud pada ayat (3i diatur ai"- p.r"tuia, Bupati.

sebagaimana
s ampai habis

sebagaimana

Pasal 5l
Ketentuan lebih laniut meng.enai pemberhentian Kepala Desa dan hak_hakKepala Desa ketika aur.t""fir..r Jiil;il;1ur daram peraturan Bupati.

(



BAB V

PERANGIIAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasa.l 52

(l) Perangkat Desa terdiri atas;
a. sekretariat Desa;
b. pelaksana kewilayahan; danc. pelaksana teknis.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepara. Desa.
pasal 53

(1) sekretariat Desa dipimpin oleh Serretaris Desa dibantu o et- unsur staf
::Hiff#i", IH:"r::Iffi: *e* ba" tu 

- - n"p'd;;:; ";;1# ^ 
bidan g

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paiing banyakterdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dinraksuC pada ayat (2)diatur dalam peraturan Bufati.

pasal 54
(r) l:]*:T" kewilayahan merupakan unsur pembantu I(epala I)esa sebagaisatuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah pelaksaaa. kewilayahan ditentukan secara proporsronar antarapelal<sana kewilayahan y"tia aiu"t"rr-i-?., kemam,ruan keuangan Desa.
pasal 55

t" 
i:i:f:il:.t*':r#""Jil:*"" unsur pembantu Kepa-ra Desa sebagai

(') 
["'5["fl15'iil:, ::11f""""" dimaks"rd pada avat (r) paling banyak

' 

t' 
6; H:',11i iifi t;13,ff1 

lg1?x,il* " " 
se bagaiman a dimaksu d pad a avat

rugas, *"*.:,o",liiillil!1, r".".,gt^t o".a
pasar 56

(1) Perangkat Desa ber
tugas dan 1l,"*..r".,[]g;s membantr' Kepala Desa dalam mela]sanakan

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wew(bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 
enangnya' perangkat Desa

(



Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya Perarrgkat Desa berkewa jiban :

a. m?megang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Ind:nesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuha:r Negara Kesatua.n Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.
d.
e.
f.

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
menaati dan menegakka4 peraturan perundang-undangan;
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berk&dilan gEnder;
melaksanakal prilgip taF Pemerintahan Desa yang a-luntabel, transparan,
profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bet'as dari kolusi, torupii, a.r,
nepotisme;

g. menjalin k"!1 sarna dan koor dine.si dengan seruruh pernangku
kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi pem,rrintahan Desa yang baik;i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;j. melaksanakan urusan pemerintahar: yang menjadi kewenangan Desa;k. menyelesaikan perselisihan -asyara..*i.t di Desa;l. mengembe.ngkait 
- 
perekonomian masya."t"t Oio;

m. membina dan melestarikan nilai sosiai budaya masyarakat Desa;n. memberdayakan masyarakat dan lenrbaga tlmasyarak"t"" ai Oro;o. mengembangkan potensi sumber daya 
-alam 

dari ;J;"t"riL." liliU"g""hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masye.rakat Desa.

Pasa.l 58

Perangkat Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;b. membuat keputusan yang menguntu ngkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lai.n, dan/atau loloigantirt.;;i--' '

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibanr,ya;d melakukan tindakan arsri"minitii't".rriiip warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;
.e.
f.

e.
h.
i.

melakukan tindakan meresahkan sekeiompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, konrpsi, aan nepotisme, menerima rrang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain y."g d;;;i;mengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; "
menjadi pengurus partai politik;
menjadi anggota dan/atau 

.pengurus org,anisasi terlarang;merangkap jabatan sebagai teiua a..llt.r-."g*ota BpD, anggota DewanI.*?I.,]." Rakyat Ref,ubrik i"d";;;; b-E*"r, penval<ilan DaerahRepublik Indonesia, Dewan perwaki tan il"r.y.t Daerah hovinsi atauDewan Perwakilan Rakvat Daerah K..b;p;'#iembang, rta, jabatan rainyang diten tu kan d alam p-eratyran perundangan_undan gan ;ikut serta dan/atau teriibat d.l.* il;;;;pemilihan umum danlataupemilihan kepala daerah;
melanggar su mpah /janji jabatan ; dan
menrnggalkan tugas selama 

.60. (ena:n puluh) hari keg.a be:,turut_turuttanpa alasan yang jelas dan tidak dap^t dip"rtLgg"ngiawabkan.

J.

k.
l.

pasal 59
( I ) Perangkat Desa 1,ang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimanadimaksud dalam pasar s7 ;-an p""J'ii' a,.enai sanksi administratifberu pa tegu ran lisan dan / ata" i"su r;;,"ii ri".

...

t
\\



(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimarra dimaksud padat ayat (l) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pembe.hentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga
Pengangkatan ! rerangkat Desa

Pasal 60

Perangkat Desa diangkat dari warga De;;a yang memenuhi persyaratan:a. berpendidikan paling rendah selcolah menengah ur*i* atau yang
sederajat;

b. berus-ia 20 (dua puluh) tahun samprri dengan 42 (empatpuluh dua) tahun;c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan birtempat t1"gj"r di Desa paling
- _kgranS I (satu) tahun sebelum pe:rclaftaran; dand. tidak memiliki hubungan perkawinr Lnatauhubungan keluarge. ke atas atauke bawah dengan Kepala Desa dan/atsu perangkat desa.

Pasal 61

f,;lf,lyU*." 
Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanir;rne sebagai

a' Kepala Desa merakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calonperangkat Desa;
b' Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkata,perangkat Desa;
c. Camat memberikan rekomendasi tertulis .

. perangkat oesa yang t.r.i, a-ir.oiluilJil.;; IH:#-Tffl B'""}:Tfi "r*d' Rekomendasi tertulis camat dijadirdi'1""r oreh Kepala Desa dalampengangkatan perangkat Desa dJngan keputusan kepahbcsa.

Pasal (i2

(t) Pegawai negeri sipil yT.rC 
-akan diarrgkat menjadi perangkat Desa haru smendirpatkan izin tertulJdart peiaUai-jemti.. t"pJg.r"iI".

(?) Dalam hal pegawai_negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terpilih dan dianskat -menladi p.;.,gk;; oe"a, ya'g 
.u".i.i.iir.ut"r,

dibebaskan 
""-"r,Lra dari jabatannr;:;;

tanp.r kehlans; ;; "";;;;ffi;;#;. ;,i'"li,,l'ni" 
o' peranskat Desa

pasal 63

Ketentuan lebih raniut mengenai pengangkatan perangkat Deca tliatur dalamPera.turan Bupati.

..* b..n""Hffi Ti?Hil", o"*
pasal 64

(l) Perangkat Desa berhenti karena:
meninggal dunia;
permintaan sendiri; atau
diberhentikan.

a.
b.
c-

(



(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam pululr) tahun;
b. berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat seba gai perangkat Desa; ataud. melanggar iarangan dan kewajiban sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai

pemberhentian perangkat Desa;
b. camat atau sebutan rain memberikan rekomendasi tertulis yangmemuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang iefaidikonsultasikan dengan kepala Desa; danc' rekomendasi terturis camat dij*dikan dasar oleh Kepala Desa dalampemberhentian perangkat Desa dengan kcputusan t"pIG O""".

paszJ 65

Ketentuan-lebih lanjut mengenai pen:br-.rhentian perangkat Desa diatur daramPeraturanBupati.

BAI] VI

PAKA]AN DINAf; DAN ATRIBUT

pasal66

(l) Kepala Desa dan perangkat Desa mr:ngenakan pakaian dinas dan atribut.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas tlan atribut sebagaimanadimaksud pada ayaf 1t; aiatri. aafail-p"[iur"r, Bupati.

BAB VII

BPD

Bagran Kesatu
Fungsi dan Hak BpD

pasal 67

BPD mempunyai fungsi:

: #g:*.s 
dan minyepakati rancangan peraturan Desa.bersama Kepala

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; danc. Melakukan p"rrg"*a"i, ki";r1." i;;;;il;.
pasal Sg

BF'D berhak :'a. mengawasi dan
. pemJtntarr"rii".*#:TI#*",f[lTt"g, tentans penvelenggaraan
b. menyatakan oendapat 1ta" 

--;;";;;gg*.^, 
pcmerinrah Desa,

i:HIffi:fi f H:ilHfr.o;iff ffi#hr"-"*v*-J.i'd',*oesa,dan

\



(r)

(2t

(3)

(4"

c. mendapatkan biaya operasional p elaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagiarr Kedua
Keanggotaan BPD

Pasal 69

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Dega berdasarkan
keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilaiukan secara cemokratis.

Masa keanggotaan BpD .selama 6 (er:am) tahun terhitung sejak langgalpengucapan sumpah/janji.

Anggota BPD sebagaimana. dimaks,d pada ayat (1) daF,at dipilih untukmasa.keanggotaan paring banyak c (tigal kari'secara berturut'-turut atautidak berturut-turut.

Dalam hal anggota BPD., mengrrndurkan diri sebelum habis masajabatannya atau diberhenti*an, a;nggap ieUfr meniaUat r fsaiui peJoOemasa jabatan.

?
{-
\

Pasa-l 70

(1)Jumlah anggota BpD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedildt 5(lima) orang dan paling b1,t"i. s lsemuiranl-orang, d"cngarr-*ffi"-.t.tit"r,wilayah, perempuan, pinduduk, tri" r."*"-puan keuangan Desa.

(2) P':resmian anggota BpD 
. 
sebagaimana dima.ksud pada ayat 11) ditetapl<anCengan keputusan Bupati.

(3) Anggota BpD sebelum rnemangku jabatannya bersumpah/berjanji secarabersama-sama di hadapan *.""v"i"r."t*aL dipandu oreh Bupati ataupejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata sumoah/janji anggota BpD sebagai berikut:
" Dem.i 

.Allah / r.u han, 
_saya 

6"*ffi ;Al ;"'4rii i u"r,*. saya akan memenuhi
,I..,:90"" saya selaku anggota-BF,b t"rrg.r, _sebaik-baiknya, sejujur_JuJumya, dan seadil_adilnya; bah wa ""y" akan selalu taat dalammengamalkan dan mempertahanka:r panciil" 

""u"g"i'o'""i ffi.r., a.r,bahwa saya akan menegakkan tetricrupan Oemokrasi dan Undang_UndangDasar Negara R:publik lnaonesia rat,I"'i s+s serta meraksanakan segaraperaturan perundang_ rL : danga. de ogan *r"*.:irrr""i.l&*t"rut.,bagi Desa, Daerah, ai, Negarl i"*irii'i"prurik Indonesia,.

pasai 7l
Per.syarltan calon anggota BpD adalah:
:. o"^ry" kepada Tuhan yang Irlaha Esa;o. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, nelaksanal<an Undang-Undang Dasar Negara Republil: frJ.,nesia Tahun 1945, sertamempertahanh d"l memelihara ."*irt ", Negara Kesatua' Republiklndonesia dan Bhinnek" Tr;gg;ilk"c. berusia paling rendah ZO faulpurutj ,.frr., atau sudah/p--mah menikah;t 

3jj:il:iiikan paring rendah' t'*i.i-""r.ilh,";;;;;h',i*#" 
"r",



e.
f.

c.
h.

bukan sebagai perangka: Pemerintah Desa;
bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;

wakil penduduk Desa se':empat yang dipilih secara demokratis;
sehat jasmani dan rohani yang drbrrktikan de.,rgan surat keterangan d'ari
dokter pemerintah; dan

i. tidak ada hubungan suami/istri dengan Kepala Desa.

Pase.l72

Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) r:rang ketua, I (satu) orang wakil ketua,
dan 1 (satu) orang sekretaris.

Pimpinan BPD BPD sebagaimana iimaksud pada ayat (l) dipilih dari dan
oleh anggota BPD BPD secara langsung dalam rapat BpD yang diadakan
secara khusus.

Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertErma kali dipimpin oleh anggota
tertua dan dibantu oleh anggota tennuda.

(1)

{2t

(3)

Pasal 73

Pimpinan dan Anggota BpD mempunyai hak untuk :
a. mengajukan usul rancangan peratu ran Desa;
b. mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan/atau penda,pat;
memilih dan dipilih;

c.
d.
e' memperoleh tunjangan peraksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain
- sesuai dengan ketentuan peraturan gerundang_undangan;f. selain tunjangan sebagaimana dimaisud pad; hu;i;; 3pD memperoleh

biaya operasional;
g. memperoleh pengembangan kapasins melalui pendidikan dan pelaUhan,

sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangar. 
"""rr"i 

d".rg"r,kemampuan keuangan desa.
h. memperoleh pengharg3ln dari penrerintah, pemerintah Daerah provinsi,

dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BpD yang berprestasi.

Pasal 74

Pimpinan dan Anggota BpD wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkarr pancasila, melaksanakan Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia rJun -iSaS, - ."rt"mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Ke.atuan RepublikIndonesia dan Bhineka Tunggal lka;
b' melaksanakan kehidupan -demokrasi yang berkeadilan gender dalampenyelenggaraan pemerintahan Desa;c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanj uti aspirasimasyarakat Desa;
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,dan/atau golongan;

tnenghormati nilai sosial budaya dan adar istiadat masyarakat Dcsa;danmenjaga norrna dan etika dala-rn h;fi;;; ker1.a dengan lembagakemasyarakatan Desa.

e.
f.

4



PawLl 75

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
a. merugikan kepentingan umum,meftrsahkan sekelompok masyarakat Desa,

dan mendiskriminasi warga atau golongan masyara kat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yaug dapat mempengaruhi keputtrsan atau
tindakan yang akan dilakukannya;
menyalahgunakan wewenan g;
melanggar su mpah/janji jabatan;
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Ra!ryat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan PerwrJ<ilan Ralqyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten/kota,
dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
sebagai pelaksana proyek Desa;
menjadi pengurus partai politik;
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
menjadi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
menjadi panitia pengisian Anggota BPD ; dan
menjadi panitia lelang aset desa.

c.
d.
e,
f.

s.
h.
i.
j.
k,
l.

Bagian lietiga
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 76

(1) Pengisian keanggotaan BpD dilaksanakan sccara demokratis melalui
proses pemilihan secara langsung atnu musyalvara.h perwakilan dengan
menjamin keterwakilan perempuan.

(2) Dalam ._rangka proses pem ihan secara rangsung atau n ru syawarah
pcrwakilan sebagaimana dimaksurt pada ayat ltJ,xeliala Desa meibentuk
Panitia Pengisian Keanggotaan BpD clan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

(3) Panitia Pengisian Anggota BpD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur Perangkat Desa dal urrsur masyarakat larn nya aerrg.r,jumlah anggota dan komposisi ya"rrg proporsional.

Pasal 77

(l) Panitia Pengisian Anggota BpD melakukarr penjaringan dan penyaringan
bakal 

-calon anggota BpD daram jangka *ntt, 6 (Jnaml uut'ar,-Guetum
masa keanggotaan BpD berakhir.

(2) Panitia Pengisian Anggota BpD menetapkancaronanggotaBpD yangjumlahnya sama atau lebih dari arggota BpD yang dilakEnJan paringlambat 3 ltiga) bulan sebelum *""" r6r.,ggotaan BpD berakhir.

(3) Dalam hal mekanisme pengisian keir.nggotaan BpD ditetapkan meraruiproses pemilihan langsung, panitii pengisian Anrfi BpDmenyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BpD .

(a) Dalam hal mekanisme pengisian k eanggotaan BpD ditetapkan melaluiproses musyawarah perwakilan, calon anggota BpD '""b"g"i*.rr"

t
\



(s)

(6)

(1)

(2t

(1)

(2t

Pasal 79

Biaya penyelenggaraan pembentukan keanggctaan BpD
dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempirt
Pengisian Keanggota an RpD Antarwaktu

Pasal 80

Pengisian keanggotaan BpD antarv/aktu ditetapkan dengan KeputusanBupati atas usul pimpinan BpD melalu i kepala Desa.

dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah penrakilan oleh
unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

I-lasil pemilihan langsung sebagarmana dimaksud pada ayat (3) atau
rnusyawarah perwakilan sebagaimana ,limaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepaia Desa
paling lama 7 (tujuh) hari sejak Citetapkannya hasil pemilihan langsung
atau musyawarah perwakilan.

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan
sebagaimanadimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati paling lama 7 (tujuhl hari sejak diterimanya hasil pemilihan
dari Panitia Pengisian Anggota BPD untrrk diresmikan oleh Bupati

Pasr'l 78

Peresmian anggota BPD sebagaimrina dimaksud dalam pasal 77 ayat (6)
ditetapkan 

. 
dengan Keputusan Buuati paling lama 30 (tiga pututr) hari

sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah
perwakilan dari kepala Desa.

Penguc-apan sumpah/janli anSqgta BpD dipandu oleh Bupati atau pejabatyang ditunjuk paling lama 30 (tiga puh:h) hari sejak diterbiticainya
Keputusan Bupatimengenai peresm:an anggota BpD .

dapat berasal

Bagran Kelima
pemberhentian Anggcta BpD

Pasal 8l
Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud
karena:
a.
b.

c.
d.

!e1$hir masa keanggotaar;
tidak - dapat melaksanakan tugas secara
!e1!a]an.San tetap secara berturut-i.rrut 

""fu-" O

11?t r.*, memenuhi syarat sebagai 
""gg.t 

-AiO;
meranggar larang€rn sebagai anggota BpD .

pada ayat (l) huruf c

berkelanjutan atau
(enam) bulan;
atau

I



(3)

(4)

Pemberhentian anggota BPD oiusulkarr oleh pimpinan BPD kepada
Bupati lewat Camat atas dasar hasil nr usyawarah BPD .

peresmian pemberhentian anggota llPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan Keputusan Brtpati.

Bagian l(eenam
Peraturan Tata Tertib BPD

Pase.l 82

Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
a. waktu musyawarah BPD ;
b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD ;

c. tata cara musyawarah BPD ;
d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan a.:rggota BPD ;

dan
e. pembuatan berita acara musyawarah BPD .

Pengaturan mengenai waktu musya.warah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf a meliputi:
a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota BPD .

(3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD
dimaksud pada ayat (l) huruf b melip,uti;
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pinrpinan

(1)

(21

(4)

(s)

sebagaimana

dan anggota
hadir lengkap;

b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BpD berhalangarr
hadir;

c. penetapa-n pimpinan musyawarah apabila ketua dan v,akil ketua
berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan
bidang yang ditentukarr dan penetapan penggantian anggota BpD
antarwaktu.

Pengaturan mengenai tata cara mu s]r4\ /€u.a h IlpD seoagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf c meliputi:
a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah Desa;c. tata cara mengenai pengawasan kineda kepala Desa; dand. tata cara penampungan atau penyalrrran alpirasi masyaralat.

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyarakan pendapat BpD
sebagaimana dimaksud ayat (l; huruf d meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaal pemerintah.rn Desa;b. penyampaian jawaban atau pel rdapat Kepala Desa atas pandangan

BPD;
c. oemberian pandangan akhir ata'r jawaban atau pendapat kepara Desa;

dan
d. tindak lanjut dan pen5,ampaian pandangan akhir BpD kepada Bupati.

(6) Pengaturan rr.engenai penyusune n berita acara musyawarah Bp:)
sebagaimana dimaksud ayat (1) hunrf e me{puti :

4
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a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; darre. penyampaian berita acara.

Pasal 83

Ketentuan lebih. .lanjut mengenai tugas, fungsi,
KewaJloan, penglsian keanggotaan, pemberhentian
tata tertib BPD diatur dalam peraturarr Bupati

kewenangan, hak dan
anggota, serkr peraturan

BAI} VIII

MUSYAWARAH DESA

pase,t 84

(1) Musyawarah Desa merupakan 
-forum pe rrnusyawaratan yang diikuti orehBPD, Pemerintah 

- Desa, dan ,I"r, masyarakat Desa untuk
IHHff:fB:U. n" yang bersifat strategis "d"];-'p"";;;"ssaraan

(2) Hal van: bel"*U:*""s sebagaimrma dimaksud pada ayat (l) meliputi:
b. perencanaan Desa;
9. keg'a sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa:
9. pembentukan BUM Disa;f. penambahEin dan pelepasan Aset Desa:g. kejadian luar biasa;danh. Pemilihan Kepala Desa altar wal<tu.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d,alcsanakanpaling kurang sekali dalair r i*irl-t"lT"...u 
P'1ua avat (r, orla-k&

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dLma,csu. pada ayat (1) dibiayai dariAnggaran pendapatan d." B;ilL;;;""
(q 

XH#;ffiL.f."" diselenggarakan oleh BpD yang difasilitasi oleh

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) rtiikuu olehPemerintah Desa, BpD, d;fi;;;;::;X:, .
(7) Unsur:nasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
I lly*l* kelompok nelayan;
i. l.**|* ketompok perdin;
i. lly*l* kerompok p"."*pr*;r. perwaktlan kelompok pemerirati dan pelindungarr anak; dan/atau3. perwakilan kelompok ;."t;;;;;J;;.:.

/
I
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(8) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat l7),
Musyawarah Desa dapat melibatkan llnsur masyarakat lain sesuai dengan. kondisi sosial budaya masyarakat.

BAT} IX

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasc.l 85

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap
bulan.

(2) Pglghasilan tetap Kepala Desa dan perarrgkat Desa dianggarkan dalam
APB Desa yang bersumber dari ADD.

(3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa da'perangkat
Desa menggunakan penghitun gan s eba.gai beriku t:
a' ADD -yang berl'umlah. kurang dari Rp500.0oo.ooo,oo flima ratus juta
. rlRiah) digunakan maksimal ObZo lenam puluh rrerseratus):b. ADD yang berjumlah 

-Rp500. 
000. ObO,OO tit*. .jlr" :"o-^jpf 

"h) 
sampaidengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta ii-.pc--Jiirr,"t"r,maksimal 50% (lima puluh perseiatus);

c. ADD yang be4'umlah te^bil^gaa nnzbO.-000.000,00 (tujutr ratus jutarupiah) sampai dengan^^Rp90o.ooo.ooo,oo (sembilan rat,s juta rupiah)digunakan maksimal 4Oolo(empat putuh p".""."tus); dand.ADD yang be4'umlah lebih g1I nisoo.oi.o.ooo,oo.ts;;;lilan ratus j,tarupiah) digunakan maksimal 3oo/oltiga pul"f, p"i""r!-tu;i*" '-'.
(4) Pengalokasian batas malcsimal 

-sebagaimana. dimaksud pada ay.lt (2)ditetapkan dengan mempertimbangi,an ensien.i,-jr*rJt'-l,eitngtcat,
kompleksitas tugas pemerintahan, da:o te tak geografrs.

(5) BupaLi menetapkan besaran penghasilan tetap:a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) daiipenghasilan tetap Kepala Desa per bulan; danc' Perangkat Desa serain 

""r.r"t"i" o-"irr{-* sedikit 50olc llima puruhperseratus) dari penghasilan tetap Xepafa Desa per bulan. '
(6) Besaran penghas,an. tetap Kepala Desa dar: perangkat desa sebagaimanadimal<sud pada ayat tSt aiietapf<an J""gr,il"r"turan tsupati.

pasal g6 i
(1) Selain menerima oelq!1sify. tetap sebagainrana dimaksud dalam pasal85, Kepala Desa dan perangkat O.* *"ri-i.i_a tunjangan dan penerima.anlain yang sah.

(2) Ttrnjangan dan penerimaan lajn
ayat ( 1) dapat bersumber clariperaturan perundang_un dangan.

IllC_""}, sebagainrana dimaksud pada
APts Desa dan berdasartan tetentuan

(3) Besaran tunjangan dan penerimaan rain ya:.rg sah sebagaimana dimaksudpada ayat (r) ditetapkan irarami;;;;; iio",i.

(



BAB X

PERAiURAN DI DESA

Bagian Kesatu
Jenis Peratu ran Di Desa

Pasal 87

(1) Jenis peraturan di Desa tercliri atas:
a. Peraturan Desa;
b. Peraturan bersama Kepala Desa; dan- c. Peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) rtilarang bertentangan
clengan- .kepentingan umum danlaiau ketentuan pe.urrdang_undanlan
yang lebih tinggi.

rata cara r."i;s*f"*::ruran Di Desa

Paragraf I
Peraturrm Desa

pasal gg

(l) Rancangan peraturan Desa dipraka-.sai oleh pemerintah Desa.

(2) BPD dapat mengusulkan rancErng;rn peraturan Desa kepada pemerintahdesa.

(3) Rancangan peraturan.-Desa sebagar.naaa Cimal<sud pada ayat (l) dan ayat(2) wajib dikonsultasikan kepad-a ,"""5'*J*t o""" ""iui *Lrialp"*.r,masukan, Y..lq.\ rr.9r.lro

(4) Rancangan peraturan 
^Desa sebagaimana 

-dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oreh Kepa-la Desa setelarrtilJ;" dan disepakail uersalra gpo
pasal 89

(1) Rancangan peraturan Desa yang terah disepakati bersama disampaikanoleh pimpinan BpD. kepada ["pu,u- O""" ,r.rt..rt ditetapkan menjadi
[:::iffil-r:esa 

paling lambat 7 (tujuh) rrari terrriiun;-";;t'Lres.l

(2) Ranr:angan peraturan D_esa sebagainrana dimaksua paaa ayat (l) wajibditetapkan oreh Keoala oesa affin-rn.ii"ut,nr.", tanda tengan palinglambat 15 (lima 'b"t"q h;*#ii,"rig'""":"r. diterirnanya iancanganperaturan Desa dari pimpinan BpD .

(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuat3nhukum yang meneikat se.;at aiuna-angll"T"r"r" rembaran Desa dan beritaDesa oleh Sekretaris Desa.

(4) Peraturan Desa yangtel* gl:ldygtz:n sebagaimana dimalst d pada ayat(3) disampaikan Le"!qa. e"p.ti 
".b',;;fiil p"_uinaan dan pengawas€rnpalingtambatT(tujuh)r,J'*i"iJ'aiI""a?i?u".

1



Pasal 90

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang ApB Desa, pungutan, tata ruang, dan
organisasi Pemerintah Desa hanrs nrerrdapatkan - 

evaluasi dari Bupati
sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa.

(2) Hasil evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (r) diserahkan qleh
Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari t<ir.ja tert itung sej:rk Jii"ri-"ny.
rancangan peraturan tersebut oleh ;jupati.

(3) Dalam hal Bupati telah memberika:r hasil evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Kepala Desa wajib mernperbaikinya.

(4) Kepala Desa diberi. waktu palin g larna 20 (dua puruh) hari sejakditerimanya hasil evaluasi untuk m,:iakukan korei<si.

(5) Dalam. hal Bupati tidak memberikan hasil evaruasi dalam batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2), ieraturan Desa tersebut berrakudengan sendirinya.

(5) Rancangan peraturan Desa w4iib dikor.sultasikan kepa.ra masyarakat

(6) Masyarakat 
u"Duesa 

berhak membeikan masukair terhadap Rancangan

(7) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oreh peinerintah Desa.

Para,graf 2
Peraturan Ke;rala Desa

pasa I 9l
Peraturan Kepala Desa merupakan pera.turan pelal<sanaan peraturan Desa.

pasal 92

Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh kepa.la Desa.

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayar (1) diundanskanoleh sekretaris Desa dalam lJmbar." D;;;;berita Desa.

Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh pemerinta h Desa.

peraturan Jffi{ i"rala Desa.

Pasal 93

:ff:H'3:#::H'"XH33Desa merupakan peraturan Kep.rra Desa dalam

Peraturan bersama Keoara Desa ditandatangani olerr Kepala Desa crari 2(dua) Desa atau lebih yine *1iJ"i.fr';;?S#" anrar-Desa.

(1)

(2)

(3)

(1)

(

(2)



(1)

(3) Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa
masing-masing.

Bagian Ketiga
Pembatalan Peraturan Desa dan peraruran Kepala Desa

Pasal 94

Peraturan Desa dan peraturan Kepr{a Desa yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan peiunda,g_urrdarrga' yurrg
lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati

pasa.l 95

Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dalam pr,raturan Bupati,

BAB XI

PEMBANGUNAN DESA DANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagran Kesatu
Pembangunan Desa

Pasal 96

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan rnasyarakatDesa dan kuatitas hiduj manu.i. ;;;-;;nauggulangan kemiskinanmelalui pemenuhan ke-butuhaa d;; iI*u"r,gu.ar, saran.a. danprasarana Desa, pengembangan potensi ekonimi toti, serta;;;;;;";sumber daya alam dan lingkring." 
""""r" U"rfiJanjutan

Pembangunan Desa meliputi l.ahap p,erencanaarr, pelaksanaan, danpengawasan.
Pembangunan Desa sebagaimana djmaksud pada ayat (2) rnengedepankan

5;3,:T",".*, 
mewuj u d kL p" ";; ;";;;Ii" p.,a ^*"j"" d; - 

1.";;i" "
Pasal 97

Pemerintah Desa merde.,gan-.k.;;;#";liy:'""o3f lil"*H:r::TtTi:i:*r'"",:X"::,""::pembangunan Daerah.

P.erencanaan pembanguna".p"T 
sebagaimana dirnaksud pada ayat it)o rsl.:u_l 

-s:cara berjangka meliputi.a. RPJM Desauntuk iangka waktu 6 (enam) tahun; danb. Rencana pembaniunan fafrurrar,'-O"-sa, i"u y*g disebut RKp Desa,
ilirg*"" 

penjabaran dari RpJI\d O""""i.t"t jangka waktu l(satu)

5:[]tffi"ilJ:[lT:U:" Desa'lisusun berdasarkan hasit kesepakatan

Musyawarah Desa sebagairnana dimaksud patla ayat (3) paling lambatdilaksanakan pada bulan-Jil ;h;;,';;.;;_1;".

(2)

(3)

(l)

(2t

(3)

(

(4)



Pasal 98

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 93
Senja{i, qedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RpJM
Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasa] 99

(1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKp Desa, per:erintah Desa wajib
merryelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara
partisipatif.

(2) Musyawarah perencanaan pembangurran Desa sebagaimana dimaksud
padrr ayat (1) diikuti oleh BpD dan unsur masyarakat D-esa

(3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKp Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibahas. dalam musyawarah peren<:anaan pembangunan
Desa.

(4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (3r paling sedikitmemuat penjabaran visi dan_misi x:pala Desa. tlrpilih-aari a.ar, r.Jui:.r.",perencanaan pembangunan De.s.

(5) Rancangan RpJM ?":1. _sebag.timarra dimaksurl pada ayat (4)memperhatikan arah kebiiakan f.."r"a.raa, pembangunan kabupatenRembang.

(6) Rancangan RKp Desa sebagaiman.r diniaksud pada ayat (3) merupakan
lffJl:*"" dari rancangan RpJM Desa 

""tur. :""et"-*i*u-r*,t".rut

Pasat I00

RPJM Desa mengacu pada RpJM Daeralr.

RPJM Desa memuat visi dan.misi kepala Desa, 
-rencana penyelenggaraanpemerintahan desa, . pelatsanaan 

-- - 
iliro"rrg,.rrrrrr, pembinaan

|:ffi:|ffiIffi' 
""PemberdaYaan 

;;;v";;, d; *.i, 'l"tti.r.""

RPJM Desa disusun dengan mem pe rtimbar: gkan kondisi obyektif Desa danprioritas pembangunan Saerah. 
r - - -..'Y$'"5*qr

RPJ'vI Desa ditetaokan dalam jangka waktu paling lam.a 3 (tiga) bulanterhitung sejak petintika" X"p.fu d-lJ

Pasai 101

RKP Desa memuat
pe r a k san aa n' ";ffi "{:,i:r i ;:*tilffi 

.."i" 
J: s:llEHpemberdayaan masyarakat Desa.

RKP*rDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
a. evaluasi pelaksanaal RKp Desa tahun sebelumnya

(1)

(2)

(s)

(4)

Desa,
dan

(1)

(

(2)

berisi



(4)

(s)

(6)

(7)

b. prioritas program, kegiatan, drrn anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;

c. prioritas program, kegiatan, da:r anggaran Desa yalg ,likelola melalui
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasarl dariPemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur pet-angkat Desa
dan/atau unsur masyarakat De*a.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah
Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan
pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah paeiah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
sebelumnya.

RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir hulan
September tahun sebelumnya.

RKP Desa menjadi dasar penetapan Apts Desa.

Pasal 102

(l) Pemerintah Desa dapat mengusurkan kebutuhan pemb.rngunan Desakepada Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal tertentu, pemerintan Desa dapat mengusurka, kebutuhanpembangunan Desa kepada pemerrntah dan pemerintih Daeral, provinsi.

(a) g:1,;r1. I*:jyt1,o.*bangunan Desa sebagaimana .tineaksui pada ayat(2, narus mendapatkan persetujuan Bupati.

(4) )alam l"l Bupati mem-berikan persetujuan, usulan sebagaimanadimaksud-pada ayat_(3) disampaikan oleh Bupati r<epaaa-FeEerintatrdan/atau Pemerintah Daerah prorrin si.

(5) rJsulan Pemerintah Desa sebagaimar.a dirnaxsud pada ayat ll) dan ayat (2)dihasilkan dalam musya,uaratiperencarraan pemb'argu"""r, O"o -- -

(6) Dalam ha] Pemerintah, pemerintah Daerah hovinsi, dan pemerintah
Daerah menyetujui usul;rn sebagaimana air"at.ua pad; t;; f iia." 

"yat(2), usulan tersebut dimuat aaai nl..p o"..-t"t,r, oeritutf,ya.'-' --

Pasal t03

RPJM Desa dan/atau RKp Desa dap..t diubah dalam hal;a. te{adi peristiwa khusus, sepert bencana alam, knsis politik, krisisekonorni, da'.r / atau kerusuhan so riat yang berkepanjangari;-;;;'-'b. terdapat perubahan mendasar 
^;;;.;ij'"k;- pemerintah, pemerintah

Daerah Provin si, dan / atau p.-.r,rrt"f .r J""u""fr.

Perubahan RPJM Desa dan/atau Rlip Desa se5agaimana dimaksud padaayat (l) dibahas dan disepakati A"ia- 
- 

_r"yawarah perencanaanpemban gu nan Desa dan selanj u tnya altetap(an' a"rrg"r, p"r.tui"o bll"l

(1)

t

(2t



Pasal 104

Ketentuan Iebih lanj ut mengenai tahapan Penyusunan RPJM Deslr, RKP Desa
diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 105

( I ) liepala Desa mengkoordinasikan kegii.rtan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/ata'r unsur rnasyarakat Desa.

(2) Pelaksana kegiatan pernbangunarr Desa sebagaiman a dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan rnempertimbangke n keadilan gender.

(3) Pelaksanaan pembangunan sebe gaimana dimaksud pi:da ayat (l)
mengutamakan pemanfaatan sumDer da5a rnanusia dan sumber daya
alam yang ada di Desa serta mcndayagunakan swadaya dan gotong royong

. 
masyarakat.

(4) Pelaksana pembangunan sebagi.imana dimaksud pada ayat (l)
menya:npaikan laporan pelaksanaz n pembangunan kepada Kepala Desa
dalam forum Musyawarah Desa.

Pas.al 106

(1) Pemerintah, Pemerintah Dae:-ah pro'"insi,
Daerahmenyelenggarakan program sektoral Can
masuk ke Desa.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada
Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pemba'gunan Desa.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang berskala lokal Desa
dikoordinasikan dan/atau dideregasikan pelaksanaarinya kepada Desa.

(4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran ApB
Desa.

Pasal 107

(1) Masyarakat Desa berhak mendapat kan inliormasi mengenah! r.encana danpelaksanaan pembangunan desa.

(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terh.edap pelaksanaan
pembangunan desa.

(3) Masyarakat Desa melaporkan has:.I pemantauarr
terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada
BPD.

Pemerintah Desa wajib menginfornrasikan perencanaan darr
RPJM Desa, RKP Desa,-dan ApB Desa kepada masyarakat
layanan. informasi kepada umum dan melaporkannya dalam
Desa paling sedikit I (satu) tahun sekali.

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah
menanggapi laporan pelaksanaan pembangunar, desa.

(4)

dan Pemerintah
program daerah yang

dan bgi'bagai keluhan
Pem:rintah Desa dan

pelaksanaan
Desa melalui
Musyawarah

Desa untuk

(

{s)



Bagian Kedua
Pembangunan Ka wasan perdesaan

Pasal 108

Pembangunan kawasan perdesaan rrrerupakan perpaduan pembangunan
antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas. pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipajf.

Pembangunan kawasan perdesaan rerdiri atas:a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;b. pengembangan pusat pertumbu)ran antar-besa secara terpahu;
9 penguatan kapasitas masyaraka t;d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; clane. pembangunan infrastruktur antirrperdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikien kewenanganberdasarkan hak asal usul dan kewenangan lbkal berskal" oes. s"'rtpengarusutamaan perdamaian da.l keadilan sosial melalui parr""g"t 
",dampak.sosial dan ringkungan yang merugikan sebagian a.rl"i.u 

""ir.ut,Desa di kawasan perdesaan.

pasal 109

(1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal108 dilaksanakan di lokaji yang tefah dit"LpUo .f"f, euprti. -**
p) 

l"i".Tlil.lokasi 
pembangunan kawasan perdesaan dilaks.analian dengan

a' Pemerintah Desa merakukan inventarisasi dan identifrkasi mengenaiwilayah' potensi ekonomi, mobilitas 
- 
penduduk, serta saran* da,prasarana Desl_ ybaSai .usula'.r perletapan ti"s" 

".U.gJ tok""i. pembangunan kawasan perdesaan;
b. usulal penetapan.. Oe-sa sebagai lokasi penrbangunan kawasanperdesaan disampaikan.oleh Kepa a o.sa tepaia B;;;-tj.-- -'c' Bupati melakukan kajian ata-s ;"*l; untuk disesuarkan dengan, Iengana dan program pembangurran kabupaten; dand. berdasarkan trasit t -ii"" .;" 

-;;;;, 
BupaL. meneta,i<an lokasipembangunan kawasan perdesaan ae"ra" t"pirt"""r, Ht.a-pa,.l.*-

(3) Bupati dapat mensu"."l\"" program p:mbangunan l:awasan perdesaan dilokasi yang telah d-itetapk"riry" -t"p"i.'ii.*r, dan kepada pemerintahmelalui gubernur.

(4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintahdan pemerintah Daerah proii""i-*iiirt 
". bersama pemerintahDaerahuntuk ditetapkan 

".t;;'-;.";; pembangunan kawasanperdesaan. r-. v5' qrr Ps' (uiultunan ka

(5) ftosram pembangunan. kawasan. perdesaan yang berasa.l dari pemerintahdttetapkan oleh menteri y""g rn."ll.L"&;;"kan urrrsan pemerintahan dibidang perencanaan pentbangunan'rra"ioTJ.

(6) Program pembangunan kawasan pe,.desaan yang herasal dari pemerintahDaerah provinsi ditetapkan of.i, gut,,-ii]"

(1)

(2t

(3)

(



(7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah
daerah ditetapkan oleh Bupati.

(8) Bupati melakukan sosiarisasi progra m pembangunan kaw asan perdesaan
kepada Pemerintah Desa, BpD , daln masyarakat.

(9) Pemt angunan kawasan;perdesaan yang berskala lokar Desa ditugaskanpelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 110

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagrrnaan asel Desa darr tata r,tangdalam pembangLlnan kawasan perdesaa-n dilakuk^n berdas:rrkan hasilMusyawarah Desa yang selanjutnya Oltetapt<an dengan p;;;;;;;""".
(2) Pembangunan kawasan perdesaan vang memanfaatkan aset Desa dan tatar uang Desa wajib melibatkan pemerinta"h Desa.

(3) Pelibatan pemerintah Desa sebagaimara c.rimaksud pada aya.t (2) dalamhal:
a' memberikan informasi mengenai rencana pr')gram dan kegiatan. pembangunan kawarian perCesaan;b. memfasilitasi Musyaw*;h D;;;ntuk membahas dar: menyepakatipendayagunaan aset Desa dan tr,taruang D;;;;;; -*. .*",.J
c. mengembangkan mekanismc p.,r,_g** perselisihan sosial.

pemberdayaa,r,a""y.r.r..Bifl?ifijff 
,o,"r"rMasyarakatDesa

ee- u".a aylilT,#rl,=*, o"*
Pasa! l l l

(1) Pemberdayaan masJ-arakat, Desa tlertujuan memampukan Desa dalammelakukan aksi bersama sebagai 
"r"tui"itran tata kelola pemerinrall;11Desa, kesatua:1 tata. k:loF [';;;;';.;:y*akatan o"". a-"rr-i"_u",3.adat, serra kesatuan tata ekonomiTrin;;;il"sr".

(2) Pemberdayaan masyaraklt, Dr:" sobagaimana drmaksud parla ayat (l)dilakukan oreh pemerintarr, peme rintir]i Daerah provinsi, pemirrntahdaerah, pemerintah Oesa, aan fi;;,ffi
(3) Pemberdayaan masvarakat pe_sa sebagairr.ana dimaksud pada ayat ( I )dilaksanakan oleh plmerintah Desa, g"E^^; p.,rrnrsyawaratan Desa, forumy'jilT'f 

'3.x' 
J:::lq{ k;;;Jv;:Jil" il;' r;;;;u -i? 

o' 
"",

5191il-t*,iiil","?U:ffi ,Tff 
-?A?:.",ilT,,1f t.i"f 

f *n;iilkegratan pemerintahan dan pembanluri*-!"a. umumnya.
pasal 112

(1) Pemerintah daerah, dan pem,:rintah
pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa melakukan upaya

(2) Pemberdayaan masyarakat
chlakukan dengan:

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

(



paragraf 2
Pendampingan Metsyarakat Desa

pasal t13
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelengga-rakan pemberdayaan

fiiy,ffif: Desa dengan pendampingao 
""i..a ui4e".1a"g -"."rJ 

a".,g.r,

(2) Pend,mpingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)secara teknis dilaksanakan oleh satuan-keq" p".*p.l..i a""iJli"., a"p"tdibantu oleh t"rr3g". pendamping profesional, kader penrberdayaanmasyarakat Desa, dan/atau pihai< k;fig;.-
(3) Camat melakukan koordinasi pendampir.gan masyaral<at Desa diu,ilal'ahnya.

Pasa] 114

(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksurr dalam pasal 113ayat (21 terdiri atas:
a. pendamping Dega y3"g bertugas mendampingi Desa dalampenyelenggaraan Pemerintahan l;s;; k.rja. sama Desal pengembanganBUM Desa, dan oembar.gr"", y.ngi".;ka]a loka.l Desa;b. pendamping teknis .yang b".tigu." mendampingi Desa dalampelaksanall p.oqaT ain t-egiat,,n s?i tor.a; aanc. tenaga ahli pemberd"y.* ir""-,.*"k^i y"r,g bertugas meningkatkankapasitas tenaga pendamprn;, lJ"l rangka penyelenggaraanPemerintahan tiesa, pelaksan"_ p"*o.rrgunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa,'d"" p;;;"; 

"Ii* *."v"r"xat Desa.
(2) Pendamping sebaeaimana dimaksud pada ayat (l) harus mem,iki

::$ffi ::H H.; i:LtT*iJin 
d "i pffi ;-p i,, gu',' di ffi& 

"'ko'o,,i,

mendorong partisipasi mas yarakat dalam peren:anaan dan
pembangunan Desa yang dilaksrrnakan secara swakelola oleh Desa;
mengembangkan program dan kegiatan pembangrrnan Desa secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di Desa;
menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,
potensi, dan nilai kearifan lokal;
menyusun perencanaan dan penganggaran yang be4rihak kepada
kepentingan warga miskin, wa-ga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok marginal;
mengembangkan sistem transparansi dan akuntrbilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa ian lembaga adat; .

mendorong partisipasi masyarakat dalam penlusunan ket ij-akan desayang dilakukan melalui Musyawa.rah Desa;
menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasita s sumber da.yamanusia masyarakat Desa;
melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkeranjutan; danmelakukan pengawasan -aa, p"*arr"t"uan pen5,elenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan D;; y*g dila<ukan secarapartisipatif oleh masyarakit Desa.

b.

c.

d.

e.

f.
c.

h.

!,
j.

f



(3) Kader pemberdayaan masvaraka.t Desa sebagaim.rna dimaksud dalam
Pasal 113 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat vang dipilih oleh Desa
untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta mt:ngje.i.ken prakarsa,
partisipasi, dan swadaya gotong royoug.

Pasal 115

(1) I)emerintah Daerahdapat mengadar<an sumber daya manusia pendamping
untuk Desa melarui peq'anjian ke{a yang pelaksanaannya ditakukan
sesuai dengan ketentuatr peraturan perundang_undaogan.

(2) Pemerintah Desa dapat mengadakan rcader pemberdayaan masyarakatDesa melalui mekanisrne Mu syawarah Desa untuk ditetapkan t".rg"r.,
Keputusan Kepala Desa.

B.\B XII

BADAN USAHI\ MILiK DESA

pend irian i#A:, Xfjli R",, g"ror.

Pasai l16
(l) Desa dapat mendirikan BUM Desa.

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk.rnmelalui Musyawarah Desa dL aitetaptan .fengan peraturan Desa.
(3) orsanisasi pengelola BUM Desa tt:rpisah dari organicasi pemerintahan

(4) Organisasi pengelola BUM
paling sedikit terdiri atas:a. penasihat; dan. b. pelaksana operasional.

(5) Penasihat sebagaiman-a dimaksud prrda ayat (4) huruf a dijabett secara ex-oJfic t slsh kepala Desa.

(6) Pelaksana operasional sebagaimanrr dimaksud pada ayat (4) huruf b
B:#:*"" perseorangan yang dialgkai-dan diuerrr"r,t il* tj"rr-x"p.r.

(7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirarangmerangkap jabatan_ yang melaksanaka, ru.,g"i p"6l.u;;;, Ii_uagapemerintahan Desa dan le;bat; ;";;";;;tan Desa

Pasal l 17

Penasihat sebagaimana dima-ksud dalam pasal lt6 aya: (4) huruf amempunyai tugas melakrt 
"r, p".,g";Li* o", memberikan nasihat

5::ffi J.: lil::TJff '6::'J " 
I d ; ;;*,; ;fr i"n r.u n k.ci.,;;' ;;.r;; 

". "
Penasihat dalam melal<r
(1) mempunyai kewenaYlkan 

tu.eas sebagaimana dimaksrud pada ayat
.n..,g..,ai p".,sur.., 

"u* 
a},,,a::i*f 

":H:lasan. 
pelaks.^" 1i"."iiJ;"r

.,

2
\

Desa s.bagainrana dimaksud pada ayat (l)

(l)

(2)



Pasal 118

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalampasal 116 ayat (4)
huruf b mempunyai tugas mengurus' dan mengelola BUM Desa sesuai dengan
anggaran dasar dan anggar€rn rumah tanlga.

Bagian Kedua
Modal dan Kekayaan BUM Desa

Pasa: 119

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari ApB Desa.

(2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang rlipisahkan dantidak terbagi atas saham.

(3) Modal BUM Desa terdiri atas:
a. penyertaan modal Desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat Desa.

(4) Penyertaan modal Desa sebagaim.na dimaksud pada ayat (3) huruf aberasal dari ApB Desa dan 
"unibe, 

la:nnya.

(5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari ApB Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (+) dapat ulrsumte, aarl 
Yeec oe'rai

a. dana segar;
b. bantuan pemerintah;
c. bantuan pemerintah Daerah; dand. aset Desa yang diserahkan kepada ApB Desa.

(6) Bantuan pemerintah dan pemerintah Daerah kepad:r BUI{ DeSasebagaimana dimaksud rrada ayat (s) rrurur b dan huruf c disalurkanmelalui mekanisme ApB l]esa. : '-' ---

Anggaran o""*??flilfff* Rumah rangga
pasal 120

(1) Pelaksana operasional BUM Desra wajib menvusun dan rnenetapkananggaran dasar dan anggaran **"i, talggl setelah r.. r"rra"p"tr.unpertimbangan kepala Desal
12) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayar (l) memuat paling:;edikit nama, tempat ke_dudukan, _"t*.f dan .tujuan, modal, kegiatanu saha, jangka waktu, berdiri"y. BUM t;;;; organisasi pengelola, serra tatacara penggunaan dan pembagian keuntun:gan.

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimaaa dimaksud pada ayat (l) memuatpaling sedikit hak dan-fewajib;; ma; i#o, oo cara pengangkatan dan
ffili::T:l:l personer o,ca"id"i;;";ifi., p",,",.parr jenis usaha, dan

(4) Kesepakatan penyusunan arlggaran dasar dar arrggaran rumah tanggaseoagatmana dimaksud pada ayett (s) dilakukan melalui Musyawarah Desa.
(5) Anggaran dasar dan

aviil+) aitetapr.an* oriltrSffi ;t*l' tansEa sebagaimana cimaksud pada

:

t



Bagie.n Keempat
Pengembangan llegiatan Usaha

Pasal 121

(1) Untuk mengembangkan kegiatau usahanya, BUM Desa dapat:
a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihal: lain; dan
b. mendirikan unit usaha BUM Desa.

(2) BUM Desa yang melakukan pinjamar harus mendapatkan persetujuan
Pemerintah Desa.

(3) Pendirian, pengurusan, dan peugelolaan unit usaha BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada rrvat (l) dilaksanakan scsuai dengan
kctcntuan pcratrlran pcru nclang- un dangan.

Pasal 122

(1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan perrgelolaan usaha Desa
mewakili BUM Desa di dalam dan Ci luar peirgadilan.

(2) P-elaksana operasional wajib melaporka' pertanggungiawaban pengurusan
dan pengelolaan BUMDesa l<epada Kepala-Desa Jecara Uerkala.'

Pasai 123

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana
operasional BUM Desa.

Pasal 124

(l) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.

(2) Kepailitan BUll Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dilaksanakansesuai dengan mekanisme yang diatur dalam t"t"r,tri." 
--p"ttrr"r,

perundang-undangan.

Bagian Kelirna
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 125

(1) Dalam r.lCll-_ry 
" sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapatmembentuk BUM Desa bersama. .

(2) Pembentukan BUM D-esa sebagainrana dimaksud pada. ayat (l) dapatdilakukan melalui pendirian, pen-gga Uung;, atau peleburan BIIM Desa.

(3) P, endirian-, penggabungan, atau pelebur:rn BUM Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (tfdan ayat (2i 
".rt p"ng"tolaan BUM Desa tersebutdilaksanakan sesuai dengan tete"tu r" p"rliur"" perundang-undangan.

pasal 125

Ket€ntuan lebih lanjut _mengenai pen, tirian, pengurusan dan pengelolaan,serta pembubaran BUM Desa diatuid"r,g.r, i.rltrian Desa.----



. (1)

(2t

BAB XIII

KERJA SAMA DESA

Pasal 127

Keda sama Desa dilakukan antar-Desa dar:. /atau dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan kerja sama altar-Desa
Kepala Desa.

diatur dengan peraturan bersama

(3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan
pedr.njian bersama.

(4) Peraturan bersama dan pery'anjian cersama sebagaiman,r. dirnaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
a. ruang lingkup keg'a sama;
b. bidang kerja sama;
c. tata cara dan ketentuan
d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;

pelaksa:raan keg'a sama;

(1)

(2)

g. tata cara perubahan, penundar.n, dan pembatalan; dan per^yelesaianperselisihan.

(4) Camat atas namaBupati memfasilitrLsi oelaksanaan kerja sama antar-Desaataupun keq'a sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 128

Badan keg'a sama antar-Desa terdiri atas:a. Pemerintah Desa;
b. anggota BpD ;c. lembaga ke masyaraka tan Desa;d. lembaga Desa lainnya; dane. tokoh masyarakat dengan mempertjmbangkan keadilrrn gerrder.

Susunan organisasi, tata ke{a, da:r pcmbentukan badan kerja samasebagaimana dimaksud puA. 
"y"i 1ri--J,","pt"" dengan peraturanbersama kepala Desa.

(3) Badarr ke4'a sama sebagaimana drmaksud pada ayat (2) b ertanggungjawab kepada Kepala Desi.

Pas..rl 129

Perubahan atau berakhirnya 
- kerja sama Desa harus dimusyawarahkandengan menyertakan p".a p*,at yai.i teJi; iJam te6a sama Des..

pasal i 3O

.!"*Ul.iTr1 kerja sama Dcsa sebagaimana dimaksuddapat dilakukan oleh para pihak.
(2) Mekanisme perubahan atau berakh,rnya keg'a sama Desa ate.s ketentuankeda sama Desa diatur s--suai denga" i.""p;f."t", para pihak.

.,
?t
\

(1) Perubahan atau
dalam Pasal 129



Pasal 131

Ke5'a sama Desa berakhir apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur

peg'anjian;
b. tujuan pery'anjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang raengakibatlan

tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau

peq'anjian;

BAB XIV

yang ditetapkan dalam

peq'aniian keg'a sama

rnelanggar ketentuan

g dibuat pedanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;f. b.efgntangan dengan peraturan trurrdarrg-.lndangan;
C. objek perjanjian hilang;
h. terdirpat hal yang merugikan kepentingan masyarakatDesa, Daerah,

atau nasional; atau
i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 132

(1) lieti:rp perselisihan yang timbur daram ke{a sanu Desa diselesaikansecara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan

(2) Apabila teqiadi perselisihan keq'a sama Desa sebagaima,ra dimaksud padaayat (l) dalam satu wiiayah kicarnatan, penyeleiaiannya aiia"iri*t"si a""diselesaikan oleh Camar.

(3) Apabiia tedadi perselisihan kerja sa ma Desa sebagarmana dimaksud padaayat (1) dalam wirayah kecamat-en r ifasilitasi dan d'iselesaik.r, or"-t Eupati.
(4) Peny:lesaian perselisihan sebagaim rna dim*ksud pada ayat (2) dan ayat(3) bersifat final dan ditetapkai atr"- i".it" acara yang ditandatangr.nioleh para pihak dan pejabat vang - ,-r""lul.i p""v.r"..iir,-p"r"Jr]in"".
(5) Perselisihan dengan .pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikansebagaimana dimaksud pada avatlt; i*'o, a".g*-iv"t t+'i'aii"I"r.",,

ffl*;i'"es hukum iesuai dengan keientuan p"r"tur* p.*r,a.r,g.

pasa 133

i:i:ffitrJ:3,1u]."rr, mengenai tata car* ker;'a sama Desa diatur dengan

(l)

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DANLEMBAGA ADAT DESA

r*-u.g.Bf,.1*.fj.11]X*,o"""

Pasat 134

Hffi&fffi:]arakatan Desa dibr:ntuk atas prakarsa Pemerintah Desa

lembaga kemasyarakatan Desa se bagaimana dimaksud pada ayat (l)
(2)



bertugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;b. ikut serta dalam perencanaarl d.rn petaksanaan pembangunan; danc. meningkatkan pelayanan masyarake t Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagainrana dimaksud pada ayat (21,lembaga kemasyarakatan Desa r*"rr,iiki fu.rgsi:a. menalnpung dan- menyalurkan aspirasi masyarakat;b. menanamkan dan memupuk' rasa persatuan dan kesatua:.tmasyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan men,percepat pelayanan pemerintah Desakepada masyarakat Desa;
d. menyusun rencana, 

-melaksanilkan, mengendalikan, melestarikan,dan mengembangkan hasil pemt,angrirr, 
""".r" parbsipatif;e. menumbuhkan,. mengembangkan,- dr" ;;;rd;;l-tli.'.,pr.r..".,partisipasi, swadaya,.sirta gotJng royo ng masyarakat;f. meningkatkan kesejahter"""" i"iiu.ii .iung. meningkatkan kualitas sumber o"ya".rra.rusia.

(4) Pemben tukan rembaga kemasyaral. atan Desa diatur den'an peraturan

pasal 135

Pemerintah, pemerintah daerah, ditn lembaga nonpemerintah dalammelaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan danmendayagunakan lembaga i<.masyara.k-a-tli yang sudah ada tli Dcsa.

Bagian Kedua
kmbaga Adat Desa

pasal 136

(1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan denga:1 peratu ran Desa.
(2) Pembentukan lemba8a adat Desa dapat dikembangka' di desa adat untukmenampung kepentingan kelompok ia"t y_rg Ia:".

Pasal 137

Lembaga kemasvarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh pemerintahDesa berdasarkan pedoman yang ditetipk-an ii"rn p"""trran Bupati.

BABXV 
i

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

pasal l3g
(i) Pemerintah Daerah membina dan rpemerintahan Desa. 

.-.v..rv,ra. qan mengawasi penyelenggaraan

P) I:H:ffi. dan pengawasan dilaksanakan tingkat Kabupaten dan tingtra.t



(3) Pembinaan dan pengawasan tingka t kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang
membidangi Pemerintahan Desa melalui:
a. memberikan pedoman pela.ksanaan penugasan urusan I/.abupaten yang

dilaksanakan oleh Desa;
b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa;
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan 1:embangtrnan

partisipatif;
melakukan fasilitasi penyelenggaraan pesreriniahan Desa;
melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desal
menetapkan pembiayaan alokasi dana oerimbangan untuk Desa;
mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunten Aset Desa;
melakukan pembinaan dan pengawasan peuyelenggaraan pe merintahan
Desa;

i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerrrtah Desa,

d.
e,
1'.

c.
h.

BPD , dan lembaga kemasyarakatan Desa;
j. memberikan penghargaan atas orestasi yirng

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, EpD
kemasyarakatan Desa;

dilaksanakan dalam
, dan lembaga

k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdc saan;l. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melahri bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kedasama
antar-Desa; dan

n memberikan sanksi_ atas penyirnpangir.n lrang dilakukan oleh Kepa-la
Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Pembinaan, dan pengau.asan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksuclpada ayat (2) dilakukan cleh Camit melal.ui:a. fasilitasi penyusunarr peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;b. fasilitasi administrasi tata pemer intahan Disa;c. fasilitasi pengelolaan keuangan I,esa da, p".rd"y.gu.r""r, aset Desad. Iasilitasi penerapan dan penegakan peratriran plrundang_undangan;e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kipz,la Desa clan pirangkat b;; -'
f. fasilitasi pelal<sanaan pemilihan xepala Desa;g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan lungsi BpD ;
| 1et<g3e1aasi pengangkatir. dan ;,em-berhentian perangkat Desa;i. fasilitasi si.rkronisasi pe.errcai..a"., pembangunan - daeJ 'deng:rn

pembangunan Desa;j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;k. f^asilitasi penyelenggaraan [etent,,rlman dan ketertiban "*"*;l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dal kewajiban lembagakemasyarakatan; im. fasilitasi penyusunan perencanaarl pembangunan partisipatif;n' fasilitasi kerja sama antar-Desa dan keda- 
"..rra' 

o"".'J"rrgan pihakketiga;
o' fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa sertapenetapan dan penegasan batas !)esa ;p. fasilitasi- penyusunan progranr dan pelaksanaan pemberdayaetnmasyarakat Desa;
q. koordinasi pendampingan Desa di wilay..hnya; danr. koordinasi pelaksanaan pemltangu-rran - kawasan perdesaan diwilayahnya.



BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasat 139

(l) Desa yang sudah ada sebelum Penrturan Daerah ini berlaku tetap diakui
sebagai Desa.

(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada
menyesuaikannya dengan ketentLlan dalam Peraturan Daerah ini.

wajib

(3)

(4)

(s)

(8)

(e)

(6)

(71

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai
habis masa jabatannya.

Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketent uan peraturan
Daerah ini.

Anggrta BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan trrgas sampai
habis masa keanggotaanya.

Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan peraturan Da,:rah ini.

Perangkat - Desa yang tidak - berr;tatu s pegawai negeri sipil tetap
mclaksanakan tu gas sampai habjs mrrsatugasnya.

Perangkat Desa yang berstatus sebe.gai pegawai negeri sipil mclaksanakan
tugasnya sampai ditetapkan peneml)atannya sesuai peraiuran perundang_
undangan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian kerja samaantar-Desa atau keg'a sama Desa dengan pifiai ketiga y"rrj 
".J"r, 

gberjalan tetap dilaksanakan sampai den-tian 
'beraktrirny-a ni.d uurt*t,.,pe{anjian keda sama tersebut.

BAE} XVII

KETENTUAhI PENUTUP

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlakrr, maka :a' Peraturan Daerah Kabrtpaten 
. 
Rembang Nomor l 'rahun 2007 tenta'gPedoman penyusunan brganisasi Oai fata fer:.- Fim"ri.rt f, p"o(kmbaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

- 2O0i womor 52,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 631:b' Peraturan Daerah Kabupaten Rembe,ng womor 2 Tahun 2oo7 tentang BpD(Iembaran Daerah fabunat-e1 Rem6ang Tahun 2007 N;;; 53,Tambahan Lembaran Daerah Nomor.64); -c' Peraturan Daerah Kabupaten Iremba ng"r\romor 3 Tahun 2ooz tentang Tata,
9*1 Pemilihan, 

. 
pincalonan, Fr"!"rrgt t"rr, pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (Lembaran' Oaerah Kabupaten RembarrgTahun 2007 Nomor 54, Tamiaha n Lc.mbaran Daerah rub_oi Oij;d. Peraturan Daerah Kabupaten n"*U"rrg Noitr 4 Tahun 2OOZ tenilngTa--acara pencalonan, pengangkatan r:i i"-t"rtr""tirr--p""."igfi o.".

(



(Lembaran Daerah Kabupaten R,:mbang Tahulr 2007 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Daerah Nornor 65);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 2 Tahun 2Ol3 tentang
Perubahan Atas Peraturan DaeraL. Kabupaten Rembang N<.rmor 3 Tahun
2007 Tentang Tata Cara Pemiliha n, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan
Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2013 Nomor 2);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Rerbang Nomor 3Tahun 2C13 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2007 Tentang Tata Cara Peircalonan, Pengangkatan Dan pemberhentian
Perangkat Desa ([rmbaran Daerah Ka.bupaten Rembang Tahun 2013
Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasat 14l

Peraturan Daerah mulai berlaku pada taoggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, mem,:rintahkan pengundarrgan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaraa paerrah Kabupaten
Rembang.

Ditetaplcrn di Renrbang
pada anggal

PIT.BUPATI REMBANG
WAITTL BUPATI.

H. ABDUL HAq'IDZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMEANG TAHUN NOMOR

(



PIINJELASAN
AT,\S

PERATURAN DAERAH IIABUPITEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2OI4

TEN'IANG
PENYELENGGARAAN I,EMERINTAHAN DESA

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 terrtang Desa dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Urdang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa se rta dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan De,ja,
pembinaan kemasyarakatan Desa, t lan pemberdayaErn masJ'arakat Desa.

Dengan demikian, lingkup pe ngaturan peraturan Daerah ini ialah
kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara Fenyusunan peraturan di
Desa, pembangunan Desa dan penrbanguuan kawasan perdeiaan, badan
usaha milik Desa, kerja sama Desir, lembaga kemasyarakatan Desa dan
lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan t,esa oleh camat.

Berkaitan dengan pengatur.m merrgenai pemerintahan Desa,Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih lerperinci -"n!.".i i.t" ""r"pemilihan Kepala Desa secara 
-Iangsung atau melalui U.rsi, *.."f, Oe"",ked.rdukan, persyaratan, mekanjsne-pengangkatan pciangkai Desa,

P""Tgr penghasilan tetap, tunja.rgan, dan penerimaan lairi yang sahbagi Kepala Desa dan perangkaiOel, perr"*p"tan perangka.t Desa yangb€rstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara le:nberhentianKepala Desa dan perangkat Desa.

Peraturan Daerah ini disrrsun dalam rangka niewujudkanpenyelenggaraan Desa yang didrrsarkan pada ."""" p""y"f"rrlg".""r,pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desasebagaimana diamanatkan oreh unciang-undang llo-d. o'iJ,r., zor+tentang Desa, antara lain kepastian -trukum,-t"rtit- p""yJ"rigg.r*pemerintahan, terLib. kepentingan umum, keteibukaan,' pr.Li"lio"""rit"",akuntabilitas, efektivitas dan eEsiensi, teariran bk"l;- k;t";;;;ir, ."rt"partisipasi' Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan n aikebersamaan, kekelu.argaan,. dan'kegotorr'g.oyorg.r, guna mewujudkanperdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini 
. menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah,masyarakat, dan pemangku klpentingan lainny"a aaqqn-'mlwuludkantujuan penyelenggara*^P9:. seUagai,ia.,a diamanatkdr 

"tet U,.raang_Undang Nomor 0 Tahyl 2014 tentani Desa,_yaknr terwujudnya Desa yangmaju, mandiri, dan sejahtera tanpa hirusGtritangan.yatiJt"."- -*
II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

,(

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasa.l 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukur:'. adalah asas d alamnegara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutarr, dan keadilan aafair 

-sJap
kebljakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara pemerintahan, adrtlahasas yang menjadi landasan keteraturan, keserasiau, dankeseimbangan dalam pengendaliein penyelenggar" p"-"ri"t"ir."
Desa.

Huruf c
Yang dimaksud dengau "tertib kepentingan umum, adalah asasyang mendahulukan 

_ 
kesejahteraan umum Cengan cara yarlg

aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Huruf d

Yang dimaksud dengan "ket,rrbukaan" adalah asas yang membukadiri terhadap hal< masyarakat untuk memperoleh i"fo-._.Li y^"gbenar, jujur, dan tidak r)rskriminatif tentang penyelenggaraanPemerintahan Desa dengan tetap memperhati-ka:i f,"6"iu"r,peraturan perundang_undan gan.
Huruf e

Yang dimaksud .dengan 
. proporsionalitas" adalah asas yangmengutamakan keseimbarigan antara hak .r" -k;;4jil;

penyelenggaraan pemerintah an Desa.
Huruf f

Yang dimaksud dengan
mengutamakan keahlian

"profesionalitas" adaleh asasyang berlandaskan kode etik
peru ndang- undangan.

yang
danketentuan peraturan

Huruf g

t



Yang dimaksud dengan 'akuntabilitas' adalah asas yang

men-entukan bahwa sitiap t egiatat dan hasil akhil keg14t44

penyelenggaraan Pemenntahan Desa harus dapat
ifipJtt"rri;""giarvabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan

kelentuan peraturan perundang-undangan'
Huruf h

Yang dimaksud ,lengan "efektivitas" ad'alah asas yang menentukan
bahia setiap kegiatan yang cilaksanakan harus berhasil mencapai
tujuan yang diinginkan mas5 aral:at Desa.
Yang dimalsud dengan. uefisiensi' adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan yarg dilakrunakan hanrs tepat sesuai
dengan rencana dan tujuan

Huruf i
Ya-ng dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah asas yang
menegaskan bahwa di lalanr penetapan kebijakan hatus
memperhatikar kebutuhan <ian kepentingan ma syarakat Desa.

Huruf j
Yang dimaksud dengan ukeberagaman" adalah penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang Udak boleh mendiskriminasi kelompok
masyarakat tertentu.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "partisipatil" adalah penyelenggara an
Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembag,aan Desa dan
unsur masyarakat Desa.

Pasal l0

Cukup jelas

Pasal I I

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f
CuluP jelas.

Huruf g
CukuP jelas.

Hurufh
CukuP jelas.

Huruf i
CukuP jel,as.

Hurufj '
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan berbadan schat adalah eehat jasoard dan
,otiri yang dibuktit{an dengan ketcrangan dokter sesuai ketcnhran
peraturan perundang-undangan.

Huruf I
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukupjelas.

Passt 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukupjelas.

D. asal 21

Cukupjelas.

Pasal 22

Cukup jelas. .

Pasal 23
Cqkup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasat 25

Cukup jel,as.

t



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukupjelas.

Paeal 29

Cukup jelas.

" 

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 3f

Cukup jelas

Paeal 32

Cukup jel,as.

Pasat 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelae.

' Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukupje}as.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukupjelae.

D

r\



Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jel,as.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jel,as.

Pasal 45

Cukup jeLae

Paeal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukupjelae.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasat 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

. Cukup jelas.

Pasal 54

(



' Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelae

Pasal 60

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga ke atag adalatr ayah atau
ibu, kalcek atau nelek dat! getelugnyn,
Yang dimaksud dengan hubungan keluarga ke bawatr adalah annk,
cucu dan seterusnya.

Pasal 6f

Cukup jelas.

Pasa] 62

Cukup jel,as.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasel 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

' Cukup jelas

Pasal 67

4



Cukupjelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 7l

Cukup jelas.

' Paeal72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Paeal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukupjelas.

Fasal 77

Cukup jel,as.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

llasal 8O

Cukup jetras.

Pasal 8f

D
T
\



Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jel,as.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukupjelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

CukupjeLas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasttl 92

Cukup jelas.

hsal 93

Cukup jelas.

. Pasal 94
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Cukup jelas.

Fasel 95

Cukupjclas.

Pasal 96

Cukupjelas.

Pasal 97

Culorp jelas.

Pasal 98

Cukupjelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal fOO

. Cukup jelas.

Fasal l0l

Cukupjelas.

Pasal f02

Cukup jelas.

Pasal l0il

Cukup jelas.

Pagal lO4

Cukupjelas.

Pasal 105

Cutupjelas.

Fasal 107

Cukupjelae.

Pasal tO8

Cukup jelas.

Pasal fO9



Cukup jelao.

Pasal 110

Cukup jelas.

Paeal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jel,ae.

Pasat 114

Cukup jelae.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

. Pasel 118

Cukup jelas.

Pasal tl9

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Paeal f2l

Cukupjelas.

Pasal 122

Cukup jel,as.

Pagil 123
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Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jel,as.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jclas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukupjelas.

Pasal f31

Cukupjelas.
' Pasal 132

Cukupjelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pagal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukupjelas.

Pasal 138
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CukuP jelas.

Pasal i39

CukuP jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAI]UPATEN REMBANGTAH'JN NOMOR
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RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PEI.IYELENGGARqAIV PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI REMBANG,

a. bahwa untuk menciptakan terwujudnya
pelayanan pubik di daerah yang berkualitas
harus mendasarkan pada prinsip-prinsip
pelayanan publik;

b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban
masyaralat terhadap pelayanan publik yang
diterima, diperlukan adanya suatu
perlindungan dan kepastian secara jelas dan
tegas;

c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun, menetapkan dan menerapkan
standar pelayanan publik di daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OOg
tentang Pelayanan pubtik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf c, perlu menetapkan peraturan'
Daera-h tentang penyelenggaraan pelayanan
Publik.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun l9S0
tentang Pembentukaa Daerah_Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi
Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor g Tahun lg74tentang pokok-pokok Kepegawaian
(kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun l9Z4 Nomor SS. Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia

: l.

2.

3.
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Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 {temberan Negare Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 169, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
(kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Itomor4l25);

5. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2005
tentang Pengesahan Intem.ational Couenanfi
on korami4 Social, and Cwlbtral Rights
(Kovenan Intemasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4557);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO5
tentang Pengesahan International Couenant
on Civil, Politicol R@hfs (Kovenan
Intemasional tentang Hak-Hak sipil dan
politik) (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 119,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4558);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20Og
tentang Ketertukaan Informasi pubtik
(kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 20Og
tentang Ombudsman Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan pub[k (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O3g);

lo.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll
tentang Pembentukan peraturan
furundang-undangan (kmba:an Negara
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Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

ll.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

l3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
1999 tentang Tata Cara pelaksanaan peran
Serta Masyaralat Dalam penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor l2g,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun
2007 tentang Organisasi perangkat Daerah
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5207);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2O1O teilang Disiptm pegareai Negeri Sipfl
(Lembaran Negara Tahun 2Ol0 Nomor 74,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang_Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2lS,
Tambahan Lembaran Negara Republft
Indonesia Nomor 5357);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 2 Tahun 20Og Tentang Urusan
Pemerinta,ha-n yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2O1O Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Dengan Fersetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dan
BUPATI REMBANG

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG
PEI.'IYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peratumn daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2' Pemerintah daerah adarah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah

DPRD adalah Dewan perwakilan
Rembang;

yang selanjutnya disingkat
Rakyat Daerah Kabupaten

5. Satuan Keg'a perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
Daerah.

6. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja aaerafr
Kabupaten Rembang

7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalamrangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai denganperaturan perundang-undangan bagr setiap warga negara danpenduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratjf
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
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Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut sebagai
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik;
Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut Organisasi penyelenggara adalah satuan kerja
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk s€mata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik;

10. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut sebagai
pelalsana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang
bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan
publik;

11. Sistem pelayanan terpadu adalah sistem penyelenggaraal
pelayanan administratif berupa perizinan dan/atau non perizinan
yang proses pengelolaannya mutai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dilaksanakan
melalui suatu proses pelayanan yang terintegrasi dalam satu

8.

9.

12.

13.

14.

15.

t6.

L7.

tempat.
Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan
hukum yang berkedudukan seb"gai penerima manfaat pelayanan
publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Standar Pelayanan adatah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelengaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, te{angkau, dan teruku.
Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar
dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam
kehidupan sosia-I, ekonomi dan pemerintahan.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
merupakan urusan w4jib daerah yang berhak diperoleh
warga secara minimal.
Standar Operasional hosedur yang selanjutnya disingkat SOp
adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan daerah.
Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisikeseluruhan rincian kewajiban darr janji yang terdapat dalam
standar pelayanan.
Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebutSistem informasi adatah rangkaian kegiatan yang meliputi

SPM
yang

setiap

18.
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penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme
penyampaian informasi serta mekanisme penyampaian informasi
dari penyelengg€rxa kepa.da masyarakat dan sebaliknya dalam
bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa
gambar, dan/atau bahasa publik, serta disajikan secara manual
ataupun elektronik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, RUANG LINGKUP DAN SIFAT

Bagian Kesatu
Maksud dan tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dimalsudkan untuk
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara mas5arakat
sebagai penerima layanan dan penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 3

Penyelengaraan pelayanan publik di daerzh bertujuan:
a. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungiawab, kewajiban, dan

kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik di daerah;

b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik
sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang
baik di daerah;

c. memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
secara maksimal;

d. mewujudlen partisipasi dan ketaatan masyaral@t dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang
berlaku; dan

e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bag'an Kedua
Asas

.Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah berasaskan:
a. kepentingan umum;
b. kepastian publik;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. profesionalitas;
f. partisipatif;
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g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan ld:uSus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan publik di daerah meliputi:
a. pelayanan barang publik;
b. pelayanan jasa publik; dan
c. pelayanan administratif.

Pasal 6

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam pasar 5 huruf a
meliputi:
a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh

instansi pemerintah yang seba gian atau seluruh dananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

b. Pengadaan dan penyaruran barang pubrik yang dilakukan oleh suatu
badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan; dan

c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau ApBD
atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seruruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara y."i
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelayanan jasa publik selqgaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b
meliputi:
a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagran atau

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan betanla
Negara dan/ APBD;

b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modalpendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
Negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja publik atau ApBD atau badan
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usaha yang modal pendiriannya sebagran atau seluruhnya bersumber
dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
tetapi ketersediaannya menjadi misi negara ya.rrg ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(l)Pelayanan administratif sslag imana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

(2)Pelayanan administratif sglagairnar4 dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
meliputi:
a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh Negara

dan diatur dalam peraturan perundang-undangarl dalam rangka
mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan harta benda; dan

b. tindakan administratif yang diselenggarakan oleh instansi
nonpemerintah yang diwajibkan oleh daerah dan diatur dalam
peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan
perjanjian dengan penerima pelayanan.

Bagran Keempat
Sifat Pelayanan Publik

Pasal 9

Pelayanan seketika merupakan bentuk pelayanan kepada kebutuhan
publik dalam hd-hal darurat.
Pelayanan singkat merupakan bentuk pelayanan terhadap
kebutuhan publik yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-
lambatnya satu hari.
Pelayanan cepat merupakan bentuk pelayanan terhadap kebutuhan
publik yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya
lima belas hari kerja.

BAB III
PEMBINA, ORGANISASI PE}IYELENGGARA, DAN

PENATAAN PELAYANAN PUBLIK
DI DAERAH

Bagian Kesatu
Pembina dan penanggung Jawab pelayanan publik

di Daerah
Pasal 10

(1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di
daerah, ditetapkan adanya pembina, penanggungiawab dan
penyelenggara.

(1)

(2t

(3)
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(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.
(3) Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

terhadap pelalsanaan tugas penyelenggara pelayanan publik di
daerah. tambahi penyelenggara

(4) Pembina wajib menyampaikan hasil perkembangan kine{a pelayanan
publik kepada DPRD. Tambahi Gubernur

(5) Hasil perkembangan kinerja pelayanan publik di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(6) Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adal,ah
sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina.

(7) Penanggungiawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah
bertugas:
a.mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai

dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja perangkat
daerah;

b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap
satuan ke{a perangkat daerah; dan

c. melaporkan kepada pembina atas pelaksanaan penyelengga:rEran
pelayanan publik di seluruh satuan keg'a perangkat daerah unit
pelayanan publik.

(1)

(2)

Pasal 1l

Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina merupakan
penyelenggara.
Penyelenggara bertugas:
a. menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan

publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik

di lingkungan SKPD sesuai standar pelayanan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pubtik; dan
d. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan

SKPD yang bersangkutan kepada pembina;
e. melakukan perubahan standar pelayanan publik sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

la g:an Kedua
Organisasi penyelenggar:a

Pasal 12

Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelqyanan
publik sesuai dengan tujuan pembentukannya.
Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, sekurang_kurangnya.
meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan penga.duan masyalalat;

(1)

(21
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c. pengelolaan informasi;
d. pengawasan intemal;
e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
f. pelayanan konsultasi.

(3) Penyelenggara dan seluruh bagran organisasi penyelenggara
bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan
kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah yang
mekanismenya diatur sesuai peraturan perundang_undangan.

Pasal 13

Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk
pelayanan publik di daerah, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem
pelayanan terpadu;
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi Penyelenggaraan pelayanan publik

di Daerah

(1)

(2)

Pasal 14

(l)Penyelenggara wajib melaksanakan
pelaksana di lingkungan SKpD yang
dan berkelanjutan.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi s,6lagairnan2
penyelenggara wajib melakukan upaya
pelaksana.

evaluasi terhadap kinerja
bersangkutan secara berskala

dimaksud pada ayat (l ),
peningkatan kapasitas

(3) Evaluasi terhadap g.,]. pelar<sana sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan dengan metode survei yang jelas dan terukur,dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau
penyempumaan organisasi sesuai dengan asas_asas pelayanan publik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(4) Penyelenggara wajib melakukan kajian iretode survei kepuasan
masyarakat terhadap layanan publik yang telah diberikan.

(5) r<ajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengetafrui tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

(6) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagqirnan.
dimaksud pada ayat (5J dilakukan sekurang_kurangnya f 1sa:tuy Ufidalam waktu 1 (satu) tahun;

(7) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh penyelengg"r" a"rrl"t"ir J*"ibekeg'asama dengan perguru.rn tingg atau pihak lain ya:r1berkompeten;
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(8) Hasil kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada pimpinan DPRD
dan/atau komisi DPRD yang membidangi urusan pelayanan publik;

(9) Pembiayaan kajian terhadap kepuasan masyarakat sebagaiman
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersumber pada APBD.

Pasal 15

( I )Penyelenggara wajib :

a. melakukan seleksi terhadap pelaksana secara transparan, tidal<
diskriminatif dan adil, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; memiliki kompetensi bagi (

b. memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi
keqia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. memberikan sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran
ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan pubtik di daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi, pemberian
penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur
dengan Peraturan Bupa.ti.

Bagran Kelima
Ke{asama penyelenggara dengan pihak L^ain

Pasal 17

(1) Penyelenggara dapat melakukan keq'asama dalam bentuk penyerahan
sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepad" pit 

"t r"l'dengan ketentuan:

Bagran Keempat
Hubungan Antar penyelenggara

Pasal 16

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
dilakukan kerjasama antar penyelenggara.

(2) Ke{asama penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (lf
meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan
dan/atau pendukung pelayanan;

(3) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dantugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena
keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat,
penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain
yang mempunyai kapasitas memadai.

(4) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib
dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas
dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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a. peianjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan dalam
pelaksanaannya didasarkan pa.da standar pelayanan;

b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian
kerjasama kepada masyarakat;

c. tanggung jawab pelaksanaan ke{a sama berada pada penerima
kedasama, sedangkan tanggungiawab penyelenggaraan secara
menyeluruh berada pada penyelenggaxa;

d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara
sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh
penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui
masyarakat; dan

e. penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat
tempat mengadu dan sar€ula untuk menampung keluhan
masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan
layanan singkat (slart message seruice /sms), laman (uebsite),
pos-el (e-madf , dan kotak pengaduan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan
hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerjasama 5slagaiman4 dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tidak
menambah beban bagi masyarakat;

(a) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penyelenggara
dapat melakukan ke4'asama tertentu dengan pihak lain untuk
menyelenggarakan pelayanan publik di daerah.

(5) Keqia sama sebagaimana dimalsud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari
14 (empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan.

BAB IV
HAK, KEWA.'IBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban penyelenggara

Pasal 18

Penyelengara berhak:
a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan

tugasnya;
b. melakukan kerja sama;
c. mempunyai anggarurn pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak

sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
dan

e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 19
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Penyelenggara berkewajiban :

a. menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
publik;

b. menyusun, menetapkan dan menerapkan serta mempublikasikan
maklumat pelayanan;

c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
d. menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan

publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas

penyelenggaraan pelayanan publik;
f. membantu masyarakat dalam memahami hak dan

tanggungjawabnya;
g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan pelayanan publik;
h. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
i. memberikan pertanggungiawaban terhadap pelayanan yang

diselenggarakan;
j. mempertanggungiawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam

hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan
jabatan;

k. memenuhi pangilan atau mewakili SKpD untuk hadir atau
melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, atas permintaan pembina;

1. memberikan konsultasi kepada masyarakat; dan
m. memberikan penJruluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana

Fasal 20

Pelalsana berkewajiban :

a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang
diberikan oleh penyelenggara;

b. memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah
suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang
dari lembap. negaria atau instansi pemerintah yang berhak,
berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang_
undangan;

d. memberikan pertanggungiawaban apabila mengundurkan diri atau
melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang_
undangan; dan

e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kineg'a
kepada penyelenggara secara berkala.
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Pasal 21

Pelaksana dilarang:
a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi

pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah,
badan usaha milk negara, dan badan usaha milik daerah;

b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan
yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
d. membuat pe{anjian keg'a sarna dengan pihak lain tanpa

persetujuan penyelenggara; dan
e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal22

Masyarakat berhak:
a. mengetahui kebena:an isi standar pelayanan publik;
b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik;
c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang di4jukan;
d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan

pelayanan;
e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk

memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak
sesuai dengan standar pelayanan;

f. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;

g. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada
penyelenggara;

h. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan
standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada
pembina penyelenggara;

i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan; dan

j. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-
lengkapnya tentang sistem, tata cara dan prosedur dalam
pelayanan publik.

Pasal 23

Masyarakat berkewajiban :

a. mematuhi da-n memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan
dalam standar pelayanan publik;
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ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik di daerah; dan
berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V
PRINSIP.PRINSIP

Pasat 24

kinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik di daerah:
kesederhanaan prosedur;
kejelasan;
kepastian dan ketepatan waktu;
akurasi;
keamanan;
tanggungiawab;
kelengkapan sarana dan prasarana;
kemudahan akses;
kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
kenyamanan.

BAB VI
PET.IYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(l) Penyelenggara berkewajiban menJrusun, menetapkan dal
menerapkan standar pelayanan publik dengan memperhatikan
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan di daerah.

(2) Datam menJrusun, menetapkan dan menerapkan standar
pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak
terkait serta memberitahukan kepada komisi DPRD yang
membidangi pelayanan publik.

(3) Pengikutsertaan mas;rarakat dan pihak tertieit sebaga.imana
dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan prinsip tidak
diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki
kompetensi dan memperhatikan keberagam€rn.

(4) Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri dari unsur:
a. pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan

publik; dan,/ atau

a.
b.
c.
d.
e.

f.

c.
h.
i.
j.
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(4)

-16-

b. tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi,
dan/ atau lembaga swadaya masyarakat.

(5) Penetapan wakil masyarakat dan pihak terkait sebagaimana
dimaksud ayat (4) beserta jurrlahnya, ditentukan oleh
penyelenggara secara proporsional dengan memperhatikan
integritas, kompetensi, dan kepedutan di bidang pelayanan yang
bersangkutan.

Begian Kedua
Penyiapan Rancangan Standar pelayanan

Pasal 26

(l) Penyelenggara sebap.imana dimaksud Fasal 25 harus
mempersiapkan rancangan standar pelayanan.
Dalam mempersiapkan rancangan standar pelayanan
sslagaimana dimaksud pada ayat (l) penyelenggara harus
melakukan langkah- lalgkah sebagai berikut:
a. membentuk tim;
b. mengidentifi.kasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini;
Da-lam melakukan langkah-langkah sebagaimala dimaksud pada
ayal (2) huruf a, penyelenggara harus memperhatikan hat_hil
antara lain:
a. keanggotaan tim standar pelayanan;
b. tugas tim standar pelayanan;
Keanggotaan tim standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a terdiri dari:
a. Kepala Satuan Ke{a Penyelenggara;
b. pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk

perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung
dengan pengguna jasa pelayanan (front liler).

Tim standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
anggotanya dipilih dan ditugaskan oleh pimpinan satuan keda
penyelenggara pelayanan dengan surat keputusan pimpinan
penyelenggara.
Struktur keanggotaan tim standar pelayanan sekurang_
kurangnya beqiumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua,
Sekretaris dan Anggota.
Tim standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b bertugas;
a. mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan unit

pelaksana pelayanan (Upp) serta hal-hal yang terkait dengan
komponen Standar pelayanan pada masing_masing jenis
pelayanan;

b. menyusun r€u1c€rngan standar pe@anan setiap jenis
pelayanan;

c. membahas rancangan standar pelayanan bersama
dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait;

d. mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang

(s)

(6)

(7)
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telah disepakati kepada masyaralat umum, dan

menyempumakan rancangan standar pelayanan (bilamana

terdapat masukan dari publik) disiapkan untuk kemudian
ditetapkan oleh penyelenggara;

e. menyiapkan konsep maklumat pelayanan untuk
ditetapkan oleh penyelenggara;

f. mempublikasikan maklumat pelayanan;
g. menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi

penerapan standar pelayanan.
(8) Untuk melakukan identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan

saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
penyelenggara harus memperhatikan hal-hat sebagai berikut
a. tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan;
b. jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak

terkait;
mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu;
sarana prasarana dart anggaran;
jumlah dan kompetensi SDM;
pengawasan internal;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar

pelayanan
(9) Dalam mempersiapkan rancangan standar pelayanan

sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), penyelengga::a dapat
melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai idenffikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) terlampir dalam lampiran I yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan Standar Pelayanan

Pasal 27

(1) Penyelenggara dalam menJrusun standar pelayanan wajib
memperhatikan komponen standar pelayanan publik di daerah
sekurang-kurangnya meliputi:
a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. sistem, mekanisme dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;

biaya/tarif;
produk pelayanan;
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
kompetensi pelaksana;
pengawasan internal;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.

e.

f.

c.
h.
i.
j.
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k. jumlah pelaksana;
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,
dan resiko keragu- raguan; dan

n. evaluasi kinerja pelaksana.
Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibagi menjadi 2 (dua) lagian yaitu
a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
I ) Persyaratan
2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
3) Jangka waktu pelayanan
4lBiaya/taif
5) Produk pelayanan
6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi:
1) Dasar hukum
2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
3) Kompetensi pelaksana
4) Pengawasan internal
5) Jumlah pelaksana
6) Jaminan pelayanan
7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8) Evaluasi kineq'a pelaksana

Pelibatan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dalam
menyusun standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian
pelayanan
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan
internal pelayanan proses pengembangan dan penyusunannya
diserahkan pada masing -masing penyelenggara pelayanan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran komponen standar
ry]afalan yang terkait dengan penyampaian pelayanan terlampir
dalam lampiran II yang tidak terpisah dari peraturan Daerah ini.

(3)

(4)

(s)

Bagran Keempat
penetapan Standar pelayanan

Pasal 28

(1) Rancangan Standar pelayanan yang telah disusun oleh Tim
Penyusun sebelum ditetapkan dilakukan pembahasan dengan
tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. pengikutsertaan masyarakat dalam pembahasan standar
pelayanan;
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(3)

(4)
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b. penentuan wakil unsur masyarakat;
c. pembahasan standar pelayanan;
d. metode pembahasan rancangan standar pelayanan;
e. penetapan standar pelayanan; dan
f. penetapan maklumat pelayanan.
Kegiatan pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) dilakukan dalam forum pembahasan rErncangan
standar pelayanan, sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua)
kali, yaitu pada tahapan pembahasan rancangan standar
pelayanan dan setelah standar pelayanan selesai disusun dan
diterapkan, kemudian dilanjutkan mendiskusikan prroses
penyusunan maklumat pelayanan.
Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara
dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat, kondisi
lingkungan, serta mengefektifkan penyelengaraal pelayanan
yang berkualitas.
Penyelarasan kemampuan penyelenggaraan pelayanan dengan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut
kerna:apuan yareg dirnitikj, aeliputi:
a. dukungan pendanaan yang

penyelenggaraan peLayanan;
dialokasikan untuk

(s)

(6)

b. pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dari
segi kualitas maupun kuantitas; dan

c. sarana, prasar:rna, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan.

Hasil pembahasan rancangan standar pelayanan sebngaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara
pen5rusunan standar pelayanan dengan dilampiri daftar hadir
peserta rapat.
Penentuan unsur wakil masyarakat sebagaiman6 dimaksud
pada ayat (1) huruf b dflakukan dengan criteria sebegai berikut :a' harus dapat mewak i atau mencerminkan keterwakil,an

kepentingan unsur masyarakat sesuai keterkaitan jenis
pelayanan;

b. harus dapat mewakili baik dari kelompok masyarakat
maupun dari walil asosiasi/korporasi/badan usaha;c. memiliki kepedulian terhadap jenis pelayanan yang
bersangkutan dalam arti bahwa yang bersangkutan p"*"h
mendengar, mengetahui atau merasakan langsung pelayanan;

d. memiliki kompetensi, keahlian atau pengetafruan sesuai
dengaa jenis pelayanan yang bersangkutan; jan

e. dapat mengedepankan musyawarah, mufakat dalampembahasan dan pengambilan keputusan, dan kriterialainnya sesuai kondisi jenis pelayanan atau kebutuhankarakteristik pada instansi/unit pelayanan yang
bersangkutan.
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l7l Dalam membahas standar pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, penyelenggara melakukan langkah-
Iangkah sebagai berikut :

a. persiapan membentuk forum pembahasan;
b. menetapkan calon anggota forum pembahasan rancangan

standar pelayanan dari unsur masyarakat dan pihak terkait;
c. penentuan jumlah peserta Forum pembahasan standar

pelayanan dari unsur masyarakat dan pihak terkait, sesuai
kebutuhan keterwakilan dan keterkaitan dengan jenis
pelayanan yang akan dibahas standar pelayanannya, atau
sebailmya jumtah tidak lebih dari 5 (lima) orang;

d. proses pembahasan rancangan standar pelayanan harus
dilakukan sampai diperoleh kesepakatan antara
penyelenggara layanan dangan pihak terkait yang terlibat
dalam diskusi pembahasan;

e. pembahasan diup4yakan dilakukan paling banyak 3 (tiga)
kali untuk kemudian diambil kesepakatan melalui
musyawarah dan mufakat;

f. hasil pembahasan rancangan standar pelayanan harus
dibuat atau dituangkan dalam Berita Acara penyusunan
Standar pelayanan, dengan dilampiri daftar peserta rapat,
sebagai bukti telah dilakukan diskusi dengan
mengikutsertakan masyarakat.

(8) Dalam melakukan pembahasan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf d penyelenggara menggunakan
metode sebagai berikut :

a. Rapat bersama;
b. Focus Group Di.sassion (Ff,D);
c. Public Hearhg.

(9) Dalam menetapankan standar pelayanan gegageiman6
dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggara memperhatikan
hal - hal sebagai berikut :

a. menyiapkan konsep Surat Keputusan pimpinan
Penyelenggara tentang penetapan Standar pelayanan, dan
dilampirkan rancangan standar pelayanan yang telah
diperbaiki;

b. konsep surat keputusan terlebih dahulu diparaf oleh seluruh
anggota Tim Standar pelayanan sebelum ditandatangani oleh
pimpinan penyelenggara;

c. pimpinan penyelenggara yang berwenang menandatangani
konsep surat keputusan tentang standar pelayanan aaaUfr
kepala unit pelayanan yang bersangkutan atau pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraai
jenis pelayanan dimaksud.

(1O) Dalam melakukan penetapan maklumat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf f penyelenggara mem.perhatikan
hal-hal seb" gai berikut:
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menyusun pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai
dengan standar pelayanan;
menyusun pernyataan memberikan pelayanan sesuai
dengan kewqiiban dan akan melakukan perbaikan secara
terus menerus
menyusun pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi,
dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang
diberikan tidak sesuai standar
maklumat pelayanan wajib dipublikasikan kepada
masyarakat secara jelas dan luas paling lambat 7 (tujuir)
hari ke{a setelah standar pelayanan ditetapkan;

Bagian Kelima
Penerapan Standar Pelayanan

Pasal 29

Dalam menerapkan standar pelayanan, penyelenggara harus
melakukan langkahJangkah sebagai berikut:
a. sosialisasi dan internalisasi standar pelayanan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
c. monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan;
Kegiatan sosialisasi dan intemalisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a, penyelenggara harus memperhatikan hal-
hal sebagai berilo,rt:
a. Sosialisasi;
b. Internalisasi
Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada qyat (1) huruf b, penyelenggara harus memperhatikan hal -
hal sebagai berikut:

pelatihan ba gr pelaksana;
pengangkatan, pengisian, penyesuaian pelaksana;
pengadaan dan penataan sarana dan prasarana;
penyesuaian surat keputusan atau peraturan, misalnya terkait
biaya dan prosedur;

e. penyesuaian tugas pelaksana;
f. penyesuaian kebutuhan anggaran;
g. lain-lain sesuai kebutuhan.

(4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebaga.imana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, penyelenggara harus melakukan hal_hal seUagai
berikut:

monitoring;
evaluasi;

b.

d.

(1)

(21

(s)

a.
b.
c.
d.

a.
b.
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Bagian Keenam
Sistem Informasi Pel,ayanan Publik

di Daerah

Pasal 30

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik di daerah perlu diadakan sistem
informasi.

(2) Sistem informasi ss[agai''ana dima]<sud pada ayat (i) berisi semua
informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada
setiap tingkatan.

(3)Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem
terdiri atas sistem informasi elektronik dan
sekurang-kurangnya meliputi:
a. profiI penyelenggara;
b. prolil pelalsana;
c. standar pelayalan;
d. maklumat pelayanan;
e. pengelolaan pengaduan; dan
f. penilaian kinerja.

informasi yang
nonelektronik,

sebagaimana
terbuka dan

(4) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi
dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat secara
mudah diakses.

hsal 31

Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau
nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan
sah sesuai dengan peraturan perundang_undangan.

Bagian Ketu-iuh
Pengelola Sarana, hasarana, dan/atau Fasilitas

Pelayanan pubtk di Daerah

Pasal 32

(1) Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengerola sarana,prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif,efisien, transparan, aluntabel, dan berkesinambungan serta
bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian
sarana, prasarana, dan/atau fasittas pelayanan publik di daerah.

(2) Pelaksana wajib memberikan lapo.ao- kepada penyelenggara
mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pela5ranan publik serta petaksana sesuai dengan tuntutankebutuhan standar pelayanan di daerah.

(3) Berdasarkan hasil laporan mengenai kondisi dan kebutuhan
seb:gaimana dimaksud pada ayat (2), penyelen**" ;.d;;
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andisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana.

(4) Berdasarkan analisis dan daftar kebutuhan sebaga.imana dimaksud
pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan
prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan berkesinarnbungan di
daerah.

Pasal 33

Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/ atau membiarkan pihak
lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan
publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan atau fasilitas
pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan
peruntukannya.

Pasal 34

(1) Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik wajib
mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian
pekerjaan secara jelas dan terbuka.

(2) Perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak menghentikan kegiatan
pelayalan publik.

(3) Pengumuman oleh penyelenggara harus dilakukan selambat_
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanan
pekeljaan dimulai dengan memasang tanda yang memuat nama
kegiatan, nama dan alamat penanggungiawab, waktu kegiatan,
alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan
layanan singkat (short message servie /sms), laman (uebsite), pos_
le (e-maill, dan kotak pengaduan.

(4) Penyelenggara dan pelaksana yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan kelalaian.

Bagran Kedelapan
Pelayanan Khusus

Pasal 35

(l)Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan
perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu sesuai
peraturan perundang-undangan.

dengan
dengan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan menurut peraturan perundang _
undangan yang berlaku.
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Pasal 36

(1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjeqjang secara
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan be{enjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada
kelompok masyarakat berdasarkan asas persanuan perlakuan,
keterbukaan, serta keteg'angkauan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi akses dan kategori
kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Biaya/Tarif pelayanan publik

Pasal 37

(1) Biaya /tarif pelayanan publik di daerah pada dasamya merupakan
tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau
masyarakat.

(2lBiaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab
pemerintah daerah sebogeimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada pemerintah daerah apabila diwajibkan dalam
peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya/tarif pelayanan pubrik selain yang diwajiblan oreh peraturan
perundang-undangan sebagairnsna di maksud pada ayat (l) dan
ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik.

(4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimarra dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah dan berdasarkan peraturan perundang_
undangan.

(5) Besarnya biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 38

(1) Penyelenggara berhak mendapat alokasi anggaran sesuai dengan
tingkat kebutuhan pelayanan.

(2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
penyelenggara dapat memperolah anggaran dari pendapatan hasil
pelayanan publik di daerah.

Pasal 39

(l) Dalam hal penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi
penyelenggara daerah dan lembaga independen yang dibentuk



e.
f.

c.
h.
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berdasarkan undang-undang, pemerintah daerah wajib
mengalokasikan anggaran yang memadai melalui anggaran
pendapa.tan dan belanja daerah,

(2) Korporasi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan
pelayanan publik wajib mengalokasikan Ernggaran yang memadai
secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

(3) Penyelenggara dilarang membiayai kegiatan lain dengan
menggunakan alokasi Ernggaran yang diperuntukkan pelayanan
publik.

Bagian Kesepuluh
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan

Pasal 40

Pelalsana harus berperilaku sebagai trerikut:
a. adil dan tidak diskriminatif;
b. cermat;
c. santun dan ramah;
d. tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

professional;
tidak mempersulit;
patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi
penyelenggara;

i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib
dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari
benturan kepentingan;

k' tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas
pelayanan publik;

1. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan daram
menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi
kepentingan masyarakat;

m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan
yang dimiliki;

n. sesuai dengan kepantasan; dan
o. tidak menyimpang dari prosedur.

Bagian Kesebelas
Pengawasan Penyelenggaraan pelayanan publik

di Daerah

Pasal 41

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan
pengawas internal dan pengawasan eksternal.
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(2) Pengawas intemal penyelenggaraan pelayanan publik di daerah
dilakukan melalui:
a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peratur€rn

perundang-undangan; dan
b. pengawas oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik

dilakukan oleh:
a. pengawasan oleh masyarakat berupa pelaporan atau pengaduan

masyarakat 6alarn penyelenggaraan pelayanan publik;
b. pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan

perundang-undangan ; dan
c. pengawasan oleh DPRD.

Bagian Keduabelas
Pengelolaan Pengaduan

Pasal 42

(1) Penyelenggara berkewaj iban :

a menyediakan sarana pengaduan dan menuga.skan pelaksana
yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;

b mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan,
rekomendasi Ombudsman dan DpRD;

c menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);

d mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola
pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan;

e menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima
pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat
dan tuntas

(2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur lebih lanjut oleh penyelenggara.

(3) Materi pengelolaan pengaduan sebagairnana dimaksud pada ayat
(2) sekurang-kurangnya meliputi:
a. identitas pengadu;
b. prosedur pengelolaan pengaduan;
c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
d. prioritas penyelesaian penga.duan;
e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada

atasan pelaksana;
f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepa.da pihak

terkait;
h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; danj. pencantuman nama dan alamat penanggungiawab serta sarana

pengaduan yang mudah diakses.
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Bagran Ketigabelas
Penilaian Kineg'a

Pasal 43

( 1) Penyelenggara wajib melakukan penilaian kineqia penyelenggaraan

pelayanan publik secara berkala.
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakuken

dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar
pelayanan.

BAB VII

PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT

Pasal 44

(l) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dimulai sejak penyusunan kebijakan, standar pelayanan
pengawasan, evaluasi dan pemberian penghargaan.

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan,
dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung
penyelenggara serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau melalui media massa.

(3) Penyelenggara wajib memberikan informasi terhadap masyarakat
mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan,
dan/atau pengaduan.

(4) Pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimalsud pada
ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
a. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar

pelayanan;
b. pengawasan terhadap penerapan kebijakan; dan
c. pengawasan terhadap pengenaan sanksi.

(5)Pengikutsertaan masyarakat dalam pemberian penghargaan
selagaimana dimaksud pada ayat (l) diwujudkan dalam bentuk
pemantauan, evaluasi, dan penilaian kineda penyelenggara yang
dapat di lal<ukan secara swadaya masyarakat.

(6) Pengikutsertaan masyaralat dalam penyelenggaraan pelayalan
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip
sebagai berikut:
a. terkait langsung dengan masyarakat pengguna pelayanan;
b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan

bersangkutan; dan
c. mengedepankan musyawarah, mufakat,

masyarakat.
dan keberagaman
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(7) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara
perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan
kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang
mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik.

(8) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan
publik, yang pembentukannya berdasarkan dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
PEI{YELESAIAN PENGADUAN

Bagran Kesatu
Pengaduan

Pasal 45

(l)Masyarakat berhak mengajukan pengaduan penyelenggaraan
pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsmin aanTatau
DPRD.

(2) Masyarakat yang melakukan pengadu4n sslagaimana dimaksud
pada ayat (l) d{jamin hak-ha}mya oleh peraturan perundang_
undangan.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
terhadap:
a. penyelenggara yang tidak melal<sanakan kewajiban dan/ atau

melanggar larangan; dan
b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan

standar pelayanan.

Pasal 46

(l) Atasan satuan keg'a penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksikepada satuan ke4'a penyelenggara yang Udak memenuhi
kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat {3) huruf a.

(2) Atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud aaum pasat +i
ayat (3) hurufb.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)
dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan
kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturanperundang-undangan' 

Pasal 47

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud daram pasal 45 diajukan olehsetiap orang yang dirugrkan atau oleh pihak lain yang menerima
kuasa untuk mewakilinya.
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(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pafing
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.

(3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:
a. narna dan alamat lengkap;
b. uraian pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar

pelayanan dan uraian kerugian materiil dan immateriil yang
diderita;

c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

(4) Pengaduan dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat
pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat
dirahasiakan.

Pasal 48

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dapat
disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya.

(2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan
pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk
mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.

. Pasal 49

(1) Penyelenggara wajib memberikan tanda terima penga.duan.
(2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pengadu secara lengkap;
b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanaa;
c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima

pengaduan.
(3) Penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima sekurang_
kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi
aduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3).

(a) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi
aduannya selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari terhitung sejakditerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana
diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

(5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu
sebagaimana dalam ayat (4), pengadu dianggap mencabut
penga.duannya.
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Pasal 50

(1) Pengaduan terhadap pelaksana ditujukan kepa.da atasan
pelaksana.

(2) Pengaduan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a dan huruf b, Pasal 7 huruf a dan huruf b, serta
Pasal 8 ayat (21 huruf a ditujukan kepada atasan satuan kerja
penyelenggara.

(3) Pengaduan terhadap penyelenggara yang berbentuk korporasi dan
lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
c, Pasal 7 huruf c, dan Pasal 8 ayat (2) huruf b ditujukan kepada
pejabat yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah yang
memberikan misi atau penugasan.

Sagian Kedua
Penyelesaian Pengaduan

Pasal 51

(1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat
mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

(2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan
s6Sagairn6p4 dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib
berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak
memihak, dan tidak memungut biaya.

(2) Penyelenggara wajib menerima dan merespon pengaduan.
(3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu

karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan
kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara
terpisah.

(a) Dafam hal pengadu menuntut ganti 9, pihak pengadu
menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang
tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 53

(1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib
menjaga kerahasiaan.

(2) Kewqiiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) tidak gugur seteLah pimpinan penyelenggara berhenti atau
diberhentikan dari jabatannya.
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Pasal 54

(l) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan
dinyatakan lengkap.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak diputuskan.

(3) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu
pembayarannya.

(4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti
rugi.

(S)Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan
kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pembayaran ganti
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Keriga
Pelanggaran Hukum dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah

Pasal 55

Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui
peradilan tata usaha negErra apabila pelayanan yang diberikan
menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.

Pasal 56

(1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum
dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur
dalam peraturan daerah ini, masyarakat dapat mengqiukan
gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan.

(2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menghapus kew4liban penyelenggara untuk
melaksanal<an keputusari penyelenggara.

(3) Pengajuan gugatan sebagaipglls dimaksud pada ayat (l) dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(l) Dalam hal penyelenggara didugra. melakukan tindak pidana dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam
peraturan daerah ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara
kepada pihak berwenang.
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(2) Laporan sslagaiTnana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan
penyelenggara,

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagran Kesatu
Sanksi Teguran Tertulis

Pasal 58

Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal l5 ayat (1), Pasal 19 huruf g, dan Pasal
2l huruf e dikenai sanksi teguran tertulis.

Bagian Kedua
Sanksi Pembebasan dan Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 59

(1) Penyelenggara atau pelaksana yang melanEgar ketentuan
sebagaimarr3 dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l) dan ayat (2), pasat
17 ayat (1) huruf b dan huruf e, pasal 19 huruf e dan huruf f, pasal
20 huruf a, Pasal 2l huruf b dan huruf c, pasal 32 ayat (2), pasal
34 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), pasal 5t ayat (l), pasal 52 ayat (l),
dan Pasal 54 ayat (5) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila
dalam waktu 3 ltlga) bulan tidak melaksanakan ketentuan
dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

(2) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), pasal 19 huruf a,
huruf b, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf i, pasal 20 huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, pasal 2l huruf a dan huruf d, pasal,
Pasal 33, Pasal 34 ayat (f) Pasal 33 ayat (4), pasal 52 ayat (2), pasal
53 ayat (l) serta Pasal 54 ayat (l) dan ayat (4), dikenai sanksi
pembebasan dari jabatan.

Bagian Ketiga
Sanksi penurunan Gaji dan pangkat

Pasal 60

Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimalsud dalam pasal 19 huruf c, huruf d, huruf h,
dan huruf i, Pasal 32 ayat (l), pasal 35 ayat (f) dan ayat (2), pasal
36 ayat (l), dan Pasal 56 ayat (21 dikenai sanksi penurunan gaji
sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling fama f (satut
tahun.
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Bagian Keempat
Sanksi Pembekuan dan Pencabutan Ijin

Pasal 61

(1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan
Pasal 7 huruf c yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, Pasal
33 dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau ijin yang diterbitkan
oleh instansi pemerintah.

(2) Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
tidak melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan ijin
yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Bagan Kelima
Sanksi Denda

Pasal 62

(1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 32 ayat (l) dan Pasal 35 ayat
(1), dan atas perbuatan tersebut mengakibatl<an negara
dikenai denda.

(2) Besaran denda ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Bagian Keenam
Sanksi Pidana

Pasal 63

(l) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan pasal 35 ayat
(1), dan atas perbuatan tersebut mengalibatlan timbulnya luka,
cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan..

(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban.

(3) Besaran ganti rugi bagi korban ditetapkan berdasarkan putusan
pengadilan.

Bagran Ketujuh
Ketentuan Sanksi

Pasal 64

(l) Sanksi bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal Sg,
Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, pasal 62 dan pasal 63 dikenakan
kepada pimpinan penyelenggara.
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(2) Pengenaan sanksi seb,gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh atasan penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana
diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib
dibayar oleh penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana yang dikenai sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, pasal 61,
Pasal 62 dan Pasal 63 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke
lembega peradilan umum apabila penyelenggara melakukan
perbuatan melawan hukum dan/atau penyelenggara melakukan
tindak pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Hal-hd yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan diatur rebih lanjut dengan peraturan
Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan
Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) HaI-haI yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik di
Kabupaten Rembang harus sudah disesuaikan dengan peraturan
Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalrkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.
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Ditetapkan di Rembang
pada tanggal ...
BUPATI REMBANG,

Diundangkan di REMBANG
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAEMH KABUPATEN REMBANG
NOMOR... TAHUN...

TENTANG
PET.IYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

I. UMUM
Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih

dihadapkan pada banyak permasalahan sehingga belum dapat
memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan masyaralat sefagai
penerima pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan
menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan dan
kepastian hukum bag setiap masyarakat dari penyalahgunaan
wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara
pelayanan publik, diperlukan sistem perayanan publik yang berisi nilai,
persepsi, dan acuan perilaku penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengaturan pelayanan publik bertujuan untuk memberi kejelasan
dan pengaturan mengenai penyelenggaran pelayanan publik di
Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar
terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan Daerah ini,

Ttd
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sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam
penafsirannya.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a

Pemberian pelayanan publik tidak boleh menyimpang dari
peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasa] 4
Huruf a

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamalan kepentingan
pribadi dan/atau golongan.

Huruf b
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan pelayanan.

Huruf c
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agrma,
golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d
Pemenuhan hak harus seband.ing dengan kewajiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan
publik.

Huruf e
Pelaksana pelayanan publik harus memiliki kompetensi yang
sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan,
dan harapan masyarakat.

Huruf g
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil

Hurufh
Setiap penerima pelayanan publik dapat dengan mudah
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang
diinginkan.

Huruf i
Proses penyelenggaraam pelayanan publik harus dapat
dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hurufj
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Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga
tercipta keadilan dalam pelayanan.

Hurufk
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu
sesuai dengan standar pelayanan publik.

Huruf I

Setiap jenis pelayanan publik dilakukan secara cepat, mudah
dan te{angkau.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan "pengadaan" dalam ketentuan ini adalah
penyediaan (providing) barang publik sebagaimana tercantum
dalam Pasal 7 huruf c.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (l)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ',tindakan administratjf oleh
instansi nonpemerintah" dalam ketentuan ini adalah
pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh badan
hukum lainnya.

Pasal 9
Ayat (l)

Jenis pelayanan seketika dalam ketentuan ini sebagai contoh,
antara lain pelayanan mobil pemadam kebakaran, pppK dan
pelayanan publik lainya yang bersifat darurat.

Ayat (21

Jenis pelayanan singkat dalam ketentuan ini sebagai contoh,
antara lain; ijin rekomendasi penelitian; jasa pariwisata; bursa
keg'a online; konsultasi program jamkes bagi masyarakat
miskin; pengajual kendaran bermotor; jasa rarnbat; parkir tepijalan; tempat lctrusus parkir; pelayanan untuk penumpanl,
kendaraan penumpang umum, dan bus umum; surat
keterangan pendaftaran penduduk sementara; pelayanan surat
keterangan pindah penduduk antar kabupaten; pelayanan KB;
melegalisasi proposal; bantuan kesejahteraan bagi guru; ijin
keramaian; }ilfp / KK; imunisasi; laborat; rontgen; kir kesehatan;
visum dan jenis pelayanan pubtik lainnya yang harus
diselesaikan dalam waktu selambat_lambatnya satu hari.

Ayat (s)
Jenis pelayanan cepat dalam ketentuan ini sebagai contoh,
antara lain ijin gangguan; ijin mendirikan Uangunanf gin totasi;
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ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian;
ijin pemanfaatan kekayaan daerah; ijin usaha produksi; ijin
usaha perdagangan; tanda daftar perusahaan; ijin pemasangan
reklame; ijin usaha pariwisata; ijin usaha angkutan; ijin
operasional usaha pemberantasan hama; ijin pemakaman;
perijinan tanah irigasi; ijin usaha obat tradisional; iiin apotek;
ijin penyaluran alat kesehatan; ijin sub penyalur alat kesehatan;
ijin perdagangan besar farmasi; ijin laboratorium; ijin optikal;
ljin klinik rawat inap; ijin balai pengobatan; ijin tenaga bidan;
ijin rumah sakit; penerbitan SIK-AA; penerbiatan SIP Dokter
Umum; penerbitan SIP Dokter Spesialis; surat ijin praktek
Iisioterapi; ijin kerja apoteker; perijinan PMA/PMDN;
sedot/kuras WC; pengambilan sampah; wajib lapor
ketenagaker;'aan; sertifrkasi laik hygiene sanitasi depot air
minum; rekomendasi iiin penggunaan pestisida terbatas;
sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga; surat keterangan laik
sehat hotel; surat keterangan laik sehat kolam renang and
pemandian umum; sertifikasi produksi pangan industri rumah
tangga; laboratorium; akta kelahiran; akta perkawinan; akta
kematian; akta perceraian; alcta pengakuan; akta pengangkatan
anak; perubahan data akta catatan sipil; analisis mengenai
dampak lingkungan hidup; upaya pengelolaan lingkungan dan
upaya pem.rntauan lingkungan; surat pernyataan pengelolaan
lingkungan; pindah penduduk; ppAT; rawat inap, dan jenis
pelayanan publik lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu
selambat-lambatnya lima belas hari kerja.

Ayat (3)

Yang dimaksud penyelesaian pelayanan cepat selambat_
lambatnya lima belas hari kerja adalah terhitung sejak dokumen
masuk dinyatakan lengkap.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal l1

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Ayat (1)

Sistem layanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan
dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu
tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna
mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.

Ayat l2l
Cukup jelas.

Pasa] 14
Ayat (l)
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Secara berkala dan berkelanjutan merupakan periode yang
dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua
belas) bulan, ata;u 24 (dua puluh empa.t) bulan sekali yang
diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Telaris operasional pelayanan merupakan kegiatan yang terkait
langsung dengan pelaksanaan pelayanan, antaxa Lain
penyediaan sumber daya pelayanan, seperti teknologi, peral,atan
dan sumber daya lain, serta standar operasional prosedur (SOp).
Pendukung pelayanan merupakan kegiatan yang tidak terkait
langsung dengan operasional pelayanan tetapi diperlukan dalam
pelaksanaan pelayanan, antara lain penelitian dan
pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Pasal 17

Ayat (1)

Penyerahan sebagian tugas merupakan pemberian sebagian
tugas kepada pihak lain dari seluruh tugas penyelenggaraan
pelayanan, kecuali yang menurut undang_undang harus
dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara, misalnya pelayanan
KTP, SIM, sertifikat tanah, dan pelayanan perlinan lainya.
Pihak lain adalah pihak di luar penyelenggara yang diserahi
atau diberi sebagian tugas oleh penyelenggara pelayanan.
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Pengertian keg'asama juga termasuk penunjukan operator
pelaksana atau kontraktor yang diberi hak menjalankan fungsi
penyelenggara, misalnya pengelolaan parkir dan air minum yang
diserahkan kepada swasta.
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Materi perjanjian kerjasama yang wajib diinformasikan
adalah hal-hal penting yang perlu diketahui oleh
masyarakat, misateya apa yang dikerjakan, siapa yar.rg
mengerjakan, jangka waktu kerjasama, dan pekerjaan
yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang
penginformasianya merupakan bagian dari maklumat
pelayanan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Tidak menambah beban bagi masyarakat dimaksudkan tidak
memberikan tambahan biaya, prosedur yang berbelit, waktu
penyelesaian yang lebih lama, atau hambatan akses.

Ayat (a)

Kerl'asama tertentu merupakan kerjasama yang tidak melatui
prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan
huruf b yang bukan bersifat darurat yang harus diselesaikan
dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan pada saat
pemilihan umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 2O

Cukup jelas.
Pasal 2l

Cukup jelas.
PasaJ22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Huruf a
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Yang dimaksud dengan "kesederhanaan proseduf adalah
prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kejelasan" adalah memberikan
pelayanan publik dengan jelas sekurang-kurangrrya meliputi
rincian biaya, tata cara pembayaran, persyaratan teknis dan
administrasi pelayanan publik dan waktu penyelesaian.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "kepastian dan ketepatan waktu'
adalah pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "akurasi" adalah produk pelayanan
publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "keamanan" adalah proses dan
produk pelayanan publik memberikan rasa Errnan dan
kepastian hukum.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "tanggungiawab,, adalah pimpinan
penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggungiawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "kelengkapan sarana dan prasarana,'
adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan
keg'a dan pendukung telekomunikasi dan informatika.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "kemudahan akses', adalah tempat
dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan
teknologi.

Huruf i
Yang dimaksud dengan ,,kedisiplinan, kesopanan dan
keramahan" adalah pemberi pelayanan harus bersikap
disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas.

Hurufj
Yang dimaksud dengan ',kenyamanan, adalah Lingkungan
pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, sehat serta dilengkapi dengan
fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, toilet tempat
ibadah dan lain-Lain.

Pasal 25
Ayat (l)
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Kemampuan penyelenggara berupa dukungan pendanaan,
pelaksana, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan.

Ayat (2)

Pihak terkait merupakan pihak yang dianggap kompeten
dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar
pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Keberagaman merupakan pengikutsertaan masyarakat yang
mewakili berbagai unsur dan profesi, antara lain tokoh
masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasd27

Ayat (1)

Huruf a
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan.

Huruf b
Syarat yang harus dipenuhi dal,am pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratjf.

Huruf c
Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima petrayanan, termasuk pengaduan.

Huruf d
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Huruf e
Ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besamya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dengan masyarakat.

Huruf f
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan
ketentun yang telah ditetapkan.

Huruf g
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaran
pelayanan, tersrasuk peralatan dan fasilitas petayanan tagi
kelompok rentan.

Huruf h
Kemampuan yang harus dilimiki oleh pelaksana metputi
pengatahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalarnan.

Huruf i
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Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana.

Hurufj
Tata cara pelaksanaan penanganan penga.duan dan tindak
lanjut.

Hurufk
Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban ke{a.

Huruf I
Cukup jelas

Huruf m
Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya,
resiko dan keragu-raguan.

Huruf n
Penilaian untuk mengetahui seberapa. jauh pelaksnaaan
kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Ayat(21
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukupjelas.
Ayat (3)

Cukup jel,as.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukupjelas.

Huruf e
Cukup jeLas.

Ayat (7)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
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Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup je}as.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Ayat (8)

Huruf a
Forum pertemuan yang diadakan untuk membahas,
mendiskusil@n atau mengklarilikasi rumusan rancangan
standar pelayanan

Huruf b
Metode ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan
yang lebih mendalam terhadap materi rancangan
standar pelayanan, biLa dipandang perlu dengan
mengundang narasumber ahli yang terkait dengan jenis
pelayanan yang dibahas.

Huruf c
Dipergunalan untuk melakukan penelusuran fakta-farcta
yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai
yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan
mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili
publik untuk didengar pendapatnya.

Ayat (9)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukupjelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (10)
Huruf a

Cukupjelas.
Huruf b

Cukupjelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jeLas.
Ayat (2)

Huruf a
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Sosialisasi dilakukan kepada pihak internal dan
eksternal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah
mensosialisasikan startdar pelayanan untuk membangun
pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan
unit/satker penyelenggara pelayanan, khususnya semua
pelaksana pelayanan agar menyadari adanya perubahan
dalam cara memberikan pelayanan.
Sosialisasi secara eksternal juga perlu dilakukan kepada
pihak-pihak diluar penyelenggara, misalnya masyarakat
pengguna, LSM, mass media, legislatif, ombudsman yang
secara langsung atau tidak langsung terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan.
Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan
memanfaatkan fungsi- fungsi humas, media massa, dan
forum warga yang memiliki kepentingan yang sama sesuai
jangkauan pelayanan. Instrumen sosialisasi yang dapat
membantu adalah melalui pemuatan Standar pelayanan
yang akan diberlakukan ddam majalah organisasi;
pengumuman dalam rapat formal; pada papan
pengumuman; surat kabar dan radio/televisi lokal.

Huruf b
Internalisasi
pemahaman

ini dilakukan untuk memberikan
dan penguasaan untuk

mengimplementasikan standar pelayanan kepada
seluruh jajaran organisasi. Sasaran intemalisasi tersebut
adalah agar penyelenggara siap memberlakukan standar
pelayanan baru yang harus dipahami, dipatuhi, dan
diterapkan oleh setiap pelaksana.

Ayat (3)

Cukupjelas.
Ayat (4)

Huruf a
Monitoring penerapan standar pelayanan adalah suatu
proses penilaian apakah penyelenggaraan pelayanan
telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan.

Huruf b
Evaluasi standar pelayanan adalah rangkaian kegratan
membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan
standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan faktor_
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan dalarn ranglca penerapan standar pelayanan

Pasal 30
Ayat (l)

Cukup jelas.
Ayat (2)
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Cukup jelas.
Ayat (3)

Sistem informasi elektronik merupakan sistem penerapa.n
teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi
dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses,
menganalisis, menampilkan dan/atau menyebarkan informasi
elektronik.
Huruf a

Profil penyelenggara meliputi nama, penanggung jawab,
pelaksana, struktur organrsasl, anggaral
penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan
pos-el (email).

Huruf b
Profil pelaksana meliputi pelaksana yang bertanggung
jawab, pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat
pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).

Huruf c
Standar pelayanan berisi informasi yang lengkap tentang
keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi standar
pelayanan tersebut.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Pengelolaan pengaduan merupakan pnoses penanganan
pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan,
dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian
penyelesaian pengaduan.

Huruf f
Penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian
penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh
penyelenggara sendiri, bersama dengan pihak lain, atau
oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk
mengetahui gambaran kine{a pelayanan dengan
menggunakan metode penilaian tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 3l

Cukup jelas.
Pasal 32

Ayat (1)

Dalam melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan/ataufasilitas pel,ayanan, penyelenggara melalsanakan
perencanaan, penga.daan, pemeliharaan serta inventarisasi
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan secara
sistematis, transparan, lengkap, dan akurat.

Ayat (2)
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Pelaksana yang wajib memberikan laporan adalah pejabat
yang bertanggung jawab memberikan laporan kepada
penyelenggara,

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasa] 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Ayat (l)
Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara
lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak,
korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan
tanpa tambahan biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 36

Ayat (l)
Pelayanan bedenjang merupakan pelayanan yang diberikan
kepada masyaxakat sesuai dengan kemampuan ekonomi
masyarakat agar pelayanan Iebih nyaman, baik, dan adil.

Ayat (2)

Proporsi akses merupakan perbandingan persentase
penyediaan kelas pelayanan secara berjenjang kepada
kelompok masyarakat pada setiap jenis pel,ayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 37

Ayat (l)
Cukupjelas.

Ayat (2)

Pelayalan publik yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya
dibebankan kepada pemerintah, antara Lain kartu tanda
penduduk dan akta kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39
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Cukup jelas
Pasal 4O

Cukup Jelas
Pasal 4l

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Ayat (1)

Berkala adalah seca.ra rutin, teratur, dan dalam jangka watrtu
tertentu sekurang-kurangnya I (satu) kali dalarr setahun.

Ayat(21
Indikator kinerja merupakan ukuran atau alat penunjuk yang
digunalan untuk menilai kinerja.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jeLas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jeLas.

Pasal 48
Ayat (r)

Cukupjelas.
Ayat(21

Datam har penyelenggara dapat membuktikan bahwa materi
aduan tidak benar atau. perbuatan penyelenggara tidak salahatau tidak melanggar, pengadu dapat diberi dokumen
pembuktian.

Pasal 49
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jel,as.
Ayat (3)

Cukup jetas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Dalam hal pengadu tidak dapat melengkapi materi aduan
daLam batas waktu yang ditentukan, pengaduan dinyaAkan
batal.

Pasal 5O
Ayat (1)

Atasan pelaksana sebagai pihakyang bertanggungjawab dansekaligus mernitiki wewenang untuk meniatutfio 
"aof."ikepada pelaksana yang menjadi bawahannya.
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Atasan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini juga
berlaku untuk korporasi.

Ayat (2)

Cukup jel,as.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 51

Ayat (l)
Cukup jeLas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku begi penyelenggara adalah peraturan yang mengatur
penyelenggara, misalrya pegawai negeri sipil diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok_pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang_
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang_
Undang Nomor 8 Tahun l9T4 tentang pokok_pokok
Kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalam Undang_
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Penyelenggara dalam bentuk korporasi, diberlakukan
peraturan di lingkungan korporasi yang bersangkutan,

Pasal 52
Ayat (1)

Penerapan prinsip independen, nondiskriminasi, dan tidak
memihak dimaksudkan untuk mencegah tedadinya
keberpihakan dalam menyelesaikan materi aduan karena
pihak teradu dan penyelenggara yang menyelesaikan aduan
berada dalam instansi/lembaga yang sama.

Ayat (2)

Kewqiiban menerima dan merespon dimaksudkan untuk
memperoleh objektivitas dalam memutuskan pen€rnganan
penyelesaian pengaduan.

Ayat (3)

Dengar pendapat dapat dilakukan secaxa terpisah merupakan
forum pertemuan antara pengadu dan teradu secara terbatas
terhadap permintaan pengadu karena alasan tertentu yang
dapat mengancafirnya.

Ayat (4)

Ganti rugi yang diajukan pengadu harus mempunyai
hubungan sebab akibat (kausalitas) dari p.rUr.Ln
penyelenggara yang merugikan.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (21
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Cukup jel,as.

Ayat (3)

Cukup jelas"
Ayat (4)

Cukupjelas.
Ayat (5)

Pemberitahuan kepada pengadu dapat berupa tembusan
surat, salinFn,.atau petikan.

Ayat (6)

Dalam peraturan daerah ini, antara l,ain diatur mengenai
kewajiban penyelenggara rnembayar ganti rugi yang baru
dapat dibayarkan oleh pimpinan penyel,enggara setelah nilqi
kerugian dimaksud dapat dibuktikan besarannya oleh
pengadu dan dit€rima oleh penyelenggara. Dengan
dibayarkannya ganti rugi, aduan dinyatakan selesai,

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (l)

Masyarakat yang melaporkan adalah masyaral<at yang
mengalami atau mengetahui tindak pidana yang dilakukan
oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ayat (21

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jel,as.
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

CukupjeLas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Ayat (1)

Pimpinan penyelenggara adalah orang yang bertanggung
jawab terhadap keseluruhan tugas dan kewajiban petayaian.-

Ayat(21
Dalam hal penyelenggara berbentuk korporasi, pengenaan
sanksi kepada penyelenggara tertinggi (direksi) diberikir oleh
pemegang saham.
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Dalam ha1 penyelenggara berbentuk organisasi masyarakat
berbadan hukum, pengenaan sanksi kepada penyelenggara
tertinggi diberikan oleh pembina organisasi.

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada penyelenggara
untuk dibebaskan dari pembayaran ganti rugi apabila dapat
membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak
menimbulkan kerugian.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR....

LAMPIRAN I : RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG PEI.IYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

IDEITTIFIXASI KOI|DISI PEITTELET(rcARAAIY PEL/\YAITAIT

Identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang
sedang berjalan bertujuan untuk mengenali, mendata, dan mengetahui
sejauh mana kondisi atau kapasitas/ kemampuan dari unsur-unsur
organisasi dan/atau fungsi manajemen yang terkait dengan komponen
standar pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanari
publik di daerah. Metode yang digunakan datam mengidentifikasi kondisi
penyelengg:araan perayanan dapat dilakukan dengan cara observasi yang
mencakup mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai pralctik
kebliakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari
penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
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Hasil dari identifikasi menjadi bahan analisis dan pertimbangan

dalam penyusunan rancangan standar pelayanan publik di daerah.

Hal-hd yang perlu diidentifikasi dalam proses pen5rusunan standar
pelayanan publik di daerah, meliputi:
a. tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan;
b. jenis pelayanan, prcduk pelayanan, masyamkat, dan pihak terkait;
c. mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu;
d. sarana prasaralra dan anggaran;
e. jumlah dan kompetensi SDM;
f. pengawasan internal;
g. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
h. sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
i. aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan
langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat
bantu sebqgai berikut:
a. Identifikasi Ttrgas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum

Kelembagaan.
Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa
pertanyaan, antara lain:
1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
2) apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oreh organisasi (unit/satuan

ke{a pelayanan;
3) lagaim41a bentuk/strulrtur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari

kelembagaan satuan kerja (satfter) pelayanan yang ada saat ini;
4) Instansi/Unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses

penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan
disusun Standar pelayanannya;

5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari
dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang.
akan disusun standar pelayanannya.

b. Identifrkasi Jenis pelayanan, produk pelayanan, Masyarakat, dan pihak
Terkait.

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar
pelayanan publik di daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan pada unit/ satker pelayanan. Berdasarkan tuga.s, fungsi,
dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perru diidentilikasi
untuk diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja yang diselenggarakan
oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Contoh: pada unit/satker puskemas atau rumah sakit, terdapat
berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan klinik gigi, pelayanan
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klinik umum, pelayanan klinik bersalin, klinik penyakit dalarn,
pelayanan instalasi/apotik farmasi dan lain-l,ain masing-masing harus
disu sun standar pelayanannya.

Pada unit/satker PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), di
dalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing jenis
pelayanan harus disusun standar pelayanannya. Selanjutnya untuk
memudahkan pnoses identifi.kasi aspek jenis pelayanan dan
masyarakat, dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara
lain:

1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan
yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas
fungsi;

2l apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis
pelayanaa tersebut;

3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak
langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan
tersebut;

4) apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum, instansi lain,
atau internal;

5) siapa pemangku kepentingan yarrg terkait dengan produk
pelayanan yang diberikan.

Proses idenffikasi pada tahap ini sekaligus dapat dimanfaatkan
untuk mengidentilikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang
terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan_

Identifikasi Mekanisme dan prosedur, persyaratan, Biaya, dan Walctu.
Untuk mengidentifi.kasi mekanisme dan prosedur, persyaratan,

biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat
dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur
persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah diberlakukan saat
ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktivitasnya, dan
urutan/langkah kegiatan pelayanannya, dimulai sejak kegiatan awal
melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut urutan prosedur
layanan sampai selesai menerima pelayanan. pada proses ini perlu
dicatat siapa saja pelaksala/petugas/meja/simpul yang terlibat
menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat
bagaimana peran masing-masing pelaksana/petugas melakukan
peke{aan apa dalam proses penyeresaian pelayanan tersebut dan
memerlukan waktu berapa menit/jam.

Mekalisme atau urutan prosedur kegiatan dalam proses
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pelayanan agar dibuat atau digambarkan dalam suatu
diagram/bagan alir (floucharQ, sehingga dapat jelas dan mudah
dikenali alur pekerjaan.

Identjlikasi Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap
sarana dan prasarana serta dukungan anggarran yang digunakan
Unit/Satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan.
Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan
berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk
alctivitas penyelenggaraan pelayanan. Berapa jumlah anggaran
belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua
produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang
bersangkutan.

Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM
Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan

untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang_
kurangnya mendata: jumlah pelaksana, jenjang pendidikan, pangkat,
pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti,
serta jabatan dan uraian tugas ketja masing-masing.

Identilikasi Pengawasan Intemal
Pengawasan intemal merupakan salah satu komponen Standar

pelayanan dalam penyelenggarEran pelayanan. Oleh karena itu perlu
diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bog;aimana kondisi
pengawasan pada unit/ satker. Apakah pada unit/ satker
Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta
bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional).

Identifikasi Penanganan pengaduan, Saran, dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah

satu komponen standar pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan.
Oleh karena itu perlu diteliti bagairrrar. kondisi pengelolaan
pengaduan, saran dan masukan pada unit/satler untuk jenis
layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi,
bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur,
tindak lanjut dan dukungan SDM.

Identifikasi Sistem Jaminan pelayanan dan Jaminan Keamanan
Merupakan bentuk komitmen mengenai kesanggupan dari pihak

unit penyelenggara untuk memberikan kepastian mengenai kualitas
penyelenggaraan dan produk layanan.

h.
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Perlu dicermati dan diteliti apalah ada upaya atau kebiLjakan yang

telah dibuat, diciptakan, yang terkait dengan usaha untuk menjaga
pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti,
aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya, misalnya
menciptakan rambu-rambu antrian, menyiapkan sarana/fasilitas
untuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna Layanan.

Bentuk penciptaan sarana/fasilitas tersebut pertu diteliti dan
diidentifikasi, termasuk, apakah sudah didukung standar teknisyang
menjamin keamanan firaupun keselnrnafaq pengguna trayanan.

Identilikasi aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar
Pelayanan

Apabila masih terdapat aspek-aspek Lain yang belum termasuk
diidentifikasi dala"' komponen di atas, narnun pada kenyataannya
ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik datam bentuk
fasilitas, sarana, sistem, maupun simbol-simbot yang dapat
memberikan kontribusi menunjang,talqrn penyelenggaraan petrayanan
maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.
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LAMPIRANII : RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ...., TAHUN ... TENTANG

PENYELENGG AIU{T{MELAYANAN
PUBUK

KOUPOilTI| STANDAR PELAYAIAT PI'BLIK

Penyusunan materi dari tiap komponen standar pelayanan pelayanan
publik di daerah, disamping mendasarkan hasil identilikasi dan analisis
dari kondisi riil mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga
perlu memperhatikan perkembangan kemqjuan teknologi, tuntutan
kebutuhan pelayalan bag masyarakat dan prospek kemampuan
Penyelenggara kedepan, selanjutnya dilakukan perumusannya sebagai
berikut:
1. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah peraturan perundang_undangan yang
menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. perumusan materi
komponen dasar hukum dibuat dengan mengacu pada hasil
identifikasi, analisis dan pertimbangan yang ada. Selain itu perlu
memperhatikan apabila terdapat perkembangan kebljakan atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, yang
dijadikan dasar hukum dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan,
termasuk dasar hukum dari jenis atau produk pelayanan yang
dihasilkan, dasar hukum pemungutan biaya pelayanan.

Sebagai penuntun dalam perumusan dapat dibantu dengan
mencermati data/informasi pada lembar-lembar kerja yang
mengandung informasi mengenai dasar hukum.

2. Persyaratan

Persyaratan adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang
diperlukan (harus dipenuhi/dilakukan) datam proses penyelenggaraal
pelayanan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. persyaratan
pelayanan dapat berupa kelengkapan dokumen, barang, dan jasa
tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

Perumusan persyaratan pelayanan perlu dibantu dengan
mengidentilikasi melalui cara melihat dasar hukum atau
kebijakan/ketentuan dari tiap aktivitas jenis pelayanan, sehingga
kemudian dalam proses perayanan dapat ditentukan keseluruhan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Dalam merumuskan persyaratan, agar memperhatikan prinsip
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kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi, dan akuntabilitas, artinya
persyaratan harus mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan,
serta dapat dipertanggungiawabkan kebenaran dan kepastiannya.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan
atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan.
Analisis proses dan prosedur ini harus dilakukan terhadap setiap jenis
pelayanan yang diselenggarakan di unit pelayanan tersebut.

Untuk menunjang kepastian dan tertib dalam pelaksanaan
mekanisme/tatalerja dan prosedur, harus didukung dengan
ketentuan SOP (Standard Operating proeduresl.

Dalam merumuskan komponen mekanisme dan prosedur, agar
memperhatikan prinsip kesederhanaan, dan akuntabilitas, artinya
langkah pelaksanaannya harus mudah d{alankan,
tahapan/hierarkinya dipadatlan, diupayakan tidak banyak
simpul/meja, dan dapat dipertanggungiawabkan kebenaran maupun
kepastiannya.

Untuk memberikan kejelasan alur mekanisme, urutan prosedur
kegiatan dalam proses pelayanan tersebut, agar dibuat atau
digambarkan dalam suatu diagram/bagan abr lJlouxharfr.

4. Jangka Waktu penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan. Untuk menyusun komponen waktu, langkah pertama perlu
menghitung dan menganalisis waktu yang digunakan dalam melayani
setiap jenis pelayanan. Caranya dengan menghitung waktu riil yang
digunakan (bukan memprediksi) pada setiap tahap pekeg.aan layanan,
kemudian keseluruhan proses tahapan dalam prosedur tersebut
dijumlahkan.

Dalam melakukan anatisis waktu harus memperhatikan dan
dilakukan sejalan dengan rumusan komponen mekanisme, prosedur
ataupun persyaratan yang dilalui dalam proses penyelenggaraan
pelayanan.

Selanjutnya perlu mempertimbangkan adanya kemampuan
internal diantaranya: sa.riana, peralatan, fasilitas, dan teknologi yang
digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan tenaga
keg'a baik dari aspek kuantitas rnaupun aspek kualitas yatmi dantingkat kompetensinya atau keterampilan keg.anya, kedisiplinan,
tanggungiawab serta pengalaman dalam pemberian pelayanan selama
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ini, dan harapan masyaralat.
Bila perlu dapat dilakukan uji coba secara parsial bersamaan

dengan uji coba komponen prosedur, sehingga kemudian dapat
ditentukan waktu yang ideal. Dengan mengetahui analisis waktu
yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas pada setiap simpul yang
dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan, maka akan
dapat ditentukan jumlah waktu yang diperlukan untuk melayani
satu jenis pelayanan, sejak awal pemohon/masyarakat memasukkan
permohonan kepada petugas pelayanan sampai dengan proses
pelayanan selesai dilakukan.

5. Biaya/Tarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima

pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
Penyelenggara yang besamya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan masyarakat. proses perumusan komponen
biaya/ tarif, langkah pertama perlu memperhatikan apabila biaya
pelayanan tersebut sudah diatur daram ketentuan (peraturan
Pemerintah mengenai PNBp atau perda mengenai retribusi/pungutan
daerah) atas jenis pelayanan tersebut, maka ketentuan biaya tersebut
tetap berlaku.

Untuk selanjutnya dapat merumuskan analisis dan perhitungan
biaya/tarif pelayanan sebagai bahan untuk usulan perubahan
penetapan biaya lebih lanjut apabila dipandang perlu untuk
disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Dalam merumuskan biaya/tarif pelayanan perlu
mempertimbangkan, diantaranya kondisi sosial, daya beli
masyarakat, perkembangan harga yang terjadi, dan biaya
operasional dalam proses produksi pelayanan.

6. Produk Pelayanan
Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. produk
pelayanan dapat berupa penyediaan atau pengadaan barang, jasa
dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima
pemohon/masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang_undangan
yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun komponen produk pel,ayanan, menyebutkan
berupa apa sqia wujud atau bentuk yang dihasilkan dan diberikan
kepada masyarakat, selanjutnya menyebutkan bagaimana standar
kualitas, ukuran, atau spesifikasi dari produk layanan yang diberikan,
misalnya: produk berupa dokumen / sertifrkat dengan kertas A4, gO
gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.
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Produk pelayanan harus dapat dijamin kualitasnya, yang
meliputi:
a. kepastian hukum, diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur

yang berlaku;
b. keamanan,layanan barang/jasa/administrasi yang diberikan tanpa

ada kesalahan pembuatan data, salah tulis;
c. keselamatan, layanan barang/jasa/administrasi yang diberikan

bagi penggunanya dijamin bahan/materialnya baik dan tidak
rusak.

Rumusan yang dituangkan dalam standar pelayanan ialah
pemyataan bahwa produk pelayanan telah memenuhi standar kualitas
yang ditentukan oleh penyelenggara.

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
sarana, prasarana, dan fasilitas adarah peralatan dan fasilitas

yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk
peralatan dan fasilitas pelayanaa bagi kelompok rentan.

sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan
kantor yang digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan,
atau memberikan pelayanan, antara Lain: meja, kursi, flIrng cabinet,
almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, alat tulis
kantor, formulir, papan tulis, hsilitas pengolahan data, penyimpan
d,ata (dataha.s.e), peralatan kontrol/monitoring, komputer, fasilitas
telekomunikasi: pesawat telepon, faximile, kendaraan dan rrainnya.

Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas atau yang
mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan
pelayanan secara baik dan optimal, antara lain: berupa instalasi
Iistrik, telpon, air, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, penyimpanan
arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, laboratorium, gudang, ruang
tunggu tamu, ruang/halaman parkir dan lain-lainnya yang
digunalal langsung atau menunjang dalam proses penyelenggaraan
pelayanan.

Untuk menyusun kebutuhaul sarana dan prasarana pelayanan,
perlu mengidentifikasi dan membuat analisis kebutuhannya, dengan.
memperhatikan karakteristik aktivitas pada setiap jenis layanan, yang
disinkronkarr dengan sifat atau model sistem mekanisme, prosedur
serta kebutuhan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

8. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimi[ki

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalamar. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk
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memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas
pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas
dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan.
Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam beban/volume,
sifat pekedaan, mekanisme dan prosedur yang dijalankan serta
penggunaan telorologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Dalam uraian komponen ini pada standar pelayanan perlu
diberikan gambaran mengenai kapasitas berapa jumlah dukungan
pelaksana/petugas yang ditempatkan sesuai bidang tugasnya, dan
uraian kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.

Perlu dilakukan analisis yang cerrnat terhadap kebutuhan
kompetensi pelaksana pegawai/pejabat yang ada untuk diatur
penempatannya pada tugas yang sesuai dalam penyelenggaraan
pelayanan. Untuk mengantisipasi tuntutan kualitas pelayanan yang
terus berkembang, penyelenggara perlu memberikan kesempatan
kepada pelaksana pejabat/pegawai untuk meningkatlan kompetensi
dan mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai keahlian/keterampilan
yang dibutuhkan dafam penyelenggaraan pelayanan.

9. Pengawasan Intemal
Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan

pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana. pengawasan internal merupakan
pengawasan yang difokuskan sebagai man4jemen pengendalian
internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan
pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan
standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengawasan ini perlu dilakukan secara terus menerus, untuk
mencegah dan meluruskan bila teq'adi kesalahan/ penyimpangan,
membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat
asas, mengembangkan etos keq'a, disiplin dan produktif.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasar
langsung dan/atau oleh pejabat/petugas pada Upp yang ditunjuk
melaksakan pengawasan secara fungsional, maupun oleh aparat
pengawasan fungsional. pejabat/ petugas yang bertanggung jawab
daram pengawasan tersebut perlu ditetapkan dan dicantumkan dalam
standar pelayanan

1O. Penanganan pengaduan, Sara:r, dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara

pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Merupakan
mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan,
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saran / usulan dari masyaral<at sebagai reaksi terhadap
permasalahan yang te{adi dalam penyelenggaraan pelayanan.
Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional
sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan
pelayanan ke depan.

Untuk itu penyelenggara harus menyediakan sa.riana pengaduan
yang mudah diakses oleh masyarakat, dan menunjuk petugas untuk
mengelola dan menindaklanjuti secara tepat. Perlu dikena-li faktor-
faktor penyebab timbulnya pengaduan/keluhan masyarakat, antara'
lain: lemahnya komunikasi, kurang terbukanya informasi, lemahnya
sistem pencatatan dan dokumentasi, pelayalan yang kurang
memberikan kemudahan bag, kepentingan atau kebutuhan
masyarakat, kurang konsisten petugas dalam menjalankan tugas
pekeq'aan pelayanan dengan penerapan Standar pelayanan, dan
lainnya.

Dalam pengelolaan pengaduan perlu disiapkan tatacara
penanganan atau SOp-nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah
dimanfaatkan masyarakat, seperti: kotak pengaduan, tunjuk petugas
atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan SMS Galeluay atau Email,
dan perlengkapan lain yang memadai. Nama/judul model atau bentuk
dan tatacara pengelolaan pengaduan tersebut dicantumkan pada
format standar pelayanan.

I l. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai komposisi ataujumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan
uraian tugasnya.

Menggambarkan berapa besar jumlah petugas/pegawai yang
berfungsi sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam menangani
pekeg'aan pelayanan sesuai struktur, jabatan, tugas, dan
kewenangan yang ditentukan pada instansi/Upp. Jumlah pelaksana
terkait dengan informasi komponen kompetensi pelalsana. Dalam
standar pelayanan harus dicantumkan jumlah pelalsana tersebut,
yang dilengkapi dengan dukungan kualilikasi dan kompetensi yang
memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja di bidang pelayanan
yang bersangkutal.

12. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Jaminan
pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/Upp sesuai kapasitas
manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas
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penyelenggaraan pel,ayanan harus sesuai dengan standar pelayanan.

Untuk menunjukkan dan memberikan jaminan pelayanan tersebut,
maka perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebljakan atau
ketentuan (aturan main) yang berorientasi untuk melaksanakan
standar pelayanan secara konsisten, misal membuat tata Grtib, kode
etik atau slogan sebagd janji dalam penyelenggaraan pelayanan
berbasis standar pelayanan. Cantumkan nama/judul tata tertib, kode
etik atau slogan sebagai janji ddam format standar pelayanan, dan
secara nyata juga harus dilaksanakan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan KeseLamatan pelayanan adalah dalam
bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas
dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang sama
dengan komponen jaminan pelayanan, yaitu perlu upaya kreatif
menciptakan suatu kebi,jakan, ketentuan(aturan main) atau tindakan
program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga keamanan dan
keselamatan dalam memproses atau memproduksi/menyediakan
Iayanan barang/jasa dan administratif sesuai dengan komponen
standar pelayanan. Di samping itu perlu mengacu ostandar teknis,
untuk memberikan jaminan keamanan ataupun keserramatan atas
penyelenggaraan pelayanan.

14. Evaluasi Kineda Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetalrui
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
Ttrjuaanya adalah untuk melihat kembari tingkat keakuratan dan
ketepatan penerapan standar pelayanan yang sudah disusun dengan
proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sehingga
organisasi dapat berjalan secara elisien dan efektif. upaya evaruasi
dilakukan oleh penyelenggara harus secaxa periodic dan
berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan
mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala
yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan.

Selanjuorya dilakukan tindalan perbaikan terutama untuk
menjaga dan meningkatkan kine{a pelayanan. Sebagai hasil analisis
dan penyusun terhadap masing-masing komponen standar pelayanan
tersebut diatas, selanjutnya akan dituangkan dalam satu format
rancangan standar pelayanan untuk Erasing_masing jenis pelayanan.
Apabila pada unit/satker pelayanan, yang bertugas menyelenggarakan
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pelayanan mencakup jenis l,ayanan, dan bila terdapat
komponen Standar pelayanan yang sarna, maka format penJrusunan
komponen dapat dipadukan, dan bagian komponen yang tidak sama,
harus tetap diuraikan dan dicantumkan dalam format standar
pelayanan. Demikian pula apabila terdapat komponen yang tidak
ada datanya, atau karena kebijakannya tidak memberlakukan,
misalnya komponen biaya/tarif, maka cukup dibuat dengan
'komponen biaya: tidak ada biaya /gratis'.

Format strandar pelayanan adalah sebagai berikut :

Standar Pelayanan ,X (diisi sesuai jenis pelayanan) (r)

Dasar hukum : ........

1. Persyaratan

2. Prosedur 1..

3. Waktu Pelayanan 1...

2....dst
4. BiayalTarit 1...

2....dst
5. Produk 1 ...

2....dst
6. Pengelolaan Pengaduan 1 ...

2....dst



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUNNOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN

DAERAH BANK PERKREDITAN RAICTAT " BANK PASAR "
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : l.

b.

BUPATI REMBANG,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang sebagian sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud
dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Ralryat o Bank pasar ,
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagrimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor l0 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (L.embari
Negara Republik Indonesia Tahun l99g Nomor lg2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
379o1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Barrk
Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undan!
Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang lerubatran Kedua AtaI

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang penanaman
Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 67, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
pembentukan Peraturan perundang-Undangan (kmbarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor g2,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan ((Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2011 Nomor 1ll , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253 );

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
9*" Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44881 sebaiaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Ferubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OOS tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (lem-baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor g3,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4652;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2O05 Nomor laO, Tambah-an Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 457g);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan pengawasan penyelengg*"";
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repub-lik In6nesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perusahaan Daerah
pani< Perkrgditan Rakyat Bank pasar Kabupaten Dati IIrr--t---- ^-t----:-^_^ .-l_L l.:..1-_t- l--L-_^___ t-^r.: .__-.t-L:_

14.



15.

16.

Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Rembang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan R4lryat Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2008 Nomor 2 ,Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82);

Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Bank Perkriditan Rakyat milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN REMBANG

dan
BUPATI REMBANG

Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KAEIUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "
BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat.;
Bank Pasar ' Kabupaten Dati II Rembang ( rembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor g Seri O Nomoi 5 )sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ringkat II Rembang Nomor 6 Tahun
1996 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank perkreditan natyat " Bank
fasar " Kabupaten Daerah ringkat II Rembang ( Iembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkati II Rembang Ta-hun 1997 Nomor g Seri D Nomor 5 ) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsu,
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan !"r.yat Daerah yang seranjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah faUupaten Rembaig.

4. Bupati adalah Bupati Rembang.

5' Perusahaan Daerah Bank perkreditan Ralryat Bank pasar selanjutnyadisebut PD BPR Bank pasar adalah perusahaan Daerah Bank



6. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan
oleh PD BPR Bank Pasar sesuai dengan Peraturan Daerah.

7. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi
oleh pemegang saham.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank pasar.

9. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar.

10. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Pasar.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Nama PD.BPR Bank Pasar Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
Pasar Kabupaten Rembang.

I (satu) Pasal yaloei Pasal 2A,

Daerah Tingkat II Rembang
diganti menjadi PD.BPR Bank

3. Ketentuan fasaf 8 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Modal Dasar PD BpR Bank pasar ditetapkan
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

(2) Dalam hal modal disetor berum mencapai modal dasar, pemerintah
Daerah berkewajiban menganggarkan dalam ApBD yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Modal PD. BPR Bank pasar merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) L^aba bersih setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Bupati,
pembagrannya ditetapkan sebagr berikut :
a. deviden sebesar SO,OO o/o 

;b. cadangan umum sebesar 15,00 o/o 
;c cadangan tujuan sebesar 15,00 yo;

d. dana kesejahteraan sebesar 10,00 % ;e. jasa produksi sebesar 10,00 %.

(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, disetorkan ke
Kas Daerah paling lambat I bulan ."t"l.t iu.u" u"r"it, disahka:r otehBupati.

(3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf ddikelola untuk-. kcsejahteraan pegawai, v"rrg pJ"i-J""""".rv"
ditetapkan oleh Direksi dengan pe.setuJua, Oewanleniawas-

(4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan
kepada pengurus dan karyawan pD. BpR gank pas;.

sehingga

sebesar



(5) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf b dan huruf c ditempatkan di PD BPR Bank Pasar.

(6) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
dilaksanakan jika PD BPR Bank Pasar mempunyai saldo laba positif.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Hd - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal diundangkan

{sar 9eti1n orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
paelah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

PIt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HA\IIZAH FAToNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI4 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
" BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah,yang diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
berikut perubahannya penyebutan Kabupaten Daerah ringkat II Rembang
berubah menjadi Kabupaten Rembang. Namun dalam peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Daerah ringkat II Rembang Nomor 6
Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank perkreditan Raky;t " Barik
Pasar "Kabupaten Daerah ringkat II Rembang sebagaimana telair beberapakali diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaien Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 6 ahun 2007 tentang perubahan Kedua Atas peraturan
Daerah Kabupaten Daerah ringkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Blnk Perkreditan Ralryat " Bank pasar "Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang tidak menyantumkan perubahan sslagairnar6
dimaksud.
sehingga oleh Bank Indonesia hal tersebut menjadi temuan dan segera
untuk ditindaklanjuti dan hasii:rya dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Seiring dengan perkembangan kinerja pD BpR Bank pasar yang
menunjukkan peningkatan baik dari aset, laba dan modal disetor, maka
1."Iy.3"9"" atas modal dasar semakin kecil yaitu sebesar Rp.6lz juta dan
hal ini akan menghambat pada proses ekspansi perusahaan. behinsga pertu
adanya perubahan modal dasar dari Rp.10 Milyar menjadi Rp.25 Mifiar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka

Angka 2
Pasal

Angka 3
Pasal

Angka 4
Pasal

I
Cukup

2A
Cukup

jelas

jelas

8
Cukup jelas

35
Cukup jelas

I
Pasal



Angka 3
Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



BUPATIR.IMBANO
PROVINSI JAWA,.ENCAH

PERATURAN DAERAH KABUPATDN REMBANG

NOMOR TAHLTI\ 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4
TAHUN 2OO9 TENTANG PENGELOI,AAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPATI RI'MBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Ncmor 38 Tahun
2OO7 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemert :tahan Daerah provinsi da-n pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan temp€rt pelelangan ikan
menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;

b. bahwa untuk menjamin kesinambungarr pelelangan ikan di
Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan dan iaraf hidup masyaralcat pesisir serta
peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur
pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelarngan ikan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembanli Nomor 4 tahun
2009 tentang Pengelolaan Tempat pelelangan Ikan perlu
disempurnakan sesuai perkembangan dan d.inamika
masyarakat nelayan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagr:imana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, da:r huruf c, peilrr menetapkan
Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2COg ten tang
Pengelolaan'r'empat pelelangan Ikan;

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 terltang pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggl
Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor fi Tahun 1996 tentang perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 73, Tambahan lnmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3ti47);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahzrn Lertbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20i 1 tentang Pembentukan
Peraturan Pe.'undang-Undangan (lembaran l,legara Republik
Indonesirr Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ind<rnesia Nomor 5234;

Undang-Undang Norror 15 Tahr:n 2004 tentang Pemeriksaa:r
Pengelolaan dan Tan;3gungiawab Keuangan Negara (kmbaran
Negara Republik Ind,,nesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nornor 31 Tahun 2004 tentang Perikanarr
(lembaran flegara Republik Incionesia Tahun 2004 Nomor
118, L,embaran Ney,ara Republik Indonesia Nomor a433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Penkanan Lembaran Negara Repablik
Indonesia Tahun 20C9 Nornor 155, Lembara:r Negara Republik
Indonesia Nomor 5074);

8. Undang-Undang lrlomor 23 Tahun 2Ol4 Terrtang
Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Repuolik Indorresia
Tahun 201 4 Nomor' 244) Tambahan Lenrbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang Nor,ror 33 'iahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Perne rintah Pu sat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara lRepublik Indonesia Tahul 2004 Nomor
126, Tambahan Lerr baran Negara Republik Indonesia Nomcr
aa38);

10. Undang-Undang Nonror 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah
Dan Retribusi Daereh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Itromor 5049);

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang
Pelaksanaan Unda.ng-Undang Nomor 8 Tahu n l9g1 tentang
Hukum Acara Pidar ra (kmbaran Negara Repubhk Indonesii
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republiklndonesia Nonor 3258) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor f 00, Tam5ahan l.embaran ]legara Republik
IndonesiaNomor 4230);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 l.ahun 2C05 tentang Danrr
Pinjaman (trmbaran Negara Republik indonesia Tahun 20OsNomor 137, Tambahan kmbaran Nega:a Republik
IndonesiaNomor 4525);

14. Peraturan Pemerintah -Nomor
tentangPengelolaan Keualrgan

58 Tahun 2OOs
Daerah (Lembaran

4.

5.

6.



16.

t7.

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahankmbaran irlegara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tehun 2OO7
tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antarzr
Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi da n Pemerintahan
DaerahKabupaten/ Kcta (kmbaran Negara Republik indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tam bahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaterr Daerah Tin gkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1959 Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemenntah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang (Lembarar: Daerah Kabup:rten Daerah Tingkat II
Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

Peraturan Daerah I labupaten Rernbang Nomor l.3 Tahun 2006
tentang Pckok-pollok Pengelolaan Keue.ngan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembr.^rg Tahun 2006 Nomor
46 Seri A Nomor i.2,Tambahan Lembarirn Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 61);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Renrbang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerin taha.n yang Menjadi Kewen angan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang 'iahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembarar Daerah Kabupaten Rembar_" g Nomor 81);

19. Peratura:r Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja pei-angkat Daeran
Kabupaten Rembang (lembararr Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2008 Ncrrncr 12 Ta:nbahan kmbaran Daerah
Kabupaten Remban.l Nomor 90),sebage.imana telah diubah
dengan Peraturan Di-,erah l(abupaten Rcmbang Nomor tentang
I Tahun 2012 Perul.ahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 12 I'ahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Keg'a Perangkat D.rerah Kabupaten Rembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nonror 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaa,r Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan
l,embaran Daerah Kabupatcn Rembang Nonror 9l);

21. Peraturan Daerah Kz.bupaten Rembang tr,o*o, 12 Tahun 200g
Tentang Organesas. dan Tata Keq'a perangkat DzLerah
Kabupaten Rembang (knbaran Daerah Kabupaien Rembang
Tahun 2008) Norr cr 12 Tambahan kmbaran Daerai
Kabupaten Rembang Nomor 9l)

22. Peraturan Daerah Kabuparen Rembang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Tempat pelelaigan I kan( [e mbaran
Daerah Kabupaten Fembang Tahun 2004 Nomcr 9 Tambahan
Lembaran Daerah Ke bupaten Rembang Nomor 9l)



Dengan Persetu iuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAT]RAH KABUPATEN REMBANG

dan
BUPATI R'MBAN,]

MEMUTIJSKAN:

MenetapKan: PERATURAN DAERAH TEI\ITANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAI]UN 2OO9 TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PE LELANGAN IKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Daerah Kabu paten Rernbang
Nomor 4 Tahun 2009 tentmg Pengelolaan Tempat Peleiangan Ikan
(trmbaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 9,
Tambahan kmbaran Direrah Kabupaten Rembang Nomor 91)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua)
angka yakni angka 5a dan angka 5b, sehingga Pasal 1 berbunl
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud Cengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan per angke.t daerah
sebagai unsur penyelen ggara pemerintahan daerali.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disin gkat
Dinlutkan adalah Dirras Kelautan dan Perikan an Kabupaten
Rembang.

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan :/ang selarjutnya disebut
Kepala Diniutkan adalah Keprtla Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang.

5a. UPT - PPUP adalah Unit ['ela]<sana Teknis Pengelolaan dan
Pengembangan Usaha Perikanan Kabupaten.Rembang.

5b. Administrator TPI adalah Pegar rai Negeri Sipil Dinlutkan yang
ditugaskan untuk mernimpin penyelenggaraan pelelangan ikan
di TPI.

7.

Pejabat Pegawai Negeri Siprl adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
Pemerinta h Kabupaten Rembang.

Penyidik adaiah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau
pejabat pegarvai negc ri sipil tenentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang u:1tuk melakukan penyidikan.

6.



8. Badan adalah setumpu ran orang dan/a1au modar yang meru pakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perser, ,an komanditer, perseroar lainnya, badan
usaha milik-negara (BUMN), atau bada:r usaha milii< daerah (BUMD) dengannama dan dalam bentuk apa pun, firrna, ko,gsi, koperasi,'dana pensiir.r,
persekutuan, perkumpulan, yayas.rn, organisasi 

' 
n .""", organisasi sosialpolitrk, atau organisasi lainnya, lem:aga dan bentuk badan raiinya ie.*asukkontrak investasi kolektif dan bentu'< usaha tetap.

NglaVal adalah setiap orang yang penghidupannya, baik sebagian maupun
seluruhnya, didasarkan atas hasil p"rr.r,gl,rpin ikan di laut.

Bakul adalah peserta lelang yanl1 menjadi pemenang lelang di tempatpelelangan ikan.

9.

10.

15.

16.

1 l ' Koperasi Nelay^n adalah Koperasi yang bergerak dibidang perikanan tangkap.

12' Ikan adalah sega-la. jenis-. orgar:isr,le J'an g seruruh atau sebagian siklushidupnya berada di dalam lingkunga-r perairan.

13' T:*q.^! Pelerangan Ikan yang selaq.rtnya riisingkat Tpr adalah tempat yangdisediakan oleh daerah untuk- penyei.rrgi"r"., pilelangan ikan.

14. Pelelangan ikan adalah penjualan ikLn di'Ipr clengan cara pen awaran tertinggisebagai pemenang.

Sumber daya ikan adalah potensi serrua jenis ikan.

Pengelolaan perikanan ad.alah. somua upaya, term.isuk proses yangterintegrasi alam pengumpuian infor.masi, analisis, p"."r,".rr""ri, tonsurtasi,pembuatan keputusan,. alokasi surnberdaya ikan 'dan ir"pr.m."ta"i 
"ertapenegakkan h uku m dari peratu ran peru nda-rg_undan gan di 5;;;"g ;;;kanan,yang dilakukan oleh pemerintah arau otorilas hin yang aaraf,fan untutmencapai kelangsungan produktivita s sumberdaya hayad perairan dan tujuanyang telah disepakati.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabu paten Rembang.

Retribusi TPI yang seranjutnya disebut retribusi adarah ptrngutan dalampembayaran- atas pelayanan penyediaan fasilitas Tpr yang ,riB..it"r, or"r,Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadr atau badan yang monul ut petatrrranperundang-undangan retribusi diwajibkan untut "r...Lti, tui' l"ilI"yur..,retribusi.

Masa Retribusi adarah su-atu jangka waktu tertentu yang m:rupakan bataswaktu bagi Wajib Retribusi untuk ir.rr,"rrfaatkar, f,asilite-s Tpl.

Surat Ketetapan Retribr rsi Daerah yang selanju tnya disingkat SKRDada'lahsurat ketetapan retribusi y.r,g ,,,".r"rrirkan besarnya potot<'reGuusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah y.ang selanjutnya disingkat s,rRD adarah suratuntuk melakukan tagihan retribuii a."i"t"i sankJi administrasi L..,rp"denda rlan/atau bunga.

),7.

18.

19.

20.

21.

22.



23. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibeba.skan dari kewaliban untuk
melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu terte:rtu dan dengan
terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan

24.

per undangundangan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnencar., mengumpulkan
dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatr: han
pemerruhan kewajiban retribrrsi dan tujuan lain dalam rangka rnelaksanakar
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

Penyiclikan Tindak Pidana di bidarg Fetribusi adala h serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegavzai Negeri Sipil yang selarjutnya disebut
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti v.rr:g bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang retrib usi yang te{adi serte menemukan

25.

tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (21 diubah serta a) at (3) dihapus, sehirrgga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut: 

pasal 5

(1) Dalam rangka pendataan su.nber c.iaya ikan di laut, maka hasil
penangJ<apan ikan dilaut wajib didaratkan dan dijual secara lelang serta
dicatatl<an pada petugas Dinlu',kan di TPI.

(21 Semua trasil penar.gkapau ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilecualikan yang digunakan sebagai liruk pauk ba,gi 

-nelayair 
da.i

keluarganya serta sebagai baha,r penelitian.

(3) Dihapus.

Diantara Pasal 5 dan Pasa.t 6 disisipl an 1 (satu) Pasal yai<ni pasal 5a sehingga
berbunyi sebaga.i berikut:

Pasal 5a

Penanggungjawab pengelolaan TPI ao alah Kepala Din.utkan.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

3.

+.

Pasrl 6

(1) P-enangglglg j31y?_b teknis pelak--anaan pelelangan ikan di Tpl adatah
Kepala U Pf- PPUP Dinlutkan.

(3)

(41

(21 Pelaksanaan.pelelangan sebagaimana cimaksud pada.ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan- Eurraci.

Proses pelelangan ikan dilaksanakan oleh administrato.: Tpl dibantu oleh
Koperasi nelayan.
Pemenang lelang ikan ditentuka-n oleh penawaran yang tr:rlinggi.

Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di TpI secara tunai.

P3gr, p"-.rrrng lelang_. yang tidak dapat melaksanakan sebagaimana
clrmaksud pada 

^ayat 15) mqka di kenakan sanksi adininistratii berupa
denda sebesar 2oh dan nilai lelang

(s)

(6)



5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 belbunyi sebaggi berikut:

Pasal t4

Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI dikenak:ur retribrrsi sebesar 2,85
o/o (dua koma delapan puluh lima perser.) dari nilai-nilai lelang
sebagaimana dimaksud dalam ['asal 12.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan kepada
nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,45% (Satu koma empat puluh lima
persen) dan bakul selaku pembeli ikan sebesar 7 ,4O o/o (sattr koma empat
puluh persen).

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingla Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

6.

(l)

(2)

(1)

(2t

Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berada.

Administrator TPI Diniutkan dapat ditunjuk sebagar wajib pungut
retribusi sebagaimar.a dimaksud pada ayat ( I ) yang ditetapkan oleh
Bupati.

Dinas Pendapatan Pengelolaan {.euangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang adalah koordinator pungutan retribusi sebagaimana dimdksud
pada ayat (11.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga rasal 30 berbunyi sebagai berikut

Pas,al 30

(1) Setiap_.orang yang melanggar setragaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6
ayat (5) diancam dengan pidana }.-uiu.rgan paling lama 3 bulin atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,- {lima flul'rh jutirupiah).

(2) Wajib retrilusi yang tidak melal<sanakan kewajibanya sehingga merulfkan
keuangan Daerah diancam dengi.rn piJana kurungari oaling lEna 3 b'jian.

(3) P-engenaan sanksi administratif s--bagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat
(6) tidak membebaskan diri dari sankEi prdana

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ranggal ditetapkan.

{ql,sgti3q orang mengetahuinya,_ mt.merintahkan pengundangan peraturan
uaerah lnl clengan penempatannya dalam Lembaran Daer-ah (abupaien Rembang.

Ditgtapkan di Rembang
pada ta nggal

PIt.BUPATI REMBANG
WAXIt, BUPATI

(3)

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

H. ABDUL HAFIDZ



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI4 NOMOR

1. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
Yang dimaksud di bantu oleh koperasi nelayan adalah :

Bahwa koperasi nelayan dalam proses pelelangan ikan di TPI
mempunyai tanggung jawab antara lain :

a. Mendorong nelayan dan bakul untuk proses lelang di TPI.
b. Ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di TPL
c. Membantu penanganan kekurar,gan pembayaran lelang ikan ( KPLI ) di

TPI.
d. Membantu pembinaan dan pengawasan pada nelayan dan bakul dalam

pelaksanaan lelang di 'I'PI.

2. Penjelasan Pasal 6 ayat (5) berbuuyi sebagai berikut :

Yang dimaksudkan pembayaran secara tunai a.dalah pembayaran yang
dilaksanakan paling lambat I x 24 jam sejak proses pelela:rgan selesai.

Pelaksanaan pembayaran lelang il<an di TPI secara tunai dilaksanakan
selambat-lambatnya satu tahun sejak perda ini diundangkan.



Menimbang :4.

BUPATI REMBANG
PROVINSI J.\WA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAI]UN 2014

TENTr'.NG

PEI.IYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVIAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa anak adalah amanah dan krrunia dari Tuhan
yang Maha Esa dan tunas, potensi penerus peduangan
bangsa harus men dapatkan pemenuhan hak pe.rlindungan
dari Pemerintah )aerah, masyarakat dan keluarga agar
terhindar dan terbebas dari tindaican kekerasan,
eksploitasi, pene lantaran dan perlakuan salah di
Lingkungan rumah iangga, pendidikan dan nasyarakat;

bahwa guna menjarnin dan melindungi hak- hak anak agar
mendapat perlindungan dari tindal:an kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan pelanggaran
hak anak lainnya, perlu melakukan Llpaya-upaya
perlindu ngan anak;

bahwa agar upaya - upaya perlindungan terhadarp anak
dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya
tindakan nyata i ari pemerintah daerah dan perlu
meningkatkan perarr ser:a masyarakat secara luas;

bahwa perlindungan anak meruoa'<an urusan
pemerintahan yang wajib dilaksanakan olen Pemerin tah
Daerah sesuai am:rnat Undang - undang nornor 23 Tahun
2014 tentang pcmerintahan Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima:ra dimaksud
dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d, periu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelerrggaraaan Perlindungan
Anak;

b.

c.

d.

e.



Mengingat : I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pasal l8 Undang-Undang Dasar Neg,ara Reput.lik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-da".r'ah I/.abupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejaltteraan Anak (Lembaran Negara Rep'rblik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomql 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (lembar:rn Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia 11o661 f, ;j35) ;

Undang-Undang Nom,)r 23 Tahun 2OO2 Tentang
Perlindungan Anak (Lenrbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesie Norror 4235) sebagaimana telah dirrbah
dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubalran Atas Uodang - Undang Nomor 2? Tahun 2OO2
tentang Perlindungan Anak. (trmbaran Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2ollNomor 297 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5606);

Undang-Undang Nonror 23 Tahun 2OO4 ten tang
Penghapusan Kekera san [.ra]am Rumal. Tangga (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO4 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Nellara Reputlil< Indonesia Nomor
aat9l;

Undang-Undarg Nomor 2L Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan lindak Pidana Perdagangan Anal(
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan kn rbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720l;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOg tentang
Kesejahteraan Sos:al (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 12 Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesiar Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92,
Tambahan l,embarirn Negara Republik Indonesia Nomor
s23al;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20ll tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (l,embaran llegara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

10.



12.

13.

14.

15.

16.

t7.

11. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor
5a95);

Undang - undang No:rror 23 Tatrun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara ltepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerin:ah Nomor 6 Tahuu 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tal.run 1988 Nomor 10,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indcnesia Nomo:
3s73);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Dan l(erjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam R uma-h Tangga (Icmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
L,embaran Negara Repubhk Inlonesia Nomor 4504);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Republik Indonesia Nomo; 02 Tuhun 2OO9 tentang
Kebijalan Kabupaten/Kota layak Anak;

Peratulan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anai: Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
201 I tentang Ket'ijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
la.yak Anak;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2OOg tentarig Pe oyelenggaraan Perlindungan terhadap
Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (lembaran
Daera} Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Pro.,rinsi uawa Tengah nomor 7 tahun
20 13 tentang Penyelcnggaraan Pe.rindungan anak
(l.embaran Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor T,
Tambahan Lembaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
53);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang L'rusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemrrrintahan Daerah Kabupaten Rembang
(lembaran Daerah Kat.rpaten Rembang Tahun 2OO8
Nomor 2, Tarnbahan I embaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 8l);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Keq'a perangkat Daerah



Kabupaten Remoang,(Lembaran Daera.h Kabupaten
Rembang Tahtrn 2008 Ncmor 12, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Renrbang Nomor 90) sebagaimana telah
diubah dengan Pera.turan Daerah Kabupaten Rembang
nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupate,r Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Ke{a Penrngkat Daerah
Kabupaten Remcang,(kmbaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2oO8 Nomor l).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYA'I DAERAH KABUPATEN RI)MBANG
,lan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAFT TENTANG PETIYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Remtran6:.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangka t Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disel:ut dengan nama lain
dibantu perangkat sebagai unsur pe nyelenggara Pemerintahan desa.

4. Bupati adalah Bupati Rembang.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkal. Daerah Kabupaten Rembang.

6. Instansi vertikal adalah intansi pernerintah pusat yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah

7. Anak adalah seseorang yang berlm berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Hak anak ada-lah bagran dari bak asazi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenrrhi oleh cralg tua, keluarga, masyarakat, negare.,
pemerintah dan pemerintah daeral..

9. Keluarga adalah unit terl:ecil dalam nasy'arakat yang terdiri dari suamr
istri, atau suami istri dan anaknyi,r, atau a:rah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah ddam garis lurus ke atas-atau ke bawah
sampai dengan dera-jat ketiga.



10. Masyarakat adalah perseorangar', kelur.rga, kelompok, dan organisasi
sosiai dan/atau organisasi kemasyarakatan,

I 1, Periindungan Anak adalah sep,ala kegiatan urrtuk menjamin dan
melindungi anak dan hak.haknya gar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara cptima; sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan sefta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

12. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima
oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan
rasa aman terhadap ancaman yang merablhayakan diri dan jirva da.lam
tumbuh kembangnya.

13. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegratan yang dituj u kan
untuk mencegah teg'adinya perlal uan salah dan kekerasan, memberjkan
perlindungan serta layanan, pemuiihan dan reintegrasi sosial kepada a.nak
yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan keqasama serta
peningkatan partisipasi masyaral at yang dilakukar oleh lernbaga 5,ang
membidangi.

14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang beralibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,
darr/ atau penelantaran, termasul< ancarnan untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan atau perampasan kemr:rdekaan secErra melawan hukum.

15. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, nremanfaatkan
atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau
golongan.

16. Eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan de:rgar: atau tanpa
persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
keg'a atau pelayanan paksa, perbr rdakan atau praktik seruDa perbudakan,
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, o.gar. reproduksi,
atau secara melawan hukum memindahkan ata.l mentransplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh atau nrenranfaatkan tenaga atau kemampuan
seseorang oleh pihak lain untuk nrendapatlan keuntungan baik materiil
maupun immateril.

17. Eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk peraanfaatan organ tuouh
seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapa *an keuntungan
termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran Jan
pencabulan.

18. Penelantaran anak adalah tindakan tidak menyediakan makanan, pakaian,
tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorar:g anak.

19. Ferlakuan salah adalah segala teotuk perlakuar: frsik, psikis, seksual,
ekonomi dan sosial yang dilakoka, oleh orangtua, atau pitrak tain yang
bertanggungiawab atas pengasuhan anak dan/ atau r-risyarakat yang
men gakibatkan kerugian, €Lncaman kesehatan, rlrmbuh kembang 

- 
rlai

kesejahteraan anak, yang tidak terkualilikasi sebagai tindak pidarra,
termasuk didalamnya adalah perkawinan usia anak



20. Pencegahan adalah segala upaya Jntuk mencegah tedadinya pelanggaran
terhadap hak-hak anak yang melif'uti hak sipil, politik, ekonomi sosial dan
budaya.

21. Penanganan Pengaduan adalah se: angkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyelenggara layanan terpadu untuk rnenindaklanjuti laporan adanya
tindak Kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau
masyarakat.

22. Pelayanan 'l'erpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melaku kan
perlindungan bagi anak yang d: takslnakan secara bersama-sama oleh
instansi atau lembaga terkait se baga.i satu kesatuan penyelenggaraan,
upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi . psikososial,
pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantu an hukum.

23. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatarl korban
kekerasan Eksploitasi, penelantaren dan perlakuan salah terhadap anak
agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.

24. Rei otegrasi Sosial ada-rah proses metnpersiapkan masyarekat dan korban
yang mendukung penyatuan k,:mbali korban ke dalam lingkungan
keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan
pemenuhan kebutuhan korban.

25. Forum anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten,
Kecamatan, desa/kelurahan yirng berperan serta dalam proses
penJusunan kebijakan, perencaniran, pemantau an, eval,.rasi dan umpal
balik didalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak - hak
anak.

26. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan
keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan
dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kema.uan bersama
sehingga anak dapat menikmati lrasil atau mendapatka, rnanfaat dari
keputusan tersebut.

27.

24.

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA aCalah Kabupaten
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis ha'< anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, nasyarakat dan
dunia usaha yang terencana secara rnenyeluruh dan berkelarrluhn dalam
kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpcn'uhinya haX anak.

Desa/Kelurahan Ramah Anak ar lalah Desa/Keiurahai yang maripu
memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta-memberi rasa
aman bagi tumbuh kembang anak secara lisik dan psikis.

BAB II

ASAS DAN TUJLIAN



Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila 1an Undang-
Undang Dasar 1945 serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar
Konvensi Hak Anak yang meliputi:
a. nor-'. diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi anak;
c. keadilan dan kesetaraan hak - hak anak;
d. perlindungan korban;

kelangsungan hidup anal;
kelangsungan hidup dal tumbuh kembang anak;
penghargaan terhadap pendapat anak;
keterbukaan;
keterpaduan;
inklusif;
tidak menyalahkan korban ;

kerahasiaan korban.

e.
f.
c.
h.
i.
j.
k.
l.

Par,al 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan :

a. melakukan upaya untuk pemenuhan hak a'rak;
b. mencegah dan mengurangi sr.ga-la bentuk kekerasan, eksploiasi,

penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
c. melakukan Denanganan terhadz p anak sebagai korban dan pelaku

kekerasan, eksploitasi, penelantar;rn dan perlakuan salah;
d. meningkatkan partisipasi masvaraki:.t dalam rrpaya pencegahan,

pengurangan risiko dan penargaltan terhadap segala bentuk kekerasan,
eksploitasi, penelantaran dan perlahua n salah terhadap anak.

BAE} III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pe.sal 4
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah )esa, Masyarakat, Keluarga dan Or.ang
Tua bertanggung jawab terhadap Penl elenggaraan perlindungan Anak.

Bagia-r kesatu
Pemerintah Kabultaten

Pa sal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten berkeu'ajiban dan bertanggung jawab :

a. menghormati dan melakukan upaya pemenuhan hak anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya
dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik
dan/atau mental;

b. Melakukan upaya untuk membangun kabupaten La.yak Anak melalui
pendekatan Desa Ramah Anak;

c. Memberikan dukungan saranir dan prasarana dan ketersediaan
Sumberdaya Manusia dalam perryelenggaraan perlindungan arak;

d. Menjamin perlindungan, pemelihraan, dan kesej ahtera ?.n anak dengan
memperhatikan hak dan kewajibarr orang tua, wali, atau crang lain yang
secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;



e. Mengawasi penyelenggaraan perlirrdungan anak;

f. menjamin anak untuk memper6unakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anaL;

g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta
dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

h. menjamin pemenuhan identitas diri setiap anak.

Bagian kedua
Pemerintah Desa

Pasal 6
Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab :

a. Melakukan upaya untuk membangtrn Desa Ramah Anak;
b. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam peq'elenggaraan

perlindungan anak melalui Kelo rrpok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
c. Memberikan dukungan sarana dan prasararra dim ketersediaan

Sumberdaya Manusia dalam penyelenggara an perlindungan anak.

Bagian ketiga
Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggun g jawab terhrrdap perlindungarr anak
yang dilaksanakan dengan melibatkar: organisasi kemsyarakatan, akademisi
dan pemerhati anak.

Bagian keempat
Orang tua dan kelue rga

Pa sal 8
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memeliharit, mendidik dan melindungi anak;
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya;
c. Mencegah teq'adinya perkawinan tr lda usia anak; dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada

anak.
e. Penguatan kerahanan keluarga meialui B fungsi keluarga.

Bi.B IV
KEWAJIBAN ANAK

Pasal 9
Setiap anak berkewajiban untuk :

a. Menghormati orang tua, wali dan guru:
b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa dart n.:gara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengar: aja;an agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAE} \'
PERAN SERT,\ MASTARAKAT



Pasal lJ

(1) Peran serla masyarakat dila kukan oleh masyarakat, organisasi
masyarakat, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.

(2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak
sebagaimana dimaksud pada aya:. (l) , meliputi:
a. memberikan informasi melalui sosialisasi da;r edukasi mengenai Hak

Anak dan peraturErn perundang- undangan tentang anak;
b. memberikan masukan dalanr penrlrusan kebijakan yang terkait

Perlindungan Anak;
c. melaporkan kepada pihak berw,:nang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
d. berperan aktif dal,am proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
e. melakukan pemantauan, penge.wasan dan ikut hertanggungiawab

terhadap penyelenggaraan Perli edungan Anak;
f. menyediakan sarana dan prasa rana serta menciptakr.n suasana koadusif

untuk tumbuh kembang Anak;
g. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat bcrpartisipasi dan

menyampa.ikan pendapat;
h. melakukan pemantauan terhaclap kinerja aparat penegal: hukum dalam

penanganan perkara anak.

(3)Peran organisasi Masyarakat dan lembaga pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakuka;r sebagaimana tugas pol:ck, fungsi dan
kewenangan masing - masing untuk membantu penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

(3) Peran Media Massa sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) dil.alcrkan melalui
penyebaran informasi <ian materi edukasi yang bermanfaat dari aspek
sosial, budaya, pendidikan, a6ama dan kesehatan anak dengan
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(4) Peran Dunia usaha sebagaima'a dimaksud pacla ayat (1) dilakukan
melalui kontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindu,gan anak.

(l)

BAB VI
PELAKSANAAN PERI,INDUNGAN ANAK

Ba5;ran kesertu
Upaya Pencegahan dan pengurangan Risiko

Pasal 1l
Upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlak,an
salah lainnya kepada anak melipur,i kegiatan:
a. Penyediaan data dan informztsi tentang perlindungan Anak,
b. sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak, kekerasan, eksploitasi,

p enelantaran dan perlakuan salah lainnya kepacla anak serta peraturan
perundang - undanga-n tentang anak;

c. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi segala bentuk kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi, pen elantaran dan perlakuan .,alah lainnya
terhadap anak;

d. Mendorong partisipasi anak dar.arn perlindungan anak melalui Forum
anak dan/atau.kelompok anall.

Perangkat .Daerah yang bertanggu ng jawab di bidang perlindungan anakbersama instansi vertikal, lenrbaga dan eerang[ai De.erali terkait
melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimJsud pada ayat (1).

(2t



Bagian kedua
Penanganan anak sebagai Korbar-" dan sebagai pelaku

Pasal 12

(1) Penanganan anak sebagai korban dan sebagai pelaku kekerasan,
eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, penelantaran Can
perlakuan salah lainnya meliputi l:ryanan:
a. memberikan pendampiagan hukum;
b. memberikan pelayanan l<esehatan dan psikologis;
c. memberikan pelayanan medicolr gal;
d. membantu rehabilitasi sosial;
e. Pemulangan dan Reintegrasi sosial;
f. menyiapkan anak sebagai Korl:an, keluarga korban dan masyarakat,

mengupayakan identitas dan },ak asuh, pemberdayaan ekonomi .lan
pengembalian ke sekolah dan/arau lembaga pendidikan lainnya.

(2) Penanganan anak sebagaimana dir,raksud pada ayat (1) dratur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Pemenuh an Hak sipil

Pas;al 13
(1) Pemerintah Kabupaten wajib meny ediakau fasilitas dan menyelenggarakanr

upaya pemenuhan akte kelahiran tagi setial, anak.
(2) Masyarakat, orang tua dan keluarge bertanggung jawab untuk melaporkan

setiap kelahiran.

Bagian keempat
Pemenuhan Hak Asuh

Pasal 14
(1) Daiam ha-l orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau

karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiba.n dal tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dahm pasal 8 tersebut dapat beralih pada
keluarga yang dilaksanakan r;esuai dengan ketentuar peraturan
perundang - undangan yang berlal:u.

(2) Dalam hal keluarga tidak dapat melaks,anakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l), seseorang atau badan hukum yang memenuhi
persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anal: yang bersangkutan.

Bagie n kelima
Pemenuhan Hak kesehatan

Pasal 15
(1) Pemerintah daerah wajib menyedial<an fasilitas dan merr-velenggarakan

upaya kesehatan yang komperehensif bagi anak, agar setiap anak
memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Keluarga dan orang tua bertanggungjawab menjaga kesehatan dan
merawat anak sejak dalam kandungan.

(3) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga da;r orang tua wajib
mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang
mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kt:cacatan.
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Bagian keenam
Pemen uhan hak Pendidikan

Pasal 16
( I ) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya prograrn u'ajib belajar

minimal 9 (Sembilanl tahun untuk semua anak.
(2) Anak yang menyandang disabilitas diberikan kesempatan vang sanra dan

aksesbilitas untuk memperoleh pendidikan biasa (di sekolah inklusif) dan
pendidikan khusus.

(3,t Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi hak - haknya guna
memperoleh pendidikan.

Bagian ketujuh
Perlindu ngan Khusus

P;rsal 17
(l) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merr"berikan Perlindungan

khusus terhadap anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada ar rak seb"gaimana dirr.aksud pada ayat 1

(satu) diberikan kepada:
Anak dalam situasi darurat;
Anak yang berhadapan dengan hukum;
Anak yang dieksploi:asi secara ekonomi dan / atau seksual;
Anak yang menjadi korban Kekerasa:r;

e. Anak korban perlakuan salah dan penelantara:r.

BAB VII
FORI,'M ANAK

Pasal lB

(1) Pemerintah kabupaten dan :)emerintah Desa wajiL memfasilitasi
terbentuknya forum ar:.ak.

(2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anah
Pemerintah Kabupaten dan Pen:erintah Desa harus memperhatikan dan
mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

(3) Sumber pembiayaan untuk pela l<sanaan forum anak dapat berasal dari :

APBN, APBD Kabupirten, ..PBD Propinsi dan Pemerintah desa;
Iurar^ anggota forum ana-k;
sumbangan dari pihak lai.r yang tidak mengikat.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.

(1)

(21

BAts VIII
KELEIT,IBAGAAN

Pasal 19
Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh peraugkat dacrah
yang terkait dengan perlindungan anak dan lembrga la.in non pemerintah.
Penyelenggaraan perlindungan enak oleh lembaga non pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yir ng berraku.
P_ enyelenggaraan perlindungan an rk oleh pemerintah daerah sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih ianjut dalam peraturan Bupatil

BI\B Ix
KOORDINASI,Ian KERJASAMA

Par;al 20

ll

(3)



Dalam rangka penyelenggaraan perlirdurrgan anak, Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi dan
kerjasi tma yang meliputi :

a. pemberian pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
b. upaya pencegahan dan penanganan kasus keke:asan, eksploitasi,

penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dengan instansi
vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

B,l\Ii X
PEMANTAUAN, EVATUASI DAN PELAPORAN

Pasal 2 1

(l) Pemerintah Kabupaten melakul<an pemantauan , evaluasi dan pelaporan
Penyelenggaraan Perirrdungan Ana.<.

(2) Ketentuan lebih lanjut pemantauan , evaluasi dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAR XI
LARI.NGAN

Pasai 22

setiap penyelenggara usaha khususnya usaha hotel dan sejenisnya, diskotik,
kelap malam, usaha bar, usaha karaoke, panti pijat dan warung, kopi dilarang
memperkerjakan anak dan wajib rnematuhi ketentuan pe.rundang-undangan
yang berlaku.

BAEI XII
PENDI\NAAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten dan Desa bertanggung jan'ab men] ediakan dana
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud
ayat (l) bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja D:.erah;
c. Anggaran Pemerintah Desa; dan
d. Sumber Dana lain yang sah clan tidak mengikat dan dikelola

sesuai ketentuan peraturan p :rundfang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 24

(1) Setiap perbuatan pidana berkenaen dengan perlindungan anak dikenakan
pidana sebagaimana d iatur dala-:r peraiuran perund-ang-undangan yang
berlaku.

(2) Setiap orang dan/atau.lembaga dal em penyelenggaraan perlindungan anak
baik- lembaga pemerintah dan lemtagi no., pe-erintah yaig tidak
mel aksanaka-r ketentuan sebagair:rana dim aksud al<an mempeiolei sanksi
administratif.

BAts XIV
KETENTUAN PERALIHAN
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Par.al 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berli:ku, semua ketentuan dalam Peraturan
Daerah yang berkaitan dengan anak c-inyatakan tetap berlaku eepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalanr Peraturan Daerah ini.

B^p.B X\,'
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku ptda tanggal diundangkan.

fuar setiap orang mengetahuinya, meme..intahkan pengundangan Perafuran
Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkarr di Rembang
pada tanggal

PIt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

H.ABDULHAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN F:EMBANG

HAMZAH FATOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR
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PENJELITSAN ATAS

PERATURAN DAERAII TABUPATEN REMBANG

NCMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Kekerasan, eksploitasi dan perelantaran serta Perlakuan salah kepada
anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tan gga dan dapat terjadi
pada situasi damai maupun konflil<, tindakan tersebut merupakan
tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan
hak anak. Perlunya penyeleng,,,araan perlindungam anak dilandasi
pemikiran bahwa masa artak adalah m:rsa pembelajaran dan pembentukan
menuju kematangan atau pencapaian sta:us dewasa, dan bahwa setiap
pengalaman dan perlakuan yan'! terjadi akan mempengaruhi proses
tersebut.

Oleh karena itu, untuk melir, dungi kualitas proses tersebut, maka
empat prinsip pemandu sebagair rana dinyatakan dalam Konvensi Hak
Anak harus menjadi bagran dali setiap upaya penyelenggar aan
Perlindungan Anak dan perlu ditur.ngka:r secara jelas arti tiap prinsip dan
kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anal< lainnya sesuai logika
konvensi.
l. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa di dalam setiap keputusErn yarrg diambil atau perlakuan atau
tindakan 1'ang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya
adalah demi kepentingan ter5aik untuk anak. Ini berlaku dalam
pembuatan kebijakan pemerintah ( langkaL-langkah legislasi,
administrative atau program ), dan pertu mendapat perhatian khusus
dalam setiap keputusan yang bercamp.rk paCa pemisahan anak dari
pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan
kewajiban membantu kelu,rrga yang tidak malnpu dalam
mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan
peradilan anak, atau dalam pen rnganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, T\rmbuh-kembang, dan Kelangsungan
Hidup Anak

Bahwa di dalam setiap keput usan yang diambil atau perlakuan atau
tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakar bagian dari atau
melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin
menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembaog anak secara
penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bah*a hal yang
diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatlra' terganggunya
atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau saurr Jatu asplt
tumbuh-kembang anak.

3. Prinsip Non-diskriminatif
Bahwa setiap keputusan yang diamb atau perlaku.rn atau tindakan

yang ditujukan kepada anak d.itetapkan atau dijalankarr tanpa adanya
pertimbangan diskriminatif karerra tatar belakang jenis kelamin anak;
kecacatan atau perbedaan kondisi friik dan mental anak; agama,
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etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, . atau
pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga
perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dtm stignatisasi yang
berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi
khusus seperLi korban kekerasan, eksploitasi sel: i.ual, berkonflik dengan
hukum, terinfeksi HIV/AIDs, rtll.

Bahwa upaya khusus perlu dilaku kan untuk memastika'n anak-anak
yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban
masalah perlindungan anak di atas tetap menriliki kesempatan yang
sama untuk mengakses pemenuhan t.ak-hal,rnya.

4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak
Bahwa di dalam setiap keputusan yang diamtril atau perlakuan atau

tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai
dengan pertimbangern atas paadangan atau penCapat yalg disampaikan
oleh anak sesuai deirgan tingkst kematangan usianya.

Anak adalah aktor penting dalam pcnyerenggaraan perlindungan
anak, sehingga perlu dikernbcurgkan upaya untuk membangun faktor
pelindung pada diri anak, sehingga m:rnlpu mencegah atau
rnenghindarkannya dari situasi pelanggaran terhaCap hak-haknya.

Pemerintah Daerah bertanggungia.vab untuk mengambil kebijakan secara
hukum, pclitik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan,
mengurangi dan menghapuskan segala bentr.rk Kekerasan, eksplcitai,
penelantaran dan perlakuan salah kepada anak. Untuk mewujudkan
pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manrrsia, pcmerintah daerah
wajib memberikan perlindungan Can rasa aman kepada anak meialui
kebijakan ditingkat daerah.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin
terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terntegrasi, dan
berkesinambungan yang dibutuhlran untuk membangun kemampuan
lembaga-lembaga pemeiintah dan mar;yarakat kabupaten Rembang dalam:
1. Kekerasan, eksploitasi dan perla-k uan salah serta penelantaran terhadap

anak;
2. mengenali situasi berisiko dan rnelakulcan intervensi dini terhadap

kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan
salah dan penelantaran terhadap anak; darr

3. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak
yang muncul, termasuk dalam pr:nyelenggaraan layanan pemulihan fisik
darr psikologis serta reintegrasi sosial di dala.m l^ngkungan yang
mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindung;an anak di kabupaten.Rerr.bang meliputi
hal-hal yang bersifat pencegahan, rleteksi dan intervensi dini, penangErnan
dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan
dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan
salah, termasuk di dalamnya mencegah atau me:rindak pihak-pihak yang
mengganggu atau menghalangi anak dalam menciapatkan atau menikmati
hak-hak asasinya yang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
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Huruf a
Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" ada.lah perlindungan
anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenir; kelamin, etnis, budaya dan bahasa,
status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b
Yang dimaksud dengar: 'kepentingan terbaik bagi korban"
adalah semua tindakan yang menyangkuc korban yang
dilakukan oleh pemerintah, nrasyarakat, bad.m legislatif dan
badan yudikatif, maka kepentingan terbaik ba.gi korban harus
menjadi pertimbangan utama.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan hak-hak anak"
adalah perlakuan adil yang diberikan kepada an ak perempuan
maupun laki-laki.

Huruf d
Yang dimaksud "perlindurgan korban' adalah rnemberikan rasa
aman pada korban yang dilakukan oleh piirak keluarga,
advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejal<saan, pengadilan a.tau
pihak lainnya baik secara sementara maupur berdasarkan
penetapan pengadilan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "kelangsungar. hidup anak' adal,ah
sebagaimana tercantum dalam prinsip-f,rinsip Konvensi Hak
Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas berm ain, hak atas
berkreasi dan berekreasi.

Huruf f
Yang dimaksud dengan 'kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang anak" adalah hak yang melekat pada kehidupan anak
untuk mendapatkan st andar kesehatan, pendidikan dan hak
pada standar kehidupan yang iayak untuk perkembangan fisik
anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf g
Yang dimaksud derrgan "penghargaan terhadap pendapat atrak"
adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan
menyatakan oendapatrrya dalarn pengambilan keputusarr
terutama jika merr5 angkut hal-hal yang mempengar.uhi
kehidupannya.

Huruf h
Yang dimaksud dengarr "keterbukaan' adalah bahwa da_lam
penyelenggaraan perlind'rnga-r anak bersifat transparan diantara
parr penyelenggara laya: ran terpadu.

Huruf i
Yang dimaksud dengar. "keterpaduan" adalah bahwa dalam
penyelenggaraan perlii-rdunga:r arlak dilaksanakan der.gan
membangun koordinasi an uar peayedia layanan, antara lajn
pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohanianran,
pekeg'a sosial, polisi.

Huruf j
Yang dimaksud dengan 'inklusil" adalah bahwa ruang
partisipasi dalam upaya perlindungan kepada l<orban terbuka
bagi semua pihak yang roemiliki kepedulian kepada anak.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "tidali menyalahkan korban" adalah
sikap dan perlakuan tictal< menyalahkan korba:r atas peristiwa
te{adinya kekerasan yang dialaiilinya.
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Huruf I
Yang airnak"rd'kerahasiaan korban' adalah setiap tindakan
yang dilakukan untuk meniamin korban dalan Londisi etlan
dari ancanan atau tindtkan lainnya yang Eengatrqam jiwa dan
psikologis korban.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasat 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf b

Yang dimqksud dengan "Medicolegal, adalah upaya
pengumpulan bukti mcdie untuk kepentingau pembuktian
dalam proeses peradilan..

Huruf c
Rehabilitasi sosial bagi korban dilakukan oleh dinas instansi
yang membidangi permasalahan sosial.

Pasal 9
Cukup jelas

Pa.sal 10
Cukup Jelas

Pasal ll
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPA'IEN REMBANG NOIUOR
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BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR T/.HUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

c.

Mengingat : 1.

b.

BUPAT; REMBANG,

bahwa Kabupaten Rembang memili ki potensi :eninggalan
benda-benda bersejarah beru pa cagar budaya yang harus
dijaga <ian dipelihara secara berkeadilan dan
berkelanjutan;

bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Perrrerintah
Daerah bertanggung;awab beserta masyarakat untuk
bersama-sama scsuai dengan tugas pokok dan fungl;i
masing-masing dalam rar.gka pelindungan,
penge'nbangan dan pemanfaatan cagar budaya;

bahwa berdasarkarr pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam h-uruf a, <ian huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan l)aerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propfu rsi Jawa Tengah;

Undang - Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,Tambahan lembaran
Negara Republik brdonesia l{omor 4301);

Undang-Undang llomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l);

Undang-Undang Nomor 26 lahun 2002 tentang penataan
Ruang (l.embaran Nega ra Tahun 2OO7 Nomor (i8,
Tambahan Lemba:'an Negara. Nomor 4725;

Undar,g-Undang Nomor 10 Tahun 2OOg tentang
Kepariwisataan I embaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2009 Nonror 11, Tambahan Leinbaran Negara
Republik Indonesi e Nomoq 4966 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia -Tahun 200b

2.

3.

4.

5.

6.



7.

8.

9.

10.

Nomor 740, Tambahan Lembaran Negira Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 8)ntang Cagar
Budaya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun'
2010 Nomor l30,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Ncmor 5168 );

Undang - Undang Nornor 12 Tahun 2011 teiltang
Pembentukan Peraturan Perundzmg-rrndangan
(Lembaran Negara Reprrblik Inconesia Tahun 20ll
Nomor 82 ,Tamt,ahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5:234 l;

Undang-Undang l,lomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negari Republik
Indonesia Tahun ?014 Nomor 244, Tambaharr Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Ta-hun 2Ol4 tentang
Administrersi Pemerintahgn (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, lambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

I 1. Peraturan Daerah Kabuprrten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerint.ahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(l,embaran Daerah Kat upaten Rembang Notnor 2,
Tambahan lembarau Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 81);

Peratu ran Da.erah Kabupten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang O;'ganisasi dan Tata Ke ja Perangkat
Daerah Kabupa,en Rembang (L,embaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan
lembaran Daer:rh Kabupaten Rembang Nomor
9O)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembtng Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan atas l:eraturan Daerah Kabupten Rembang
Nomor 12 Tahun 1:008 tentang Organisasi dan Tata Keda
Perangkat Daerah Ka.bupaten Rembang (l.embaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang lrlomor 14 Tahun
2oll tentang Rer,cana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rembang(kmbaran Dae.'ah Kabupaten Rembang Nonror
14, Tambahan I^.mbaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 114 );

12.

13.

Dengan Persetrj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAI'RAIi KABUPATEN REMBANG

DI.N

BUPATI REMBANG

MEMUT.-TSIGN:



Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA KABUPATEN R}IMBAIIG

BAB I

KETENTUI\N UMUM

Pasr.l 1

Dalam Peraturan Daerat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabripaten Rembang.

2. Bupati adalah Bupari Rembang.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembelg.

4. Setiap orang adala h perseorangan, kelo:npok orang,
masyarakat, badan usaha berbadan hukunr, dan/atau
badan usaha bukan berbadan hukum.

5. Zonasi adalah penentuan batas-batas kr:ruangan situs
cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan
kebutuhan.

6. Zona Intj adalah area pelindungari utama untuk menjaga
bagran terpenting Cagar Budaya.

7.

8.

9.

10.

Z-ona Penyangga r.dahh a:.'ea l/ang melindungi zona inti.

Tana Pengembangan adalah area yang dipenrntukan bagr
pengembangan potensi Cagar Bulaya bagi kepentinga n
rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap
budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan
kepariwisataan.

Zona Penunjang adalah area yang drperunt-ukan bagi
sarana dan prasarana penunjang serta untt k kegiatan
komersial dan rekreasi umum.

Cagar Budaya adalah vrarisan budaya bersifat kebendaan
berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budala, dan Kawasan
Cagar Budaya di darat dan/atarr di air yang perlu
dilestarikan keberadaalnya karena mereiliki nilai penting
bagi sejarah, ilmrr pengetahuan, pcndidikan, agama,
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Buda5 a adalah hend.r alam dan/atau benda
buatan manusr'a, beik bergerak maupun tidak bergerak,
berupa kesa.tuan atau kelompok, atau bag:tan-bagtannrra,
atau sisa-sisanya J ang .ner:iliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sej rrah perkembangan manlrsia.

Bangunan Cagar E'udaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari bende_ ala:n 'atau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan ruarrg berdinding dan/atau
tidak berdinding, dan beratap.

11.

t2.



Struktur Cagar Budaya adalaL sLs,unan binaan yang terbuat dari benda
alam dan/atau benda buatan m'rnusia untuk merr.enuhi kebutuhan
ruang kegiatan yang menyatu dengan alarn, sarana, dan prasarana untuk
menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar B.rdaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air
yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau
bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dtra
Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruarrg yang khas.

16. Kepemilikan adalah hak terkuat rlan ter-oenuh terhadap Cagar Budaya
dengan tetap memperhatikan ftrngsi sosial dan kewajiban untrrk
melestarikannya.

13.

t4.

15.

23.

24.

t7. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pernilik kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola
Cagar Budaya dengan tetap memp,erhatikan fungsi sosial dan kewajiban
untuk melestarikannya.

Dikuasai oleh Negara adalah keri,enangan tertinggi yang dimiliki oleh
negara dalam menyelenggarakiur pengaturan perbuatan hukum
berkenaan dengan pelestarian Cagzr Budaya.

Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau
kepada Negara.

Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau buk;rn uang dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah')aerah.

Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain
bersifat non dana untuk mendororg pelestarian Cagar Budaya dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Drrerah.

Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai
bidang ilmu yang memiliki sertilikat kompetensi untuk memberikan
rekomendasi penetapan, pemeringkatan Cagar Budaya yartg diangkat dan
ditetapkan oleh Bupati.

Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yEmg karena kompetensi keahlian
khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan,
Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya yang tliangl:at dan
ditetapkan oleh Bupati.

Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung
jawab dalam pengelolaan koleksi inuseum yang diangkat dan ditetapkan
oleh BupaLi.

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bang.rnan, struktur, lokasi,
dan/atau satuan ruang geografi$ untuk d[usulkan set'agai Cagar Budaya
kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimar;ukkan dalan Register
Cagar Budaya Kabupaten.

18.

19.

20.

2t.

22.

25.



26. Penetapan adalah pemberian statrrs Cagar Budaya terhadap benda,
bangunan, struktur, lokasi, dan kaw esan yang dilakukan cleh I emerintah
D eerah berdasarkan rekomendasi Tirn Ahli Cagar Budaya.

Cagar Budaya Kabupaten adalah Cregar Budaya peringkat kabupaten yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengerlbangkan,
dan memanfaatkan Cagar Burdaya melalui kebij akan pengaturan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan unt.uk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat.

Pelestarian adalah upaya dinamis untrrk mempert.ahankan :<eberadaan
Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan,
dan memanfaatkannya.

Pelindungan adalah upaya mencegah dan mcnanggula.tgi dari-kerr"rsakan,
kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan,
Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Penyelamatan adalah upaya merlghindarkan dan /atau menanggulatrgi
Cagar Budaya dari kertrsaka-n, kenancuran, atau kemusnahan.

Pengamanan adalah upaya n-'enjaga oan mencegah Cagar Budaya dari
ancaman dan / atau gangguan.

Pemeliharaan adalah uoaya menlaga dan merawat agar kondisi fisik
Cagar Budaya tetap lestari.

Pemugaran adalah upaya peng(,mbalian kondisi fisik Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang
rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik
pengerjaan untuk memperpanjang u sianya.

Pengembangan adalah peningkata r potensi nilai, informasi, dan promosi
Cagar Budaya serta pemanli.atan,rya nelalui penelitian, revitalisasi, dan
adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan
pelestarian.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukal menurut kaidah dan
metode yang sistematis untuk :,-nemperoleh informasi, data, dan
keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu
pengetahuan, dan pengembanga n l<ebuda5'aan.

Revitalisasi ada-lah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk
me--rumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar tsudaya dengan
penyesuaian fungsi ruang baru y.tng tidak bertentangan de.rgan prinsip
pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Adaptasi adalah upaya pengembarga.r Cagar Budaya untuk kegiatan yang
Iebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan
terbatas yang tidak akan mengal:ibatkan kemerosotan nilai pentingnya
atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Pemanfaatan adalah pendayagrrnaarr Cagar Budaya untul( kepentirlgan
sebesar-besarnya kesejahteraal,'algzat dengan tetap mempertahankan
kelestariannya.

Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi tangsung terhadap Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik
^^1,,-,,L 1-^;^- L^.-:----.^
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

37.

35.

36.

38.

39.

40.



BAI} II

ASAS, TUJUAN. DAN LINGKUP

Pa sal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan memberikan pedoman pengelclaan cagar
budaya di Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan dan
Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupa.ten Rembang.

BAB III

PELINDUNGAN

Pasal 4

(1)Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab ur"rtuk melakukan upa5.a
pelind ungan.

(2) Upaya pelindungan terhadap cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (l)
apabila memenuhi kriteria:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,
b. n.ewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) Lahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, :endidikan,

agama dan/atau kebudayaan;
d. memiliki nilai budaya bagi pengua':an kepribadian bangsa.

(3) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab scbagaimana dimaksud ayat
(1) pasai ini dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.

(4) Wewenang dan tanggung jawab seba.gaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
a. penyelamatan, yaitu mencegah kerusakan karena faktor manusia

dan/atau alam yang dapat meru bah nilai - nilai keaslian; dan mencegah
pemindahan serta beralihnya pe nilikan dan etau penguasaan cagar
budaya;

b. pengamanan, yaitu untuk menjaga dart ineucegah cagar budaya agar
tida.k hilang atau musnah;

c. penyelamatan dan pengamanan cagar budaya meruqakan kewajiban
pemilik dan/atau yang rdeguasain' a;

BAE, IV

PENGEM-BAI,IGAN

Pasal 5

(1) Bupati memilil:i wewenang untuk rnelakukan upaya pengembangan cagar
budaya.

(2) Pelaksanaan wewenang yang sebagaimana rlimaksud ayat (r) diraksana-kan
oleh dinas yang ditunjuk :

(3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana <iimaksud ayat (2) meliputi:



a. pengembErngan cagar budaya dilakukan dengan memperhatrkan prinsip
pemanfaatn, keterawatan, keaslian, dam nilai - nilai yang melekat
padanya;

b. pengembangan cagar budaya dilakukan dengan rj,n pemerintah daerah
dan atau yang menguasai caga: budaya;

c. pengembangan cagar budaya drarahkan untuk memacu pengembangan
ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar oudaya dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAB V

PEMANFAA")\\

Pasal 6

(1) Bupati memiliki wewenang untuk inelakukan upaya pema:rfaatan cagar
budaya.

(2) Pelaksanaan wewenang yang sebag€ imana dimaksud ay.rt (1) dilaksanakan
oleh dinas yang ditunjuk.

(3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
a. pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agarna,

sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
b. pemanfaatn yang dapat menyebabkan teladinya kerusakan wajib

didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau ana-lisis mengenai dampak
lingkungan (amdal);

c. pemanfaatan cagar budaya sebagrtimana di'naksud pada ayat (3) poin (a)
harus seijin Pemerintah Daerah;

d. cagar budaya yang tidak lagi dinunfaatkan hgarus dikembalikan
sebagaimana semula sebelum dr.rranraatkan dengan biaya dibebankan
kepada yang memanfaatkan cagar budayzr;

BAI.VI

TIM AHLI CAGAR BT.'DAYA

Pasal 7

(1) Bupati mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat dan
menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya

(2) Tim Ahli Cagar Budaya bertanggun g jawab memberikan rekotnendasi dan
saran sebagai dasar penetapan statts cagar budaya yang.Cikeluarkan oleh
Bupati.

BAE, VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Masyarakat dapat ,ikut berperan oala.m pelindungan pengembangan dan
pemanfaatan cagar budaya.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk
a. masyarakat dapat berperan serta melal<ukan pelindungan,

pengembangan dan pemanfaatan cagai budd.ya;
b. masyarakat berhak melakukan penyelarnatan cagar budaya yang dimiliki

^+^r! t,^6^ lill! r^d-;-t,-.



c. masyarakat dapat memiliki dan/acau menguasai benda cagar budaya,
bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar
budaya dengan tetap memperhatil-an fungsi sosialnya sepz.njang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

d. kepemilikan cagar budaya dapat diperoleh melalui pewa isan, hibah,
tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan .rtau penetapan
pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh llegara;

e. penyelamatan yang dapat dilakukan masyarakat yaitu mencegah
kerusakan karena faktor manusia dan/ atau alam yang daoat merubah
nilai-nilai keaslian, dan mencegah pemindahan serta beralihnya
pemilikan dan penguasaau cagar budaya kepada pihak asing.

BAn t411

PEMBIAYAAN

Pasa] 9

(l) Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Fembang bertanggung
jawab atas pembiayaan pengelolaan Cagar B,rdaya di Kabupaten Rembang.

(2) Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:
a. APBN;
b. APBD Kabupaten Rembang;
c Sumber lain yang sah dan sifatnya tidak mer,gikat sesuai dengan

perundang - undangan;

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa. 10

(1) Pengendalian dan pengawasar atas pelaksanaan peraturan
dilakr-rkan oieh Bupati yang pelaks,maannya dilakukan oleh
ditunjuk berkoordinasi dengan instar rsi terxait.

(2) Masyarakat ikut berperan serta d alam pengendalian dan
pengelolaan cagar budaya di Kabupaien Rembang.

BAI} X

KETENTU/,N PIDANA

BAB XI

PEI\rYI))lKAiV

Pasa I l2

Pasa I 11

Barang siapa yang tanpa izin meagztlihkan kepemilikan, tidak melaporkan
temuan, tanpa izin melakukan pen:arian, mencegah menghalang-halarrgi
dan/atau menggagalkan upaya ;--relerjtarian, merusak, - m.rr.u.i dsrr
menadah hasil pencurian, mengub.rh fungsi ruang situs cagar budaya
dikenakan pidana dan/atau dendir sesuai dengan ketentu; undang-
undang yang berlaku.

Daerah ini
Dinas yang

pengawasan



Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindakan pidana sehagaimana dimaksud atas Peraturan
Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS)
dilingkungan Kabupaten Rembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIi

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur
tentang Cagar Budaya masih tetap berlaku sepanjang ticlak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasa] 15

Peraturan derah ini mulai berlaku pada tangga- diundangkan
Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lenbaran Daerah Kabr-rpaten Rembaug.

Ditetapkan di Rernbang
pada tanggal 2Ol4

PIT.BUPATI RE}/,BANG

Diundangkan di Rembang 
H'A=,DUL HAFID,

pada tanggal 2Ol4

SEI(RETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR
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